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PERATURAN FEMERINTAH EEFUBLIK INDOMNESIA
MOMOR 5 TAHUN 20241
TENTANCG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN EERUSAHA BERBASIS RISIKOD

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN KEPUBLIK INDUNESIA,

Menimbang : bahwa unluk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Momer 11 Tahun 2020 tenlane Cipta Kena, perla
menectapkan Pecaruran Pemenntah tenang Penoyelengparaan
Fenzinan Berusaha Berbasis Kisiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Drasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1445;

2. Upelang-Undang Noemor 11 Tahun 2020 rentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Tivdonesia Tahan 20020
Momor 243, Tembahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor G573);

MEMUTUSKAN:

Menetaplkan . PERATLHRAN PEMERIMNTAII TENTANG PENYELENGGARAAN
FERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RIATRO.

BABT
KETEMNTLIAN [IR1IM

Pasal L
Dralam Peraturan Pemernntah ini vang dimakesod dengan:

1. Penzinan Berusaha adalah lepalitas yang dibcnkan
kepada Pelaku Ussha untuk memuolat dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.,

3. Risiko . ..

SK. No 0872453 A
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Rizikn adalah potensi terjadinyra cedera aran kerugian
dari suaty bahave atau kombinasi kemungkinan <dan
altityat bahaya.

Feriziman Berusaha Berbasis Risike adalah Pernizinan
Berntsahd berdasarkan tingkat Risike koglatan usaha.

Ferizinan Berusahza Untuk Menunjanp Kegiatan Usaha
adalah legalitas vang dibernkan kepada Pelaku Usaha
untuk menunjang keplatan usaha,

Pemerintalh Pusat adalah Presiden Republik Tndonesia
veng memegang kekunasazan  permerihtabhan negara
Republik Indotesia vang dibantu oleh Walki) Presiden dan
menien sebagaimeana dmaksud dalam Undang-Undang
Dhavar Negura Republik Indonesia Tahun 19435,

Femenntah Dacrah adalah kepala dacrah scbhagar unsur
penyelenggara pemerintahan daerah vang memimpin
pelaksanaan  urasan pomeritahan  yang menjadi
kewenangan daerah atonom.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnyva disinghkat
KER adalah kawasen ekonomn khusos  sebagaunana
cdiatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang
kowasan ekonomi khuaus,

Kawasan Perdapangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yvang
selanjutnya  disingkatr KFBEPB  adalah  kawasan
perdapangan bebas dan pelabuhan bebas sebagatmana
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kawasan perdagengan bebas dan pelabuhan bebas.

Admumistrator Kawasan Elariosm Khusus  yang
selanjuinya divebwl  Adminetralor KEK adalah
admimstratar  sehagaimana diatur dalam peraturan
peiundanpg-undangan di  bidang kawssan ckonomi
khusus,

Badan Penpgusahaan Kawazan Peordagangan Bebaszs dan
Prlabuhan Bebas yanp aclanjutnya diacbut Badan
Penpusahaan KPBPE adalsh Badan Pengusahaan RFBPB
sebagaimana diatur  dalam  peraturan perundang-
undanpan di bidang kawasan pcrdagangan bcbas dan
pelabuhan bebas.

11. Pelaku ...
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17.
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Pelaku Tfzsaha adalah orang persecrangan atan badan
usaha yvang melakukan usaha danfatay kegiatan parda
bidang rertenr.

Mormor [nduk Berusaha vang selanjutnya disingkat NIB
atlalah buktl repistrasif pendaltaran Pelakw Usaha untuk
meclakukan keplatan usaha dan scbhagal dentitas bagl
Pelalku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sertifikat Standar adalah pernvataan dan/atau  bukti
pemennhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

lzin adzlah  persetujuan  Pemerintabh  Pusat  atau
Pernerintah Daerabh untok pelaksangan kegiatan Usahs
varg  wajl  dipenubin oleh Pelaku Usaha  sebeium
melaksanabkan kegatan usahanya,

Surat  Pernyalaan Kesangpupan  Pengelolaan  dan
Femantauan Lingkungan Hidup vang  sclanjuinya
disingkat S8PPL adalalh Surat Pernvataan Kesanggupan
Fengelolasn damn  Pemantauan  Lingkungan  Hidup
zebapaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan Jdi bidang lingkungan b,

Upava Penwelolasn  Lingkungen Hidup dan Upava
Pemantauan Lingkungan Hidup wang selanjutoes
disingkat LIkdL-LIPL adalah Upaya Pcngelolaan
Lingkungan Hidup dan Upayva Pomantauan Lingkungan
Hidup  scbapmimana dimaksud dalam  peraturan
perundang-undangan di bidang Lngkungan hidup.

Pengawasan  adalah  upava untuok  memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan  standar
pelaksanaan  Eegiatan usaha yang dilakukan melalw
periclekalan berbasis Risike dan kewajiban yong haras
dipenuhi wleh Pelaku Usaha,

Usaha Mikro dan Kecll yang selanjutnya disingkat UMK
adalah wsaha mkmo dan usaha keoeill schagaimana
cimaksud datam  Undang-Undang meneenal Usaha
Mikro, Keoid, dan Menenguh,

Dzaha Mikro, Keeil, dan Menengah vang selanjutnya
distnekat UMK-M adalah wsaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah schapaimana dimaksud dalam Lindang-
Undang mengenal Uszha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. klazihikas: ...
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Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  yang
selanjutnva disingkst KBL1 adalah kode Klasifikasi vang
diatur vleh lombaga pemerintah nonkemenierian yang
menyelengparakan  urusan  pemerintahan di Bodang
statislik.

Sistern Perizinan Berusaha Teriniegrasi Secara Elcktronik
(Cmiine Single Submissiony vang selanjumya diseld
Siscem 133 adalah sistem clcktronik terintegras) yang
dikelola dan diselenpggarakan oleh Lembaga OS85 untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Lembaga  Pengelola  dan Penyelenggara O35 vang
aelanjutnva  disebut  Lembaga 055 adalah  lembaga
pemerinlah Vang menyelenggarakan N] gV RN
pemeriniahan di bidang kourdinasi penanaman modal-
Fenandmean Maodal adalah [HMANALNAN moda]
sebagaimana  diatur  dalam  peraturan porundang-
undangan di bidang penanaman modal.

Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing
sehapaimana  dimtur  dalam  peraturan perundang-
undangan di bidang penunaman modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu wvang selanjutnya  disingkat DEMPTSFP  adalab
organisusi perangkat daerah pemecintah provins: ata
pemerintah  kabupaten/kota  yang mempunyal  tugas
menyelengparakan  urisan  pemerintahan dacrah  di
bidang penanaman modal.

Hari adalah hari kerja sespai dengan yang ditetapkan
aleh Pomerintabh Pusal.

Pasal 2

Peryelengmaraan Perizinan Beruzaha Berbasis Risiko imelipoti:

B,
b.

penpaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

norrma,  standar,  prosedur, dan kriteria Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko;

Perizinan Berusahs Berbasis Fisiko melaln layanan
Sistem (153,

tata cara Pengawasan Perizinan Herusaha Berbasis
Fisike,

cvaluasi oJdan relormasi leebijakan Penzinan Berusabs
Berbasis Risiko;

pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
penyelesaian  permasajlahan dan  bembatan  Perizinan
Brermusaha Berbasis Riziko; dan

sanlesl.
Pasal .3 ...
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Pasal 3

Penyelenggaraun  Perizinan  Berussha  Berbasis  Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujusn unfuk
meningkatkan ckosistern nvestasi dan kegatan berusahs,
rhelalui:

a. pelaksanaan penerbilan Perizinan Berusaha secara lebih
cleklil dan sedcrhana; dan

b. Penpawasan kcotatan usaha  yang  lransparas,
terserukiue, dan dapat diperranggungjawabkan  sesuai
dengan kelenfyan peraturan perdndang-undangan.

Pasal 4
Untuk menwlai dan melakukan kegiatan usaha, Pelukua
Usaha wajib memenuhn
5. persyaratan dasar Perisinan Berusaha; dan/atau
b. Perzinan Gerusaha Berbasis Bisiko.

Pasal S

[1} Persyaratan clasar Perieinan Berusaha  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huraf a neliputd kescsualan
kegiatan pomanfaatan ruang, persetujuan lingkungan,
perseiujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik lungsi.,

(2] Keteptuan mengenal  perayaratan  dasar  Perizinan
Berusaha sebapaimana dimaksud pada awyat [1] masing:
masing digtur dalam peraturan perundang-undangan dx
bidang tata ruang, logkuogan hidup, dan bangunan
pedung,

Puasal &

(1} Pemerinitah Pusat menctaplkan kebijakan
penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis Rimke
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

21 Penyelenggaraan Periinan  Berusaha  Berbasiz Risiko
sehagaitnana dimaksud pada ayat (1] meliputi sektor:
a.  kelawran dan perikanan;
L.  pertaman,
c., lngkunpgan hidup dan kehutana,
d. enemgl -
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cnergl dan sumber daya mineral;
ketenagsnuklican,
perindusifan,

perdagangsn,

=@ " r R

prekerjaan umum dan perumahan rakyat;
transporkast;
keschatan, obat, dan makanan,

pendicdikan dan kebudayaan;

-

paAriwisala;

2

kcagrmaEan;

n.  pos, telekomunikasi, penyviaran, dap sistem dan
ransaksi elekiromk;

0. pertahanan dan kesmanan; dan
P ketenagakerjaan,

Periginan Berusaha Berbasis Rizike pada masing-masing
sektor sebagaimana dimakswd pada avat [2) melipun
pengailiran:

a. kode KBLIJKBL] terkait, judul KRBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkal Rizike, Perizman
Berusahse, jangks waktoa, masa berleku, dan
kevwenanpan Perizinan Berusaha,

b.  persyaratan dan/atdl kKewasjiban Perizinan Berusaba
Qerbasis Risiko;

e, pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha danfatau standar produk,

Kode KPLI/WBRLT terkair, judul KBL], ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, dngkat Risikoe, Perizinan
Berusaha, jangka waktiu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagannana dimaksud pada ayvat |3
huruf a tercantum dalam Lempiran [ yang merupakan
Lagan tidak terpisabkan dari Peraturan Pemerintah ind.

Persvaratan dan/alau kewajiban Perizinan Boerusaha
Betbasis Risiko pads masing-masing sekior sebagaimana
Jimaksud pada ayat (3) hwuf b rtercantum  cdalam
Lampiran 1T vang merupakan bagian ddak tcrpsahkan
dari Peraturan Pemerintah .

|0] Pedoman ...
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Fedaman Perizinan  Berusaha Berbasis Rissko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huof o tercancum
dalatn Lamparan T yvang merapalan hagian ndak
fetpisabkan dan Peratdran Pemenntsah inl,

Standar kegiatan uwaha dan/atau standar produk
sehagaimana dimaksud pada avat (3] huraf d pada
masing-masing  scktor  diatur dengan peraturan
mentertf kepala lembaga.

Penyusunan standar keglatan usaha dan/atau standar
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (7] dilakukan
sercara  iranaparan, memperharikan kesederhanaat
persyaratan, dan kemudehan  proses Disms  dengan
melibatkan Pelakue Usaha,

Fenyusunan standar kegiatan weabhs dan/atan standar
produk schagaimansa dimaksud pada avat  (E)
dilaksanakan berdasatkan pedoman schagaimana
ditetapkan dalam Lampiran |V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dart Peraturan Pemerintah mi

Peraturan  menterfkepala lembaga  sebagaimana
cdirnaksyd pacda ayar (7)) ditelapkan serelsh mendapat
persetuyuan Presiden dan bBerkoordinas: dengan
kcmentcrian  yang menyclenggarakan leoordinas,
sinkrontsasi, dan peopendalisn urusan kemenlerian
dalam  penyelenggaraan pemenntahan di bdang
perckononuan,

Kementerian/lermbaga, pemerintah provinsi, pemerintah
kabwipaten /kota, Administrator KEK  dan Badan
Penglsahasn KPBPB  dilarang menerbithan  Perzioat
Rerusaha di hrar Perizsinan Berusaha yvang diatar dalam
Feraturan Pemermtah in

Penzinan Berusaha Berbasis Risiko pada erasing-masing
sekior  dilakukan  pembanaan dan Pengawasan oleh
merlerf kepala lembaga, gubecnur, bupang/wali kota,
Administrator KEE, atag hepala Badan Pengusabaarnt
KPEFB scsual kewenangan MAasing- Masing.

BAE I ...
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PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

{1]

(2

(3

{'H

Bapian Kesatu
Analisis Risike

Pasal 7

Perizittan  Bcrusaha  DBerbasis  Risike  dilakukan
berdusatkan penctapan tingkat Risiko dan peringkat
skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha
besar.

Penetapan lingkat Risiko sebapaimana dimaksud praadda
avat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Pisike,

Analisiz Risike sebagmmana dimaksud pada avat [2)
wajih dilakukan sevars  transparan, akuntabel, dan
mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data
dan fatau penilalan profesiconal.

Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Pasai &

Pelaksanaan analisis Risikn sebagaimana dimaksad dalam
Pusul 7 dilakukan oleh Pemerintab Pusat melalo:

d.

roanE

i1)

penpidentfikasian kegiatan usaha;

penilaian ningkat bahava;

penilaian potenal terjadinyys bahava;

penciapan fingkat Risiko dan perinplat skala asaba; dan
renetapan jenis Perizinan Berugaba.

Pasal 9

Penilaian tingkat bahaya sehuagaimana dimaksud cdalam
Pasal & huruf br dilakukan terhadup aspelk:

a.  kesehatan;
keselarnatan;
. lingkunpgan; dan/alag
f.  pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(2) Untuk ...
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Untul keplatan tertentu, ponibaian lingkat bahaya dapat
mencskup wspek lainnva scsual dengan silar keglatan
usaha,

Penilaian tingkat baheyva sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1] dan avat |2 dilabukan  dengan
memperhitungkan:

jeris kepiatan usahs;

kriteria kegiatan usaha;

Iokasi kegiatan usaha,

keterbatasan sihmber daya; dan/atau
Hisiko volatilings.

voaoo T

Penilaian  potensi  erjedinya bahaya  sehagarmand
dimaksud dalam Pasat 8 huruf © eerdird dan;:

a.  hampir tidak munpkin rerjadi;

b,  kermungkinan kecil terjadi;

o, kemungkinan tegadi; atau

d. hampir past terjadi,

Penctapan lingkat Risiko dan peringkat skala usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hural o diperoleh

erdasarkan penilsinn  ringkat  bahava dan  potensi
terjadinya bahaya.

Pasal 10

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilatan potensi

terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala

usaha kegistan usaha, kegiatan usaha diklesifikasilan

menjadi:

3. keglatan usaha dengan tinglat Risiko rendah;

h.  kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah,
dan

¢, kegiatan usaha dengan dingkat Risiko tinge.

Kegiatan usaha  dengan  tingkat  Hiziko  menengah
sehagammana dimaksud pada ayat {11 hural b terbag atay;

A, lingkat Rissko mcenengab rendah; dan
b, linekal Risike menengah onggl.

Pasal 11 ...
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Pazal 11

Mekanisme pelaksanaan  analisis  Risiko  keglatan Usaha
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8 rercantum dalam
Lampiran I vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraluran Pemenntab .

(1)

{21

i)

(2

(3

Pasal 12

Prrizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tinghat
Risike rendah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat {11 huruf a berupa NIB vang merupakan identitas
Pelaku Usaba sekaligus lepalitas untuk melaksanakan
kegiatan usaha.

NIE sebapaimans Jdimaksud pada ayat (1] untuk kegatan
usaha dengan tingkat Risike rendab yang dilakukan aleh
UMK, berlaku jupa sebagai:

a. Arandar Nasional Indonesia  [(SMT] sebagaimans
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan i
idang standardisasi dan  penilajan kesesuaian,
dan/atau

b. peroyasaan jaminan halal sebagaimans dimaksud
dalam petaturan perundang-undangan di bidang
jaminan produk halal,

Fasal 13

Perizinan Berusaha nntuk kegiatan usaha dengan tingkat
Riziko menengah rendah sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 180 ayal (2} harat a berups:

4. MIB; dan
h. Sortifikat Standar.

Sertifikat Standar scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hural b merupskan  legalitas  untuk  melaksanaken
kegiatan usaha dalam bentuk pernyaraan Pelaky Usaba
untuk  memenuhi standar  uwsahs  dalam rangka
melakukan kegiatan usaha vang diberikan melalui Sistem
Q88

Perizinan Berusahia sebagaimeona dimakeud pada ayac (1)
menjacdi dasar bagi Pelaku Ussha unluk melakukan
persiapan, operasional. danjatau komersial  kegiatan
usaha.

(4 Stamwlar ..
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Standar pelaksanasan  kepiatan  usaha  schagaimana
dirnaksud pada ayal {2) wagilk dipenuhi oleh Pelaku
Usaha pada saat melaksanakan kepiaan usaha,

Fasal 14

Pernzinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risike menengah tinggl sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 13 ayal [2] harwf b berupa:

a. HNlB: dan
. Sertihikat Standar.

Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada avac (1)
huruf b merupakan Serlifikat Standar  pelaksanaan
kegintan usaha vang diterbitkan Pemnerntab Pusat atau
Pemerintah Daerah sesual kewenangan masing-masing
bordasarkan hasil  veriikasi  pemenuhan standar
pclaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaba.

Setelah mempernleh NIR sehagaimana dimaksud pada
avat [1j) huruf &, Peluku Ussha membuat pernyataan
melalui  Sistem 55 untuk  memenuht  standar
pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan
kegiatan usaha dan kesanggupan untuk  dilakukan
verifikasi oleh Pemernntah Pusat atau Pemerintah Daerah
SEBLMl kewenangan masing-masing,

Terhadap pernvataan scbapaimana dimaksud pada ayar
[(3), Lembaga O35 memerhitkan Sertifikat Standar vang
belum terverifibkas.

Sertifikat Standar yang belumnm terverifikasl sebagaimana
dimaksud pada avat (4 menjadi dasuar bagi Pelaku Usaha
untuk melakukan persiapan keglatan usaha,

NIB sebagaimena dimaksad pada myat [1] hurol a dan
Sertikat Jandar vang telah lerverifikas] sehagaimana
dimaksud pada ayat (2] merupakan Feroonan Berusaha
bagi Pelaku  Usaba untuk  melabkukan kegeatan
operasiong] canatau komersial keglatan wsahisa.

Dalam hal Pelaky Usaha:

a. tidak mempersleh Sertifikat Standar scbagaimanz
dimaksud pada ayat {2] sesual jangka wakiu yang
ditctapkan dalam norma, ztandar, proscdur, dan
kritenia; dan

1. berdasarkan ...
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I, berdasarkan hasil Penpawasan, tidak melakukan
prrsikapan kegatan usaha dalam jangla wakiu 1
(satu) rahun scjak NIB terbit,

Lembaga {85 membatalkan Serrifikar Standar vang
belum rerverifikasi sebagaimena dimaksud pada ayat [4).

Pasal 15

{1} Pensinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tinpkat
Risiko ringg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1} humal £ berapa:

a. N1B; dan
b, Izin.

{2] [zin s=sebagaimana dimaksud pacz ayal (L haruf b
tnerupakan perselrjuan Pemerinlah Pusal  ataa
Pemerintah Daerah uniuk pelaksanaan keplatan usaha
yang wajb  dipenubl oleh Pelakuw Usaha scholum
melaksanakan kepiatan usahanva.

(1) Sebelum memperoleh lzin sebagaimana dimakzud pada
ayat (2], Pelaku Usaha dapat mengpunakan MIB unculk
persiapan kegiatan usaha.

4] NIB sebapgaimana dimaksud pada aval [1) hural a dan
Izin sebagaimanz Jdimaksud pada avat [2) meraupakan
Periziman Berusabe Loyl Pelaku Usaha untuk melakukan
kegatan eperasiontsl dan/atau komersial kegiatan uzaha,

(¥ Dalam hal kcgliatan usaha dengan ungkat Risike g
memertukan  pemenuhan  standar usaha  danjfartan
standar produk, Pemernntah Pusat atan Pemerintah
Daerah sesvai Kewenangat masing-masing menerbitkan
Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk
berdasarkan hasil verifikasi pementhan standar.

Pasat 16

Verifiknzi sebagainana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan
Fazal L5 ayat {5] dilakukan oleh Pemennlah Pusat atan
Femerintah Daerah sesual kewenangan masing-masing dan
dapat  menugaskan  lembaga atau  profesi ahli yang
Fersertifikat araw 1eraloeedilas.

Fazal 17 ...
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Pasal 17

{1] Tahapan pelaksanaan kegiatan usahs (ecdin dari tahap:
a,  pursiapan, dan
b, operasinnal danfatau kemersial.

|2} Tahap persispan sehagaimana dimaksud pada ayar [1)
hurzf a terdin darn kKegiatan:

g. pengadaan tanah;

L.  pembanpgunan bangunan gedang,
pengadaan peralatan atau Sdrana,
pengadaan sumber daya manusi,
pemenuhan standar usaha; dan/atau

kegiatan lain sebeluom  dilakukannya aperasional
dan/atau komersial, termasuk:

1. prastudi kelavakan ataw stud kelayakan; dan

2. pembiayaan uTeragional selama Mass
konstraksi.

Lo T B o B

{3 Trlam hal Pelaku Usaha yang mclakukan kegiatan usaha
dergan tingkat Risiko tingpi diwajibkan memiliki analisis
meneensl  cdampak  lingkunpan hidup,  kegiatan
pembangunan bangunan gedung schbagaimana dimuaksud
pada ayat (2] hural b, dilakokan setelah persetujuan
lingkungan  diterbitkan  sesva dengan ketentuan
peraruran perundang-undangan.

[4} Tahap operasional danfatal Koemersial  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) humal b terdin dan kegiatan:
a, prodyks barang/ jasa;
b logistik dan distribusi barang/|asa;
c.  pemasaran barang/jasa; dan/atan
d.  kematan lain dalam rangka operasional dan/atau
komersial.

Bapian Kedua
Langlah - langkah Analisis Risiko Kegiatan Usaha

Pasal 18

Analisis Risiko keglatan usabha sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat [3} dilakukan terhadsp selap kegiatan usaha.

Pasal 1% ..

SH MNa DGR A0 A
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[*asal 19
Analisis Risitko dilakukan dengan melitratkan;

f.  renter yang menvelengearakan UTIsEn
prmerintahan di bidang ketenapakerjaan,

b, menten vang menyelengparakan Urusan
prmerintahan i bidang kesehatan,

c. mecnten YATHY, menyelenggarakan utusan
pemerintahan di Didang Nogkuongan hidup;

d. mentenl dan/atau kcpala lembaga seklor lerkait; dan
.  Pelakn Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kcpala lembaga seklor
terkait sebagmimana dimalksud pada ayat (1) hurof d
dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisast
rengaburan keginfan usaha yang berzilat lintas scktor
dan/atau beririsan antarkementerianf lembaga.

Heterlibatan  Pelakw  Usaha dandateg masvarakar
sebagaunanz dimaksud pada awar {1] huraf & dapar
herupa:

a. memberitkan masukun  terhadap ungkat  REisiko
kegiaran usaha;

b. moembenkan dara dan informasi terkart kegiatan
usahs dalzm penelapan fingkat Risiko;, dan

. meningkalkan pemahamat Kegiatan usaha antuk
mclakukan manajemen Hisikon.

Pasgal 20

Dalarm  hal  tahap opcrasiconal  danfatau komersial
hegiaran usaha diperlukan Perizinan Berusaha Untuk
Menumjarng  Kegiatan  Usabha, kementerian/lembagas
mengidentilikasi Perizihan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Dsaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat
Risiko kepintan usaha dan/atau produk pada saat
pelaksanaan  whap operasoenal  danfaton komersial
keglatan usaha.

Ferizinan Berusaha Uniuk Menunjzng Eegiatan Usaha
tcrcantum dalam Lampiran [ dan Lampiran 1L

BABT - . .
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NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITER[A
PERIZINAN BEERUSAHA BERBASIE RISRIKD)

(1)

{2]

[

(4]

(1]

{2

Buagian Kesatu
Lltritm
Pasal 21

Pemerintah Pusal menyusun dan menctapkan norma,
gtandar, prosedur, dan kriteria Perizinan  Berusaha
Berbasis  Risiko pada  setiap sektor  sebagaimana
dimakesl dalam Pasal & aval [2].

Norma, standar, prosedur, dan kreiretia sebapaimana
dimaksud pada ayet [1} menjadi acdan tunggal bapi
pelaksanaan pelavanan  Perizinan Berusaha  Berbasis
Risiko oleh Pemermilah Posat dan Pemerniniah Daerah.

Pemmerintah  Pusat  dapat  mendelegasikan  peraturan
pelaksanaan norma, slamlar,  prosedur, dan kritera
sebagaimana dimaksud pada avat (2] kepads kepala
dacrah  vang  ditctapkan depgan  Peraturan  kepala
Dacrah,

Peraturan Kepala Daerah sebagmimany dimaksuad pada
avat |3y memusl  peraturan intermal  bag aparat
Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanskan  Perizinan
Berusahas Berbasie Riakao.

Pazal 22

Perizinan Beruszaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusal
dan Pemerintah Daerah sesval norma, standar, proscdur,
dan kriteria yang ditetapkan olebh Pemetintah Pusat,

Pelaksanaan penerbilan Perizinan HBerusaha sebagaithana
dimaksud pada avat {1} dilakukan cleh:

a. Lembaga 055

b. Lembaga O5% atas nama menterifkepals lembaga;

r.  kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubermur;

d. kepala DFMPTSP kabupaten/kota dlas nama

Bupatifwall kata;

e, Administratur ...
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. Admimstrator KEK; dan
. kepalas Badan Penpusahaan KFBPB.

sesuai  denpun kewenangan masing-masing yang
tercantum dalam Lampiran 1.

Dikecualibkan dari ketentuan  sebapaimanz dunaksod
pada ayat [2) huuf e dan hurui d.

a. dalam hal kepiatan usaha terdapat:
1. Penanatman hModal Asing, danfatau

2. Pepanaman Modal rang menggunakan modal
asing berdasarkan pegarnpan vang diboat olch
Pemerintah Pusal dan pemerintab negara lain,

kewenangan  penerbitan Penzinan Berusaha
dilakukan oleh kepala lembaega pemernntah vang
mempunyal  tugas  menyelenggaraksn o OTUSAN
permerintahan  di bdang  koordinas: Penanaman
Mida]l  seswal dengan ketchtuan  peraturan
perundang-undangan,

b. dalam hal kegiatan usaha dilskokan pada wilayah
KEK., kewenangdan penechitane Perizinan Berusaha
dilakukan oleh Admimistrator KRR sesua) Kerentuan
poeraturan perundang-undangan di bidang KEK; atan

. clalam hal legiatan usaha dilakukan pada wilavah
KPFBPR, kewenangan penerbitan Perizinan Berisaha
dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPEFPB
sesual  dengarn ketepigan  pecaturan perundang-
undangan di bidahg KPEPH.

Pasal 23

Menterifkepala lembapga, gubermur. bupatifwale kota,
Adrministrator KEK, dan/atau kepala, Bartun
Pengusahaan KPBPE sesuai dengan kewenangan masing-
masing dalan

a. melakukan  pemernksaan  persvaratan Penizinan
Berusaha harus sesual dengan jJangka wakiu; dan

h. memberlkan Perizinan Berusahsa harus sesusl
dengan masa berlaka,

sebapdimans lercantum dalam Lampiran 1
{2] Pelaku ...
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Pelaku Usaha harus mematuhi persvaratan dan/atau
kewsjiban Perizinan Berusshs sebagaunana tercantum
dalam [Lampiran 1L

Bapian Kedua
Sektor Kelaulan dan Perikanan

Paragraf 1
Perzinan Berusahs

Pazal 24

Perizinan Berusaha selitor kelaulan dan perikanan terdin
atas subsckior:

a
ba.

a &

.

f.

pengrlolaan ruang laut;
penangkapan ikan,
pengangkutan ikan;
pembudidayasn ikan,
pengolahan tkan; dan

prrmasaran ikan.

Perizinan Berusaha pada subselior pengelolasn tuang
laut schagaimana dirnaksud pada ayvat (1) hural a yvang
ditetapkan berdasarkan hasil analisia Risike keglatan
usaha terdim atas:

LR

a

oo

om0

penpusahsan pariwisata alam perairan i kawasan
koumservasi;

pengangkatan bendys muaten kapal tenggelam;
produks param,

biolarmaltoolog;

Eionelcnologi;

pemanfadtan ait l[aut selain cnergs,
pelaksanaqan reklamasi;

prmanfaaran  pulaw-pulan kecil dan  perairan i
sckitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing,

I, pemanlaaan
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..  pemanfaatun jenis ikan vang dilindung dan/atau
vang termasuk  dalam  appentdic Convertion on
Internationa!  Trade Endangersd Species of Wild
Fauna and Flora (CITES) sclain appendix [ dan

j. pemanfaatan pasic laat,

Perizinan Berusaha pads subsekior penangkapan ikan
schagaimana dimaksud pada ayat (3] huraf b oyang
ditetapkan herdasarkan hasil analisis Risike kegiatan
uzaha terdird atas kegiatan usaha penangkapan ikan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pengangkutan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat |1) hural © yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko keginfan
wsaha terdirt atas kKepiatan usaha pengangkutan tkan.

Perizinan Berusaha pada subsektor pembudidavaan tkae
sehagaitnana dimaksud pada ayar () huruf d wang
ditetapksn berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdiri atas:

a. pembeniban ikan,; danfatao

b. pembesacan dan.

Petizinan Berussha pada subsekror pengolaban ikan
sebagaimana dimaksud pada syat (1) hural e vang
diretapkan berdasarkan hasil analisia Risiko kegiaten
usaha terdiri mtas kegiatan usaha pengolahan ikan.

Perizinsn Berusaha pada subscktor pemasaran ikan
schapaimana dimaksud pada avar (1) horob {1 vang
ditelapkan berdasarksn hasil analisis Risiko kegatan
usaha terditi atas kegiatan usaha pemasaran ikan.

Pasal 25

FPerizinan Berusaha Untuk Mcounjang Kegiaan Usaha pada
sekror kelauran dan perikanan melipdli:

.

b

penunjong operazional dun/atan komersial  keglatan
usaha; dan

ekspor dan mpar.

Fasal 26 ...
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Pasal 20

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kepiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangks wakt, mass berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaho sebagaimana dimalkeud dalam Pagal
24 dan Perizinan Berusaha Untul Menunjong kegatan
Usaha sebagaimana dimakeud dalam Pasal 25 rercanium
dalam Lampiran L

Persyaraian danfatau kewajiban Perizinan  Berusaha
pada scklor kelauran dan penkanan yang ditetapkan
berdasarkan  hasil  analisis  Risike kewiatan  usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 24 dan Perzinan
Berusaha  Uniluk  Menunjang  Keglatan  Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam
Lampicain [f.

Faragr=f 2
Merma dan Knleria

Pasal 27
Batasan ukuran kapal penangkap ikan:

4. kapal penangkap ikan berukuran sampal dengan 3
[lima} gross ontage diberikan daerah penangkapan
ikan di Wilayah Peongelntasn  Perikanan  Negara
Republik Irmlonesia (WFPNRI) o1

1. perairan darat; atau

2. wilayvah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil
lauc atau lebih dar 12 {dua belash mil laut;

b. kapal penangkap ikan berukuran lebib dari 3 {lima)
gross tonnage sampean dengan 30 {lige puluh)] gross
tonnoge diberikan dacral penanpkapan ikan lebih
dari ¢ {ermpat) mil laut sampai dengan 12 {dua belaz}
mil laut, lebih dari 12 {dua belas) mil laut, Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI], ataw laut lopas;

c.  kapal punangkap ikan berukuran lebih dari 30 (g
puluh) gress tonnage diberikan daerah penangka pan
tkan di wilavah laut lebib dari 12 (dus helas) 1l
laut, dengan ketcntuan:

1. kapal ...
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1. kzpal penangkap ikan berukaran  sampal
dengan 100 (seratus) gross onrhoge diberikan
dacrah  prenangkapan ikanm di peralran
kepulawan, ZREL atan laut lepas;

2, kapal pertangkap ikan berukuran lebih dari 100
{seratua] gress  enhoge  diberikan daerah
penanpkapan ikan di ZEEl dtau laul lepas;

1. kapal ponangkap ikan berukuran lebib dar 300
[liga ratus] gross fornege diberikan  dasrab
petangkapan  ikan «Ji ZEED lebih dan 130
feeraius lima puluhy mil sy dan laut lepas;
dam

4,  kupal penangkap kan berukuran lebih dari 300
(tipa ratus] gross foRmege vang beroperasi di
WPFPNR] dilerikan daerah penanukapan ikan di
ZEEL

Balasan uvkuran kapal penangkap kan di kawasan
konserasi berukuran paling besar 5 {lima) grass fonrge.

Pasal 28

Kopal penangkap ikan schagnitmana dimaksud dalam
Pasal 27 ayal {1] huruf a diberikan dasrah penangkapan
ikan di 1 {saip atau 2 (dua) WPPNERI vang herdampingan.

Kapal penanpkap ikan sebagaimana dimaksaud dalam

Pasal 27 ayat (1) hurnf 1> dan humf ¢ diberikan daerah

penangkapan ikan di;

a ] fsarg| aau 2 [dua) WPPNE] vang berdatmpangan;
atall

b, leut lepas, vaitu Samudera Hindia atau Samiuldera
Pasifik.

Pasal 2%

Kupal penangkap ikan dari daerah penangkapan ikan
diberikan 4 {empat] pelabubhan pangkalan di WPPNRI
vang menjadi daerah penanpkapan ikannya dan 1 {satw
pelabuhan patgkalan scsusi dengan domisili usaha st
domisit tempal tinggal.

[2) Kapal ..
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Kapal penangkap ikan dar dacreh penangkapan ikan
vang beroperasi di laut lepas  diberikan 1 [satu]
petabuhan panpkalan sesuai dengan domisili usaha atau
domisdl rempat tinggal dan paling banyak 40 (ernpat
pulub} pelabuban negara twuan yang menjacdi negara
angeeta  Reglonal Frsheries Manogemen:  Chganoations
{(RFMO)  pagda wilavah  RFMO  vang sama  dan
mclaksanakan kelerntuan perjanjian inlernasional terkail
pelabuhan penkanan.

Pasal 30

Arelan penangkapan ikan dilakukan oleh kapal penanghkap
ikan herukuran sampai dengan 30 [tiga puluh) gross formage.

[1]

(2}

(3}

(4]

o)

Pasal 31

Kapal penpongkut ikan yang melakukan pongangkutan
ikan dan pelabuhan pangkalan ke pelabuhan pangkalan
lain dibcrikan paling banyak 20 [dua puluh) pelabuhan
muat di 2 [dua) WPPNE] yang berdumpingan dan 2 [duaj
pelabuhan panghkalan.

Kapal penganghkut ikan yang melakukan penganglutan
ikan dar pelabuban pangkalan ke pelabuhan negara
tujuan diberikan | {satu) pelabuhan pangkalan dan |
{satu] pelabubhsn negara tuajoa.

Kapal penganekul ikan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup dar pelabuhan muoac ke pelabohan pangkalan
di dalam negeri diberikan paling banyak 50 {lima pulubj
pelabuhan muat dan 3 (Limap pelalbuhan pangkalan.

Kapal penganghkut tkan yang melakukan pengangkutan
ikan hidup ke luar negeori untuk tapuan ckspor diberkan
paling banyak 10 [sepulub) pclabuhan maat dan 6
{rnam)| pelabuhan negara tuuan,

kapal pengangkut ikan yans mclakukan penganghliiitan
ikan hidup di dalam negerl dapat mengangkut sarana
pembudicdayasan ikar, khusus untuk usaha
pembudidayasan matiara.

Puwzal 42

Batasan ukuran kapal pengaogkur ikan:

a. kapal ..
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kapal penganghkut ikan «dan pelabuhan pangkalan ke
pelabuhan pangkalan luinnya, tidak diberikan batasan;

kapal penpangkut ikan darn pelaluban pangkalan ke
pelabyhanr nepara tujuan, berukuran lekih dard 20 [dua
puluh) gross tonnoge,;

kapal penganekit ikan dari daerah penangkapan than
perairan kepuilanan ke pelabuhan pangkalan di dalam
negerl, berukuran sampan dengean 300 (tiga ratus] gross
tornRge;

Lapal penpgangkut ikan dar daerah penangkapan ikan di
ZEEI dan laut lepas ke pelabuhan pangkalan do dalam
negeri, hecukyran lebih dani 30 [hea pulab) gross
forryeropes,;

kapal penganghkut ikan dari daerah penangkapan ikan cli
laut lepas ke pelalbuban negara tujuan yang menjadi
negara anggold RFMO pada wilayah RFMO vang sama
dan melaksanakan ketentuan ot slote moasure
agreement, berukuran lebih dan A0 {oga ratus| gross
ORI,

kapal penpgangkut 1kan vang melakukan penganglutan
ikan hidup dari pelabuban muat ke pelabuban pangkealat
di dalam negen, berukuran paling besar 300 (tiga ralus)
gross tornege; dan

kapal pengangkut ikan vanp melakulan pengangkutan
ikan hidup ke luar negeri uniuk  fujpan ekspar,
berukuran paling besar 500 [ma tanis} gross onmage.

Pnsal 33

Kapal pengangkut ikan dari dacrah penanghkapan ikan
diberikan 4 [empat) pelabuhan pangkalan &1 WPPNEI
vang menjadi dasrah penangkapan tkannyva dan 1 [saty]
pelabubhan pangkalan sesoai dengan domisill usaha atsuw
clomisili temprat tinggal.

Kapal pengangkyat ikan dari daerah penangkapan ikan
yang beroperasi i laut  lepas diberitkan 1 [satu)
polabuhan pangkalan sesuai dengan domisili usaha atzau
domisili tcmpat linggal dan paling banvak 40 (cmpat
pualuh} pelabuban negara tujuan vang menjadi ncgara
angeota RFMO pads wilaysh RFMO vang sama dan
melakaanakan ketentuan peganjian mternasional terkair
pelabuhan perikanan,

Pagal 334 ...
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Pasal 3d

Kapdal penangkap ikan yang bernperasi df WPPNEI dapar
melakukan alih muatan ke kapal pengatgkur ikkan.

Kapal penangkap ikan dan/alad kapal pengenpgkat ikan
dapat mclakukan alih muatan di laut lepas maupun di
pelabuhan di nepara tujuan vang menjacd) negara angpota
RFMO pada wilavalh EFMO vang sama dan melaksanakan
ketenruan perjamian internasiondl terkail pelabuhan
perikanan dan resolust RFMO.

Pagal 35

Apabila dalam jangka waktu 2 [duaj tabun scjak surat
1zin usdaha perikanan pertama kall diterbitkan hanya
merealisasikean sebagian rencana uszha yang tercantum
dalam surat izin usaha perikansn, surat izin usaha
perikanan  dilakukan  perubshan lanpa adanva
permohonan sesual dengan redlisas vang dilakubkan.

Apabila dalam jangka wakiu 2 {dua) 1ahun sejak sucat
izin ussha penkanan pertams kall dierbitkan odak
merealizasikan renwcana wsaha yang tereantum dalem
sural xin nsaha perikanan, surat izin usaha perikanan
divahut tanpa adanya permalionan.

Bagian Ketigh
Sekror Perlaman

Pasal 35
Perizinan Berusaha pada sekior pectatian terdiri atas
subszekoor:
a. perkebunan;
b,  tanaman pangan,
c. hortikulmara;
td.  peternakan dan keschatan hewan,

e, kelabanan
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e. ketahanan pangan; dan
I EATATIA [l Anian.

FPerizinan Berusaha pada  subsektor  perkebunan
sehapaimana dimaksud pada avet {1] hurul a wang
diterapkan berdasarkan hasil soalisis  tingkar Risiko
kegiaran usaha terdin atas:

a.  budh daya;

h,  pengaolahan bhasil perkebunan  yang  leninlegeasi
dengan budi dayva perkebunan;

¢. pengolahan hasil perkebunan sxala UMK-M; dan
d.  proedukst bemib perkebsinan.

Peyizinan Berusaha pada subsektor tanaman pangan
sebagaimana pada avat (1] hurul b yang ditetapkan
berdasarkan hasil analisis Ungkat Risika kegiatan usaha
terdir atas:

a budi daya;

b. perbenihan;
T, PuSCEPpANCD;
d.  peneolahan;
. jasa; dan

. keterpaduan.

Perivinan  Berusaha pada  substkier  hortikaloara
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huril ¢ yvang
ditetapkan bLerdasarkan hazsil analisis togkat Bisiio
kepiatan useha lerchir atas:

a.  budi daya; dan
b.  produksi perbeniban hoertikaloara.

Perizinan Berusaha pada subseklar peternakan dan
keschatan hewsan sebagatmana dimaksud pada avat (1)
huraf d yang ditctapkan berdasackan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha werdin alas:

a. peternakan;
bB.  hijauan pakan ternak;
¢.  rumah potong howan,

. penanganan daging dan hasil ikutan;

g, vETeTiner ...
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&, veleriner; dan
I obat hewan,

Perizinan Berusaha pada subsektor ketahanan pangan
dan subsektor sarana perranian sebagaimana dimaksud
pada avat [1) hurul e dan hural T tidak memilile Perizinan
Berusaha vang diretapkan berdasarkan haszil analisis

lingkal Fisiko.

Pazal 37

lPcrizinan Borusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada
sektor pertanian meliput:

.

b

{1]

(2]

penunjang operasional danfatan  komersial  kegaran
vsaha; dan

elsponr dan impar,

Pasal 38

Kode HKBLIJHBL] terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkar Risiko, Porizinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewcnangan
Perizinan Beruzaha sebagatmana dimaksud dalam Pasal
36 dan Perizinan Berusaba Untuk Menunjang Kegacan
Usaha sebagmimana dimalkisad dalam Fasal 37 tercantuim
dalam Lampiran [

Fersyaratan Jdan/alag kKewsjibvan Perizinan  Berussha
pada scktor portanian yang ditetapkan berdasarkan hasil
analisis Fisike kepiatan usaha scbagmmana dimaksud
dalam Pasal 3% dan Perizinan  Berusaha  Untuk
Menunjang kegiatan Usaha sebapaimana diraksod
dalarn Pasal 37 tercantum dalam Lampiran [

Bagian Keempar

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

{1

Fazal 39

Petizinan Berusaha sektor lingkunpgan hidup dan
kehutanAan yang direrapban hecdasarkan hasil analisis

Risakio kegnatan vaaha mehipuatn kegiatan usaba:

. pemanfadtan L,
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pemanfaatan hualan;
penpelolsan imbah bahan berbwmhaya dan beracun;

penpclolasn air hmbah;

o T E

pecmaniaaian  Jass  lmgkungan  pada kawasan
konservasi;

pemaniaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
perbenihan tanaman hutan.

Petizinan Berusaha pada subsektor pemantaatan hutan
sebmgaimana dimaksugd pada ayal [1) horal a vang
diterapkan herdasarkan hagil analigis finglkoart Risikn
kegiatan usaba terdird alas:

a. pemanfaalan hulan produksi;

b,  pemanfastan hutan ndung;

¢. prnpeolahan hasi] hutan skala besar;

d. pengelahan hasil hutan skala menengah; dan
pengolahan hasil hutan skala kel

Perizinan Berusaha pada subsektor pengelelaan limbah
bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud
pada ayar {I) hural b ditetapkan berdasarkan hasil
analisis Ungkal Hisiko kegiatan usaba lerdion atas:

a. pengumpilan limbah o hahan bechahaya dan
beracun;

b, pemanfaatan limbah bahan berbahars dan beracun;

c.  penpelahan hmbah baban berhahaya dan beraoan;
dan

d. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Penizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan mar
limbah sebapaimana dimaksud pada avat [1] huraf ¢
yvang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kegiatan waaha terdiri atas:

a. penpangkutan air limbah tidak berbahava;
h. pengangkutan air limbah berbahaya,
. pengolakhan air imbeh tidak berbahaya; dan

d.  pengolahan air imbah beebahaya,

(5] Permmnan
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Perizinan Berusaha pada subsektor pemanfaatan jusa
lingkungan pada kawasan  kanservasi  scbagaimana
dimakyud pada avat (1} huraf d yang ditetapkan
berdasarkan hazil analisis ringkat Risiko kegatan usaha
terdir atas:

a. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap
eksplorasi,

. pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi labap
eksploitast dan pemanfaslan,

pemanfaatan jasa linghungan air skata mikro;

[ T

pemanfaatan jasa lingkungan air skaia kecil:
pemanfzatan jasa lingkungan air skala menengah,
pemanfaatan jasa ingkungan air skala barsar,

pemanlaatan jusa lingkungan encrgl air skala mikro;

= R

pemanfaatan jass lingkungan cnergl air sktala kecil;

—-

pemanfaatan  jasa  lingkungan  coecrgl air skala
menengal;

j.  pemanfaatan jasa lingkungan encrgl air skala besar;
k. penpusahpan sarana jasa lingkungan wizala alam;
1. penyedizan jasa wisata alam,

m.  penyediaan joss Ingkungan air,

n. penyediaan jasa lingkungan encrgi air, den

&, pengusahaan laman buarua.

Periginan  Berusaha pada subsektor pemanfazatan
rumbuhan dan satwa liar sebagaimena dimaksud pada
aval {]] hurul e yang diletapkan berdasarkan hasil
analisis ingkat Tisiko keglatan usaha letdin atas:

. lembaga konservast untuk kepentingan umuin;
b, penargheran jenis tumbuhan dan saova liar,

c. prredaran jems tumbuhan dan satwa liar dalam
Ceger,

d.  peredaran jeniz tumbuhan dan satwa liar luar
negsrl; clan

e. perapaan ambuhan dan sabwa liar.
[} Perzinan ...
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Perzinan Berusaha pada subsektor perbenihan tanaman
hutan schagaimana dimaksod pada ayat (1) hural [ yang
gitetapkan berdasarkan hasil analisis tingkal Risiko
kepiatan usahz terdin atus:

. pengadaan dan pengedaran benh:
. pengadaan dan pengedaran bihitg
g, pengadaan dan penpgedaran bemh dan ahit;

d.  pemasukan benih dangatan bibit lanamat: huatan
dan luar negeri; dan

e.  pengeluaran benih dan/arau bibit tanaman hutan ke
luar neger.

Fasal 41)

Kooe KBLI/KBL]D terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Pernzinan
Borusaha, jangks wakia, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusahs sebagairmana dumaksud dalam Pasal
39 tercanwum dalam Lampiran L

Persyaratan dan/atau  kewajiban  Perizinan Berusaha
pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko keglatan
usdha sebapaimans dimaksud dalam Pasal 39 lercaniim
dalam Lampiran 1.

Bagian Kelima

Bektor Energl dan Sumber Dava Mineral

FParagrai 1
Perizinan Beru=aha

Fasal 41

Perizinan Berusaha sektor encrgl dan sumber dava
mincral terdio atas aubselitor:

a.  minyak dan gas bumi;

b, ketepapgalstnkar,

o, minertal dan bharubara; dan

d. encrgl baru, terbarukan, dan konservasl encrgl.

(2] Perizinan .
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Penzinan Berusaha pada subsckior minyak dan ems am
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul a yane
ditetapkan berdazarkan hasil analisis Risiko kematan
usaha terdivi atas:

a. kegiaran survei umum,
k. Kepiatan usaha huala; dan
¢, kegietan Jsaha hubir,

Pernzinan Berussaha pada subsekine kelenagalistrikan
sebagoumana dimaksud pada ayat (1) hurad B oyang
ditectapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegratan
usaha terdiri atas:

a. penyediaan tenaga hstrik untuk kepentingan umuam;
tdan

h.  jasa penunjang renaga listril.

Penzmnan Berusabs pada subsektor mineral dan batubara
sebagnimana dimaksud pada aval (1) hurufl ¢ vande
ditetapkan berdazarkan hasil analisis Kisiko kegialan
usaha terdiri atas;

a. pertambangan;
B pertambangan khusnos,

¢.  peptambangan kbusus sebagal kelanjutan cperasi
kontrak/ perjanji=n;

d.  perlambangan rakyat;

€.  penambangan batuan,

f.  pengangkutan dan penjualan;
g. jasa pertambangan; dan

h. pertambangan vuntuk penpualan,

Perizinan Beruzaha subsekror energi baru, terbarukan,
dan konservasi energi zebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf & yvang dicctepkan berdasarkan hasil analisis
Esiko kegiatan nsaha cerdin aras:

a. pengusahaan panas bumi; dan

. nigga bahan bakar nabati (bofucel sebagal bohan
Lalkar lain.

Pasal 42 ..,
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Pasal 42

Pernizinan Betrusaha Uniuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subseloror minvak dan pas bumi sebapaimana
ditnaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hurul a meliputi:

.

h.

—_

CE.

sutal kemampuan usaha  penumang jasa  dan
industnn minyak dan gas bomg,

rencana Impor barang operast minvak dan gas bami;

penandazahan hasil wverifilkasi tingkat kompornen
dalam negen patla kegiatan usdaha hulu minvak dan
gax b,

rekomendas ekspor dan Impor munyak mentah;
rekomendas ckspor hasil kilang;

rekomendast  portimbangan tertulis pabrikas
pelumas;

rekomendasi ekspor dan impor niaga minvak dan
gaz bunm unruk badan usabs nizga dan pengesuna
langsung,

pelaparan penyalur badan usaha miaga minyak dan
gas buri mehput; penyalur bahan bakar minyvak,
lahan bakar gas, dan hquid petroleum gos;

izin pembangunan dan pengaperasian pipsa gas bomi
sertd [asilitas  dan sarana pendubkung untuk
kepentiigan sendivi;

1lzin usaha pengangkutan minyvak dan gas bumi;
rekomendasi ekspor minyak dan pas bumi hasil
kegiatan 11sahs hulu minyak dan gas burni;
perselujuan penvisthan wilavah kerja minyak dan
gHs bum;

persetujuan pongalthan partisipasi inderes;
penetapan alokasi dan pemanfaatan serla harga gas
IrLen;

persctujuan rencana  pengembapgan lapangan
minvak dan gas o vang perlama kali dan
perubahannya;

persetujuan pemantaatan data minvak dan gas
burni;

perselyjuan survel keluar wilavah kerja minyak dan
Fas burm;

r. rekomendas)
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rekomendas penpeunaan wilavah kenga munyvak dan
gas burn uniuk kegedlan lainnys,

rekomendas penelapan Inkasi;

persctujuan pengalihan  partisipasi nteres 10%
{scpuluh peraen);

persetujuan  pemroduksian  minyvak  bumi pada
SUIMLF tua;

persefyuan pemingukan phak ban untuk
peneclolaan data kontrakior;

perselujuan  penvimpdanan salinan data di luar
vwilavah hukum pertambangan [ndoncsis;

1zin gudang bahan peledak;

penetapan daerah terbatas terlarang pada kepiaran
usaha minyak dan gas bumi;

reknimetdast teknis ingebs aic iimbah,

perscijuan dobkumen rencans langpap dJardrac
penaneewlangan tumpsahan minvak;

perseiujuan  pelaksanaan  keglalan pascaopeIasi
pada kepiatan usaha hulu minvak dan gas bami;

persetujuan lavak operasi;

pengesahan kualilikas) prosedur dan ahli las,
ninne pelumas fecdaltar;

penpesahan perasabaan inspekes; fan

perseiujuan pengalihan siss komilmen pasl ke
wilavah terbukn.

Perzinan Bernusaha Untuk Menunjanpg hegiatan Usaha
pada subsekior ketenagalistnikan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat {1) haruf b meliputi:

.

k.

c.

kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik unozk
kepentingan i

kegiatann  penyvedizan  tenaga hstrik unrak
kepentingan sendiri; dan

kegiatan usaha jasa penunjang tenoga hstrik.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Lisaha
pada  subsektor rmineral dan balubara sebagaimana
dimaksugd dalarn Pasal 41 aval (1) haraf o melipuii:

d, perselujuan .
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A, persetujuan prograt kenitraan;

. perseigjuan konsultasi dan/atay perencanaan pada
ynsahy jasa pertambangan; dan

2, perselyjuan PETIRKITIAAT keikulsertaan anak
perasabaan dan/atay abbagm dalam usaha jaza
pcriambangan.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegidalan Usgha
pada subsektor energl bama, terbarukan, dan konservast
energl sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 41 ayat [1)
hurul d meliputi

4. re@istrasi usaha penunlang panas buami,
b dzin evclang bahan peledak;

2. serlifikasi peralatan, instalasi, welding procedure
specification/ procedure qualification record, dan jurn
las panas bumi;

d. Ferizinan Berusaha peogusahaan panas bami;

e.  persctujuan studi kelayakan provek pembanghkit
listrik tenapa panas bumi;

f. penandasahan impor barang panas bumi; dan

y.  rekomendasi ekspor danfatau impor bahan bakar
nabatk.

Paszal 43

Kode KELI/KELl terkair, jucda) EBLL ruang lingkup
kegiatan, parameter Rimko, tmgkal Resiko, Perozinat
Berusaha, janpka wakta, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 dan Perizinan Beru=zaha Untuk Mcouniane Erogliatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tercantum
dalam Lampirat 1.

Persyvaratan dan/atau  kewajiban Perizinan Berusaha
parta seltor enerpi dan sumber daya mincral wvang
ditelapkan becdasarkan hasil analiziz Risilke keglatsn
ussha  sebagaumana  dimaksud dalam Pasal 41 dan
Perizinan Berusaha Unruk Menunjang Kegiatan Usaha
schagaimana dimaksud Jalam Pasal 42 tercantum dalam
Lampiran I

Paragral 2
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Paragraf 2
Morma dan Kriteria

Pasal 44

Untuk menunjang penylapan wilavah kerja, menteri yvang
menyclenggarakan urusan pemenmiaban di budang energl
dan sumber dava muneral melakukan kepgiatan sirver
LINTLLL.

Kegiatan survei umum sebagairmnana dimaksud pada ayvat
[T} dilakukan pada wilayah terbuka di dalam wilayah
hukeurn peertambsmngan.

Kegiatan survel umum  paling  sedilal melipael surves
geologl, survel poalizika, dan sure geokimaa.

IPclaksanaan survcr  umum oleh badan usaha
dilaksanakan atas biava dan Kisiko sendirl.

Sebelum  melaksanalan survel umum, badan wsaba
sebagaimana  dimaksud pada  avat {4 wajlb
rmenvarmpaikan  erlebibe daholu jadwal dan prosedur
pelaksanaan  survei wmum kepada menteri vang
menyclenggarakan urusan pemerinfahan Ji bidang energ
dan sumber dava mineral

Pasal 45

Kegiaran usaha hulu dilaksanakan cleh badan usaha
atau bentuk wusaha [etep berdasarkan kontrak lkerja
SEIMA.

Dalam penerapan Penzinan Berusaha pada Kegesatan
usaha hulu;

a. lkontrak kerja sama schagaimana dimaksud pada
ayat [1} diperlakukan sebagal lzin dalam kegilatan
usaha hulu; dan

b. btadan usaha atau bentuk usaha wlEap  vang
menandatangani kontrak kerja sama wajtb memiliks
MIB.

Peperapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud
pada avat {3 tidak menghapos kebertakuan selumah
ketenivan dalam konteak kerja sama.

Pasal 4t ...
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Pasal 46

Kegatan vsaha tihr melipati:

d.

it

1]

kegiatan usaha  penglahan  wveang meliputi keglatan
memurnikan, mempertbeh bagian-tagian, mempertingg
muty, dan mempertnggl nilain ambah minyak dan gas
bumi yang tmenghasilkan bahan bakar mimyak, bahan
bakar gas, hasil olaban, fiquified petroferm gay, dan/fatao
Hguifiedd natural gas tetapl tidak termasuk pengolahan
[apangan;

kegiatan uwsabha penpangkutan yang meliputy keglatan
pemindshan  minyak bumi, gas bumi, bahan bakar
minvak, bahan bekar gas, dan/arau hasl clahan bak
melalui  darat, air.,  danfalsa wdara rermasuk
pengangkatan gas bumi melalul pps dan suatu tempat
ke tetnpat lan untuk tujuan komersial;

kepiaran usaha penyimpanan vang melipult kegiatan
PoRETIMAArn, penpumpulan, pENAMPpUNEAMN, dar
pengeluaran minvak bumi, abhan bakar minyak, bahan
bakar gas, danfatau hasil olahan pada lokasi di atas
danfatan  di  bawah permukaan tanah danfaraun
permukaan air untuk tujuan kKomersial; dan

kepiatan usaha niaga yang mebpull kegiatan permbelian,
poenjualan, ckspor, dan impeor minyak bumi, Bahan bakar
minyak, hahan bakar gas, dan/atau  hasil olahan,
rermask gas mami melalui pipa.

Pasal 47

Pelakn LUsaha wang melakukan keglatan usabas niaga
bahan baker nabad (Mofuell schagai bahan hbakar lain
selmgaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3] huou! b
walilr memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan asaha
niaga bahan bakar nabati (bicfuell scbagal baban bakae
lain.

Pengajusn Perizinan Berusaha untuk kegiatan asaha
niaga bahan bakar nakati (befuel] scbapal bahsn bakar
lain  sebagzimana Jdimaksud pada ayar (1) harus
memenuhi persyaralan dan fatan kewajiban.

Pasal 18
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Fasal 48

Perizinan Berusaha untuk kepiaran nsaha niapa bahan bakar
nabatl [Giefued sebagai bahan bakear lain dapat dipcrpanjang
berdasarkan kinerja perusahaan Jdan evaluss tahunan.

{1]

(]

(31

Pasal 49

Femegang Perizinan Berusaha untuk  kegiatan wsaha
tigga bahan bakar nabat (biofuel] zebagar bahan bakar
laasy wapk memikn danfatan menguazan fasilitas dan
sarana keglatan usaha niaga Baban bakar nahatd (brofiel
webagal bahan bakar lan.

Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar
nabati {iMofued sebagai babtan bakar lain sebagaimana
dimaksud pads syat (1) meliputl fasiditas penyedisan,
pendisiribusian, dan pemasaran.

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana
sebagaimana  dimaksud  pada  avat  {3], pemegang
Perizinan Berusahia untok keglatan usaba niapa bahan
bakar nabati (biofiel] sebagai bahan bakar lain wajib:

a. menggunakan barang dan peralatan yang memenubi
stamlar  sesual dengan  kelentuan  peraturan
perundang-undangan;

b.  mengpunakan kaidah kereknikan vang baik;

. mengutamakan pemantaatan  barang,  peralatlan,
Jasa, tcknologi, serta kemampmlan rekayasa dan
rancang bangun dalam neger,

d.  mengutamakan  pengpundsan  lenaga kKerja  warga
negara Indonesia clengan memperhatikan
pemanfaaten tenags ket sctempat sesual dengan
standar kempelens yang dipersvaratban;

€.  menjamin keselamalan dan kesehatan kerja seeta
hingkugan hidup; dan

f. membantu pengembangan masvaralkat selempar.

Pasal 50 ..
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Paszal Gl

Dalsm melaksanaksn kegiatan uwaaha niaga bahan bakar
nabati [biofuel] vebagal bahan bakar lain, badan usaha wajibe

[

.

(L}

(2}

mengamin dan bertanpgung jawab sampal ke linglat
penyatur/konsumen akhir atas standar dan mutd Bahan
bakar nabati {bigfue] =sebapal bahan bakar lam yang
diniapakan aesuai standar dan nacaf spesifikast yang
ditetapkan,

menjamin harga jual ahan bakar nabati [(bigfuef) scbapal
bahan bakar lain pada tingkat vang wajar,

menjamin  penyediaan  fasilitaz dan zarana kegiatan
usaha nigpa bahan bakar oatuate (hiofieed sebagal bahan
bakar lain yang memadai;

menjamin  dan bertanggung gawab atas  penpgunaan
peralatan, keakwuratan, dan sistem alat ukur  yang
digunakan yang memennlu  standar sesusl deongan
kelenivan peratucan perundang undangan:

mempunyal fan mengpanakan hama dan terck dagang
lerientil bahan bakar nabati (biofiel] sebapai bahan

bakar taim;

mengutamakan prmenuvhan kebutuhan dalam oegeris
dan

menyampaikan data dan laporan kepada menter vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang cnerpl
dan  sumber  dava  mineral  mengenai pelaksanaan
kepiatan Usaha ojaga bahan bekar nabati  [biofueel)
schapal bahan bakar lain (ermasuk harga jual bahan
bakar nabali {biofued sebagai bahan bakar lain sebap 1
(satu} bulan  sckall  atau sewaklu-waldl apatsla
diperiukan.

Pasal 31
Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha niapa
bahan bakar nabati (Biofuel scbapa) bahan bakar lam
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1} dapat

meniagakan bahan bakar nabat {Bifue]} scbapsi hahan
halkar lain kepada konsumen akhir.

Techrdap bahan bakar nabate (biofief) sebagat bahan
hakar lain vang dicampur denpgan bahan bakar minyak
hanya dapal dinisgakan nleh badon usaha pemegang lzin
usaha miaws hatian hakar minvak.

Fagal 52 ..
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Paszal 52

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pemenubhan
bahan bakar nabati piofuel] sebagai bahan bakar lain di
dalam necgen, Pelaku Usaha yang melakukan Legiatan
usaha niaga bahan bakar naball (Peyfuef] scbapgai baban
bakar lain sebagatmana dimaksud dalam Pasal 47 ayal
(1} dapat tnelaksanakan ekspor danfatau mmper bahan
bakatr nabati  (biofuell sebapgal bahan  bakar lain
berdasarkan rekomendasi.

Relomendasi  sehagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
diberikan dengan memperhalikan kapasilas produksi dan
jaminan pemcnubhan kebuluhan bahan bakar nabati
[Erofitel sebagal bahan bakar laon di dalam negeri.

Rekomendasi sebagaymana dimaksud pada  zyat (2]
diberilian:

a. 1 {saly) kali unrok 1 {satu] tahun pelaksanaan
ckapor; danjatan
b, untuk setiap kah pelaksanaan impor.

Rekomcendasi  ckspor  danjalnu  impor  sebagaimana
dimaksud padsa ayat {3) diberikan paling larmma 7 (fujuh]
HMar sejak diterimanva permohonan rekomendzast ekspor
danfatau impor dan Pelaku Usaha,

Pelaly Usaha wajib melaporkan kepada mentenn yang
menyelenggarakan yrasan pemerintahan di bidang cnergl
dan sumber daya minetal mengenal pelaksanaan ckspor
dan fatau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bapian Keenam

Behtor Ketenaganukliran

Paragraf 1
Perizinan Beruzaha

Pasal 33

Perizinan Berusaha pada sektor ketenaganukliran terdin
abtax subsekilor:

a.  pemanlaatan sumber tadiasy pehgion:
b. instalasi ...
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instalasi nmuklic dan bahan nuklir;
pertambangan bahan galian nuklir; dan

pendukung seketor ketenaganukliran.

i2] Pericinan Gerusahoa poada subsekior pemanfaatan sumber
radiasl pengion sebapmimana dimaksud pada avat (L)
hurwl a yanp ditertapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Eisiko kcpiatan usaha terdin atas:

3.
E.

abh Mo (kA

produks radioisotop;
produksi radicizotop dan radiotarmaka:
produkst radiofarmaka;

produksi peralatan yang mengguanakan Fat
radioaklif;

produist barang kensumen;

kalibrasi  vang menpgunakan  sumber  radiasg
PongIo;

pengelolaan limbah radioalktif;

ekspor zat radwalkerif,

inpor dan/atay pengalihan zat radioakiid;
prngalihan pembangkian rfadias peEogimn,
produksi pembangkil tadias penglon;

impeor atau ckspor pcmbangkit radiasi pengion;
ekspor barang konsumen;

tnpor dan/atau pengalihan barang konsumen;

pendedikan, peneltian  dan/atauw  penpgembangan
unfuk pengglunaan sumber raras pengion,; dat
PETWELnaan, yang melpuati:
I, kedokreran nuoklie, yvang melipofi

al  kedokreran ookl terapd;, dan

bl hedektaran oukhir disgnostik oo via,
2. radioteram;
3. radias dengan iradidtor, yvang melipali:

) iradiator katepon | menggunaksan sumber
raclioakuf;

b} iradiator ...
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by iradiacor kategor T mengELnakan
petmbangkit radia s pengiot,

¢l iradiaror Kategnen I mengganakan sumber
radioaktit; dan

db  madiator kategont [V menggunakan sumber
radioaktif;

radiologi diagnostik dan/atau intervensional;

radiasi dengan iradiaror, vang melipati:

aj tradiator kategori I menpgunakan sutnber
radinaktif; dan

bp  eradliabor Kalegpno t reETiEEUnakan
pembangkit radias] penglon;

]l tak rasak, yang melipute;

a) )i tak rusak mengpunakan sumber radias
penglon mobile atau portabel; dan

Bl  up tak nazak mengpunakan sumber radias
PENEIDD erpasang terap,

perekaman data dalam sumur pengeboran {realt

togerira),

penanda dan/#lau perunut;

Pengukuran (gaugrngl yang meliputi;

a) pcngukuran menpggunakan sumber radias
penglon portabel dan/atau mobtle; dan

bl  pengukuran menggunakan sumber radiazi
pongion terpasang relap,

nemitnlaian Bagqs menpguangkan peolbangk
radigsl pengion poriate];

pemerniksaan nonmedik pada manusia dengan
pembangkit radiasi pongion;

pcocrikzaan  karge danfatauw potl kemas
mengpunakan sumber radiast pengion;

tasilitas penyimpanan sumber radmalknl;
pochavimpanan scmentara zat radioaktid;
radiclogi diagnostik yang meliputi:

al pengukuran densitas talang; dan

bl pesawat gigl intra oral,

15, kedakteran ...
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la, kedokieran nuklic diagheatilc in vitne,

17, pocmerikssan unjuk kena peralalan dengan zat
radicaktif;

18, analizis menggunakan sumber radiasl pengion;

19, permindaian bagast dengan pembangkit radias
pEngon terpasang tewap, dan

20, peowmimpanan sementara  pembangkic  radiasi
PTG

Perizinan Berusaha pada subsckior tnstalasi nuklie dan
bahan nuklicr sebagaimana dimaksud pada apal (1) aeaf
b wvang ditctapkan bordasarkan hasil analisis ngkat
Risiko kepiatan usaha terdit atas:

g. ceakior naklir;
b, instalasi nukhr nooreaktor; dan
¢, pemanfadslan bahan oaklir.

Perizinan Berussha pada subsektor pertambangan bahan
galian nuklir schagaimana dimakseud pada ayat (1] harof
¢ vang ditetapkan berdasarkan hasil analisis  Ungkat
Fisilco kegiatan usaha terdin atas:

penyelidilian umum;

b, ekaplorass;

c. studl kelayalan:

d.  konstritksi;

e. penambangan,

.  pengntahan;

{.  penyimpanan:

h.  pengalihan; danfatan

1. delosusnning,

Perizinan Berusaha pada subsekior pondukung sektor
kelemaganukliran sebagaimana dimaksud pada avat [1)
hurdl o wanp ditetapkan berdasarkan hasil analisis
tingkat Risiko kegiatan usaha terdirn atas.

A, lembaga Wit ketenaganuklican:
1. lembaga  ufi kesesuaiEn perawat sinarx
radiolog diagnostik dan inerensional,

2. laboralaomam
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labotorium dosimetri:
laboratorium uji bunpkusan zar radioaktil,

laboratorium uji peralatan radiograll induseri;
dan

5% laboratorium uj radicakiivitas ingkungan;

b, lembaga pelatiban ketenaganukliran,

Pasal o4

Perizinan Berusaha  uniuk  kegiatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayval (2} hural & sampai dengan
hural { dan hunif p angka | sampai dengen angka 3,
diterbitkan sesual tahapan keglalan.

Tahapan kepiatan Perizinan Berbsaha  sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) melipuin:

a. tahap kegiatan konstruksi,
b, lahap kegiatan operast dan

g, lawhap  kegiatan  dekomisionmg  fasilitas sumber
radiast pengioT.

Paual 55

Perizinan Berusaha untuk pengelolaan limbah rodioaknf
sehagainiana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2§ harof g,
direrbitkan sesual tahapan:

a.  tahap kegiatan pencntuan tapak:
k. tahap kegiatan konstruksi;
¢, lahap kepiatan cperaszi, dan

d., lahap kepiatan  dekomisioning  fasilitas  suamber
radias) pengion.

Permichomnan Perizinan Berusaha  untuk Kegiatan

pengelilaan limbah radinaktif sebagaimana dimaksud

pada aval (1) hanys dapar dilakokan oleh badan
prlaksana,

Badan prlaksana sebagaimana dimaksod pada ayat (2)
merupakan badan pelaksang  sebageimana dimaksud
dalam Undanpg-Undang mengenal kelenagannkdran.

Fazal 56 ..
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Pasal 56

Perizipan Berusaha Untuk Menunjang Kegtatan Usaha pada
sektor ketenaganuklican melipuati:

a.

b
o
i

T m T3

—

=

o

e

e

1zin produksi radiisotop dan radiolarmalka;

izin produksi radiclarmaka:

izin produksi peralatan vang menpgunakan zat radwakril;
wrin produksi barang kensumen;

iin kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;
izin kedokteran nuklic terapi dan diagaostic i v,

1Z1n radiots rap;

1zin iradiater keleswort [T mengeunskan siomber radioakod]
1zin  iradiator  kategenn [ menpgunakan  pernbanphit
radiasi pcnglon;

izin iradiater kategori Ul menggunakan sumber tadioakud;

izin  iradiator  kategori IV menggunakan  sumber
raclioakol;

izin pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk sjuan
pendidikan;

1zin ekspor zal radiealnf;

izin impeor dan/atau pengalihan zat radieakuf;

1zin pengalihan pembangkit radissl penglon,

izin produksi pembangkit radias) pengon,

izin radindogi diagnostik dan/atan intervensional;

izin wadiator Raregon [ menpgunakan sumber radioaktil;

izin iradiator kategori T mengeunakan pembangkit radias.
PENRWIn,;
1zin wil tak rusak letpaaanyg tetap mobde,

izin perekaman data dalam sumur pengeboran [wetl
logging),

1zin penanda dan/atau perunut;

izin pengukuran fgaugieg),

izin pemindaian bagasi menggunakan pembangkit radiast
pengion portabel;
¥_1ZIo ...
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12in pemenksaan  nponmedik  pada menuvsia dengen
pembangki radias pengion;

1zin pernenbksaan Kargo  dan/atau peti kemas
mcnpgunakan sumber radiasi penglon;

imn [asilitas penyimpanan sumber radicaktit:
izin menyunpan sementara zat radicaktif:

i por atad ekspor permbangkil radias penpion;
elapor barang kansomen; dan

mmpor dan/ ataw pengalihan barang konsumen,

Pagal 87

Kode KBLIJKBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, paramerer Risika, Ongkat Bislko, Perizinan
Berusaba, jangka wakiu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha schagsumana dimaksud dalam Pasal
w3 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Uszaha sehapmaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum
dalam Lampiran [

Fersyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada  sektor  ketenaganukliran  vang  ditefaphkan
berdasarkan  hasil  avalisis Ristho  keglatan  usaha
sebagaimana dimaksael dalam Pasal 53 dan Perizinan
Berusaha Lntuk Menunjang Kegiatan Usaha
schagaimana dimaksud dalam Fasal 56 rercantum dalam
Lampiran IIL

Parapraf 2

MNortma dan Keiteria

Pasal 58

Penizinian Berusaha pemanfaatan sumber tadias) pengon
dilbkenakan Waya yang beosamya dikctapkan  dalam
prratur4n pemertntah tersendin.

Cralam hal tertentu, pemanfaatan sumber radias penglon
untulk pemanfaatan vang mongsunakan zat radicakbol
dtau pcmanfaatan yang mengpunakan  pembangkit
radiasl penglon dan barang konsumen dikecuabkan dar
Perizinan Berusaha.

Fasal 59
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Paszal 59

Ketentuan mengenal norma dan kriteria permanfaakan
sumber radhast pengion, instalasi ouklir dan bahan
nuklir, pertambangan bahan  galian  nuaklir,  clan
pendukung sektor  ketenaganukhran diatur dalam
peraturan  kepula kembaga vang  menyelenggarakan
UTISaT prmernlahan i idang PCIEE WA SATL
ketenaganukhran,

Peraturan kepala lembaga sebapaimana dimaksud pada
ayal (1] ditetapkan  sctelah mendzpar petsstuyuan
Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian vang
menyebengearakan keordinasi, sinkronisas, dat
penecndalian urusan kementerian datam
peoyelengearaan pemerintahan di bidang perekonooian.

Bagian Ketupuh
Sekior Pecinddustrian

Paragrafl 1
Pernizinan Berusahsa

Fasat 6

Perizinan Berusaha pada sektor petindustnan meliputi
kegialan usaha:

a. penyelengearaan  industn yang mengolabh  baban
baku  danfataun memantaatkan sumber  daya
industri; dan

. kawasan indusiri.

Perizinan Berusahs EBE KeFiatan usaha
penvelenggaranan industri yang mengoelah bahan baku
danfatau  memanfaatkan  sumber  dava industr
webagaimana dimaksud pads avat (1] hural a yang
ditelapkan berdasarkan hasil ansiisis finglkat  Bisiko
kegialan Lsaha terdiri atas:

a, kegiatan  vang menghasilkan barang yang
mernpuoyvai hilal tambah atau manifaal lebih tinggi;
dan/ atau

b.  kepiatan yang menvediakan jasa industn.

Perizinan HBerusaha pada  keglatan  usaha  kawasan
industri schuapaimana dimeksud pada awat (1) huruf b
vang ditctapkan berdasarkan hasil analisis ungkat Risike
kepiatan usaha terdiri alas kegiatan usaha Kawasan
industri

(4} hegatan .,
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Kegiatan wusaha mdustri sebagaimana dimaksud pada
avat {1] huraf a diklasiikasikan menjadi:
a. ndustrl kecil;
B industri menengah: dan

oo medaste besar.

Pasal Bl

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang kegiatan Usaha pada
sektor perindustrian meliputr:

a.

I

[1}

rekomendasi, pertitnbangan reknis, surat persetujuan,
sural penetapan, tanda pendaftaran, tanda daftar,
dat/aral surat keterapgan cdalam Kepiatan operasional
usaha indusin terenta;

verifikasi  teknis  pemenuhan persyvaratan Perizinan
Berusaha industr;, dan

verifikasi  teknis  pemenuhan  persvaratan  Perizinan
Berusaha kawasan industri.

FPazal fi3d

Kode KBLI/KBLT terkat, jadul KBLL, rang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, (ngkatl Risiko, Perizioan
Beruaaha, janghka wakin, masa berlaky, dan kewenangan
Pernizinan Bemusaha scbapamana dimaksud dalam Pasal
&l dan Pernzinan Berusaha Untouk Menunjang kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal &1 tercantum
dalam Lampiran [.

Fersyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor penindustrian vang ditetapkan beedasackan
hastl  analisis  Risika  kegiatan asabha sebapaimans
dirmaksud dalam Paxal 66 dan Perziman Berugaha Lntuk
Benunjang Kegietan Usaha schagaimana  dimakaud
dalam Pasal £1 mercantum dalam Lampiran [

Pasal &3

Perizinan Berusaha seklor perndustnan dibenikan melaluws
Sislem 0535 dan Sistem Informast [ndustn Nasional [BlINas)
gecara lerintegrasi,

Paragral 2 ...
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Parapgraf 2
Naortma dan Knterna

Pasal 54

Perizinan  Berussha untuk Kegiatan  usaha industri
sebagaimana dimakswd dalam Pasal 60 ayat (1) huref a
berlakuw  juga schagal Penzinan Berusaha untuk  tempat
penyimpanan mesin/ peralatan, bahan bakw, bahan penolong,
dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a.  tempat penyvimpanan dimaksuad terkail dengan kegialan
dan/atan kepentingan produksi Pelaky Usaba di sektor
perindustrian bersangkutan yaog lidak terpisahkan dan
kegiatan industrinys den berada delam 1 (satw lokasi
usaha indusee; dan

b.  termpal penvimpanan dinahksud tidak discwakan atau
dikumersiallean.

Pasal &5

(1} Perizinan Beruzaha untuk kegiatan ovsaha  indostr
sebapaimana dimaksud dalam Pasal &0 avat [1} huruf z
diperantukan untok kegiatan usaha mdusin yang wajil
dilakukan di lokasi kawasan indiesee.

[2]  Kepiatan usaha industr sehagaitmana dimaksud pada
avat [1} dapal berlipas i luar kawasdan industri apabilas
a.  bherlokasr ¢h decrah kabupaten/keota yanp belum
memilikl  Kawasdan  industri atau telah memilibk
kawasan ndustn tetapl seluruh kaveling wnduste

dalam kawasan mdustrinya twtah habis:

k.  berickas: di zona industre dalam KEK;

. termasuk  klasihkasi industri kecil dan indozte
menengah  yang ridak  berpotensi  menimimtkac
pencemaran  lingkungan hidup yanp berdampalk
luas; atau

d. mndustri yang menpggunakan baban baky khosus
danfatau peoses produksinva memerlukan  lokasi
khusus.

(31 Kegiatat usaha induser] vane Berlokasi di luar kawasan
industri sebagaimans dimaksud pada avar (2) denean
kerentuan:

a. beriokast ..
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d. berlokas: di dacrah kabupaten/kota sebagrimana
dimaksud pada ayat (2] hurml m; danfatau

b. tcrmasuk klasitikasi tndustri menengah
sebapaimana dimalksud pada avat (2] hueal ¢,

wa)ib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesual
dengan tencana tata ruang wilayvah nasional, rencana
lald ruang wilayabh provins, #31a1 rencana 1Ata ruang
wilavah kabupater/ kota,

[ndustri kel dan industn menengah  yaneg  tidak
berpotenst merimbulkan pencemaran hngkungan hidup
vang berdampak luas scbapaimana dimaksud pada st
2] hurut ¢ dan industr yang menggsunakan bahan baku
khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokas:
kbaaus sebagaimana dimaksud pada avat (2 hoeal d
ditelapkan oleh menlen vang menyelenggpacakan yrusan
pemerintahan o1 badang perindusinian.

Pasal &5

Pelakl  WUsaha  perseocanpan dan Pelaku Uzaha
TN PE CRAOTANEEN tli sektor perindustrian yvang
melakukan  peruibabhan klasiikesr usaba mdasto
schagaimana dimaksod dalam Pasal G0 aval {4} wajib
memenuhi  ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal &35,

Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1)
dikecualikan bagi Pelaku Uszaha perseorangan dan Pelaku
Usaha nonpecsecrangan di scktor perindustrian vang
melabkukan perutiaban klasifikast kegiatan usaha iood wstr
tanpa menambxb laban lokas mdustn aau pendah
lokasi industr,

Fasa]l 67

Dalam 1 (salu} Perivanan Berusabha hanya Derlako bag 1

(saiu) Pelaku Lisabha di sekior perincdusinan yang:

a. memililn wsaha indusinn dengan 1 (satu) kelompolk
usaha sesual dengan KELI S [lima) digil dan berada
dalam 1 {satu) Inkasi indastri;

b. memiliki beberapa usaha industr yvang meruapakan 1
[satu] unit produks] terpadu dengan KELD 5 flima)
digit vang berbeda daktarn 1 {satu) kawasan industri;
alau

c. mertuliki ...
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¢, memillki beberapa usaha industri dengan 1 [satu)
kelompok usaha sesuai dengan KBLL 5 (lima) digit
vang same dan berada di beberapa lokasi dalam 1

{satu) kawasan induatri-

Dalam bal Pelaku Ulsaha i sekior perimlustrian maimilibo
uzaha mdustn o1 lwar ketentuan sehagaimana dirmakesig
pads avat [1], waib memiliki Perizinan Bemisaha baru,

Pasal &5
Pelaku Usahea di sekior perdndostian wajils:

a. melaksanakan kematan wadha molisin sesual dengan
Perzminan Berasaha vang dimilika; dan

b, menjamin keamanan dan keselamatan dlat, proses,
hasi} preduksi, penyimpanan, sena penganghkoatan,

Ketenituan lebibh lanjut mengenai jaminan keamanan dan
keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
diatir dalam perafurat mentes yang menyelenpparakan
urusan pemsnniahan di bdang pennodusinan,

Pasal 6%

Masa berlaku Perizinan Herusaha untuk keglatan usaha
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal &0 avat (1) haral
a berlaku selama Pelaku Usaha di o sektor perindustrian
rrelakizkan kegiatan usaha indusere.

[1}

(2]

Pasul 7O

Sctiap Pelaku Usaha i scktor penindustrian yang telah
mermilikli Perizinan Berusaha wntuk keglatan  asaha
sebapaimana dimaksud dalam Paszal &0 ayvar [1F harat &
dapat melakukan perluazan kegiatan usaha mdustr,

Perluasan  keplatan wsaha  industri sebagaimana
dimaksud pada ayvat [1} dilakukan apabilla Pelaku Usaha
di  sektor perindustrian melakokan  penambaban
kapasitas produksi terpazang.

(-3 Balam ...
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Dalamm  hal  perluasan kepiatan  usaha ndusin
berpengaruh terhadap lingkungan hidup, Pelaku Usaha
harus memenuhi kelenfuan  peraturan  perundang-
undanpgan di bidang limgkungan hidup,

Pazal 71

Pelaku Usaha i sektor perindustrian yang melakukan
perubahan:

d. Jumlah wenagd kerja;

milal Investasi;

kapasitas produks terpasang,;

penambahan kelompok industo sesual dengan KBLI
5 tlitna) digic; dan

&, penambahany pemindahan lokasi wusaha,

wapl melakukan penvesuaian data PYerizinan Berusaha,

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yvang melakukan
perabahan jumlab lenaga kerja sebopaimana dimaksud
pada avar (1} huruf & dan/aiaa nilai  nvestas
sebagaimana dimaksud padas oavat (1) humal b oyang
mengakibatkan  pocrubahan  klasilikas: usabha  industo
wajib  memenuht  kctentuan lokasi sebagaimand
dirmaksud dalam Pasal 65.

Kelenllan  sebapaimana dimaksud  pada  ayar  [2)
dikecalikan bepi Pelakn Usaha di sektor perindustrian
vanp melakuken perubashan klesifikasi usaha industn
tanpd menamtzb lahen lokasi mdusee dan pindah lokasi
1l Laskrt,

& o oo

Penyesualan data  Perizinan  Berusaba  sehagaimatia
dimaksud pada ayat 1] dilakukan dergar
menyvampaikan permehonan melal Sistemn 055,

Pazal 72

Perizinan Berusaha untuk Kegiatan uwsaha kawasan
ndustri sebapaimana dimaksud dalam Pasal 60 avat (1]
huruf b diberikan  hanya kepada Pelaku Usaha
nunperscoTangan, beadan usaha milik negara, badan
usaha milik dacrah, koperasi, dan persernan terbatas,
vang berlokas di dalam Rawasan peruntokan induastr
scsual dengan rencana tala ruang wilavah nesional,
Tencans tats ruang wilavah provinsi, atal rencana tata
mang wilayah kabuparen fkota,

(2} Pelaku
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Pejaky Usaha nonpersecrangan sebagaymana dimaksud
pada avat [l vaong teleh memperoleh Perizinan Berusaha
uniuk kepizian wsahe kawssan acdusicn merupakan
perusahaan kawaszan mdustri

Perizinan Berusaha kawasan indusiri schapaimans
dimaksod pada ayat {1] dibrnkan  sesual dengan
kesesuagian Kepiatan pernantaatan manpg kegiatan usaha
kawasan industri.

Pasal 73

Pembangunan kawasan indusin dilakukan dengan mengacu
pada pedoman teknis pembangunan kawasan industrn.

(1

(<)

Faszal 74

Perusahaan kawasan induscrl wajlb memenuhi standar
kawasan itvduste,

Perusabaan Kawasan ipdustri yang  telah memenuhi
standar kawasan induarn daberiban alkreditas:.

Haszal 75

Masa berlaku Perizinan Berusaha untuk kegiatan ussha
kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayar
(1) hurul b berlaku selama perusahaan kawasan ndustr
melakiukan kegiatan usaha kawasan induasin.

(1

(<)

Pasal V&

Sctlap perusahaan kawasan ndustrnl vang melakukan
perluasan kawasan wajlth memilila Penizinan Borasaha,

Sebolum meongajukan permohonan Peonzinan Berusaha
sepapaimana  dimaksud  pada avat (1), perusabasn
kawasoan industn harus telah meonpuasal dan scicsot
menviapkan lahan kawasan industrl sampsl  dapat
digunakan, menmnyusun perubahar  analisis dempak
lingkungan, perEnCanaan, dan pembangunan
infrasiruktur Kawasan industed, serts kesiapan lain dalam
tangka perluasan kawasan.

{3 Perluasan ...



Sk Mo DBT288 A

(3

(4

(1]

(2}

(3

(<

FRESILEN
REFLALIK INDONESLA,

- &l

Perluasan kawasan industn sehagaimana dimaksud parla
aval (1] dilaloukan di dalam kawasan peruniokan induser.

Petlugsan kawasan industt bhanya dibertkan seluas lahan
yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan
dengan surat pelepasan hak atau sertibikat.

Bagian Kedelapan
Rektor Perdagangan

Puasal 77

Penzinan Berusaha pada sclkttor perdaganpan meliput

kepiatan usaha:

a. perdagangan dalam nepgeri,

. pengembangan ekspor nasional; dan

. perdagangan  berjangka komodifi,  sistem resi
gadang, dan pasar telang komiaditas.

Perizinan Berusahd pade keeialan usabha perdaganean
dalam negerl sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huraf
a schagoimana tercantum  dalam  Lampiran | odan
Lampmran I

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha pengembangan
ekspor pasional sebapaimene dimaksugd pada ayat [1}
buruf 11 yang dilelapkan berdasarkan hasil  analisis
tingkat Risike kegiatan usaba terdin aras Kegiatan gsaha
pAmcran dagang.

Ferizinan Berusaha pada keplatan usaha perdagangan
berjangka komeoditi, sistem resi pudang, dan pasar lelang
komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat [1]| hurut ¢
ditetapkan berdasarkan ketentuzn perafuran perundang-
undangan < bidang perdagangan bemangka kornoditi,
s151en rest gudang, dan pasar lelang komocditas.

Pasal 758

Ferizinan Berusaha Uniuk Menumang Kegmialan Usabha pada
sektor perdagangan melipuin

a. perdagangan ..
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perdagangan dalam negen;
perdagangan luar negeri; dan

perlindungan konsumen dan tertit> mags.

Pasal 79

Kode KBLIJKELD (erkair, judu]l KBLI, tuang hngkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Eisulco, Perizinan
Berusaha, jangka wakiu, masa herlaku, dan kewcnangan
Perizinan Berusaha schagaimana dimaksud dalam Pasal
77 dan Perizinan Berasaha Untuk Menurmjanes Kegiatan
Usabia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 lercanium
dalam Lampitratn L

Persvaratan  danfetau kewajiban DPenzinan Berusalia
pada scktor perdagangan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risike lkegiatan usaha =sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 77 Jdan Perizinan Berusalia Unoak
Menunjang kKegistan Ussha  sebmgaimana dimaksud
dalam Pasgal 78 tercantum dalam Lampacan 1L

Rapian Kesembilan

Sckror Pelegaan Umum dan Pernahan Bakoot

(L3

i2]

Paragral 1
Perizinan Berisaha

Fasal &0

Perizinan Berusaha pada sckior pekerjaan umum dan
perutnahan rakyat terdin atas subsekior:

A, Jasa konsroaksi;

b, sumber daya aiv; dan

¢. hipa margs.

Perizinenn DReruzaha pada subscktor jasa konstrubks
sehagaimana dimaksud pada ayat [1} hural g yang

ditctapkan  berdasarken hasil analisis ningkat Fisiko
kegialan usaha lerdin atas:

a. Jasa konsullansi konsiraksi;
b. pekerjaan konstruksi; dan
. pekegaan konstruks terinlegras.

i3} Perizinan ...
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Perizinan Berussha pada subseltor sumber daya air
sebapaimana pade ayar (1} huruf b dan subscktur bina
marga sebaguimana dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ tidak
memiliki  Perzinan  Berusaha  vang  ditctapkan
berdasarkan hasil analisis tngkat Risike,

Fasal &1

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegialan Usaha
nada subsektor jasa konstruksi terdiri atas:

a.  Sertifikal Badan Usaha (SBL) konstruksi;
L. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKE) konstruks;

¢, registrasi kanlor  perwakilan Badan Usaha  Jese
Kotistruksl Asing (BLLIKA),

d. lisensi lembapa sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi (BOJK); dan

e. lisenwi lembaga sertifikas profesi jasa komstrulbesi.

Perizinan Berusaha Untuk Menunjong Kegiatan Usaha
pada subsektar sumber daya air  meliputi iz
pengpunaan sumbetr daya air,

Perizinan Berussha Untuk Menunjang Kegatan Usaha
pada subsektor bina tnarga terdini atas:

a- et pemanfaatan dan penggunasn bagian-bagian
jrlan non tol; dan

b. izip pemanfaatan dan penggunaan hagian-bagian
jalan kol

Pasal 82

Kode KBLI/KBLI terkait, jucul KBLI, ruang lingkup
kegiatan, parameter Risike, tingkat Risike, Perizinan
Berusaha, jangka wakiu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimakaud dalam Pasal
80 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjsng Kegatan
Usuha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tercantum
dalarm Lampiran [

{2} Persyaratan .
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Persyvaratan  dan/aray  kewajiban Penizinan  Berusaha
pada seklor pekerjaan umuom dan perumahan rakyad
vang ditctapkan  berdasarkan  hasil  analisiz Eisiko
kegiatan usaha sebapaimans dimaksod dalam Pasal 80
dan Perizinan Berusaha Unfuk Menunjang Kegiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal B]1 tercantum
dalam Lampiran [[

Paragral 2

Norma dan Foriteris Subsekoor Jasa Konstroksi

(1}

(2}

(2]

(3

Pagal 83

Kepiatan usaha jasa konsullansi konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayai (20 huruf a dan keglatan
usaha pekerjaan konstruksi sebapaimana dimaksad
dalarn FPasal BO avat (2] huruf b ddak dapar dilaloukan
hersarnaan dengan kegiatan usaha lain,

Keglatan  wsaha pekerjaan konstruksi  tenintegras
gebagaimanag tlimaksud dalan Pasal B0 ayat [2) huraf o
dapat dilakukan bersamaan dengan  kegiatan  usaba
pckerjaan  konstruksi  sebagaimana  dunaksud  dalam
Pazal 80 ayat {2] hurul b,

Paszal &4

katalifikasi badan usaha subsckior jass konstruks: ook
jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstraks
sehagaimuanyg Jimaksud dalam Pasal 80 ayat (2 hural &
dan huruf b melipun kualifikasi:

a  |keol;
b. menengah; dan
. lesar,

Kualilikas: badan usaha subscktor jasa konstruks: untuk
usaha peckerjaan kensiruksi iecintegrasi sebagaimana
timakeud dalam Pazal 80 myvat (2] haruf ¢ hanya meliputd
kualifikasi lresar

Aadan usaha jzsa konsultans: konsituks dan pekerjaan
komstruksi kuoalifilzast menengah dan besar sebapamimana
dimnaksud pada avat (1) buruf b dan huruf ¢ dan
peketjaan konstruksi terinteprasi sebapaimana dimaksogl
pada ayal [2) harus berbadan hukum Indeonesia,

4 Kantar ...
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Kanior perwakilan BUIKA harus berbadan hukon di
nepara asal.

BUJKEA dan BUJK Penanaman Modal Asing  harus
memenuhl persyararan kualifbloess hesar.

Euahfikas: badan usaha schuagaimana dimaksud pada
avat (1] dan ayat (2} dengan sdat usaha urnum dan
spesiatis dikelompokan ke dalam klasifikas:,

Klasiikasi aebapaimana dimaksud pada ayat {6} terdin
atas sulikzlasifkasi.

Pimpinan rertingm kantor perwakilan BUJEA dijjabat olch
wargd oepara Indonesia, sebagal prnangpung  jawab
leknis.

Pimpinan lertirug kantor perwakalan BUJKA
sebapaimans dimaksd pada avar (8] yaong hertanggung
Jawab torhadap pelaksanaan konsiruks: glog peoses alib
tcknologs dapat dijabat wargs negars asimg.

Pasal 85

Penetapan  kualifikasi  badan  usaha sebagaimana
dimalzasnd dalam Pasal #4 ayat (] dan avat [Z) dilakukan
Berdasarkan penilalan kelavakan terhadap dokamen:

4,  perngudElae mhunan;
b kemampuan keuangan;
¢, ketersedizan enoaga Kerja konstruksi; dan

d.  Kocmampuan dalarm penyediaat peralatan
konstruksi.

Penetapan  kualifikast  badan  uszsha sehagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan terhadap seliap
subkliasifikasi vang du=zulkan.

Penetapan  kualifikasi  badan  usaha  sehagaimana
dimaksud pada ayat [2) dikecualikan untuk kegiatan
usaba jaza konsultansi konstruksi bersifat spesialis dan
pekerjaan konstruksi bersifat spesialis.

Mulam hal BLULIK  memiliki beberapa  subklasilikasi,
penyebulan enlitas BUJK menpacu pada  kualifikasi
tertingpl pada subklasifikasi vang dimuliki.

Pasal 8%
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I*asal &6

Petijjualan tahunan sebagamana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1] hurul a dibuktikan dengan rekaman kontrak
kerja knosiruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan
dan telah tercatat sebagal pengalaman badan usaha.

Nilal penjualan whunan sebagaimana dimaksud pady
ayat (1) didasarkan pada peratehan pekerjaan dalam
masga berlakunya SBEU Konstrulsi.

Dalam hal kontrak kerja konstruksi recdapar bentuk
kerja sama operasional dan/aan kantrak  dengan
subpenyedia jasa, laporan penjualan tahunan dipisahkan
sesual dengan porsinya.

Dalam hal penjualan tahunan scbagsamana dhmaksod
pacdz avat (1) sudah dipunakan pada  subklasillias
tertenin, penjualan tabunan ddak dapat digunakan
untuk permobonan koalifikasi dan subklasiikast yvang
berbeda,

Dalam hal BUJK meneajukan  perubaban untuk
peningkatan kualifikasi, penilaian terhadap penjualan
tahunan dilakukan terhadap akumualasi  penjualan
tahunan sejenis.

Pasal #¥F

Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 85 awal (1) hurul b diperaleh dari nilai total ekuitas
pada:

a. ncraca keuangan BUJK, untulk BUJK kuabfikasi
kecil: dan

I, neraca keuangan BUJE hasit audil kantor aluntan
publik yang tercpistrasl 3csual dengan Ketentuan
peraturan  perundang-undangsan, untuk  BUJK
kualifikasi menengah dan besar,

Dalam hal mtal eluitas dinyatakan dalam matz uang
asing, toral ekairas arus dikonverst ke dalam maia wang
rupiah menggunakan kurs vang ditetapkan oleh Bank
Indonesie pada saaT pengajuan penetapan kualifikas:,

Pazal 88 ..,
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Pasal] 88

Ketersediaan  lenapgs  kKerja konstruksi schagaimana
dimaksud dalam Pasal 835 evat [1}) hural ¢ harus
memenubi persyaratan minimal yang terdivi atas:

a. jumlah tenaga kerja;
k. kualifikas) tenaga kerja; dan
o, Jemjang lenags keoja,

vang  dJibuktikan dengan kepemilikan sertafikat
kompetensi kerja konstrualis: untuk setiap subklasiikcas.

Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliput

a. Pernanggung Jowab Badan Usaha [PUBEU);

. Penangpung Jawab Tcknis Badan Uszha [PJTEU):
dan fatay

c. Peonanggurg -lawab Subklasiikast Badan Usaha
(PISKEL.

Tenapa., kerjn konstrulksi sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) merupakan lenaga terap badan usaha yang tidak
boleh merangkap jabalan peda adan usaha lain.

Jumlah tenaga kerja kenstruksi PJISKRO sebagaimana
dirnaksud pada avat {2] huraf ¢ sesual denpgan jumlah
dan kualiikasi subklasiflikas: yvanp dimiliki.

Dalam  hal BUJK menmiliki beberapa subklasihkasi
dengan  kualinkasi berbeda, kualihkasi dan jenjang
FJTBL menpacu kepada subklasifikasi dengan kualibkas
tertingg,

Dalam hal tcnaga  kepa  konstruls) sebapaimana
dimakzud pada ayat (2] mengundurkan din, BUJEK harus
melakukan penggantian tenaga kerps konstruksi dengan
kualifikasi Kerangka Kualilikasi WNamional Indonesia
(KKNI} minimal sama dengan vang diganti, paling lama 7
{tujuh) Hari sejak tenaga kerjs konstriaks mengundurkan
chir.

Seliap penggantian tenaga kerja konstruksi sebagaumana
dimaksud pada avat |b], BUJK wajib melaporkan kepada
Lembags Pengembanpan Jasa Konstrukst (LPJER].

Pasal 89 ...
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Pasal A9

Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi
sebhapaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat {1] humf 4
harmus memennhi persyaratan  paling  sedikit jumtah
peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.

Kemampuan Jdalam penvediaan peraiatan sebagaimana
dirnaksud pada aovat (1) wanb disedinkan Pelaku Usaha
paling lama 30 (tiga puluh} han kalender scjak SEU
konstruksi diterbatkan.

Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstroksi
sebagalmana dirnaksud pada avat (1) dikecualikan unruk
jasa konsultansi konstruksi bersifat wrmvin.

Panal 90

Penilaian penjualan tahunsn sebapdimana dimakesud
dalam Pasal 8> ayat (1} huru!l a untuk keplatan usaha
jasa  konsultansr  konstruksi  bersifat umum  haras
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. lkualifikazi kecil, paling banvak Rpl GO0 000 000 OO
|saty miliar rumah);

. kualilikesi menengatt, paling sedikit
Epa 1. GO Q0. 0040, Q0 [saby midiar rimakh),

2, lualiikast besar, paling sedikit Ep2, 500,000,000, O
tdua miliar lima ratus puta mmalh); dan

d.  kualifikazy besar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedikat RplQo0O00.0006 000 05 [(sepuluh muliar
rupih).

Penilaian  penjualan ehunan  sebagaimana  dimaksud

dalatn Pasal 85 ayar (1) haraf a untuk kegiatan usaha

pekernaan konstruks bersifat wmum haris memenubn
prrsyardtan sehagal benkul;

4. kualifikasi kecil, paling banyak Rp2. 500.000.000,00
(dua miliar ima tatus juts ruplah);

b. kualilikasi menenpah, paling scdikit
Rp2 300000 000,0% {dux millar lima tatus juta
rupiah);

c. |kualifikasi bosar, paling scdikit
Rpo( 000 000.000,H {llma puluh miliar ropiahl;
dan

d. kualihkasi ...
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d. kualiikasi besar kantor porwakian BUJKA, paling
sedikat  EplO0.O0OD Q00 G000 (seraius mliar
rupak).

(2} Penilaian  penjualan tahunan schapaimana  dirmakesud

{1l

2

dalam Pasal 85 ayat (1) huraf a untuk keglatan usaha
pekerjasn kenstrulksl  tenntegrasi  harus  memenuhs
persvardtan sebagal berikot

a.  kualiftkas liesar, pating sedikit
Rp&0.000,000,000.00 [lima pulubh miliar rapiah);
dan

b.  koualifikasi besar kantor perwakilan BLLIKA, paling
gedikit  RplO0.000,000, 900,00  (seratus mibar
rupnati}.

Pastal 31

Penilaian kemampuan kewsngsn sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 85 ayat (1} homal b unluk kegiafan usaha
jasa  konsulransi  konstrukst  bersifal umum baras
e menaby persvaratan schbagal benkut:

. kuelifikasi kecil, paling sedikic Rp1O0.000, 300,
{weraris juta rupiah);

b, kualilkasi tnenengal, paling sedibit
Rp2S 000 000 00 (dua  ratus lma  puoluh juta
ruplahi;

c.  kualilikasi besar, paling sedikt Rpoofa 000, 000,00
(llna rakus Juta ruplahl; dan

d. kualifikasi bezar kantor pervrakialan BUJKA, palhing
sedikit Rp2 000000 000 00 {dua miliar rupiah).

Penilaian kemampuan keuangan scbhagaimana dimaksud
clalam Pasal BS avat (1] huraf b untuk kegliatan usaha
pekerjaan komsicuksi bersifat umurm harus mcmcnuha
porsyaralan sebagar berikt:

a.  kualifkasi kecil, paling sedikit Fp300.000. 000,00
(liga ratus Jura rupnabhl;

b, kualifikast menengah, paling sedikit
R 000, GO0 Q0000 {dhus oraliar rapiah);
c. kwalibikas: bemaar, paliog sedikit

Rp25 000 000,000,006  {dua polush lima midiar
rupiah); dan

d, kuahfikasm -
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kualikasi besar kantor porwakilan BULJRA, paling
sedikil Rp33.000.000 000,00 [uza pulul lima cnitiar
rupiahl).

{3 Fenilalan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal &5 ayat (1} hurul b wontak kegiatan usaha
peleetjaan  konstraksi  terintegrasi harus  memenuhi
persyargtan sebagal benikut:

-

kualifileasi besar. paling sedikie
Rp25.000.000. 000,00 jdua  pulah  lima  miliar
ruplah); dan

kualifikssi hesar kantor perwakilan BUJKA, paling
sedildt Rp3S. 000.000.000.00 (tpa puluh lima miliar
tupiali).

Pasal 92

Penilaian ketersedissn tenags kerja konstruksi scbhaganimana
dimakanud dalam Pasal 33 ayal (1) hurut ¢ untuk kegiatan
usala jasa konsultansi konstruksi bersifat omum harus
rmemenuhi persyaratan schapal beokall:

a., kualikas) kecil terdiri atas:

1.
2.

1 {satuy] vrang PIBL sebaga) prmpman terbineg,

1 {satw PJTBL cdengan SKK konstruksi kualiikasi
KKNI jabatan shli paling rendah jenjang 7 {tujuh]
atau ahli mudsa sesuai dengan subklasifikas tenaga
kena konstruks:;

PJ8U dapat merangkarn sehaga PITBU, dan

1 jsatu} orang PISKBU per subklasifikosi usaha
dengan SKK  konstruksi  kualifikasi KKNI paling
rendah jetjrng 6 (enam) atau tckmisyf anzlis sesaa
dengan subklasiiikasi tenaga kerja konstruks;

b. kualilikas) menengah terdin atas:

1.
2.

1 {salu) prang PJBU sebagai pimpinan tertinggl;

1 [saty) crang PJTBU denpgan SkK  konstruks
kualifikasi KKNT paling rendah jenjang & (delapan)
atau ahl madya sesual dengan subklasifikast tenaga
kenja konstrubest; dan

1 [satu] orang PJSKEBTY per subklasifikasi usaha
dertgan SKK konstruksi kualifikasi KRNI palmg
rendah jenjang 7 {tujuh) ataw ahli muda sesuai
tlengan subklasifikasi tenaga kerja konstruks:;

. kyalifikasi ..
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Cc. kualifikast besar lerdirl atas.

1.
2.

1 (saru) orang PJIBU sehagai pimpinan tertinggr;

1 [satu] PJTED dengan SKK konstroksi kualifikast
KENI jenjang o (sembilan) atau ahli ulama scsual
dengan subklasifikasi tenags kerja Konstruls: atau
memiliki sertifikat Asseaatien of South Eost Astan
Nition {ASEAN) Architect atou ASFAN Chartered
Professionnl Evngineer, dan

1 (satul wrang PISKBL per subklasibikas) wsahba
dengan SKK  konstruksi kualifikast KRN paling
rendah jenjene 2 [delapan) atau ahll madya sesua
dengan subklasifikasi 1enaga kerja konstnaksi;

d.  kualifikasi besar kanlor perwakilan BUUKA terdin atas:

1.
2.

L {zatu) crang PIBLU schagal pimpinan tertinggl,

1 isatu] orang PITBU dengan SKK konscruksi
kualifikasi KRNl jenjang 9 [sernhilan) atau ahli
ularna sespai dengan subklasiikasi lenaga kerja
konstrubkesi arau memitik sertifikar ASEAN Archilect
atau ASEAN Chartered Professtional Engrreern, dan

1 [sawd] orang RISKBU per subklasidikasi wsaba
denpan SKK kansrrubsi kualifikasi KKN] jenjang 9
|sembilan]  atau  ahll  utama seswal dengsan
subklasifikasi tenaga kerja konstruks: atau memmbki
sertifikat ASEAN Architecd alal ASEAN Chartered
Professional Engineer,

Pa=zal 93

Proilaian ketersediaan tenaga kerja konstrukst schagammiana
dimaksud dalam Pasal 83 ayal (}) hamof o untuk kegiaten
usaha pckerjman konsiruksi bersifat umum harus memendhn
persyaratan schagsi berikul:

a. hkualifitzas) keotl terdir aras:

1.
2.

La

1 {satu} orang PIBL sebagar pimpinan tertinggl,

1 (saru| orang PJTBU dengan SKK  konstruksi
kualinkasi KENI paling rendah jenjang & {cnam) atzu
teknisifanalis sesual dengan subklasifikasi tenaga
kerja konstrukst,

PJBU dapat mcrangkap schagai PITDU, dan

4.1 {satu) ...
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1 (satu} ecrang PJSEBLU per subklasihikaszi usaha
dengan SKE konstruksi kualiikasi KKNI paling
rendah jenjang 5 [lima) atau leknisifanalis sesuai
dengan stbktasifileasi tenaga kerpa konstrsks.

kualifikasi menengab terdiri atas:

1.
2.

1 (satu] prang PIBL sebagai pimpinan terdngs;,

1 |satu) orang PJTBEU dengan SKK  kenstruks:
kualifikasi KKN[ paling rendah jenjang 7 {tujuh) atau
ahti muda sesuai dengan subklasifkasi lenaga kerja
knnsatruler dan

| {satu} orang PJSKBU per subklasifkas useha
dengan 3KK  kanstiuksi  kuoalifikasi KNI paling
rendah jenjang & {#nam)] atau teknisijanalis sesila
dongan subkdasifikas tenega kerja konstnakst,

kualifikasi besar terdinl alas:

1 {zatu) orang PIBL gebugal pimpinan tertinggi;

1 (satu] orang PJTBU dengan SKE konscruksi
kualifikas: KKNI paling rendab jenjang 8 ldelapani
atal] ahli madya sesual dengan subklasilikas tenaga
kena konstraks,; dan

1 tsatu] orang PJSKEDRU per subklasifikasi usaha
denpgan SKK  konstruksi kualikasi KKN1 paling
rendah jenjang 7 [twuh] atsw ahli muda sesuad
dengan subklasifikasi tenags kerja konstruksi

kualilkas: besar kantor perwakilan BLULIKA terclirl atas:

1,
2.

1 [saiu] grang PJBU =scbapal pimpinan tertinggs;

1 [saty) owrang PJTBU dengan SKKE  konstruks
kualifikasi KENI jenjang 9 (sembilan) atau ahl
wtama  sesual dengan subklasifikas) renagn kena
konstruksi atau memilikd sertifikat ABEAN Architect
atan ASEAN {Charfered Professional Engineer, dan

1 {satu} orang PJIKBLU per subklazitikasi usaha
dengan SKEK konstruksi kualifikesi KKND jenjang ©
(sembilan) atau  ahl  utama  sesual dengan
subklazifikasi tenapa kerja konstruks atau metnilike
setfilikat ASEAN Archifect arau ASEAN (Chartered
Professtonal Engineer.

Pasal 94 .
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Pasal 94

Penilaian kerersediaan tenaga kerja konstrules sebagaimana
dimaksud clalam Pasal 85 ayat (1) hural ¢ untulk kegiatan
usaha pckerjasn konstruksi ternintcgrasl hamas  memenubi
peTsvaratan sebagal berkut:

g.

(1

kualifikasi besar terdin aras:

l.
2.

1 [satu) orang PJBL sebagsi pimpinan ertinggi;

1 ({satu} orang PBJTBUD dengan 3SKK  konstraks:
kualifikasi KKNI paling rendab jenjang 9 {gembilan)
atay ahli utama sesual dengan subklasilikas tenaga
kera konstruksi, dan

2 [dual ovrane PJSKBU per subklasifikast wsaha
dengan SKE  konstruoksi kualifikasi KENI paling
rendah jenjang & {delapan) atau ahll madya sesus
dengan subklasifikasi tenaga kega konstruksi.

kualifikas) besar kantor perwakilan RBUJKA terdiri atas:

.
2.

1 {satu] orang PJBLU sebapai pimpinan tectinggi,

I [saty] orang PJTBU dengan 3KK  konstruksi
kualifikasi KKM1 jenjang 9 j(sembalan] atea ahli
utama sesdal dengan subklasiikasi tenags kena
konstruksi alay memiliki sertifilkat ASEAN Architect
ata ASEAN Chartered Profeszional Engineer, dan

3 jdua] orang PJISKBL per subklasifikas usana
denpan BK konstruks) kualilkas KKND jenjang 9
{sembilan) atau  ahli  atama sesuan dengan
subklasifilkkas tenaga kerja konsuruks aran memiliki
sortiikal ASEAN Architect atau ASEAN Chortered
Frofessiornel Drgirtear.

Pasal 35

Penilaian kemampuan  dalam penvediaan  peralatan
kanstruksi schagaimans dimaksud dalam Pasal #3 ayat
(1) huruf d untuk kegiatan usaha pekenaan konstruksi
ersifat umum harus memenuhi persvaratan sebagal
lerikut:

A.

b.

kualifikasi kecil, memiliki peralaian viama paling
seclikit 1 (satu] per subklasifikasinys;

kualifikasi menengah, memiliki  peralatan Urama
paling sedikit 2 (dua) por subklasifikazsinya;

c. kunlifikas ...
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c. kualifikasi besar, memiliki peralatan utama paling
sedikit 3 {tpa) per subklasikasinyas, dan

d.  kualilikasi besar kantor perwakilan BUIEKA, rmemililki
paling  sedikit 5 [lima) peralatan wtama  per
subklagifikasinya.

FPenilaian  kematpuan dalam  penyediaan  peralatan
konstrukal schappimana Jdimaksud dalam Pazal 85 ayvat
(1} hurul o untuk kegiatan usaba pekerjaan konstroksi
renntegrasl  harmis  memenubhi  persyaratan sebaga
berikut:

a. memiliki peralatan utama paling sedikit 2 {tiga] per
subklasifikasinya; dan

b, kantor perwakilan BUOJKA, merilikl paling sedikat &
{lima] peralatan utama per subklasilikasinya.

Puzal 95

Penilaian BUJKE untuk jasa konsultans)  konstroksi

dengan sifat  usaha spesialis  dilasarkan pada

kerarsediaan  aset dan ketersediaan lenlaga Kerja
konstruksi sebagai berikut:

a. paling sedikic e i ko aset zenilal
Rp500,0040. 000,00 (lima vatus juta rupiah);

b, 1 {satu] orang PR sebagai pimpinan tertinggr,

c. 1 [satu] orang PJTBEU dengan SKK  konstruksi
kualifikasi KKNI paling rendah jenjang ¥ [tujuh) atan
ahli muda sesual denpan subklasifkas, (enaps Ketja
konatralisr, dan

d. 1 {satu) orang PJSKBU per subklasifikas usaba
denwan SEK kopstruks kualifikasi kKNI paling
rendash Jenjang 7 [tojuh) atau ahbli muda sesua
denyan subktlasiiikasi tenaga kerja konstraksi.

Penifaian  kantoy  perwekilan BUJKA  untuk  jasa

konsultans  konstruksi dengan sifat usaha spesialis

didasarkan pada ketersedizan aset dan  ketersediaan

tenaga kerga konstruks: sehagan bemkul:

a. paling sedikil rreriiliki aset senilai
Rp 1003 000,000, 00 [satl mihar rupaah);

b. 1 {satu} crang FJBU schagai pimpinan tertirggi;

o1 [saru) L
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1 zatu} orang PJTBU dengan SKK konatraks
kualifikasi KKMNI jenjang Y9 [scmbilan] atau  ahb
utama  sesual denpgan  subklasifikesi tenaga kerja
konstruksi atau memiliki sectifikar ABEAN Architect
atau ASEAN Charfered Profesciono! Engiresr, dan

1 {zatu] orang PJIsKBLU per subklasfikas usaha
dengan SKEK  konstrukst kuahhikasi KRNI paliog
rendah jenjang B (delapan] atau ahll madya sesuaa
denpan subklasifikas) tenaga kerja kenstrulos,

Penilaian BUJR uniuk pekerjpan konstakst dengan sifat
usaha  spesialis Jdidasarkan  pada kererzediaan aset,
ketersediaan lenaga  kerpa konstruksi, dan peralatan
utama scbagal berikut;

=

Ix.

paling scoikit metniliks msel aetilai
RpS. OG0, 000, 000,00 {lims miliar rupiabp;

1 [satu) orang PIBU scbapal pimpinan tertingg,

| [s=aiu) wrang RITBU dengan SKK konstruksi
kualiikasi KKN] paling rendah |enjang 8 (delapan}
atau ahli madya sesual dengan subklasihlkasi tenaga
bera Konslruks:,

1 {=atu} orang PJSKEU per subklasiikasi asaha
dengan SKK  konstruksi kualiikasi KKNI paling

rendabh jenjang 7 o[tujubl atau ahl muda sesual
dengan subklasifikasi renaga kerja konstruks:; dan

mermliki peralatan utama paling sedikit 2 (dua) per
subklasiikasinya,

Penilaian kantor perwakilan BLLUKA untuk pekerjaan
konstruksi dengan sifut usaha apesiahs didasarkan pada
keterscdiaan aset, kertersediaan tenaga kera konsteoks,
dan peralatan utama scbagal henkul:

il

b

paling scdikit mermilik asel senilal
Rplid 000 000,000,000 [sepuluh miliar rupiab);

1 |zatu} orang PIBU scbaga pimpinan terlinggl,

1 [satu) ecrang PJITBU dengan SKK  konstruks
kualifikasi KKNI jenjang 9 (sembilan) atau ahli
tama sesuei dengan subklasifikas) rcnags kerga
konstruksa atau memiliky sernfikat ASEAN Architect
alaly ASEAN Chartered Professional Enginecr,

d. 1 {satua] ...
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d. 1 {saw) orang PJISKEU per subklasifikasi wusaha
dengan SKK konstruksi kualifikasi KEKNL paling
reridab jenjang B {delapan) atau ahlli madys sesual
dengan suhklasifikasi (enaga Kerja konstruksi; dan

c. memiliki peralatan utama paling rendah 5 (limea) per
subklasibikasinya.

Hazil penilatan BUJK atau kantor perwakilan BUJEA
sebagaimana dimaksud pada ayat |1) sampal dengan ayat
{¢] rnerupalkan daser penerbitan 5BU konstruksi.

Pasal 37

Jenis kepialan usaha jasa konsultansi konstroksi yang
bersifat umum serta klasiikas dan subltlasitileasi terdiri
atas:

a. arsitcktur;

k. rekavasa;

¢. rekayasa terpadn; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah,

Jenmis kegiatan usaha jesa konsultansi konstruks: vang
bersifal  spesialis seca  klasifikasi dan subklasifikasi
terdir atas:

1. kensultansi ilmiah dan teknos; dan

b. progujlan dan andlisis teknis.

Jenis kegaran usaha pekerjaan konstruksi yang bersifar
urmnum serta klasifikasi dan subklasifikasi tordin atas:

#. bangunen gedung; dan

b. hangkinan sipal.

Jenis kegintan usaha pekerean konstruks vang bersifar
gspesialis serla klasifkasi dan subklasilikas terdici atas:
PUCSIRPETT;

konstrilks khasus,

konstruksi prapabrkasi;

Penycwasn peralatan;

instala=; dan

Moo a g R

penyelesaian banpunan,

(S)-Jonia ...
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Jenis keglatan wsaha pckerjaan konstroksi terintegrasi
sertd klasiiikas] dan subklasifikasi terdiri alas:

a. bangunan gedung, dan
b. bangunan sipil.

Pasal 95

klagifikas) usaba sebapaimana dimalsud dalam Pasat 95
terdin &tas beberapa subklasifikas usaha.

BLLIK hanya dapat mengambil subklasifikas:  dari
klastfikasi yang dimlikinya.

Fasal 49

Sertifikat Standar Perizinan  Berusaha  subsekfor  jasa
kotistribiss rrelifadli:

H.
b.
c

(1}

[2}

{3

(4]

i3]

SBLU kunstruksi;
SEK konartruks:; dan
lizensi,

Pasal 100

SBU konstruksi sebapaimana dirmaks1d dalam Pasal 99
huruf a wajity damiliki oleh BUJEK yang menyelenggarakan
layanEn jasa konstrukos,

SBL konstrukst schagmmana dimaksud pada ayat [1]
diterbitkan  melaloy  sertilikast dan  pencatatan oleh
menteri vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pekeriaan umum melalui sistemn informasi jass
konstirukss terinteprasi.

BU.JK mengajukan permohonan kepada menier]  yvang
menyelenprarakan wrdsan pemerintahan di bidang
pekerjaan  wvmum  melalul Lembegs Serlifikast Badan
Hzaha (LIBU) untuk mendapatkean SR konsdrukes,

ARL kemstruks: sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
Lerlalky uniuk janeks walsta 3 [tign) tahun dan dapat
diperpanjang, serta dapat dilakukan prerubahan.

AR1] konsiruksl yang akan diperpanjang wailb diajukan
sehelumn habis masa berlakunya.,

Pazal 101
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Pazal 101

SKK konstrukst sehagaimana dimaksud clalam Pasal 99
huraf b wajib dirmiliki renaga Kecia konstruksi.

SEK konstraks sebagaimana dimaksud pads ayat [1)
drterbitkan melalu w1 kompetenst scanal dengan standar
kompertens kecja,

Pelaksanaan up kompetensl schagaimana dimaksud pada
ayat [2) dilaksanakan olch lembaga sertifikasi profesi
bidang konstraks:.

Sertifikasi BKK konstruksi sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dicatat oleh menteri vang menyelenggarakan
urusan pemenintahan di bidang peketjaan umoum melalue
siatern informasi jasa konstuks erintegras.

SKK konstrkst sebagaimapa dimakswd pada =2yatl [1)
berlaloy unluk janyka wakly 5 (lima) tabun dan dapat
diporpanjang scria dapat dilskukan perubahan.

SKK konstmaks: yvang akan diperpangang wanb diajukan
scbelum habis masa berlakunya.

Fasal 102

Pengajuan serrililkagsl SBU  lonstruksi dan SKK
kenstruks: sebapaimane dimaksud dalam Pasal 100 dan
Pusal 1O dilaksanakan melalul Lembaga O35,

Pengajuan  serlifikast  SKK konsirukst  sebagaimana
dimalksud pada aval 1] untuk ualifkasy KKNID jenjang 1
[satu] sampal dengan 4 (empat] dapat dilakukan melalu
asosiasl profest terakreditasi atau lembaga pendidikan
pelatithan kerja.,

Sertifikasi sebagaimzna dimaksud pada ayat {1) mehpun
jenis lavanan:

a.  permohonan baru;
b. perpanjangan; atau
. perubahan.

Paaal 103 __.
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MPasal 103

Bertifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 102 ayat
[1] chlakukan dengat tahapan:

a. permohnonan,;

b pembayaran bigya;

. veriikast dan validasi; dan
d

persehujuany penolakan eTmOnan SRU
konstreks:,

BUJK mengaukan permohonan sebagaimana dimaksud
pada evat [1} hurul a melalui Lembaga OB38 dengan
cdhilenghkam dokumen yaong dipecsyaratkan.

Dnkumen rang dipersyaralkan sebagaimans dimaksuad
pada avat (2] sesuar dengan krilera pemlamn Kelayalan
vanp tclah ditctapkan dalam Pasat 85 ayat (1), sesual
subklasifikasi dan jenis keglatan usaha.

Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan =elambat-lambatoya 7 {tujuh)] Han
setelah terbitnya surat tagihan,

Pelaksanaan  verilikasi  dan  validasi  sebageimana
dimaksud  pada ayal (1) huwafd ¢ dilakukan  setelab
dokumen dinyalskan lengkap dan BUJK mmelakakan
pembavaran ara.

Apabila pecrmohonan disctupul, paling lambat 13 [lima
belas) Harl scjak pembayaran diterima  sebagaimana
dimaksud pada avat (4], diterbitkan SBU konstruksi, dan
dicatat oleh menteri yang menyelenggarakan uarusan
pemerinlahan i idang pekerjaan umum melalal sistem
informas jasa Konsiruiks (erinregrasi.

Apabila permoobonan udak disebapu, BLAK Ldak cdapat
menuntut gant nagl kepada LEED.

Paxal |04

Dalam  hal pengajuan permchonan 5BV Konstruks:
dilakukan olch kantor peorwalalan BUJEA, lectontuan
menpenai sertifikas) badan usaha scbagaimana dimaksud
dalarn Pasal 103 berlaku secara muicftis mutandis
terhadap PrOSCS penvetaraan kualifitkasi darn
subklasifkasi kantor perwakilan BUJKA.

(£} Dalam ...
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Dalarn  hal  pengajuan  pencatawan S0U konstroks
dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, ketenfuat
mengettai pencatptan 5BU konsorakst sebagainana
chimalkesud dalam  Pasal 103 berlaku sccara mutofis
mubardis terhadap pencatatan atas SBUY keonstruks: hasi
penvetaraan.

FParagraf 3

Mormae dan Kriteria Subsektor Sumber Dava Air

(1]

(2}

Basal 103

Pemizinan Berusaha untuk menpgunzakan sumber daya
air dapat dibcrikan untuk:

a. tirik atau eempat rertentu pada sumber air;
b.  ruaas tertentu pada sumber awr, atau
c. bagian terteniu daci surnber ar.

Pernberian Perizinant Berusaba  anfok menggunakan
gumber daya ar schapguimana dimaksad pada ayat (1)
dilakuksn secara ketat dengan urutan prioritas;

g pemenuhan kebutuhan  pokok  schan-han bagt
kclompok vang memerlukan aur dalam jumlah vang
besian

b.  pemenuhan Lkebutuhan pokok sehari-han yang
mengubah koodis alami sumber a1

1. perlanian rakyval dl luar sistem irigast vane sudah
Acda damfatag mengubah konadis alami sumber sar;

d. penpgunasn sumber dayva air untuk kebutuhan

usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalig sistem penycdlaan air minurm;

¢,  keplatan bukan usaha untuk kepentinpan publik;

£, penpeunasn sumber daya sur untuk keburuhan
usaha oleh badan uszaha milik negara, badan usaha
milik dacrah. atau badan usaha milik desa; dan

penggunaan sumber dayva alr untuk  kebutuhan
usaha cleh badan nsaha swasta atau perseorangan.

‘m

Pasal 106 ..
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Paszal 106

Tata cara dan persyaratan Perizinan Beruszaha unfk
mengpunakan sumber dava air diaknbkan  melalyd
taha pran:

a.  permohonan; dan

b penetapan.

Fermohonan Penzinan Berusaha untuk menggunakan
sumber duya air scbagaimana dimaksud pada ayat (1
huruf & dingukan oleh Pelaka Usaha melalu Sistemn Q55

Fenetapan Perizinan Berusaha untuk menggunakan
sumber dayva air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdagarkan evalugs]  Kesesuaian
antara rekomendas tekms dengan kelnjakan Permeriniah
Pusal dan Pemernntah Dieereh serte memperhatikan
periambangan hukum.,

Ketcntuan  mengenal  o©valuasi  kesesuzian  dan
rckomendast teknls scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam prcraturan menterl yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dy bidang pekerjaan umum vang
penyuzunannya  berkoordinasi dengan  mwenterd  vang
menyelengparakkan urusan pemetintahan di bidang energi
dan sumber dava mineral.

Pasal 107

Perizinan Berusaha untuk mengmunakan sumber dava
air dibenkan untuk jangka waktu paling lama 10
{zepuluh| tabhun.

Dalam hal pengiunean symber dava ar untuk kegiatan
wsaha menerhulan prasarang sumber daya ailr dengan
ivestast  hesar,  investor  pembanpun dapat diben
Penzinan Berusaha untuk menpsunakan sumber daya
2ir dan memanfaatkan potenst sumber dava air yvang
timbul untuk jangka waktu scsual denpan perhitungan
roncHnA keulangen investast.

Jangha waktu Periziman Berusaha untuk menggunakan
sumber daya air scbhagzimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat diperpanjang.

Dalam hal penggunaan sumber daya air untuk kepgiatan
usaha berupa pelaksanaan konscruksi pada sumber aidr
vang tidak menggunakan air, Perizinan Berusaha uniuk
menggunakan sumber dava air diberikan unrak janpka
walkiru  sepanjang  umur  layvanan Koostruksi o yang

tliharngan. Fazal 108 ...
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Pasal 108

Perizinan Berusaha yvang akan habiz maza berlabunya
dapat diperpanjang dengan mengaukan permohonan
perpanjangan Perimnan Berusaha melalui Siatemn 085
paling latma 1 [satu] holan sebelum jangka  wakto
FPerizinan Berasaha herakhir,

Perizinan Berusaha schapaimana dimaksud pada aoeal [1},
tidak dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:

a.  lwuota dan jadwal penpambelan atr;
b. tempat atau lokasi pengganaan saumber dava aie,
. rcata pengarmbilan dan/atau pembuangan air;

d.  rara pengpruinaan sumber daya air,

o

jenis atay tipe prasarana vang telah dibaogun,
clary/AEE0

. spesilikas teknis Bangunan,
Perpanjangan Perizinan Borusaha mempertimbangkan:

a. keadaan vang dipakal sebagar dasar Perizinan
Berasaha mengalami perubahan;

b,  perubahan kondizi lingkungan sumber dava air yang
sangar herart; dan/atau

. Rebjakan pemerintah.

Faszal 109

Pelaku Usaha dapat mengajukan perubahan Perizinan
Berusaha, dalam hal:

a. keadaan vanp dipakai sebagar dasar Perizinan
Gerasabn mengelami perubiahan;

bh. pernhahan kondisi lingkungan sumber dayve eir yvang
samgat berart;

. perdbaban keljaloan pemerintah; danfatan

. wvolume pangglinaan air selama 12 (dua Lelas] ilan
herturul-turut kurang dan kuota yvany ditetapkan
fdalam Penzinan Berusaha,

2] Balam ...
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Dialam hal perubahan Periminan Berusaha diakibatkan
olch  perubahan  kecbijjakan pemenintah sebapaimana
dirnaksud pada ayat (1} hural ¢, pemberi Penmnan
Beruzaha menvarmpaikan pembertahuan perobahan
Perizinan  Berusaha  kepada pemegang  Perizinan
Berusahe sebelurn pelaksanaan perubshan kebijakan.

Perubaban Penzinan Berusaha sebagaimansa dimaksad
pada aval (11 dapsal berupa perubahan:

4. kuota dan jadwal penpambilan air;

b tompat atau lokas! penggunaan sumber daya air;

¢, Jurolah, kualitas, dan jadwal pembuangan alr,

d.  cara penpamkbilan  danfatae pembuangan oz

dan/atay
e spesifikasi tekods  bangunan  ataud  sarena yYang
digunskan,
Paragral 4

Norma dan Kriteria Subscktor Bina Marga

(1)

(2}

(-3}

4]

Pasal 110

Izin pemanfaatan dan peng@inaan bagian-hagian jalan
merupekan legalitas yang dibenikan kepada pengeuina
Jjalan untuk pendayagunasn baglon-hboagian j#lan guna
melakuban kegiatan bukan tsaha madpoun usakba.

Pemanlastan muang manfaat jaian, ruang milik jalan, dan
ruang peugawasan jalan sclain peruntukannya wajlb
memperoleh persetujuan dar penyelenggara jalan sesuai
dengen kewehangannya,

Penggunaan raang  manfaat  jalan yapg  memeriukan
perlakuan Khuasas  terhadap konstruks jalan dan
Jembalan wajik mempETeleh dispensas dan
pemyelengiara jalan sesual dengan Kewenangannya.

Paneringan  izin penpgnaan TlEanp penpgawasan  jalan
anluk mendinkan bangunan gedune dan bangunan yeneg
tidak mengpaneggu kesclamatan  pengpuna jalan dan
keamanan konstrukst jalan olelh instans: Pemertintah
Dacrah scsual dengan kewenangannva wajik memperolch
rekomendast darl penyclenggara jalan sesual dengan
kewenangannya.

Pasal 111 ...
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Pasal 111

(1}  Izin pomanfaatan dan peogeunaan baglan-bagman jalan
non tol dan jalan tol untuk memanfastkan  dan
menggunakan jalan non tel dan jalan tol dibenkan
dengan memperhatikan  pengamanan  fungsi  jalan,
menjamin kelancaran dan keselamatan pengpuna jalan,
dlace keamanan konsiraks: jalan.

(2}  lzin perrmanfaatan dan pendpunaasn baglan-bagian jalan
non tol dan jalan tol untuk memanfaatkan dan
menpgunakEan baplan-bagidan jalan dapat dibenkan
untuk;

a. ruang manfaat jalan [umaja)l dan roang milik jalan
{ruetjal non tol, ataw

b. rumaja, rumija, dan ruang  pengawasan  jalan
{riwrasia) ol

(3} Pembenan i2in pemanizstsan dan penpgelinssan bagiarn-
bagian jalan non to] dan jalan tol untuk memanfaalkan
dan mengeunidkan baman-bagian jalan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sccara kectat denpgan
1IUkan prioriias:

a. pemenuhan infrastruktur untuk masyarakat sepert
jaringan A, janinpan  listrik, pipa pas, dan
Lelekominmiloas;

b, keginian bukan usaba antuk kepentingan publik;

. pemanfaatan bapian-bapian galan unluk kebatuhan
usaha olch badan usaha milik negara, badan usaha
milik dacrah, atau badan usaha milik desa; dan

d. pemanfaatan bapian-bagian jalan anwok kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 112
Perizinan pemanfaatan bagian-bapgian jalan terdivi atas:
A, rumaja dan rumijE me el
dispensas] TUmia Ton n];
P S, CUmijy, dun T s ol
dispensas] rumia tol; dan

LR T S v

pembangunan SHTIPATE S11511T1 dan PTASArana
tranaportas: lam sejajar jalan tol.

MPasal 113 ...

S Mo Ond2d7 oA
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Pasal 113

Tata cara dan persyaratan [zin pemanlzalan dan penggunaan
baglan-bagan jalan dilakukan melalu tahapan:

o
b

(1

(2]

(L]

(]

(1]

permohonan; dan

lzin.

Pazal 113

Permohoman lzin pemanizatan dan penggunasan bagian-
hagian  jelan disjukan kepada kementerian  vang
menveleneggarakan  wrdsan pemeriotahan di bedang,
peberjdan umum melalun Sistern 055,

Pelaku Usaha yang tclah mendapatkan lzm pemaniaztan
bagian-baplan jalan tol dan jalan non tol dikenakan biaya
pemanfaztan  barang milik negara  sesusn dengan
karentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

lzinn pemanfaaran dan pengminaan bagisn-bagian jalan
non tol diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua)
tahun atau sesud] rekomendast tim lekmis pada sRAN
pembahasan dan dapat dipermanjang,

lzin pemanfaatan dan penpgunaan bagan-bBagan jalan
tol diberikan untuk janeka waktu pahng lama 2 (dua)
tahun atau sesual rckomendasi tim teknis pada szl
pembahaszan dan dapat diperpanjang,

Hapan Kesepualub

Rektnr Transportast

Pazal 1160

Perizinan Berusaha pada sekior iranspoctas terdiri atas
subscktor:

., LransporEs L
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transportasi darare;

transportasi lage;

transportasi udara; dan

transportas perkeretaapian.

Perizinan Berusaha pada subselktor (ransporfasy (arat
schapaimana dimaksud pada ayat [1} huruf & yoane

ditetapkan berdasarkan hasil analisis  tinglat  Risiko
kegiatan usaha terdirl atas:

STRLIN= A

a. penyelenggaraan sarana transportasi darat;
b. penyelengparaan prasarana transportasi darat; dan

. penyelengpgaraat penunjang sarans dan prasarana
transporiast darat.

Perizinan Berussha pada subseklor transportass laut

sehagaimana dimaksud  pada ayat (1) buardl b ovang

ditctapkan berdasarkan hasil analiss  tingkal  Fisiko

kegiatan usaha terdin atas:

a. penyvelengparaan sarana transportasi Laae;
L. penyvelengparaan prasarana transportasi laut) dan

. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transporrasi laut.

Pernwinan Berusaha pada subwselior transportasi udara
sebagaimana dimeksud pada ayat (1) baral o yvang
ditetapkan berdasarkan  hasil analisis  Gngkal  Hisiko
kegintan usaha terdin atas:

a.  penvelengparaan sarana transportasi udara;

b. penyvelengparaan prasarana transportasi udara; dan

. penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana
transporeasi udara.

Perizinan  Berbsaha peda subsektor  transportas
perkerctaapian  sehagaimana dimaksud pada ayac 1)
hurul 4 wanpg ditetapkan  berdasarkan  hasil analigis
ngkat Rigtho Regralan usaba ferdin atas:

A, ponvelenggarsan SHTHTIH lrensportys
perherclaapian;
b. penvelengparaan Prasarand iransportas

perkeretaapian; dan

. provelengparaan penunjAng $ATana dan prasdarana
transportas perkerctaapian.

%) Kegiaran
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Keglatan  usaha  penunjang  =sarana dan  prasarana
transportast sebagaimana dimaksud pada ayat (2§ hural
c, ayat [3] hurub ¢, avat [4] hural ¢, dan avat (5) haruf ¢
merupakan  jasa terkair sarana dan prasartana
tranaportasi vang depat dilakukan secara langsung oleh
UMEK-M artay bekerja sama dengan badan usaba,

Pasal 117

Perizinan Berusaha Untuk Menujang Kegiatan Usaha pada
sektor transportas] meliputl penunjang operasional danfatan
komerstal keglatan usaha pada subscktor:

.

b
€.
d.

{1]

i2]

transportasi darat;
fransportasi laut;
transporias Udara,; dan
(ransporias] perkerclaupian,

Fagal 118

Kode KBLIJKBLI terkait, judul KEBLI, ruang lingkup
kegistan, paramcter Risiko, tingkat  Risiko, Perizinan
Brrusaha, jangka wakiu, masa berlaku, dan kewenanpan
Perizinan Beruzaha sebagaimana dimalesud dalarm Pasal
1 10 dan Perizinan Berusaha Untuk Menuanjang kegialan
Uzaha sebapgaimana  dimakswed  oalam Pasal 17
tercantum dalam Lamparan T,

Petivaratan  duanfatan kewsjiban Perizinan Berusaha
pada seklor lransportasy ysang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kepiatan ussha schagaimana
dimaksud dalam Pasal 116 dan Perizinan Berusaha
'omeuk Menunjang  Kegiatazn  Usaha  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran [T

Boagian Kesebelas
Scktor Keschatan, Obat, dan Makanan

Paragral 1
Perizinatn Berusaha

Pasal ] 1%

Perizinan Derusaha sekior keschatan, obal, dan makansan
rerclir] atas:

A, suhsektor .
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subsektor kesehatan: dan

gubsaelinr nbat dan meakanan.

Pasal L20D

Perizinan Berusaha subsektor kesshatan sebagaimmana
dimaksud dalam Pasal 119 huruf & meliputi Hegiatan
usaha:

a. pelavanan kesehatan;

L. kefarmasian, alat  kesehatan, dan  perbekalan
keschatan rumah tangga; dan

. pengendalian vektor  dan binarang pembawa
penyalkit,

Perizinem  Herusaha  subsektor ohat dan maltanan

schapimana dimaksud dalam Pasel 119 huoal b mehput
IzZin dan Scriifikar Standar obat dan makanan.

Femnzinan Berusaha subsektor cobat dan makanan
sebapaimana dimaksad pada avat {2) harus dimiliki olch
Pelaku Usaha wang membuat,/memproduksi dan/atau
yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan.

Perizinan Berusaha schagatmana dimaksad pada avat (2
umluk  pangan olahan  industrr rumah fangga  vang
diproduksi oleh UMK  dilaksanakan  sesumn denean
ketentuan peraturan perundanp-undangan.

Pasal 123

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
pada subsektor kesehatan meliputr

a.  pelavenan keseharan;

k.  kefarmasien, alat kesehatan, dan perbekalan
kesehatan rumah tangga;

. pengendalisn vektor dan natang pembawa
penyakit; dan

d,  kesehatan ingktingsn.

FPerizinan Berusaha Untuk Menunang Kegialen Usahn
pada subsektor obat dan makanan melipati:

a. obat dan bahan obat;
b. obat ...
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b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi,
dan kosmetik; dan

c.  pangan olahan.

Pasgal 122

Kade KEBLI/KBL! terkait, judul KEBEL], mang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tngkat Risiko, Peonzinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebagaimana dimalisud dalam Pasal
120 dan Penzinen Berusaba Uniuk Menunang Kegisatan
Weahn  sebapaimana dimaksud  dalam Pasal 121
tercantum dalam Llampiran

Fersyaratan danfatau kewallban Perizinan Berusaha
pada sektor kesehatan, obat dan makanan wang
ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risike kegiatan
uaaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan
Perizittatt Bergsatia Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
sehagritnana dimaksud  dalam Pasal 121 tercantum
dalam Lampiran I

[Paragraf 2
Morma dan Kriteria

FPasal 123

Penzinan Berusaha  subselktor keschalan vang herkaitan
dengan prakok tenaga kesehatan dilaksanakan sesum dengan
kctentuan peraturan perundang-undangan i bidang
kesehatan.

i1

(2}

Paszal 124

CObat dan makanan yang dibuatl danfatan diedarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3] wajib

memenuhl standar dan fatan persvaratan.

Standar danalan persvaratan dibedakukan untuk:

a. nabal dan bahan obal;

b.  ophat tradisional, saplemoen kesechatan, dan obat
LR TH

c.  kosmeulk; dan

d. pangan olahan.
Pasal 125 ...
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Pasal 125

[l} Srandar danfatan persyaratan unfulk obaf dap bahan

(2]

|31

4]

{1]

obal sebapaimens dimaksud dalam Pasal 124 aoval (2]
huruf 3 melipun keamanan, khasiat, dan muti serta
informas produk yang ditctapkan.

Brandar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud
pada avat [1} terdiri dari farmakope Indonesia, metode
analisis, standar, dan/atay persvaraan lainnya.

atandar dan/dtau persydraldn sehbagaimana dimaksud
pada avat {2] berupa farmakope Indonesia disusun oleh
tim  penyusun  dan  ditctapkan  oleh menten vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan 4y bidang
kesehatan.

Ketenituan  lebih  lanjat mengenal  standar  danfatay
persyaratan obat dan bahan obar selaan farmakope
Indonesia cdaiur dengan peraluran kepala lembags vang
menyclenggarakan  urusan  pemenntahan  di bidang
pengawasan obat dan makanan,

Fasal 126

Standar danfatau persyaratan untak obal rradisional,
suplemen kewchatan, dan obat kuasi schagaimans
dimaksud dalam Pasal 124 zyat (2) hurnd b meliput
kcamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu  serta
iformasi produk vang ditetapkai.

Standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksod
pada ayat [1) terdinn dar fermakope herbal Indonesia,
metode analisis, standar, dan/atan persyaratan lainnya.

Standar dan fatay persyaratan sebagaimang dimakstcd
pada ayat (2] berupa farmakope herbal Indoncsia disusun
oleh tim penyusun dan ditctapkan clch menteri vang
menyelengparakan Jurusan pemerinlahan di bidang
keschatan,

Ketentuan lebih lanput mengenal standar dan/atau
persyaratan obat tradizional, suplemen kezehatan, dan
obat kuasi sclam farmakope herbal [hdonesia diatur
dengan peraturat kepala lembaga Yang
menvelengparaltan  urusan  pemerintzhan di bidang
pengawasan obat dan makanan.

Pasal 1327
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Fasal 127

Standar dan/fatau  peorsyaratan untuk  kosmelik
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayal (2) harul
meliputi  keamanan, kemantaatan, dan muta  serta
mfoernasi produk yong ditetapkar.

Srandar danfatau persvaratan sebapaimana dimaksud
pada ayat (1] terdint dari kodeks kRosmetik Indonesia,
mctode analiais, standar, dan/atauw perayaralan lainnwea.

Standar dan/akau persyaratan scbagaimans dimaksud
pada avat [2) berupa kodeks kesmetik Indonesia disusun
olch twn penvusun dan ditctapkan oleh menten yang
menyelenggarakan  urgsan  pemerintaban di bidang
kesehatan,

Ketentuan  Iebibh  lamjuil  meneenai standac dan/atau
persyvaratan kosmetik selam kodeks kosmetk Indonesia
diatur  dengan peraturan kepala  lembaga ang
menyelenggarakan  uwmisan  pemerintahan di bdang
pencawasan obat dan makanan.

Pasal 128

Standar dan/atdun persydralen o uniuk pangan olahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 apyat (2) hurnaf 4
meliputi keamanan, kemanlaatan, dan mutu scrta informas
produk yang ditetapkan sesual dengan ketentuan peraluran
perundang-undangan.

|11

{2]

131

Fasal 129

Sctiap orang vang membaal obwg dan bakan obat wajib
dilakukan scsual dengan card pembustan vang baik.

Betiap orang yanp mengedarkan obat dan bahan obat
wajlb  memenuhi standar dan/atau persyaratan
pcngclolaan obat dan bahan obat yang bk,

Standar danjataun persyaratan scbapaimana dimaksud

pada ayat (2] cerdiri dan:

4. rara distribus yang baik untuk kegiatan penyaluran
chat dan bahan abat; dan

h.  standar pelayanan kefarmasian dan pengelolaan
obat dan bahan obat vang baik wntuk kegatan
penyerahan obal cdan baban ol

Pasal 130 __.
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Faszal 130

1] Setiap erang yang membuat den) atau mengedarkan obat
tradigional, vbat kuasi, dan suplemen keseharan wajib
dilakukan =zesual dengan cara vang baik,

(2] Betiap orang membuat danfatau mengedarkan kosmetik
wajib dilakukan sesuai dengan cara yang balk,

Pasal 131

(1] Serap orang vang mempeoduks danfalag mengedarkan
panpan clahan wajlbh menerapkan prinsip cars yapg bhak
dalam preduksi dan/atau peredaran.

(2] Serlap orang vang memproduks! dan/atau mengodarkan
panpgat olahan waib menerapkan sistem  jaminan
keamanan pangan dan muru pangan berdasarkan kajian
Eisiko.

Pasal 132

Setiap Pelaku Usaha yang memprodukst pangan, bahan hbaku,
bahan tambahan pangan, danfatau bahan lkin yang
clihasilkan dari rekayasa generik panpgan wajlb memenuhl
keleniuan peraluran perundang-undangan.

Pasal 133

Ketentuan mengenal standar pelayanan kelarmasian dan alal
kezehatan  diatur dengan  peraturan  mentenn yang
menyvelengparakan urusan pemernintahan di bidang keschatan.

Bagian Kedna Belas
Sektor Penchchikan dan Kebudayaan

Paragral 1
Pensiman Berusaha

Pagal 134

(1] [Peclaksanasn perizinan padsa subscktor pendidikan dapat
dilakukan melalin Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemeninitah mi.

(2} Ponzinan ...
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FPecrizinan Berusaha Berbasis  Risiko unrtuk  satuan
pendidikan scbapaimana dimaksud pada ayat [1) sesus
dengan  ketentuan poraturan  perundang-undangan di
bidang pendidikan.

Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk
lenbaga pendidikan  formal i KEK wapb  dilakukan
melglli Perizinan Bermisaha RBerbasis Risiko sebapaimana
dimalksad dalam Perataran Perierintaty ing,

Kcrecntuan meongenal norma, standar, prosedur, dan
kritcria Penizinan Berusaha Berbasis Kisiko unluk salusn
lermbaga  pendidikan  fermal di KEK  diatur dalam
peraturan  menteri vang  menvelenggarakan  urasan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Peraturan menteri sebagaimana dunaksud pada ayat (4)
diletapkan  selelah  mendapat  persetujuan Presiden
berdasarkan relovmendesi dari kementerian yang
menyeleneparakan koordimast, SINRIOTI%8 5], dan
pengendalian LIFLLSATE Eremernlerian dJdalam
penyelenggaraan pemenntahan di hidang perekonomian.

Faszl 135
Perizinan Berusaha subsektor kebodayaan melipucd
kegiatan usaha perliliman.

Perizinan RBerusaha pada kepgiatan usaha perfilman
sebapaimans dimaksud pada avat (1) yvang ditetapken
berdasarkan hasit analisis Ungkal Risike kegialan dsaha
terdir atas:

a.  pembuatan film;

b.  jasa tcknik flm;

.  pengedaran (lm;

d. pertunpukan film;

.  pecnjualan ilm dan/atau ponyvesaan lm;
. pengarsipan blm;

g£. ekspor filon; danfatau

h. impeor film,

Fasal 136 ..
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Pasal 136

Ferizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan (zaha
pacda sektnr kebudayaan melipul;

A, pembentahuan pembuatan film;

k. penpgunaan lokasi pembuatan film di Indenesia olch
pihak asing;

. rekomendasi impor film; dan
d.  tanda lulus zensor.

Pelaku Usaha periilman yvang telah memilikl Perizinen
Berusaha atas Regatan wusashs pembuaatan Alm
menvampaikan  sural pembenmhuan pembuaten bim
seltap akan melakukan keglalan pembualan Glm.

Felaku Usahu perfilman yvang telsh memiliki Perzinan
Beorusaha atas keogliatan usaha impor film mengajukan
permohonan  rokomendasl  impor  film sctiap akan
melakukan kegiatan impor hlm,

FPaszal 137

Kiwle EKBLIJKBLD terbeair, judal KBLI moang lmgkup
kepaton, patameter Bismko, tingkal Risilko, Penzinan
Berusaha, jangka walkitu, masa berlaku, dan kewenangan
Prerizinan Berusaha secbhagaimans dimaksud dalam Pasal
135 dan Penzinan Beorusaha Untuk Meonunjang Kcgatan
Usaha scbapaimana dimaksud dalam Paszal 136
tercantum dalam Lampiran [,

Persvaratan dan/atan kewajiban Perizinan Berusaha
pada sektor pendidikan dan kebudayaan vaong ditetapkan
berdasarkan  hasil enalisiz Risikoe kegaten useha
sebagalrnana cirnalksuwd dulam Pasal 125 dan Peozinan
Heryusaha Unfak Menunjang Kepialan Usaha
sebagaimana  dimaksud  dalam Pagal 126 tercanium
dualam Lampiran [1.

Parupraf 2 ...
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Paragral 2
PMorma dan Kriteria
Pazal 138

Pembuatan [lm zebagarmana dimaksud dalam Pasal 135
avat [2} huarul a oleh pihak asing vang mengsunakan
Inkasi di wilayah Indonessa mengajukan perscigjuan
pengEunaan okas pembuatan film di Indonesia kepada
menter vang menyelenggarakan urusan pemerintaban di
bidang kebudayaan melzlun kedotadan, konsulal jenderal,
atau  konsulat sebagar perwskilan [ndonesia di laar
negerl.

Pihak asing sebagaimana dimaksud pada avat (1}
merupakan  perusahaan asing vang  wlah  memiliki
Feritinan Bersaha dar negara asal.

Pembuatan Olem oleh pihalk asing vang menggunakan
lokaesi dl Indoenesia sebagaimans dimaksud pada ayat [1)
widjlb bekera soma dengan Pelaku Usaha pembuatan Hilm
1 Indonesia schagal mitra pendamping lokal,

Pembuatan film oleh pihak asing yvang menggunakan
Inkasi di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan melaiul mekanisme evaloasi.

Pazal 139

Pelaku Usaha perfilman syang telah memiblka Perizinan
Berusaha atas kegiatan usaha pembuatan filin dan vesaha
impchr Tiltm mengapakan peomobonan tanda olas sensor
kepada  lembags vaneg menovelenpearakan Uolsan
pemmerintahan di bidang sensor film untuk setiap judul
llm yang akan dipeotunjukkan untak umum.

Tanda lulus sensor sebagaimana dimaksod pada avat (1)
dibenkan melalul mekanisme evaluasi oleh lembaga yang
menyelenggarakan  urasan  pemerintaban di budang
gengor lilm.

Gagian Ketigs Belas
Sektor Pariwisala
Parngral 1
Perizinan Berusaha

Pasal 144

Penmnan  Berusaha schkior parnwisata  wvang  ditctapkan
berdasarkan hasil analisis Risike kegiatan usaha terdin atas

a. daya ...
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daya tank wisata;

kawasan pariwisata;

jasa transportast wisata,

jasa perjalanan wisata;

ja%a makAnan dan munuman,

peryedia akomodas,

penyelengearaan kegiatan hiburan dan rekrcasi;
penyelengesraan  pertemuan,  perjalanan insennd,
kontarensi, dan pameran;

Jasa informasi pariwisata,

jasa konsultan pariwisata;

ja&a pramuwksats;

wisata 1irta; dan

S

Fasal 141

Kode KBLIJKBLI terkait, judul KBLL rang lingkup
kegiatan, parameter Risike, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka walitu, masa berlaku, dan kewenangan
Perisinan Berusaba sebapamana cimaksad dalarmn Pasal
140 tercantum dalam Lampiran L

Persyaratan dan/atau kewajiban Ferzinan Berusaha
pada sckior parnwisata vang ditetapkan berdazarkan
hasi]l analisis Risike  keglatan usaha  scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 tercantum dalam Lampiran IT.

Paragraf 2
Norma dan Kritera

Pasal 142

Slandar pelaksanaan keginlan usahs seklor pariwisala
merlpakan sfandar usaba parwisala vang mencakup
BATHNE, OTEaNEadl dan sumber daya manusia, pelayanan,
persyardlan produk,  sistem manajecmen. peniaian
keoescsualan, dan Pengawasan,

(2} Standar ..
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Btandar uwsaha panwisatd schagaimans dimaksud pada
davat 1) memasukkan unsur;

4, pengutamasn  peonggunaan produk masvardskost
sctempat dan preduk dalam negerl serta pemberian
kkesempatan kepada tenaga kerja lokal: dan

b. pengembangan kemitraan dengan UMK dan kaperasi
selempal,

Slandar Nsaba partwiiats sebapaimans dimaksud paoa
aval (1) dan avat (2] disusun secara bersama-sama oleh
Instanst pemerintah terkadt, asosiasi usaha panwisata,
asozias] profesi, dan akadcemisi

Ketentuan mengenal  standar  pelaksanaan  keglatan
usaha sektor pariwisata sebapaimana dimaksud pada
avat [1y diatur dalam peraturan  menteri  vang
menvelenprarakan Uedsan pemmeriplaban o edang
[ CIwI5atHE.

Pasal 143

Standar usaha pariwisata untuk kepiatan wusaha scktor
pariwisata sebagaunana dimaksud dalam Pasal 142 ayat
(1} dengan tingkat Rizike menenpah tingpl dan tingkat
Risiko tinggi diverilikasi oleh lembaga secliikasi wsaha
pariwisats dalam rangka seriililkas dan sarealans,

Lembaga  serlitikast  wsaha  panwisata  schapamana
dimaksud pada ayar (1] meropakan lembaps  yane
tcrakreditast oleh lembaga pemerintah yang mempunysi
kowenangan untuk melakukan akreditas:.

Lembaga  pemerintalh  vang mempunyai kewenangan
untuk  melakukan akreditasi sebagaithmana dinaksud
pada ayet (2] melaporkan setiap hasil akredilasi kepada
erenteri vang menvelengearakan urlsan pemerinlaban ol
bidang parviwisata.

Dengan telabh dipepuhinys standar Wsaha lingkat Bisike
menergab tingel dan Bisike lingy sebagaimana
dimaksud  pada ayat (1), lembaga sertifikasi usaha
panwisata menerktlkan Sertnillkat Standar usaha
panwisala yany berlaka selama pengusahd panwisata
menjalankan usaha scsual dengan ketentuan peraturan
pecrundang-undanpan.

(%) Pelaksanaan ...
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Pelaksanaan wverifikasi standar ussha tingkat Risikeo
menengali tingei dan Risiko linpgl dapat dilakukan secara
daring atau hanng termasuk audil jarak jaub [remols

auedi].

Untuk UMK dengan standar usaha tingkat Risike
menengah tinggl dan Risiko tinggi dilaksanakan secara
daring tcrmasulk audit jarak janh {remote audi).

Usaha pariwisala dengan  tingkat  Risika  menengah
rendah dapst melaksanakan sertiikasi standar usaha
pariwisata secara sukarcls scsual ketentuan yang dator
dalatn Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat Brelas

Sekior Keagamadn

Paragraf 1

Ferizinan Berusaha

Fazsal 144

Perizinan Berusaha pada sektor keagamaan yang ditctapkan
berdasarkan hasil analisis Risis legiatan wvsaha melipun
kegiatan usaha:

=

ba.

(1]

(<)

penyelenggaraan ibadah hap khusas; dan

penyelenpzaraan perjalanan ibadah umrah.

Pasal 145

Kode KBLI/KEBLIT terkait, judul KBLI, ruang lingkup
kepiztan, parameter Risiko, tingkat Rizike, Perizinan
Eerasaha, jangka wakiu, masa berlaku, dan kewenangan
Perzinan Berusaha sebapaimana dimaksud dalam Pasal
144 tercantum dalam Lampiran 1.

Persvaratan dan/«atau kewajiban Perizinan Berusaha
pada schktor keagarnaan yang ditetapkan berdasarkan
hasil analisis Risiko kegiatan usaha  sebagaimana
dimnaksud dalam Pasal 144 tercantum dalam Latnpiran 1

Paragraf 2 ...
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Paragral 2
Morna dan Kriteria

Pasal 146

Penizinan Berusaha untuk kepiaran usahna
penvelenggaraan  sbadah  hap  khusus  sebagaimana
dimalkaoud dalam Pazal 144 hural a dipernlebh setelah
Pelaku Usabka menjadi penyelenggara perjalanan ibadah
umrab paling singkal s¢lama o (higal lahun atan telah
memberangkalkan jemagh wmrah pabing sedieo 1.0400
fserilng arang.

Pcrizinan Berusaha unkulk kcplatan usaha
penyelenpgaraan perjalanan ibadah umrah scbagmimana
dimaksud dalam Pasal 144 hurul b dapat dimohonksn
zetelah Pelaku Usaha memiliki Perizinan Bermsaha untuk
melakukan kepiatan usaha biro perjalanan wizata paling
sitvgkat selama 1 (zatu) tahun.

Pasal 147

Pelakw Usaha yang 1elah memperoleh Ponzinan Berusaha
untuk  kegiatan  usaha penpclengearaan ibadah hap
khusus dan penyclenggaraan perjalanan ibadah umrah
scbagaimana dimaksud  dalam  Pasal 144 wajb
menyelengegarakan kegiatan usaha scsual denpan standar
pelavanan yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat [1)
merupakan bagian dari standar pelakszanaan kegiatan
usaha seloor keapamaan.

Pasal |48

Menrer vang menvelenggarakan vrusan pemerintahan di
bidang apama melaksanakan akreditas lerhadap Pelaku
Uumha pang melakukan kegintan dssha penyelenggaradn
ibadah hajt khusus dan ponyclengearaan pegalanan
ibadah umrah schagaimana dimaksud dalam Pasal 144,

[2) Dalam ...
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Dalam pelaksanaan alkrecditazi sebagaimana dimaksod
pacda ayar [1), rmenter frang menvelengpatalean umisan
pemeriniahan di budang  sesma meoumguk  lembega
pemerintah vang  mempunyasl kewenasngan . uniuk
melakukan akreditasi, selcks, dan menctapkan lembaga
pentlalian kescsualan.

Lembaga penilaian kesesuaian sebapaimana dimaksud
pada ayat {2] melakukan sertifikasi terhadap Pelakn
Usaha vang melakukan keparan usaha penyelengraraan
ibardah hap Khusas dan penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144,

sertifikast terhadap Pelaku Usaha yang melakuokan
kegiatan usaha penyelengegaraan ibadah han khusas dan
penyclonggaraan perjatanan ibadah urmorah scbagaimana
dimalksud dalam Pasal 144 dilakukan zetiap 5 {lima)
tahun.

Lembaga  pemerintal yaong  mempunyval  kewenangan
untuuk melakukan akeeditasi, seleksi, dan menetapkan
lemnbaga perlaan kesesdman sebaganmang dunaksudg
pada ayat [2) melapurkan selap hasil akredies: dan
sertifilksmsl kepads  mentenn vang  menyelengpsrakan
urusan pemerintaban di bidang agama.

BMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintihan di
bidang agama menetapkan skemna dan kriteria akredirasi
dan  sertifikasi wvsaha penyvelengparaan  ibadah  hail
khusis dan renyelengparaan perjalanan ibadah umrah.

Shkerma dan krrera sebagammana dimabkisud pads avat {6)
ditcrapkan oleh mentert yang menyclengegarakan wrisan
pemeTintahan 41 bidang apama selelah berkocrdimam
dengan  lembaga  pemenntah yang  mempunyal
kewenanpan untuk melakukan akreditasi

Menter: yanp menyelenggarakan vrusan pernerintahan di
bidang apama mernublikasikan  hasil  akreditasi dan
sertifikasi Pelaku Usaha vang melakukan kegiatan usaha
penyelenggaraan tkadah bz khusus dan
penyelengsarvaan perjalanan ibadah umrah sebapaimana
dirmaksod  pada ayar ) kepada  masyarakal secara
elektronik dan fatad onnelekiitnoik.

(@ Dalam ...
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Dalam hal Pelaku OU=zaha telah memilikt Penzinhan
Brorusaha untuk kepiatan usaha penyelengparaan ibadab
haji khusus, sertifikasi kegiatan vsaha penyelenggaraan
peralanan thadah ummrahnya cdilakuban secara bersama-
sarma dalam 1 {sai) walklu pada saat sertiiikas kepatan
usaha PenvelEnErErdyEn 1hadah haut khusus
dilaksanukan.

Bagian Kelitna Belas

Sektar Pos, Telekomumlbasi, Penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elekironik

Sl MNe (a2 i) A

(1]

(2]

(3]

[

Paszl 149

Periziman Berusaha pada scktor pos, telekomunikasi,
penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik melipuii
subsektor:

3.  pos;
b kelekomnuanikass;

L, penyelengrarsan penyiETan; dan

d.  penyelenpearian sistem dan transaksi elekironik.

Perizinan Berusaha pada subscktor pos scbapaimana
dimaksud pada avat (1) huruf a yang ditctaphan
berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usahe
terdiri atas:

a. penyelenpgaraan pos; dan
h.  agen kunir.

Pemzinan  Berusaha padae  subschtor telckomunikas:
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wang
ditctapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko
kcmatan usaha terdirn atas:

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi,

k. penyelenggaraan jasa telekomumkasi;

<. penyelengparaan telekomunikasi khusas; dan
d. jaza jual kembali jasa telekomunikasi.

Ferizinart Berusaha pada subsekitor penyelenggaraan
penviaran sebagsimana dimakaud pada ayvar (1) hural ¢
vang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risikn
kegiatAn usaha tecrlin aras:

A, ]asa ..,
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a. jasa penyiaran radio; dan
k. jasa penyraran televisi

Perizinan Berusahs pada subsckior penyelenpgaraan
siztemn dan transaksi elektronik sebagatmana dimaksnd
pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkat hasil
analisis timgkat Risiko kegiatan usaha terdirt atas:

a. aktivitaz pengembangan teknolog Blockohain;

b. aktivitas  pomrograman berbasia kecerdasan
arliflsial;

. altlivitas Konsultasi dan perancangan miemet of
thirgs {ToT);

. aktivitas penycdiaan identitas dipitaly dan

c. akuvitas penyediaan  sgertilikat  elekiromik dan
layanan yang mengpunakan sertifikar elekironik,

Pasal 150

Perizinan Berusaha Unduk Menunjang Kegiatan WUsaha pada
s bmelkilor Fus, telekomunikasi, poryIaran, dan
penyveleneparaan s1atem dan transaksi clektronik meliputi:

&,
b.
c.

oA

(1}

penctapan multipleksing,;

penomoran telekomunikasi;

halt labuh =istern leomunikasi kabel laut  transmisi
Ltelekomuntkas infernasionagl;

halk lalvuh satelic;

izin penggunaan spekicum frekuenst radio;

acerlilikat slat dan/atau perangkat telckomunikasi: dan

pendaftaran penyclenggarz  sistem  elekironik  lingkup
PrIvAL,

Pazal 151

Kode KBLI/EBLl terkait, judu! KBLI, ruang bngkup
kegiatan, parameter Hisiko, tingkat Risiko, Penzinan
Ecrusaha, jangka waktu, masa berlakn, dan kewenangan
Perizinan Berusaha sebapaimana dimaksud dalam Pasal
149 dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kepiatan
Usaha sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 150
rercantum dalam Lampiran |

{2] Persyaratan ...
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{2] Persvaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berussha

pada scktor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem
dan transaksi etektronik vang diterapkan berdasarlkan
hasil analizis Risike kegiatan usaha  sehagaimana
ditnaksud dalam Pasal 149 dan Perizinan Berusaha
Lhntuk Menuniang Kepiatan Usaha schagsimana
dimaksud dalam Pasal 150 torcantum dalam Lampiran 11

Bapian Keenam Belas
Sektor Fertahanan dan Keananan

Praragral 1
Litrurn

Pazal 152

Periziman Berusaha pada sektor pertahanan dan keamanan
terdin dan subscktor:

a.
b.

sibzektor indust pertahanan: dan

sulbeektor keamanan.

Parapgraf 2
Subgelctor Industri Pertahanan

Fasal 153

Felaknu Usaha pada subsektor induostri pertahanan fecdire
atas:

a. badan usaha rmilik negara; dan

b badan usaha milik swasts,

yang baik secara sendinn maupun berkelompok ditetapkan
oleh Pemernimtah Puasat untuk sebagian atau seluruhnya
menghazilkan alat peralatan pertalianan dan kcamanan
serla jasa  pemeltharaan  wuntuk memenuhi kepentingan
strategls di hidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi
di wilayah Megara Kesatuan Repubhk Indonesia

Fasal 154

Penzinan Brrusabha pada subsekior industri pertahanan
melipiitt:

A, PARerapac ...
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penetapan sebagor induster pertahanan;

1izin praocdukst alat peralatan pertahanan dan keamanan,
ketaikan alal peralatan pertzhanan dan keamanan;
pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan,

penjualan, ekspor, dan  rransfer alat peralatan
pertahanan dan keamanan,

pembelian dan impor alat peralalan pertghanan dan
keamanan; danfatauy

perizinan industri bahan peledak,

Pasal 135

Perizinan Ecrusaha sebagaimana dimaksod dalam Pasal 1354
berkaitan dengan industti pertahanan vang menjalankan
kegiatan usaha;

A
b

.

d.

{11

(<}

industri alat utama;
industel komponen utama danatau penunjang;

industel komponen danjfatau pendukung {perbekalan);
dan

industri bahan baku.

Pasal 156

Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 huruf a dilalukan oleh badan usaha milik negara
dan/atau badan vsaha nulik swasta vang ditetapkan oleh
permerintah sehagai pemadn urama (flead fegrator) yang
menghasitkan  alet vtama  sistem senjata  dan/atau
mengintegrasikan semua Komponen utama, kompeonen,
dan bahan baku menjadi alar dtama.

Industn alat viama sehapaimana dimaksud pada ayat [1)
terdiri alas:

a. industri senjals dan amoainis,
b. mdustri pesawat terbunyg;
e, wndusin kendaraan perang;
d.  industr kapal perang; dan
e, industrn radar pertahanan,
(3] Trgdustm
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[ndustin alat ulama schagnirmanta dimaksacd pada ayar [1)
dilakukan ol=h Pelaku Usaha sebagaimann dimaksodd
dalam [fasal 153 vang bhidang usahanya terbhuka dengan
persvaratan terientu dan wallt mendapatkan persctujuan
dari menteri yang menyeleneggarakan LTLISAT
permenintaban di bdang pertahanan.

Tmedustel komponen  uwtama danjfatau peaungang
sebhapammatta dimabkaud  dalarm Pasal 135 harat b
dilakukan olsh badan wssha mublk nogara denfatao
badan usaha milik swasla yvang memprodukes komponean
utama dan, atauy menginteprasikan kemponen alal suky
cadang dengan bahan baku mcnjadi koempenen utama
alat peralatan pertahanan dan keamanan danfatag
wahana |platforml sistemn alat utara sistemn senjata.

Indusiri komponen danfatan pendukung [perbekalan)
sebagaimana  dimaksiad  dalam Pasel 155 baruf
dilakubkan oleh badan usaha mibk negera den/atau
badan uwsaba milik swasla yaog memprodaksr suko
cadang untuk alat vrama sislem senpals, suky cadang
untuk komponcn utama, dan/atau vang menghasilkan
produk perbekalan.

Trwdustr: bahan baky sebagaimana dimaksud dalam Pasal
155 hurual o dilakukan aieh badan usaha milik negara
danfatau badan usaha milik swasta vang memproduks
bahan bakly yang aken dJdymnakapn gleh anduste alat
atama, ndustri komponen ulama dan/alay penunjang,
dan mdustri kemponen fan/alau penduikung
{perbekalant.

Pasal 157

Krnle KBLI/KEGLI terkait, judul KBL], ruang lingkup
kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko. Perizinan
Beruzaha, janpka waktu, masa berlaku, dan kewenangan
Perigiman Rerusaha sebagaimana dimakaud dalan Pasal
54 rercantam dalam Lampiran B

Persvaraian  dan/ataun  kewmihan  Petiminan Berusaha
Untuk  Menumang  Rewiatan Usaha pada subselitor
industrl pertdhanan lercantlm dalam Lampiran T,

Parapral 3 ..
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Paragral 3

Morma dan Kriteria Subsektor [ndustri Pertahanan

Paszal 158

[1} Pelaka Usaha pada subscktor industn  pertahanan
sebapaimand dimaksud dalsm Pasal 133 mempunyai
kegiatan usaha dan/atau  kompetensi berdasarkan
kriteria dalam bidang:

b.
1.

d.

rancang bangun dan perekavasaan,;
penpembangan desain dan produlk;
produks; Jaony atay

petnelibiaegan, perbaikan, dan moadifiloas,

(2] Kritena sebapaimans dimaksud pada avat (1) werdim atas:

il

S R 25000

rencany bangun produk alat peralatan pertahanan
dan keamanan yang memuat mecodelogl, standar
Acuan desam dan analisis, proscs desain, simulast
vang wajib dilakukan, penpujian, penggunaan dari
dafa mijukan aiau data teknis milik perusahaan,
dan/atau sistem dokumentasi dari setiap aktivitas
daci proses rancang angun sebush produk alag
peralalan perlghanan dan keamanan,

kepintan perekayassan dituangkan dalam bentuk
desaim dan rancang bangun untuk menphasilikan
nital. produk, dan/alauw proses produbkst denpan
memperimbangkan sudut  pandang  danfatau
kontcks teknikal, fungsional, bizsms, sosial budaya,
estetika gerta pertahanan dan keamanan;

pengembangat desaimn meliputi keriatan
pengembangan  desain fungsi  darr kemampuan
produk mlal peralalan pertahanan dan keamanan,
teknodn cdan malenal,  areiektur fungs: dan
arsitekivur baik serta konhguras dan produk alat
peralalan perlgdhanan den keamanan;

pengembangan preduk meliputl pengembangan:

1. desain dan produlk alat peralatan pertahanan
dan keamanan yang dapal mcnggambarkan
fitur dan kemampuan sccara {ungsional;

2. kanfigurasi ...
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2. konfigurasi  dar produk alat peralatan

pertablanan dan Keamanan vang secatra terpadil
gdapar mewakah produbk vang ditelaphkan oleh
operaitona! reguirement;

3. bkentuk, {itur, fungsl, dan kemampuan teknis

produk  alat  peralatan  pertahanan  dan
keatnanan  yang  secara  fterinteprast  dapat
memberikan gambaran kKemampuan  operasi
dan produlk  alal pecalatan perlabanan dan
keamanan,

4. waran konfliparast dan prodak alal peralalan
pertahanan danm Kecamanan vang  dapat
diiadikan scbagai kandidat  prototipe  yang
memenuhi operahonral requirement; dan

5. system regquiremends darvi produlk alat peralatan
pertahanan dan keamanan sehagas penjatraran
feberis Jar gperational reguirarnent.

proses  procdule zlat poralatan pertshansan dan
keamansn metmihkl fungs danfatau seodrs
bersama-sama mempergunaksn scjumiah fungsi dan
firwr untuk mcomproduksi scsual sandar nduastrl
pertahanan  dengan memperhatikan  keamanan
nlormasz teknologl perrahanan dan keamanan; dan

kegiatan pemelibaraan, perbatkan, dan modilikasi
alar peralaran pertabhanan dan Feamanan dilaboaboan
i dalam negen.

Paxal 150

Persyaratan terhadap permohonan:

[

peretapan  aebagai andustri pertabanan  sebapaimana

dimaksud dalam Pasal 154 hurai ag

k. iz produksy alat peralatan pertahanan dan Keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 hureaf by dan

£, izin produlsi hehan peledalk,

dilakukan verilikasi pada saat perrmohonan diajukan.

Paragral 4 ...
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Paragral 4
Subgelior Keamanan

Pazal 100
Perizinan Berusaha subsektor keamanan yang ditecapkan
berdazarkan hasil analisiz Risiko keplatan uszha terdiri atas.
a.  jasa konaulransi keamanan,
jasa penerapan peralatan keatmanat,
jasa pelatihan Keamanan,
Jass kawal anekl uang dan barang berharpgs;
jasa penyedizdn lenags PengAmEangan; dan
jasa penyediaan satwa.

-4 A os

Pasal 161

(1} Pemahon Perizinan Berusaha subsektor keamanan
rmeliputi atas Pelaku Usahe nonpetseoranpa.

[2) Pelaku Usahs non perseorangan sebagaimana dinaksdg
padza =syat (1) merupakan perusabaan rang berbentiulk
perscroan terbatas,

(2} Perzeroan rerbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2
merupakan badan usaha jasa pengamanan.

Pasal 162

Kegixlan Usaba dan jefus Penziman Berusahs  subsektor
kcamanan schapaimana  dimaksud dalam Pasal 166
tercantum dalam Lampirdan I

Pasal 163

(1} Kode HKBLIJKBL] terkait, judul KBLL, rang lingkap
kegiatan, parametcr Ristko, tingkat Risiko, Peonzinan
Berusaha, jangka waktu, masa berlaky, dan kewenangan
Perizinan Herusaha sebagaimmana dimaksud dalam Pasal
1640 tercantum dalam Lampiran L.

{2} Peravararan dan/atau kewajiban Perizinan Beruzaha
pada subsekior keamanan sebapaimang dimeksud dalam
Pasal 160 tercantum dalam Lampiran 1L

Baglan ..
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Bapian Ketujuh Belas
dektor Kelenogakerean

FPazal 154

Pepizinan Berusaha  sekbor Ketenagakerjaan  vang
ditetapkan herdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan
usaha terdimn atas:

A,
b

pelatihan kera;

penyeciaan sumber days manusia dan manajemsn
hungs sumbker daya manusia termasuk alih dava;

aktrvitas penycleksian dan penempatan fenapa kena
dalam negcri/tenaga kerja swasta;

penyalur pekerja rumah tangga,
aktivitas penempatan tenaga kerja danng (job portal;

aklivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja
baar negen/ pekerjp migran Tndonesia,

Teparas] mesin untik keperllsan umum, dengan
Hngkup  kegiatan wsaba  melipots fabeikasi,
pemeliharaan, reparass,  Jdan instalast telek
Kesclamatan dan Kcschatan Kerja [K3);

jasa  sertifikasi, dengan lingkup keglatan usaha
melipatt  lembaga andit Sistem Manajemen K3
[EMEK3);

jasa  penguiian  laboratoriom, dengan  lingkup
kegiatan usaha melipud pemeriksaan dan pengujian
K3;

jasa inspeksi periodik dengan lingkup  kegiatan
usaha melipuh pemenksaan dan pengunan K2, dan
pelatihan kega kejurusn lannyve swasla dengan

lingkup kegiztan wssha mebputl pembinaan dan
konsultas K3,

Pelatihan kens sebapaimans dimalesud  pada ayval (1)
hurul & terdin atas pclatithan kene untuk:

a.
b.

C.

pemmerinlah;
perusahaan; dan

swasta.

Pazal 163 ...
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Fasal 165

Perizinan Berusaha Untuk Menvnjang Keglatan Usaha pada
sekitor ketenapakerjaan melipuci:

.

(1]

[2)

lin  pemenlosgan S pengljien dangdatey pelavanan
keschatan kerjs;

acrtiilikatl ShkD;

surat keterangan layak K3 bag  peralatan, pesawat
angkat dan pcsawat anghkuat, pesawat tonaga dan
produksd, pesawat uap, bejans tckanan, tangki tmbun,
elevator/ift, eskalator, lnstatasl penvalur petir, sarana
profeks kebakaran dan peralatan laimnyva vang berisiko
tmegl, pengendalian bahan  kitmia  hesbahava dan
Limickungan kerja; dan

lgin kunlor cabang perdsshaan  penempatan pelerja
migran Indonesia.

Pazal 166

Knde KBLIJKBLD terkait, judut KBLI, ruang lingkup
kegialan, paramerer Riziko, tingkat Risiko, Perizinan
Berusaha, jangka wakod, masa berlaky, dan kewenangan
Perizinan Berisaha sebagaimans diemaksud dalam Pasal
154 dan Penzman Boerusaha Untuk Menunjang Kegialan
Usaha sebagaimana  dimaksud  doalam Pasal 165
tercantum dalam Lampiran I

Persyaratan dan/atan kewajiban Perizinan Berusaha
pada saktor ketenagakerjaan vang ditetapkan
berdasarkan  hazil arnalizis  Riziko lkepgiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Perizinan
Berusaha Untulk Menunjang  Kegiatan Usaha
sebagaimana dimmaksud dalarn Pasal 165 tercantum
cdalam Larmgnran I

BAB IV
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B&R IV

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE

Sk MO ORI A

[1]

(2t

(3

(1]

i2]

SINCGLE SUBMISSION)

Bagian hkesatu
Umum

Pasal 167

Pelaksanaan Penzinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan secara clektronik dan lerintegrasi melaloi
Bisrem ks,

Sistern 083 terdiri dari:

a.  subsislem pelavanan infarmasi;

b, subsistem Periginan Berusaha, dan
. subsistemn Pengawasan.

Sistem 0855 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wanb
digunakan oleh:

. kementerian/lembaga;
pemerintah provins,

pemerntah kabwraten fkota;
Administrator KER;

Bodan Pecogusahaan KPBFB; dan
Felaku Usaha.

e o

Bapgian Kedua
Subsigtemn Pelayvanan Informasi

Pasal 168

Subsiztem pelavanen informes:s scbhagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 ayal [2) el a menyediakan informast
dalam memperoleh Perizinan Berussha Berbasis Risiloo
serta  informasi lain tertkail dengan  penvelenggaraan
Perizinan Berusaha Berhasis Risiko.

[nformast sebagaimana dimaksud pada ayar {1] memyat:
a. HKBL! becrdasarkan ungkat Eisike;

b.  rencana tata ruang;

e, ketentuan ...
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¢, ketenillan persyaratan Penanaman Medal;

d.  persyararan dan/ataa kewajiban Perizinan
Berusaha, Janika  waktn, standar  pelaksanasan
kcpiatan usaha dan penunjang kewiaien usaha, dan
ketcntuan lain di dalam norma, siandar, proseduor,
dan kriteria seluruh sektor bidane usaha, pedoman
dan tata cava pengajuan N1B, Scrmbkat Standar, dan
Iz

¢, persyaratan dazar melipotl kesesuaian keglatan
permanfaatan rhang, persetujuan bangunan pedung
dan sertiikal  Jak Tungs:  =etta persetuinan
lingkungan;

f.  ketentuan iscntil dan fasilitas Ponanaman Modal;

g. Pengawasan PFerizinan Berusaha dan  kewajiban
[elapran,

., sitwllasi pelavanan Perizinan Berasaha, panduan
pengpung Sisiem 0528, kamus Jisrem 058 dan hal-
hal  vang sermeg  ditanva (freqguently osked
question s FAQ);

. pelavanan penpaduan masyarakat; dan

j-  mnformasy lain yanp ditetapkan dengan keputusan

Lembapga O6H5.

Tnformasi sehagaithana dimaksud pada ayat (2] dapat
diakses nleh masyarakar umum tanpa menggunakan hak
akscs,

Baman Ketiga
Bubsistemn Perizinan Berusaha

Paragraf 1
mum

Paszal 1649

Proses penerbitan Perizinan Berusazha Berbasis Hisiko
dilakukan  melalui  subsisiern Perizinan Berusaha
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2 huruf b

Subsistem Penizinan Berusaha scebagaimana dimalksydd
pada  mvat (1) mencakup labapan proses  peoechitat
Pocriziman Berusahs:

a. pendaftaran akun/hak akses;

b. EKisiko rondah berupa NIB;
o, Risiko .,
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c. PRFisikc menengah rendab (erdies dane:
1. NIB; dan
2. Eertihkat Standar,

d.  Risike menongah tinggn terdin dac:
1. MIB: dan
2. Sertifikat Standar.

c.  Riwike lingg cerdivi dan:
1. NIB; dan
2, lzin.

Subsistcm Perizinan Berusaha diakses mengminakan hak
akses oleh:

a. Pelalu Usaha;

. Lembaga O55;

. kementerian /lembaga;

d. DPMPTSP prowvins,

e DPMPTSP kalupaien/kota;
f. Adminiztralor KEE; dan

g. Badan Penpusahasn KPEFPB.

Kepala Lembaga 055 dapat memberikan hak akses
rerbatas selain kepada pihak schbagaimana dimeaksuad
pada avat {3].

Paragral 2
Fermohon Perizinan Berusaha

Pasal 170

Pomobhon Periziman Herusaha  melalui subsistem
IPrrizinan Berusaha sehagairnens Jdimaksud dalam Pasal
16T ayat (2] hurul b {erdin ates Pelaku Usaha:

8. OLANE PCrscOrallgan:

k. badan usaha;

c.  kantor perwakilan; dan
d. badan usaha luar negeri.

{2] Orang ...
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Orane persecrangan scbagaimana dinaksud pada avat
{1] hurul a merapakan rang perseorangan Wirgd negara
[ndenesia yang cakap untuk bertindalk dan meiakukan
perbuatan huloum.,

Badan usahd sebagsimana dunaksuel pada avat (1] oaoal
B merupaksn badan usaha berbepiuk baden bukun
atey tidal berbenuk badan hulum yaneg didickan ¢h
wilavah Negara HKesatusn Repuablik  [ndonesia dan
melakukan usaha danfatau  kegiatan pada  hidang
terteniyg.

Kanlor perwakilan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf © merupakan:

A, Oranpg perscurangsn warga negaca fodonesia;
.  Oranp PErseOrargar WAaTEE TIERACA ASINE A[A W

.  badan usaha yang merupakan perwakilan Pelalu
Usaha dari luar neper,

dengan perzetuiuan pendirian kantor di wilayvah Negacs
Kesatuzn Republhik Indonesia.

Badan usaba tuar negers sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] burtl 4 merpalkan badan usaha asing yang
didirikzsn <i lvar wilayah Nepara Kesatuan RHepublik
Endonesia dan melakukan usaha danfatau kegiatan pada
bidang tertentu.

Badan usaha sebapaimena dimaksud pada avae (3] pahing
sedikit werdirl atas:

A. PETEECDAN terbata &,

b, persekutuan komanditer {comemandaare
verrnotsche ),

. persekutuan hirma [wenootschap onder firmal;

L

peraekutuan perdata;
koperas;

VAVALALL,

peTusabiaan weim,

= I I

perusiahann vmum Jdeerah;

—

badan hukum lainnya yang dimiliki ndeh negara; dan

lcmbaga penyiaran.

—_.

7] Kantor ..
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Kanior perwakilan schagaimana dimaksud pada avat {4

paling sedikit terdin atas:

a. kantor perwakilan perusahasn perdapganpan 49ing,;

k. kantor perwakilan perusahaan asing, atau

.  kantor perwakilan badan usaha jasa konstruks
BEINg.

Buaddan usaha ldar oeper sebapgaimana dimaksud pada

ayat [3} yang dapat melaknkan  kegiaten usaha di
[ndoncsia paling scdikit terdin atas:

a. pember waralaba dan luar negscl;

b. pedagang benangka asing,:

c. penvelengeara  sistem  clektronik  lingkup  prvat
asing, dan

d.  Dentuk usahe tetap.

Kantar perwakilan  perusahaan  asing  scbagmumana
dimaksud pada zyvat (7)) buoral b tertoasuk dalam tingkat
Risiko rendab.

Parapraf 3
Pendaftaran Halk Akses

Fasal 171

Pelaku Usaha vanpg diberikan hak akses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 169 avat (3] huraf a meliputy

a. OTATLE PETSCOrangant,
b, dircksi/penangiing jawalb Pelaku Usaha; ataa

. npurus apahbila Pelakyu Usaha berbentuk koperasi
PETIE P pe
dan yayasan.

Hak akses bag kementerian/lembaga, DPFMPTSP
provinsi, DPMPTEEP kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan Badan Peogusahaan KPBPR schbwmpaimana chimalbesodd
dalam Pasal 169 ayat (3) humif © sampaa dengan huraf g
dibermkan kcpado pengelola hak akses vang ditetaphan
nleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi,
kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Admnistrator KEK,
atay kepala Badan Pengusahaan KPEPB.

{3) Penpelola .
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(3] Penpclola hak akses sebhaguimana dimalksud pada avat (2)
dapat membenkan  hak  skses lunman sesum
kewenangan dan kebutuban vang diperlukan.

Pasal 172

Lembapa OS5 melakukan evaluasi terhadap pemberian hak
akscs dan hak akwes turunan sebagaimana dimalkaod dalam
Pasal 171,

Pasal 173

(1) Hak akzes kepada Pelaku Usaha sebagamana dimalesucl
dalam Pasal 169 avat [3} hurmal a diberikan untuk:

.,  mengajukan  permohonan Perizinan Berusaha
rermanlk perubahan dan pencabuotan;

b, menyampaikan laporan kKegiatan Penanaman Maodal,
c. menrampaikan pengaduan; danata
d.  mengamkan permohonan fawihitas berdsaha.

{2] tlak akses kcpada kementenan)lembaga, DPMPTSP
provingi, DPMPTSP kabupaten/kola, Administrater KER,
dan Badan Pengusshaan KPBPB sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 16% ayvat [3) hural ¢ sempai dengan haraf g
dibcrnikan untuk:

s, melakukan  verifikayi  (ekmis dan notifikasi
pemicnuhan persyaratan Pernzinan Berasahae
Berbasis Risiko;

k. pelaltsanaan jadwal Pengawasan; dan

. penyampaian  bhasil  Pengawasan/berita  acara
pemetiksaan pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 174

Permohonen hak akses melaluil Sistem OS85 dilakukan elch
Belakil UUsaha:

4, orang persearangan dengan mengisi data nomor induk
kependudukan;

b. badan ...
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badan uwsaha dengan mengisi data nomor pengesahan
badan usaha;

badan layvanan wmum, perdsahaan omum, perusahaan
umuln daerah, lembapa penyiaran publik, badan bakum
lainnya yang dimiliki oleh negard, dengan mengisi data
dazar hukum pembentuban;

petsyvarikaran atau persekutuan dengan mengisi data
dasar hulkum pendirian, dan

kanter perwakilan dan badan vsaba luar negeri dengan
mengivi dala nomar induk kependudukan kepala kantor
perwakilan/ penanggunyg jawab yvang berkewarganegaraan
Indoncsia atau nomor  paspor kepala kantor
perwakilan/ peoangpunyg Jawab yvang berkewarganegaraan
asing.

Pasal 175

Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak
akses sebagaimana diunaksud dalam Pasal 171 seccara
mandiri dalam Sistermn O35

Perubaban date hak akses sebaganmana dimaksod pada
aval (1) paling sediki:
3. TAMA pEOHOEEUNE jawal;

b, pmomor induk kependudukan atal nomor  paspor
penanggung jawsh,

£.  nomoer telepon penanggung janeaks;
d.  surat elektronik penangpung jawab; dan/atau
e kata sandi.

Atas perdbaban data hak akses sebagaimana dimaksud
pada aval (1), Sistem O35 memberikan notifikasi kepada
Pelaku Usabha melalai surat elektronik vang didalarkan.

Maragral 4
HIE

Pazal 170
NIR wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Uszaha.
(2} Setiap ...
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Setiap Pelaku Usaha sehagaimana dimaksud pada ayat
(1} hanys memilik 1 fsang) MIB.

MIB sebagaimuna dimaksud pada avat (1) dicerbitkan oleh
Lembaga OB3.

NIR sebapaimana dimaksud pada ayal {1] merupakan
identitaz bagi Pelaku  Ulsahaw  sehagsi bulcti
regislrasi/ pendatiaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kepiatan usaha.

NIE schagaimana dimaksud pada ayoat (1) berlaku jups

scbupal:

a. angka penpenal impor sebagaimana dimaksud dalam
peraturan  perundang-undangan  mengenal  angka
peiigenal impor;

L. hak akses kcpabeanan sebagaimana  dimakand
dalam  peraturan  perundang-undangan i bidang
kepabeatian:

¢ pendaftaran kepesertazn Pelaku  Usaha unook

jominan  sosial  kesehatan  dan jaminan sos5ial
ketenagakerjaan; dan

d.  wajib lapor kKetenagakerjaan untuk periode perlarmea
Pelaku Usaha.

Pelaku Uszha yang memerlukan angka pengenal impor

gebagaimana dimaksud pada ayat [(3) hural a hanya

Jupat memilihe

a. angke pengenal impor wmum untuk Kepatan anpor
lrarang vang diperdaganpkan: alau

b, anpka penpenal impor produsen unluk kepiatan
impot barang vang diperpunakan sendin sebagal
barang modal, bahan  baku, bahan penolong,
dan/alay bahan unink mendukung proses produksi.

Hak akscs kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ay=at
(3) hurul b dapatl digunakan cleh:

a.  Pelaku Usaha vang merupakan badan usaha untuk
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b.  Pelaku Usaha yanpg mecupaltan orang persecriangan
hanva dapat melakukan keglatan ekapaor

NIB berbentuk angka acak yane diberi pengaman dan
disertai dengan tanda tangan elelkdoonk.

Pasual ITT ...
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Pasal 177
WIB sehapgaimana dirmeksud dalam Pasal 176 mencakup
data:
profil;
permierdalan usaha;
nomor pokok wak pajak;
KBLI[: dan
lokasi usaha.

manga

Untulk mendaparkan NIBE schagaimana dimaksud pada
arac (1), Pelaky Usaha orang perseorangan mengisi data
pada Sisrem O8R5,

Drata profil sebagaimana dimaksod pada ayat (1] huraf a,
bapi Pelaku Usaha orang pecsecrangan merupalkan
nomor induk kependudukan yang leontegrasi dengan
sistern  kementerian  yang menyelengpatakan  urusan
pemerintahan dalam negeri,

Bagi Pelaku Usaha badan usaha. data schagsimans
dimaksud pada ayat (1) hurat a. hurual b, hurnal ¢, dan
hural d, sesuay dengan integrasi antara Sistem O85
dengan sistem di kementerian vang menyclenggarskan
urisan pemetintahan di bidang hukum dan hak asas
TTIANLSIA,

Terhadap data nomar pokolk wapll pagak sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] hurul ¢, Sislemn 083 melakulan
validasi sesual dengan  mlegrasi dengan sistem di
kementerian VALE menyelengearakan LITLISEr
permerintahian di bidang keuangan negara.,

Bagi Pelaku Usaha oranpg perscorangan vang belum
tnemiliki pomor pokok wallk poajak, dapar mengajukan
permabonan nomewr pokok wapb paek melalui Sistem
055,

[rata sebagaimana dimaksud pada avat 1) huraf e sesual
dengan integrasi atau validasi antara SBistem 0835 dengan
sistarmn o1 kementermn yang omenyelenggarakan urnisan
pernerintahan di Indang tata taang.

Dalam hal data sebagaimans dimaksad pada ayat {]1)
bclum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan
pengisian pada Seatem 055,

(9) Bagi ..
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Bagi Pelaku Usaha kantor petwakilan dan badan usaha
luar negeri, harus mengisi data paling sedikic:

a. nama perusahaan di luar negen Yang menunjulk;

b. alamat perusahaan asing; dan

«. data kantor perwakilan di Indonesia,

Pasal 1 7H

Terhadap data sebapaimana dimaksud dalam Pasal 177
avat (1), Sistern 058 melakukan pemeriksaan kesesuaian
ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman
bModal lainnya, termasuk:

a.  hidang vzaha vang diklasifikasikan sebapal hidang
usaha prioritas;

b, alokasi bidang usaha untuk UME-M dan koperasi;

. kewajiban kemiiraan dengan UMK dan koperasi, dan
d.  ketentuan bidang usahe khusus (single purpose).
Pemeriksaan ketentuan bidany usaha dan ketentoan
Penanaman Meodal lainnya sebagrumana dimaksud pada
ayat [1}, mencntukan insentlf  danfalau  fasilitas

Penanaman Modal vang dapat diperolch oleh Pelaku
Llsaba.

Paragrafl 5

Fesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(1]

(<)

Pasal 179

Sislern 085 melaksanakan pemernihzaan lokas: wsaha
vang dhajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayal (1) huraf e mencakup:

a. daratan;

b [aut; danfatau

C. kawasan huran.

Pemertkzaan lokast usaba sebagaimansa dimaksud pada
ayvat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan
rencana  dotall tata Tuang  daergh dalam sistem di
kementerian vang menyelenpgarakan urusan o budang
tata ruang yang terintcgrasi dengan Sistem O55,

i3 Dalam ...
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Dalam  rangks  pemeriksaan kesesuzian kegiatan
pomaniastan ruang:

A, hag kewpizlan ussha yeneg lokasinys sudaby sesuas
dengan rencana detaill tats roane daerab, Siseam
55 sccara otomatiy menerbilkan konhrmas
kepiatan pemaniaatan raang scsuai keplatan usaha:
atau

b. bagt kegirtan usaha vang lokasinya tdak sesual
dergdan rencAang deartaill tata muang daeraby, Sisem
5% memberikan norifikasi keridaksesuaian  fata
ruang dan permohonsan NIB Gdak dapat dilanpotkan,

Fasal 1580

Cralam hal rencana detall tata ruang dacrah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 179 avat {2] belum tersedia,
pemeriktgaan lokasi dilakuken berdasarkan:

. rencand lata rang wilavah nasional;

b, rencand Lata raang pulaoy kepalauaon;

o, rencand A roang kawasan siratesls nasional;
d.  rencana tata maang wilavah provins:; dan atauw
e. reocana tata raang wilayah kabupaten fkota

Dalam  rangka  pemeriksaan kesesuvaian kegiatan
pemaniaatan ruang vang belurn tersedia rencana derail
lala rlang, kemenlerian yang menyveleng@arakan urasat
pemeritilaban i bidang tata ruang melakukan validas
kesesumiun tokast Kegdtan denpgan tencana lata rlang
schapaimana dimaksud pada avat (1), untuk menerbitkan
atau tidak menerbitkan perectujuan kescsuaian kogatan
pemanfaatan ruang.

Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan
kescsuaian kegiatan pemaniaatan ruang scbagaimana
dimaksud pada ayat (2} paling lama 20 [dua puluh) Har
scjal permohonan NIB diajukann.

Dalanr hal jenpka wakily sebagaimnanag dimabksud pwada
aivar (31 terlampaui, pecsetujian kesesymian kegafan
pemanfaslan ruang dilerbitkan  secars otomals  aleh
Sistem O3,

Pasal 181
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Pazsal 1&1

Santern 83 azkan memerikza dan menyetujul secara
pmmatis lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksuad
dalam Pasal 179 dengan ketentuan:

a.  lokasi usaha dan/atau kegiataon terletsk i lokasi

KEEK =Lau kawasan il sies,

b, lokasi usaha dan/atou kegialan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah benalan dan letak
tanahnya berbatasan dengan lokas: usaha danfatan
kegiatan wvanpg bersangkutan dengan peruntukan
tata ruang yang sama,

lokasi wsaha danfatau kepiatan merupakan tanah
vang sudah dikuasar oleh Pelaku Usaha lain vang

()

telah mendapatkan kesesuaian kegiatan
petmanlaatan ruang dan akan digunekan oleby Pelaku
Usaha,

d,  lokas usaha danfatal kegialan yvang terieml pada
wilayah usaha minvak dan gas buml vane sudah
ditctapkan oleh pemerintah; dan/atan

e, lokasi usaha dan/ataw kegiatan berasal dan otanta
atann badan penyclenpgara pengembangan suatu
kawasan sesuai dengan rencana tata nuang kawasan
pengembangan tersebut.

Sistern  OB3  menerbitkan persetujuan kesesualan
kegiaran pemaniaatan ruang afas lokasi usaha danfatan
yang diperluken vniulk melaksanakan rencana Petizinat
Berusaha gl UMK berdasarkan perniyataan Pelaku
Usaha sesual lormat pada Sistem 085,

Dalam hal Pelaku Usaha meneneah dan besar melabiukan
pembangunan rumah bagt masvarakat berpenghasian
rendah denean luasan tidak lebih dal & (lima) hekrare,
persctujuan  kesesuaian keplatan pemanfaatan ruang
diterbitkan atas pernyataan Felaku Usaha sesusn format
pade Bistem OS5,

Pagal 182

Petneriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 17% ayat (1) haruf b dilakukan kepada Pelakn
Usaba yvang melakukan Kepgiatan pematfaaten ruang di
lawt sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-
urclatigan.

2} Lokasi ...
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Lokast usaha mengacu pada pemanfaatan scsual dongan
rencHns  LHELE TUADE, [eNCAnd Zonasl Kewasan  antar
wiluyah, dan rencana zonasi kawasan stratepls nasional
fcrtcntu,

Permeriksaan lokasi di laue dilakukan kepada Pelalo
Usaha wvang memanfaatkan ruang secars menetan
gelaman ruang laut rang mencakup permukaan laut,
kilom air, danfalau permulkaan dasar laut pada batas
keluzsan terlenlo sesus1 dengan ketontuan peratursan
perundang-undanpan.

Pemeriksaan lokas schagaumana dinaksud pads ayac (1)
dilakukan berdasarkan kctersediman rcncana tata roang
vang mencakup rencana  zonasi  dalam sistem i
kementerian VAT menvelenggarakar YrLgHn
pemevintahan G hidane  kelaulan  yang  terinlegras
denpan Jisterr O55.

BPalam hal lokas) vane dimohonkan berada di laat, Pelaku
Usaha menyampalkan permohonan kescsualan keglatan
pemanfaatan  ruang di laow kepada menteri vang
menyvolengparakan wrusan  pemerintahan de bdang
kcloutan melalul Sistem Q55

Terhadap permohnooat kesesugian keglalan pemaniaslan
ruang di laur sehagaimana dimaksud  pada 2yal (S),
mentar vare menvelengparskan urusan pemerintahan di
bidang kelautan menyvampalkan norfoikas: persctupuan
atau penolakan ke dalam Sistem 055 paling tama 20
icdua puluh] Harn sejak permohonan NIBE diajukan.

Berdasarkan notifikasi persetujuan aran petolakan
sebapnimana dimalksud pada avat [6), Sistem O8S pkan
menerbitkan  persetujuan atauw  penolakan kegialan
petnanlaaran rang.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
aval {G} lerlampadi, perseligjuan kesesunian kegiatan
pemanfaatan ruang di Aol diterbilkan secara olomatis
olel Sislem US55,

Fasal 183 _..
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Fasal 183

Daftarmn hal kegiatan wusaha berada di darat, wilayah
pesisir, dan laut, perseiljuan kesesuaian pemanfaatan
ridang diberikan secara terkoordinas: olch mentert vang
menyelenggaralan Wrusan  pemernntahan de bidang
agrana dan tata ruang dan  menken vang
menyclenggarakan  urusan pemerintahan di Bidang
kelautan.

Persetujuan dan penclakan sebagaimana dimaksud pada
ayat [l diberikan secara leckanrdinasi oleh menler vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
agratia  dan tats ruang dan menteri vanp
rnenyelengparskan urusan  pemenintahan di bidang
kelautan melalul Sistem OSE,

Pasal 144

Persetujuan  kesesuzian kegiatan pemanifaalan Tuang
diberikan untuk jangka wakta 3 {Uga} tahun sejak
diterbitkan.

Apabila datam jangka wakiu 3 [tiga) tahun sebagaimana
cimaksud  pada  ayvat (1], Pelaku  Usaha tidak
melaksanakan  penggunaan dan  pemanfaatan  tanah
scsual tata muang, porsetujuan kesesuaian  kegiatan
pemanfaatan  rtuang dibatalkan  sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 185

Terhadap lokasi uwusaha pada kawasan  hutan
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) humat ¢
dapat mencakup kepiatan:

A penggunaan kawasan hutan; dan
b. pemanfaatan hutan.

Dalam hal kegiatan vang akan dilakukan oletr Pelakn
Usaha menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di tuar kegiatan kehulanao haova dapatl
dilakukan di dalam Kawasan hutan produks dan
kawasan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hulan sebagaimanza  dimaksud
pada ayar (1) hural a dilakukan melalu persetujuan
Petnerntah Pusal sesual dengan ketenbtuan peraturan
perundang-undangan di Bidang kehuatanan.

4] Fermochonan ...
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Permohonan dan kelengkapan persyaratan pernanfaatan
hutan sebagaimana dimalkawd parlla aval {1] hurafl b
diajukan melalui Jistem 55,

Pertriahonan dan kelengkapan porsyaratan scbagaimana
ditnaksud pada ayal (4 diteruskan kepada kementerian
yang menyelengearakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan untuk dilakukan venfikasi.

Kementertan yvang menvelenggaralkan UrUSan
pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi
ataz pemenuhan  persvaralen scbhagaimana dimaksud
pada ayat [ dalam jangka waktu yang ditctapkan oloh
kermenterian WHRE menyclengearakan Lrasan
permnerintahan di bidang kehutanan yang dinotifikazr ke
Sistem OS5,

Dalam hal kementenan vang menyelenggarakan urisan
pemcrintahan di bdang kehutenan tidak memberikan
notifikasi persetujuan atan penolakan ke Sistem 0353
sebagaimana dimaksid  pada ayat {6}, Lembapa OS5S
rnenethitkan izin pemanfaatan hutan,

Parapraf &
Pengganaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 186

Dalarm hal mengeunakan tenaga kega asing, Pelaku
Usaha menyampsikan permohonan pengesahan rencana
penpgunaan lenaga kerja asing melalur sistemn elektromk
YANE disclenggarakan kenenterion Yang
menvelengparakan  urusan  pemerintahan di bidang
ketenapakeriaan.

Kementertan yarig menvelengrarakan UTLISHD
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneposkan
PENEESAhAn rEncana pengimnasn  tenggs Kerja asing
kepada Lembapga 082  dan kementerian vang
menvelenggarakan  wrusan  pemerinlghan di bidang
hulum dan hak asasi manusia.

Parapral 7 ...
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Paragral 7
Pemasuban Nalts Profil Pelaku WUsaha

Pasal 187

Pelaku Usaha haris melakukan klanfikast kcgtatan
uzaha berapa:

A, kegiaran osaha utama,;
I, kepatan usaba pendukuang, dandarau
. kantor cabang adminisioas,

Kegiatan usaha uwlama sebhapaimand cimaksad pada ayat
(1} humaf 2 merupakan kegiatan usahy scbhagaimana yene
tercantum  pada lcgalitasfakta Pelaku  Usaha dan
berrujuan  komerzial, sumber pendapatan, atau
menghasilkan leeantungan bagh Pelaku Usaha,

Kegiatan nsaha pendukung sebapaimana dimaksud pada

avat {1} huruf b merupakan:

A, kepiaran vang  beriguan unrak menchikung
kelancaran begiatan wsaha wlema;

b, tidak mernapakan sumber pendapatan bagl Pelaku
Fsaha, dan

c. dapat dilakukan dan disclesatkan terlebih dahula
sebelum pelaksanaan kegiatan usaha vtama.

Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huraf ¢ mergpakan wnit atau bagian dari
perusghaan  indubnya vang dapel bBerkeduduken  di
tempat berlainan dan bersifzl admingstratf,

Fasal 158

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 177 ayat {1) wajib melanjutkan proses di Sistern
(133 unluk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dengan memasukkan data kegiatan wusaha utama untuk
masing-mazing kode KBLI 5 {lima] digit dan lokasi paling
secikit memuat:

a.
b,

.

Jenis produlk vang dihasilloan;
kapasitas praduk;
Jumlah enapa keoja,; dan
Teneana nilan invesias.
Pasal 1289
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Pasal 189

Sistern D88 melaksanakan pemenksaan ketentuan atas
dala wsaha berape rencana miba nvestas sebapaimens
dimaksud dalam Pazal 188 huruf d yang diajukan wleh
Fclaku Usaha mchputn:

a. minimurm investasi; dan

b. ketentuan permaoadalan,

untuk Penanaman Modal Asing.

Kerentyan ruinimum  investasi bagi Penanaman Modal
Asing schagaimana dimaksud pada avatl (1) haral oz,
melipitti total mvesiadl lebih besar can
RplG.God 000,000,000 {scpuluh miliar rapiah), di luar
tanah dan bangunan per bidang usaha KBL 5 (lima} digit
per lokasi proyek.

Kerentuan otal investazi sebagaimana dimaksud pada
ayat [2] dikecualikan untul beberapa kegiatan usaha:

a.  khusus unmik kegiatan usaba perdagangan besar,
letnh besar <darn Bp 1 QCHOL Q00 000,00 {sepallub
mdiar cupigh) di lwar tansh dan bangunzn, adalah
per 3 (empat] dipit awal KBLI;

b. khusus untuk kegiatan wusaha jasa makanan dan
minuman sepanjang terbuka untok Penanaman
Modal Asing, lebih besar dam RplO Q00003 000, 0
fxepulub ruliar rupiah) o Juar taneh dan banguhan,
adalah per 2 [dua) digit gwal KBLI per 1 {2atu) titik
likeas;

.  khusus untuk kegiatan usaha konstraksl sepanjang
tcrbuka untuk Pecnanaman Modal Asing, lebih besar
dart Ep 10, 000,000, 000,30 (sepuluh miliar mpiah] ds
luar tanalbh dan bangunan dalam satu keglatan,
adalah per 4 [empat) dgit awal KBLI; atau

d.  khusuz untuk  kegiatan usaha  industri vang
menghazilkan jenis produk dengan KBLE 5 (lima)
digit vang berbeda dalam 1 {zatu) lini produksi, lebib
berar dari RplO.000.000 000 M [sepuluh  miliar
rupnall) di bear tanah dan baongurnan.

Pasal o9

Terhadap  kegplatan  usaha  pendukung  scebhagaimana
cimaksud dalam Pasal 187 avar (3}, Pelabku Usaha wapb
memenubhl persyaratan scsuai dengan ketentuan
prraturan perundang-undangan. termasuk
pengdentiftkasian Penzinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2} Keglatan ...
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Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses
pemeniksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum
nvestasl sebapaimana dimaksud dalam Pasal 18% ayat

2] serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud
dan tujuan pada legalitas Pelakyy Usaha.

Terhadap  Kegiatan  usaha  pendukunpg  sebagmimana
dimalesud dalam Pasal 187 ayat (3) hurul b, ketoniaan
tatam Pasal 188 berlaku secara mufatiz mulandis.

Fasal 191

Pelzku Uszha emendaftarksan Kantor cabang administrasi
sebhogaimnans cirmnakswd dalam Pasal 187 avat (¢4 pada
Ansferm O35 denpgan melengksapl data paling sed kit

a. alamat kantor cabang admimstrasi;

b, nomor pokok wajib  pajak  kantor cabang
administrasi; dan

c.  penanggung jawab kantor cabang admimistrasi.

Dalam hal kantor cabang adminisiras lebih dan 1 (sae]
lokasi, Pelabu Usaha  harltls melengkapr data
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi
kanior cabang administrast,

Pendaftaran kantor cabang admnoustrasi zebagaimana
dimakaud pada ayat (1) ditcrbitkan melala Sistem (388
sebagal lampiran N1B.

Fazal 192

Dalam hal 1 ({satu) keglatan usaha utama sebageimana
dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) merupakan!:

a.

cdalam 1 [satw) lim produks) menghasilkan lebih dari 1
[satu} produk vang berbeda kode KBLLD 5 (lima) digat,
denpan lokasi yang sama, atau

kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 {saty) kode
LEBLI 5 {lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama,

kelengkapan data dapar digabung menj=ads 1 (sata],

Basal 193 ..
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Pasal 193

(17 Lembaaga O855 mencrbitkan MIB melalal Sistem Q58
berdasarkan:

a. tinpgkar Eisiko:

b. pemeriksaan ketencuan bidang usaha;
C. ketentuan ronunutn ihveatas: dan

. Retentuan permodalan,

{2] Tingkat! Risiko sebagaimana  dimaksud  pada ayal (1)
huruf a mengikuti tingkat Risiko sesual dengan norma,
standar, proscdur. dan kriterta wanp scoara otomatis
tervenifilas: olch Sistem (155,

Paragral B
Fenerbitan Perizinan Berusana Fisiko Bendah

Pasal 194

(1y  Dalam hal kegiavan assha termasuk ke dalam unpkat
Rismko rondah, MIB sccara otomatis terbit melalor Sistem
055 setelah Pelaku Usaha memenuhl data sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 177.

(2} HNIB sebapaimana dimaksud pada ayat {1] berlabu sebaga
lepalitas untuk melaksanakan kegiatan hemisaha
sekahpos menjedi SPPL.

Parapraf 9
Penerbitan Penizinan Berusaha Hisike Menengah Rendah

PPasal 195

{1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat
Risike menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan
data sebhageimena dimaksod daelam Pasal 177, Pelaky
Usalia mengisi pernyataan kKesanggupan  memenchi
standar kegiatan vsaha melalai Sistem O55.

{2] Dalam hal kegiatan usahsa dikalegorikan wajib memenuhi
standar DIKI-TPT., selain s U BT [ernyalaEn
kesangeupan memenbhl standar kegiatan asahn
schagaimana dimaksud pada ayar (1), Pelaka Usaha
mengtst formubir OKL-UPL vane lersedia d1 Sislem 085
untuk memperaleh NIB dan Sertifikat Seandar.

131 Dalam ...
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Dalam hal kegatan usahz tidak wajib UKL-UPL, =selain
mengizl pernyataan kesangpupan memennhi  atandar
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pacla ayvatl (1),
Pelaku Usaha mengisi formulic SPPL vang wersedia i
Sistern O55 untuk memperclels NIB dan Scrtifikat
Htandar.

Paragral 10

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tingg

(1]

(2

(3]

{4]

3]

Pasal 196

Pralam hal kegtalan usaha termasuk ke dalam tingkat
Hisiko menengah tingg, sctelah memenuhl kelengkapan
data schagaimana dimaksud dalam Fasal 177, Pelalm
Usaha menglst pernyataan  kesanggupan  memenuhi
standar kcgiatan usaha melaho Bistem QS

Dalam hal kegiatan usaha dikateporkarn wajiby memenuhi
standar TRL-UPL, selain el Pernyalasan
kesangpopan memenuhi siandar  kegiatan  usaha
sehagamanag  titnaksud  pada avat {1}, Pelaku Usaba
mengis formulit DKL-UPL vang tersedia di Sistem U535
untuk memperolelh NIB dan Sertifikat Standar vang
mencantumkan tanda belum terverifikazi.

Dalam hal kegiatan wsaha tidak wajib UKL-UPL, selain
mMchgisl pernvataan Kesangpupan memenuhi standar
kepiatan usahna sebapaimans dimalksud pads aval (1,
Pelaku Ussha menei [ormualir SPPL vang terscdia di
Sistem O35 uniuk memperdeh NIB dan  3crndiikar
Sranclar vang mencantumkan tanda belum tervenfikast.

Sctelah memperclch MIB dan Sertifikat Stander vang
mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] atau avat |3), Pelaky Usaha
melakukan pemcnuhan standar kegiaran usaha sesual
Jangka waktu berdasarkan norma, standar, proseduor,
dan knteria melalur Sistem 055,

Pormneruhan  standar  kepiatan Usaba selrpaimana
dimaksud pada ayat 4] diteruskan Sistemn 0585 kepada
kementertan{lembaga, DPMPTSP  provinsi, DPMPTSPE
kabupaten,kota, Administraior KEK, dan  Badan
Pengusahaen KPBPE sesga kewenangsan masing-masing
untuk dilakuykan veribkasi.

0] Verifikasi ...
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Verifikas sebagaimana dimaksuld pads ayval (9] dilakukan
kementerian flembsapa, persngkat docrabh provinsi,
prrangkal dacrah kabupaton/ kota, Administrator KEK,
alauy Badan Pengusahaan KPEFE szesuai kewenangan
masing-masing dalam  Jangka waktu sesual  norma,
standar, proscdur, dan kencria.

Berdasarkan hasil wverifikasi, kementerian/lermhbaga,
peranghkat daerah PrItIE, preranghal daerah
katmipaten /e, Administrator KEK,  atau Badan
Pernpisabiaan KPBPE menyampaikan notifikssi ke Sistem
Q22 berupd memenuhl persyaratan atau tidak memenuhi:
persyardlarn.

Dalam melakokan verifikas: schagaimana dimaksud pada
avat (3] dan avat (B), Admirustrator KEK atau Badan
Pengusahaan HKPBPB dapal bekena  sama dengan
kementerian/lembaga, perangkat  daerah  provins,
perangkar daegrah kabupaten; kola, atau lembapa alan
profest ahln vang bersertfikal alal lerakredilast sesual
dengan kelenldan peratutan prrundang-undangan,

Pasal 197

Dalam hal berdasarkan norilikazi sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 193G avat (7] dinvalakan  mementhi
persyaratan, Sistem 155 mencanturmban kereranpan
bahwa Sernfikal Sandar telah diveriikasi,

Felakiy Usaba dapal mencetak Sertibkat Standar yang
telah  mencantumkan  keterangan telah divenifikasi
schagaimana dimaksud pada avat [1).

Pasal 19E

Dalam hal berdazarkan notifikasi sehapaimana dimaksud
dalam Pasal 198 ayat {7] dinvatakan Pelaku Usaha rigak
memenuhi o persyaratan, Sistemn O35 menvampaikan
kepada Pelaku Usaha uniuok melakokan  pemenghan
persyvaratan Settihkar Standar dalam pngks wakta yang
telab ditetapkan dalam noerma, standar, prosedur, dan
kriteria.

Pelakiy  UDsahs menvampaikan peormohonan melalul
Bistem Q055 untuk dilakukan verihkas) kembal sctelah
melakukan pemenuhan persyaratan Serttfikat Standar.

(3) Dalam ...
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Bralam melakukan verifibkasi kembali, kelentuan verifiboasi
sebagammana dirnaksud dualam Pasal 196 avat 1), avat
(), ayat {7], aval (8], dan Pasal 197 berlaku sccara
mublls mulandis.

Dalam hal berdasarkan verihikas: kembali sebagaimana
dimnaksud pada ayvar |2)] dan ayat [3), Pelaku Usaha terap
tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar Jdalam
jangka waktu yang ditetapkan dalatn nocma, standar,
prosedur,  dan Kriteria, Sistem 053 membatalkan
Serrifikar Statedar vang beham diverilikas,

Pasal 199
Dalam hal kementerian/lembaga, peranglkar daerah
provinsi, perangkat doerab kabapaten f kota,

Administrator KEK, atau Badan Penpgusahaan KPRPR
zesual  kewenangan masing-masiop rdak memberikan
nytifikasi basil verifikasi kepada Sistern 085, Sistem 055
secara  gromatis  mencaniumbian keweranpgan  bahwa
serlifikat Standar wlah tervenbkast,

Pelaku Usaha dapat mencetak Seriifikat Standar yang
tclah  mencantumkan  keterangan  telah  rerverifikasi
scbopaimana dimalksud pada ayat (1)

Pasal 200

Palam  hal kegiatan  usaha dengan  tinghat  Risiko
renengah rendah sebopaimans dimaksud dalam Pasal
195 ayat [1} dan Risiko menengah tmpgl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) memerlukan
zstandardizast produk, Pelaka Usaha menyampaikan
permenuhan standar produk melalui Bisterm O35,

Lembapga O855 meneruskan pemenuhan standar prodok
sebagaimana  dimaksud pada awvat (1) kepada
kementerianlembags sesnai kewenangan masing-masing
urttuk dilakukan verifikasi

Eemenrerian flembaga sesvual Kewenangdn  masing-
masing melakukan verilikasi atas pemenuhan sertilikasi
srandar produk sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
dalarn anpks wakhbl zesuz dengan norma, standar,
provieciar, dan knlenn rang ditctapkan untuk dinotifikast
ke Sisiemm (33,

(4} Kementerian/ ...
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Kementernan,/ lembaga  dalam melalukan wvernifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat bekerja sama
dengan lembaga ataa profesi ahhi yang bersertifikat atan
terakreditast sesual  dengan  kKetentap peratudran
perundang-undanpgan.

Dalam hal pemenvhan sertilikasi sfandar produk yrang
disampaikan uleh Pelaku Lsaha disctuyul,
kemenierian flembmps TENYATIPAIEATL porciujuan
vertifikast standar produk kepada Pelaku Usaha melalui
Sistem OS5,

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk vang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditelak stay diminte
wnelengkapu pemenubian [RETSVHTHLHN,
kementerian/lembapa  menvampaikan  kepads Pelaku
Usaha melabn Sistem (83,

Faragral 1]

Penerbitan Penzinan Berusaha Eisike Timgm

(1}

{2]

{3)

i4]

=

Pasal 2001

Scbelum melakukan keplatan usaha yang termasuk ke
dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki
NIE vang diterbitkan melalui Sistem OS5,

Setelab memiliks NIE, Pelaky  Usaha  schagaimana
dimaksud pada ayat [1} wagil memnernihl persyaratan lzin
sedalal <dengan norma, standar, proscdur, dan krteria
stbelum melaksanakan keglatan operasional dan/atau
brimersial,

Pecrsyaratan lzin scbagmimana dunaksud pada avat [2)
mclipuil pula analisis mengenal dampak lingkungan bapgi
kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai Jampak
lingkungan.

Femenuhan persyaratan 1zin sebagaimana  dimaksued
pada ayat {2] disampaiken oleh Pelaky Usaha melalul
Sistem OB5.

Pemenuhan persyaratan 1zin  sebagaimana dimaksud
pada ayar (4}  diteruskan  Sistem OS5 kepada
kementerian flemtnapa, DPMPTSP  provinsi, DPMPTSP
kabupaten fkola,  Adminisirator KEK,  atau Badan
Pengusabasan KPBPB scoaual kewenanpan masing-masiig
untgk dilakulan verifikas,

%) Veorfikasi ..
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(&) Verilikasi sebagaimana  dimeksud  pada avar [(3),
dilakukarn oleh kementerian/lembega, peranpkat dasrah
provinsi, petangkal daerah kabupaten/kota,
Adminisirator KEK, atau Badan Pengusahaan KFEPB
RESUAN Kewenangan masing-masing dalam jangka waktn
se8liat normna, standar, proscdur, dan kriteria,

7} Berdasarkan hasil  verilikasi,  kemeoterian /lembega,
perangkat daerah provinsi, perangkar deeral kalnipaten/
kota, Admunistrator KEK, ataun Badan Pengusahaan
KFBFB menyampaikan notifikas kepada Sestem OS5
berupa  memenutn persyaratan atal tidak memenahi
periyaralan.

18] Dalam melakukan verfikasi sebapaimana dimaksoud pada
aval [3) dan ayat (©), Admunistrator KEK atau Badan
Penpusahaan HKI'BPB  dapat  bekerja szama  dengan
kementerian )/ lembaga,  peranpkar daerab provinsi,
perangkat daerah RKabupaten/kors, atau lembags atao
profesi ahli vang bersertifikat atau terakreditasi sesuai
dengan ketentuan peratiran perundane-undangan.

Pasal 202

Dulam hal berdasarkan notifikasl sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 201 ayat |7} Pelaku Usaha dinvatekan memenuhi
persyaratan, Sistern OS5 menerlatkan lsin kepada Pelaku
Usaha.

Pasal 203

Dalarn hal berdasarkan notifbkast sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 201 ayat {7} Pelaku Usaha dinyatakan tidak
memenuhl persvaratan, Sistem D38 menyampaikan kepada
Prlakn Usaha untuk memenuhi kelengkapean permenuhan
pereyaratan lzin melalui Sistemn 055,

Faszal 204

Dalam hal kementerian/lembaga, perangkat dacrah provinsi,
perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK. ataa
Badan Pengusahaan KPBPR sesuai Kewenangan masing-
masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Bistem 055, Jstem O35 mensrhitkan [zin.,

Fazal 205 ...
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Pasal 205

Dalam hal kegietan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenihen standar kegetan useha danfatay standar
prochuk,  Pelaku  Usaha  menyampaikan  pemenuhan
standar kepiatan usaha danfataa standar produk melalul
Sistemn 55 scsual denpan norma, standar, proscduar,
dan kritena.

HSstem U538 meneruskan:

a.  pemenuhan stander Kegiatan  ussha kepada
kermenterian/lembaga, DPMPTEP peovins:, DPMPTRP
kabupaten/ keda,  Adminastrater KEK, dan Tadan
Penpusahaan KPRPR sesuar kewenangan masing-
masing untuk dilakukan verifikkaz dan dinotifikas:
ke Sistem O55; dan

b. pemenuhan standar prodok kepada kementerian
lembaga, untuk dilakukan verifikasi dan dinotifikasi
ke Sistemn (5.

Fasal 206

Kementeran ! lembags, DPMPTSP poovinst,  RPMEPTSP
kabupalenfkota,  Administralor KEK. dan Badan
Fengusahaan KPBFE sesual kewenangan masing-masing,
mclakukan verihkasi atas pomenuhan standar kegiatan
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2)
huruf a dalam janpgka waktu sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriterie wntuk dinotifikasi ke
Sislemn 355

Dalarm hal pemenuban standar kegliaian usaha yvung
disampaiksn olch Pelaku Ussha disctujm, kementcrian/
lembaga, DPMPTSF provins, DPMPTEF kabupaten/kota,
Adminmistrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPHPE
sesual kewenangan  masing-masilyg  menyampaikan
notifikasi persetujuan kepada Pelaku Usaha melalai
S1ztem OS5,

Palam hal pemenuhan sertifikast standar kegiatan usaha
vang disampaikan oleh Pelaku Lsaha ditolak,
kementerian lembaga, LDPMPTSP  provinsi, DPMPTSP
kabupatenfkota, Administrator KEE, dan Badan
Penpusahaan EPBPB sesuai kewenangan masing-masing
menyampaiktan  ootiikast  penolakan kepade  Pelaku
saha melabul Sisiem (055,

Pagal 207 ...
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Pasal 20T

Kementerian//lembaga sesuar kewenangan  mesing-
masing melakukan verifikasi atas pemenuban serlifikas
standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205
avat (2] burufl 1 odalam jangka walila sesoal dengan
notme, &tandar, prosedur, dan kniteria yang ditctapkan
untuk dinutibkas ke Sistem G55,

Pralam b=l pemenuban sertihkss standar produl yang
disampalkan aleh Felaliu Usaha disatujui,
kementerian,/ lemnbaga menyampaikan PETSEL LA
sertifikasi standar produk kepada Pelaloa Usaha melaloi
Sistem (55

Dalam hab pemenuban serlifikast standar produk vang
disampaikan oleh Pelakly Usaha didolak, kementerian/
lembags menvampalkan penolakan scrufikast standar
produk kepada Pelaka Usaha melalw Sistem Q855

Paragrafl 12
Fercepatan Penerbitat [7in

Pasnl 208
Eapi kegiatan usaha vang termasuk ke dalam Hisiko
LINEEL YENE:
A,  berlokast di KEK, KFBPB, dan kawasan industri;
atau

b. termasuk dalam provek stratepis masional,
kementerian lembaga, DPMPT3F  provinsi, DFMPTSP
kabupatenkota, Adrumsiralor KER, atau  Badan
Penelasahaan KPBPB scsual keweonangan masing-1masing
langsung menethilkan 1zin.

[zin  sebapaimans dimaksud pada avat (1) schaga
Perisiman Berusaha untuk melakukan kegatan persiapar
clan uperasional,

Retentuan  pemenuhan  persyaratan [zin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 201 berlaku secara  mutatis
mutandis bagl kegtatan usaha sebagaimana dimeksadd
pada avat (1), kecuzll yvang termasuk delam provek
stratcgls nasional.

(4] Dalam ...
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Dalam  hal  Pelaku  Usaha fulak  menyvampailkan
permenidhan persvaralan sebagaimana dimaksud  pada
aval  [3),  kKemenlernan/lembaga,  DPMPTEP provinesi,
DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau
Badan Pengusahaan KPBPB sesual kewenangan masimg-
masing, membatalkan Izin yang telah  diterbatkan
sebapaimana dimaksud pada avat [1] melalul Sistem
{55,

Paragral 13

Fenerbitan Perizinan Berusahs dan Kermadahan Perizinan Berusaha untuk

Sl Mo (HRTED A

(1}

(2]

{1}

{2

{]

{4]

{5

MK

FPasal 201

UME chiberikan kermtudahan Perizinan Berysaha melalis
PeriZinan bungeal,

Kritera UME mengikuil kedenioan peraturan perundang-
undangan mengcnal kemudahan, peiindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMR-A.

Pasal 210

MNalam hal kegiatbao Wsaha yang dilakiokan adeb UME
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2049 memidiks Risik
rcndah, pelaku UME mendapatkan NIE mclabs Sistem
23535, schapal dentitas dan lepalitas usaha,

Dalam hal kepatan usaha memiliki Kisiko mencngah
atau tingg, selan NIB pelaka UMK wajib  memaliki
Sertifikat Standar dan fatau 1zin.

Falakuy UME  sebagaimana dimaksud  pada avat (2]
LT AT PALKATL purmabonan untuk mernpetoleh
Serlifikal Standac danf=tau ban melalon Sislern (035

Sistem (M55 menesraskan  permohonan pelaka UME
sthapaimana dimeksoad pada ayat [3) kepada
kementeran/ lembaga,  Permerinlgh Tlasrsh provimesi,
Femerintzh Daerah kabupaten/kota, Adminisirainr KEK,
dan Badan Penepusahaan KPFBPE.

Ketcntuan  mengenal pembenan Sertfikal Standar
danfatau lzin bagl pelaku UMK meongikuti kerentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1935, Pasal 194, dan
Fasal 201 berlakn secara mutatis mutandis.

Baman
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Bagian Keempal
Subsistem Pengawasan

Fasal 211

Subsiztemn Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 167 ayat {2) huruf ¢ dippnakan sebagai sarana
untuk melaksanakan Pengawesan Perizinan Berusaha
Berbasis Fisiko.

Subsistem Pengawdasan scbagaimana dimaksud pada
ayal (1] paling sedikil oemuat:
1, pereneanaan mspeks] lapangan tahunan;

b laporan berkala dari Pelaku Useha dan data
perikcembangan kegiatan wsaha;

c. perangkat kera Pengawasan;

d.  penilaian  kepatuhan  pelaksanaan Perlsinan
Berusaha;

g pengaduan terhadap Pelakuy Usaha dan pelaksana
Penpawasan serta tindek lanjutnya; dan

[  pembinsan dan sanks.

Perangkar kerja Penpawasan sebapaimana  dimaksud
pada ayat {d] hurat ¢ terdirt dam:

s data, profil, dan informasi Pelakz Useha yeng
terdapat pada Sistem O35,

surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
sLuralt pembenlahuan kunungan;
benta acera pemenksaan;

daftar pertanyaan bagt Pelaku Usaha terkait
pemenuhzn standar pelaksanaan kegiatan usaha
dan kewajiban; dan/atau

[, prrangkat kerja lainnva yang diperlokan dalam
rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.

2 a0 o

Subsistem Propawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti
olch:

a. Pelalu Usaha;
k. Lembaga (3S5;
e, kementerian bernbaga;

d. DPMPTSP
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OPMPTSP provinai,
OPMPTEP kabupoten S kota;
Administrator KEK; dan
Badan Pengusshaan KPEFE.

L

Eapian Kelima
Fencabutan W18

Fasal 212

NIE berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegeatan
Laaha sesuan dengan ketenfuan peraturan perindang-
undanean.

MIE dicabut dan dinvatakan tidak berlaku dalam hal;

a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha vang tidak
sesual dengan MIB;

E.  Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan  perundang undangan  terkait  Perizinan
Berusaha,

¢ hiselyinva  permohonan Pelakn Ussha atlas
pencabintan MIE;
pembubaran badan usaha; arau

e.  berdasarkan purusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tctap.

Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huraf a dan hurnf b disampaikan olen
hementetan lembaga, DPMPTSP provioss, DPMPTEP
balbiapalen kola, Admimsirator KEK, danfalal Badan
Penpusahasn KPEPB mlas hasil pemernksaan kemudian
{post-auwdil), nelalul notifikast kepada Lembapa G55,

Fencabutan NIB scbapaimana dimaksud pada ayat (2)
liural © dilakukan olch Lembaga OSS,

Permohonan pencabutan NIB  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] hurafl d dilakukan oleh lkuidator melaloa
netifikasi kepada Lembagn (458,

Pencabultan NIB sebapaimana dimaksud pada apat [2)
hurual e dilakukan oleh Lembaga 085 berdasarkan surar/
keteranpan/informasi  tertulis  dam aparat  penegak
hukunt atau lembaga peradilan.

7]  Aras ...
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Atas notifikas1 schagaimana dimaksud pada ayat [3} dan
ayvat (3]  atauw  surat/ keterangan/informasi tertulis
sebagnimana dimaksud pada ayat [0, Lembapa O5E
menerbitkan keputusan pencalnatan NIB.

BAE WV

TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKOD

b Mo (RSI5 | A

(1]

2}

(3}

(1)

Bapian Kesatu
Urnum

Pasal 213

Pengawasan  Perizinan Beruzaha  DBerbazis Risiko
dilaksanalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemeriniah Daerah,
Administrator KEK, dan/etan Badan Pengusahsan
KPOPD sesual dengan kewenangsan masing-masing.

Pengawasan dilakuksan  dengan  mempertimbangkan
tinghat kepatuhan Polaku Usaha.

Indikalor dalam  Penpawasan  scbapaimana  dimaksud
pada ayat {1 melpute:
a.  tata raang dan standar banpunan pedung,

b. standar kesehatan, keselarmatan, flan falau
lingkutigan hulup,

¢, standar pelaksanaan keyincan usaha;

d.  persyaratan dan kewapban wvang diatur dalam
norma, standar, proscdur, dan kriteria sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il; danfatau

.  kewajiban atas penyampaian laporan  dan/etau
pemanfaatan  inscntl  dan fesililas Penanaman
Muodal.

Pazal 214

Penpgawasan vang menfarli Kewanangan Pemeniniabh Pusat
scbagaimana  dimakesud  dalam Pasat 203 awvat (1]
dilaksarraken oleh kemenlerian, lembaga scaual dengan:

. Dgges dan fUngs masne-masing; atall
k. hewenanpan pencrbitan Penzinan Berusahao

|2] Pengawasan ...
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Perngawasan vang menjadi kewenangan Pemerintah
Dacerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 avat (1)
dilakaenakan oleh guberpurc dan/fatan buapatifwali kola
sesuAl dengan Kewsnangan masing-masing,

Dalarn hal kegratan usaha dilakukan di wilayah KEK ataa
KPBPB, Pecngawasan dilekukan olch Adminustrator KEEK
atau Badan Penpusahazn KPBPB.

Pasal 215

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
dilakulkgan secara ternlegrast dan terboordinas
anlarkemenienanlembaga, Pemerintah Daecrah provins,
Pemermtah Dacrah kabupaten/kota, Administrator KEK,
don/atauw Badan Fengusahaan KPEPB.

Uniuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan,

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimeksud pada
ayar  {I] mencakup penyusuanan waktir delam
pelalesansan Pengawasan, anggraran, dan sumber daya
muntLse pelaksana Pengaws san.

Kementenan/lembaga,  Pemenntah  Daerah provins,
Pemerintah Dacrah kabupaen/keota, Administrater KER,
dan/atauw  Badan  Pengusahaan KPBPB  dilarang
melakukan Pengawazan di luar perencanaan Pengawasan
sebagaimana dimalisud pada ayat {2) dan avat [3).

Pasgal 216

Pelaksanaan Pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
213 dikeordinasikan oleh:

a.

lcmbaga pemenntah yang menyelenggarakan urusan
pemenntehan di bidang koordinas) Penanaman Modal,
alas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berassha melaho
sistom OS5,

DPFMPTSP provinsi, atas pelaksanaan Perzinan Berusaha
yang menjadl kewenangan Pemerintah Dasrah provinsi,

c. DPFMPTSP ..
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. DPMPTSP kabopaten/kots, atas pelakzanaan Peonzinan
Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah aerah
kabupaten/ kota;

d. Administrator KEK, atas pelaksanaen Pengewasan
Perizinan Berusaha yang berlokasi di KEK, tlan

€. DBadan  FPengusahaan  KPOPB, atas  pelaksanaan
Pengawasan vang herlnleas) i KPFEPB.

Prasal 217

Fengawasan  schapsimana  dimaksud  dalam Pasal 213
dilakulan denpan tvjuan untuk:

a. memastikan Kepatuhan pemenuhan persvaratan dan
kewajiban oleh Pelaku Usaha;

B, mengumpulken data, bukt, dap/atau laporan fengadinya
bahayn terhadap keselamaran, kesehatan, lingkuopan
hicddup, danfalay ahava lRinnya yvane dapat diitrmbulkan
darn pelaksanaan kegiatan usaha; dan

. ryjukan pembinaan atau pengenaan sanksi admmistrabf
terhadap pelangearan Penzinan Berusaha.

Bagian Kudia
Jdenis PEnpawsasdan

Parapraf 1

Lmum
Pasal 218
Jenis Pengawasan terdin dan:

a. Peongawasan ruting dan

b, Pengawasan insidental.

Parapral 2

e Mo O6R2T A
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Paragral 2
Fengawasan Rurin

Pasal 21%

Penpawasan rutin sebagaimana cirmaksid dalam Pasal 208
hurub a dilakukan secara berkala berdasarkan Linghkat Risikoo
kegiatan usaha dan mempertimbangkan tngkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

Faszal 220

Penpawasan mitin dilakukan melalui:

A,
b.

{1]

{2]

laporan Pelalkor Lsabha; dan

inspelsi lapangan.

Fasal 221

Perigawasan maboin melalul  laporan  Pelakua  Usaha
sebagaimana  dimaksud dalam  Pazal 220 hural a
dilakukan atas laporan vang disampaikan oleh Pelaku
Usaha kepada kementervian lembaga, Pemenntah Daerah
provinsl, Petnenniah Draerab kahupaten fkota,
Administrator  KEK, donfataw  Badan Pengusahoan
KPBFE vang memuat kepatuhan Pelaku Usaha lethacdap:

a.  standar pelaksanaan usaha; dan
b.  perkembangan kegiatan usaha.

Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaiméana
dirmaksud pada ayvat [1] huraf b memuart:

. redlisazl Penanaman Modal den tenage kerja pada
tahapan pembangunan dan kormersial sedap 3 foiga)
bulan; dan

b, rcalisasi produkst,  tangeuny  jawah  sosial  dan
hmgkungan fourparile e LT resmirL sl
pelaksanaan  kemitraan  usaha pada tabapan
komersial, dan  penyclengegaraan  pelatihan  dan
mclakukan alih  teknelogr kepada tenags kera
Ilndonesia  sebagal  pendamping, pada tabapan
komersial sctiap 1 [satu) kali dalam 1 {satw) tabun.

Fasal 222 ...
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Pasal 222

P g s sl TULIn mlalu Inspeksi lapangan
sebapaimana dimaksud  dalam Pasal 220 hora! b
dilakukan olch  kcomontonian/lcmbaga, Pemermtah
Darrah provinsi, Pemernintah Dacrah kabupaten ko,
Administrator KEK, dan/atau Badan Perngusahaan
KPEPB dalam bentuk kuanjunpgan Qisik atou melzbo
virtlial

Inspeksl lapangan sebagrimana dimaksod pada avat {1
melipual:

g, prmenksdan admimstratil danfalag hsilk atas
pemonuban  standar  kegpatan usaha  dan/atan
standar produk/ jasa;

pengulian; dan/atau

pembinaan  dalam  bentok  pendampingan  dan
penyuluhsar.
Pelaksana ospeksi lapangan wajib dilengkapi dengan
sural  Tugas  dan kementerian flembags,  Pemernah
Daerah provinei, Pemernmtah Daerah kabuparten ko3,
Admimistrater KER, dan/stau  Baden Pengusahaznn
LFBPB.

Inspeksi lapangan oleh pelakzana Pongawasan dilakukan

paling banyak:

a. uynttk FRisiko rendah  dan  menengah  rendah,
dilaksanakan 1 (saru) kalt dalam 1 [satu] kahun
Lniuk seliap lokasi usaha; dan

b, untuk  PFisike mensngah unp@m dan Dnggl,
dilaksanakan 2 [duz) kall dalam 1| [satu) lahun
untuk scliap lokasi usaha.,

Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan
rutin vang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha
dinilai patuh, inspeksi lapangan sebapaimana dimaksud
pada avat [f):

a. wunruk Rizike rendah dan menengah rendah, odak
dilakukan: dan

b, untuk Risike menengah tinggi dan cinggi,
dilaksanakan T (saru] kali calam 1 (saru] tahun
Lk sefiap Inkasi isaha.

Paszat 233 ..
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Faszal 223

Hasil mspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 dituangkan dalam berita acara pemmeriksaan
dan ditandatangam oleh pelaksana inspekst lapangat
dan Pelakeu Tigaha.

Berila acara  sebagrimans cdimaksud  pada avat (1),
dilengkam dengan kesimpulan hasil mspeksi l2pangan.

Prnpisian . dan penandatanganan berita acars
scbagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan sccara
elekironik pada Sisterm O35 atau secara manual oleh
pelaksana inspeks lapangan dan Pelalu Usaha,

Dralarn hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sehagaimana dimalktaud pada ayar (1) dilakukan secara
elekirombk pada Histem OS85, hasil nspehs) lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elekironik vang
memuat  Kesimpulan hast]l mspeks) lapangan oleh
polaksana inspeksi lapangan,

Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimnaksud pada avat {F) dilakukan secara
manual, hasil inspeks lapangan dilaporkan dengan
mengisi formualir elekironik vang memuoat kesimpulan
hasl inspeks lapangan pada Sistem O35 cdan danggah
ke Sistem O35 oleh pelaksana inspekst lapangan paling
lambat 3 (tiga) Harl setelah  penandataneswnoan berita
acara.

Faragral 3
Penpawasan Insidental

Pasal 224

Penpawasan insiwdentlal sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 214 bruf b merapakan Pengawasan vang
dilakukan  olth kemenlenan/ lembaga,  Permnenntah
Dacrah provinsl, Pemenitilah Dacrab kabupaten kg,
Admimisiratuor . KRR, danfatan Badan Pernguasabaan
KEPEPE pada waktu tertentu.

Peneawasan insidental dapat dilakukan melalul inspelkest
lapangsan atau secara virtual.

(31 Fengawasan ...
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Fengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat
{1] dilaksanakan  berdasarkan  pengaduan  dan
masvarakat dan/ataw  Pelaku  Usaha vang  dijasoin
kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusar dan
Pemerninlah Dacrah.

Penpaduan dar masvarakat sebapaimona dimaksud pada
avat {3] wajlb disampalkan sccara benar dan dapat
dipcrtangerungawablkan.,

Penvampalan  pengaduan  masvarakat  sebagaumana
dinaksud pada ayat {d) dilakukan secara:

a.  langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Dacrah; danfatay

b, ldak langsung yang disampalltan secHsras

1. tertuhs kepada  Pemenntabh Pusar atau
[Femernintah Dacrah; atan

2. clektronik melaln 3istem O85 ataua saluran
pengaduan yang disediakan.

lemhags O85 meovusun prosedinr pengelolaan
perngaduan masvarakat secara eleltrombe melalo Sistem
CE58 avbagnmang dimaksud pada syval (2] hurd] b aogka
2.

Kcmenterianflembaga, [Pemerintah Dacrah  provinsi,
Pemerintzh Dacrah kabuparteny kota, Administrater KEK,
dan/atau Badan Pengusahazsn KVBPB memndsklzanjut
penpaduan  masvarakat secara szendiri atau  bersama
dengan kementeman, lembapa lainmya dan/atau
Pemerimtah Dactaby,

Peisksans inspeksi lapangan wapih dilengkap dengan
surat  tupas  dan kementenan/lembaga,  Pemenntah
Daerah provinst, Pemerinleh Dacrab kebupaten/kota,
Administrator KEK, danfatau Badan Pengusahosan
KPBPE.

Hasil Propawasan insidental wapbh diungzah ke Sistem
58 ecleh penanggung  Jjawab  pelaksana inspeksi
lapangan.

Porowral 4 ...
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Paragral 4
Penilaian Hasil Pengawagan

Pasal 225

Kementenan/lembaga, Pemerintah Dacrah provinsi,
Pcmenntah Dacrah kabupaten/kota, Administrator KEK,
dan/atau  Badan Fengusahaan KPBFE  =scsusal
kewenangan masing rnazing melakukan peniaian hasil
Pengawasan.

Parmilaian hasit Petigraaasan sebapaomanyg dimalesucd prads
aval (1) divlah erdasackan indikalor dalam Penpawasan
sebapairmans dunaksoud dalam Pasal 213.

Peogolahan dais sebapaimana dimaksud pada syal (2)
dilakukan untuk menentukan nngkat kepatuhan Pelakua
Usaha dan wuntuk mcongevaluast Perizinan  Berusaha
Berbasiz Risiko.

Rerdasarkan penilmas has] Pengawasan sebapaimana
dunaksid  npadas ayal (11,  kementeriaong lembags,
Farmerintah Daerah provins,  Pemerintgh Daseah
kabupalen//kole, Adminwsiralnr KEK, dan/atan Badan
Fengusahaan KPBPB menyampalksan laporan penilaan
hasil Pengawasan secara elckironik kepada Sistem OS5,

Berdasarkan laporan penilaizan  haesil  Pengawasan
sebapaimana  dimakswd pada ayat [4), Sistem O35
rrielakukan:

A penpgulaban data danfatay mfortnasn unrgk
peninjanEn atau evallast secara berkala lerhadap
penclapan Unepkat Rigiko kepiatan usaha;

b.  prnvesualan ntensitas  mspekst lapangan pada
Pengawasan; dan

<. prmbaruan preiil Pelaku Usaha,

Felaku Usaha dapat menpakses atau  memperoleh
mformasi  terkait  penycsuaian  ntensitas inspcoksi
lapangan pada Pengawasanr matin dan pembaharuan
predil Pelaku Usaha sebapairmens demaksod pada avat |5
hucaf b dan huraf ¢ pada Sistemn O55.

Pasal 220 ...
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Pasal 226

Penglahan data danjatau informasi sebagaimana dimaksad
tlalam Pasal 225 ayvat {3) hurut a dilekukan terinregrasi secara
clektrombk dengan mengedepankan  prinsip  (TARSPATATISL
gkunlabilitas, dan Berbagn data (ol shonng).

Baglan Kctiga

Kemudahan Pengawasan Penizinan Beruszha Untuk UMK

(1}

(<)

(1)

Pasal 227

Kementetian fleinbapa, Pemerintaln Daerah pravinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupalen/kola memberikan
kemudahan Pengawasan kegietan usehe kepada pelaku
LK.

Kemudahan Pengavwasan schagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa:

a. laporan kegiaran Penanaman Modal disampaikan
dengan ketentuan:

. tidak diwajibkan hagi Pelakn Usaha miken, den

2. setlap 6 (enam) bulan dalam 1 (satuy tahun
laporan bagl Pelaku Usaha kel

b.  [Pengewasan ratin Perzinan Borusaha untuk pelaku
UMK dilakukan melaloy pembinaan, pendampingan,
atan penyvuluhan terkait kegiatan usaha; dan

e, dalam  hkal berdasarken  hasil  penilalan atas
Pengawasan oot vang  dilakukan sebelumnva
tethadap standar dan kewajiban, pelaly UMK vang
dinian  patuh  tidak  perlu dilakukan  in=pels
lapangan.

Baxian Kesmpai
Pelaksana Penpawasan
Pazal 28
Dalam Pengawasan ratin melalu laporan Pelaku Usaha

sebagaimana  dimaksud  dalamn Pasal 220 haruf a,
pelaksana Pengawasan mempunyal tigas:

. tnelakubkan revio terhadap laporan Lerkala vang
diberikan olebh Pelaku Usaha;

. menvusun ...
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k. menyusun laporan hastl reviu; dan

£. tmenyampalkan rekomendas.

Dalam melakukan inspeksi lapangan iterhadap Prlaku

Usahs sebagaimans dimalisud dalam Pasal 220 huamof by

pelaksang Pengawasan mempuanyal tugas:

A, menyampaikan  pemberitahuan tertulis paling
lambat 3 (tiga) Han sebelum tanges] pemeriksaan;

b. menyerahkan surat tugas kepads Pelaku Usaha
vang akan diperiksa;

. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelalou
Uzaha vang diperiksa;

d. melakokan pemerikaaan atas kesesualan laporan
Leckals dengan kaodisi lapangan,

¢, membual berita BCATS petnetriksaan dan
menyampaikan kesimpulan schagaimana dimaksuad
dalam Pasal 223 ayal i4) duan ayval [3); dan

I menjaga kerahasiaan informast Pelaku Usaha,

Balam melakukan mspeksl lapangan terhadap Pelaku

Usaha sehagaimana dimaksud dalam Pasal 220 harof b,

pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:

5. memperaleh kelecangan dan/ arau membuat caratan
vang diperhilian;

b. mcmerksa keparihan pemenuhan kewsjitan,

c. menyusun o saliman dan dokumen danfatauy
mendokumentasikan sccara clekmomik;

. melakukan pengambilan sampel dan melakukan
rengujian; danfatau

¢, memenksa lokes kemaran ussha dan prasarana
Tl ALHLL SHTATA,

Iralam hal pelaksanaan Pongawasan  difemukan

pelanpgaran yang dilakukan Pelaku Fsaha, pelaksana

Pengawasan dapat monghentikan pelanggaran terseball

uncuk imencegal terjadinya dampak lebih besar.

Pagal 220

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenubhan standar
vang bersifat teknis dan memerlukan kompetens: khusus
terrentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan
lembaga atau profesi ahli yanp bersertifikat atau
terakreditam sehagan pelaksana Pengawasan  Sesual
dengan Belentuan peraturan peranclang-undangan.

(2] Dalam ...
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(2} Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga
atau profesi ahli yang bersertifikat atau erakreditasi
sebapaimana dimaksud pada  ayat (1), keterlibaran
lerhaga atau profesi bersertifikat dinesukkan ke dalam
PETUNCATIHAN Poagawasan.

[Z} Dalsm hal berdasarkan Peogawasan dilemokan
pelangearan vang dilakukan Pelaku Ll'saha, lembags atal
profest ahli yang  bersertikat  atau  terakredicas
melaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah
Daerah previnz, Pemernntah Daerah kabupaten/kota,
Administrator  KEK, danjatau  Badan Pengusahaan
KFBPR vang memigaskan dalam jangka wakto paling
lambal 3 Uga) Harl sejalt lembaga atay profesi ahle vang
bersertilikat atau terakrediles) mencmuken pelanggaran
vang dilakukan oleh Pelaku Usaha,

{4] Eementerian,lembaga, Pemenntah LDaerah provims,
Pernerintah Daerabh kabupaten/kota, Administrator KEK,
fdanfatau  Badan Penpgusahaan KFEPB  melakukan
pettghentian pelanpgaran untuk mencegah dampak yang
lelbih besar dalam jangka wakou paling lambat 1 [sar)
Hari selelzh menerims lapuean lembags atat prolesi ahti
vang bersertiikat  atau terakreditbast o sebapaoimana
dimalsud pada avat (3).

Pasal 240

{1] Pelaksana Penpawasan  schagalmana dimaksuad  dalam
Pasul 228 harus memihki kompelens vang mencakiup
kcemampuan, kecakapan, dan pongetahwan atas standar
pelaksanaan keglatan usaha,

{2} Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Petnerintah Daerah kabupaten/kota, Adminstrator KEK,
danfatay Badan  Penpusahaan KFBPB  melakukan

perinpkatan Wi e sl pelaksata Fengawasan
sebapaimana  dimaksud pada avat (1} untuk
riengemtmngkan kernatnpuan, kecakapan, dan

pengelahuan yang dilakaban secard berkelamuean.

Bapian Kclima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usahs Dalam Pengawasan

Fasnl 231

{11 Masvarakat dapat berperan serta dalam penyclenggaraan
Fengawasan.
(2] Peran . . .

SH Mo R34 A
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i2) Peran serta masvarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat { 1] oeliputt:
a,  melakubkan  permantatian erkail  penvelengoarasan
kecplatan wusaha; dan
b. menyampaikan pengaduan masvarakat schagaimana
dimaksud dalam DPasal 224 ayvat (3), avat [4). dan
avat (3.

Pazal 232

Pelakly  Tlsaha dapar melabkokan pengadvan terharlap
prlaksania Penpgawasan yang tidak menjalanksn Pengawassn
scgual dengan ketentuan Peraturan Pomerintah o

Pasal 233
Pelaksann Penpawasan vanye tdak menjalankan Pengawasan
sceual dengan ketentuan Peraturan Pemenntah mi diberikan

sanksi scsual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pazal 234

Jeliap urang vang menghalangs kegatan Pengawasan dikendr
sankel  w2dmimisirand danyaiau pidana sesdsr dengan
kctentuan peraturan perundang-undanegan.

Bagian Keenam
Pengawasan Sektor

Paragral |
Zekror Kelautan dan Penikanan

Paszl 235

(1} Pengawasan terhadap Penzman Berusaha di sektor
leclautan dan peonkanan dilakukan oleh menten vang
menyelengearakan  urusan  pemenntahan di bidang
kelautan dan  pernikanan, gubernur, bupan;/wal
kara, Administrator  KEK, atau  kepala  Badan
Pengusahaan KFBPB sesuai kewenangan masing-masing
berdasarlkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-uncdangen.

{2] kewenangan . . .
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Kewenangan Fengawasat uleh menfer VAR

trenyelengparakan  urlsan  pemenntahan i hidang

kelavtan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat [1] dulakukan eleh:

a.  polist khusus pengelofaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil; dan

b. pengawas pernkanan.

Paragraf 2
Sektor Pertanian

Pasnl 236

Pengawasan terhadap Perizinan Berusahe di selioor
pertarian dilakukan oleh FRETILEr AN
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertamian,  gulecnure, bDupatfwalh kols, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBEPE sesual
kevwenangan masing-masing bordasarkan  Peraturan
Pemermtah mi dan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Laporan Pelaku Uszsaha untuk Penzinan Berusaha
subsektor perkebunan yvane diterapkan  herdasarkan
analisis Risiko pads kegiatan wsaha:

A Il daya dengan luasan lehan lebih dan 25 [dua
[ulub hma) helktare;

b,  budt daya perkebunan yang tenintegrast dengan
pengolahan hasil perkebunan; dan

c. preduksi benih perkebunan,
disampaikan sctiap 1 (satu} tabun sekali.

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiaton Usaha subsektor perksbunen
meliput:

a. pemasukan benih tanaman perkebuinan,
disampaikar:

1. instanst ...
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1. instansi pemerintaly, pernerhati, dan
perseorangan paling lambat 7 {tujuh) Hari; dan
2. badan uwsaha paling lambar 30 (tiga puluh] Hari,
terbiitung =epak dilertsikanoys serifikal pelepasan;
1y, pempefuaran bt [EMEV TN rerkelninan,
disampaikan paling lambatl 7 o (boguhl Har lerhitung
scjak diterbitkannyva scrtifikat heschatan;

c. sertifikast benith tanaman perkebunan, disampalkan
setiap 3 [tiga) balan sekali;

. impor tembaksu, disampaikan pahing lambat 5 {litma)
Har  terhilunyg sejak diterbitkannya sertilikat
prlepasar,

&, ptlepasan varel s lanaMman puekebunan,
disampaikan paling lambal 2 [lirna) Harn lerhitung
gejak polepasan varetas; dan

. penvaluran benih kelapa sawit, disampaikan paling
sedikit setiap & [enam} bulan sekali.

Pasal 237

Laporan perkembangan usaha untuk Penzinan Derisaha

subsektor perkebunan vane  ditelapkan berdasarkan

analisis Bisiloo pads kesiaian usaha;

ia. budi daya dengan lugsan lahan lebih dan 25 (dua
puluh limaj hektare; dan

b. Tlhudi dava perkebunan wvang terintegraz dengan
pengnlaban hasil perkebuanar,

memyal rencana Keda pernbangloan Kebun perpsahasn
sertd fasilitas) pembangunan kebun mmasyarakal sekilac
danfala unit imdusin pengalahan hasil perkebunan.

Lapcran perkcmbangan uvsaha untuk kepiatan usaha
produksi benih perkcbunan, memuat rencana kerja
produksi benih dan rencana  pengembanegan uszaha
produksi benih perkebunan,

Pagal 258

Inapeksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subsektor
perkebunan yang diterapkan berdasarkan analisis Risiko
pada legiatan usaha:

a. bucli
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&  budi daya denpan huasan lahan lcbih dan 25 (dua
puliuh limal hekeare;

. budi dava perkebunan yang tcrintepgrasi dengan
pengnlahan hasil perkebunan: dan

¢ poodhukss trenth perkeliunan,

dilakukan seliap & lenam) balan.

Inapeks lapangan untuk Penziman Berusaha subsektor
pethkehunan yvang ditetapkan berdasdarkan analisis Risiko
pada kegiatan usaha:

a. budi dava dengan luasan lahan kurang dari 25 [dua
puluh lima| hekrare; daen

h. pengotahan perkebunan skala UMEK-M,

dilakulean seliap b (satu) 1abitn.

Inspekst lapangan uniuk  Perzinan Berusaha Uintok
Menunjang Kepatan Usaha subsektor perkebunan yang
melipLi:

a. pemasukan benth tanaman perkebunan;

. pengeluaran benih tanaman perkebunan;

r.  serrifikasi benib tanaman perkebunan;

d.  rekomendasi impor tembekaun;

e, pelepasan varslas tanaman perkelnanan; dan

1. sUrdl perselujuan penyaburan benih kelapa sawil,
dilakukan sctiap 1 (satu] tahun.

Paszal 239

Lapuran  Pelaku  Usaha untuk  Perizinan  Berusaha
subsektor tanaman pangan yang ditetapkan berdaszarkan
analisis Risiko pada kegiatan usaba:

budde dava;

pcrbenthan;

PASCARANEI;

pengolahan;

1asa; dan

keterpaduan,

disampaikan senap 1 {satu} tahun sckali

ST =N T -

Laporan Pelaku Lsaha untuk Perizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subscktor tanaman pangan
meliputi:

a. 1zin .
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izin pemasukan benih tanaman pangan,
izin penpeluaran benih tanaman pangan;
rekomendas ekspor beras;

ekomendas) impor boras;

rekomendas) impor Jagung,;

rckomendasi impor kedelad;
rekomendast impor ubl kava; dan
rekoemendasi impor gandum,
dizampailan setiap o [enatm} bulan sekali.

e

Pamal 240

Laporan perkembmngan vsaha subsellor tanamsn pangsan
memuat laporan penggunaan bahan baku dan laporan preses
preduksi dan pomasaran.

Pasal 241

(11 Inspeks lapangan uotuk Perizinan Berosaba subsektor
rmhAaman pangan vang diretapkan bherdasarkan analisis

Fiziko pade kegialan usahas

a,  skala mikro dan skala keoil, dilakukan setiap 6
lcnam) bulan; atau

b. skals menengah dan skala besar, dilakukan sctiap 1
(satup tahun.

2] Inspeksi lapangan unfuk Perizinan Berusaha Untuok
Mepunmjang kegiatan asha subsekior fanaman pangar
YHINE TTieliputi:

1Zin pemasukan bonih tanaman pangan;

1zin pengeluaran benih tanaman pangan;

rekomendasi ekspor beras;

rekotmendasy impor beras,

rekomendasi Impor |agUng;

rekomendas: impor kedelad;

rckomendasy impor ubr kayu;, dan

rekomendasi impor gandum,

d:l.—lkukan setiap 1 (sato| tabon.

P I L = R+ -

Pasal 242

S No {6E300 A
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Pasal 2472

(11 Laporan Pelaky Usaha uontuk  Perginan Berusaha
subsektor horcrikultara yang diretapkan berdasarkan
analisis Risike pada keglatan wsahba:

A budl daya hertikuleors; dan
b, produkst perberubhan hortikuloura,

dizampaitkan setiap & [enam| bulan.

{2] Laperan Pelaku Usaha vntuk Perzinan Berusaha Untok
Menunjang Kegirtan Usaha sabsektor hortikaligra
meliputi:

& 1zinampor priduk hottikultuca, disampaikan sctiap
& (rnam) bulan;

.  12in pecmasukan dan penpecluaran benith hortikultura,
dizsampalkan zetiap & (enam) bulan: dan

c. pendaftaran varietas Lanatian howtikuirura,
disampaikan setiap 3 [DOiga) bulan.

Prasal 243

Laporan perkembanpan usahs untuk Perizinan  Berusaha
subsckter hortthultura vang ditctapkan berdasarkan analisis
Rizsiko pada kegiatan usaha:

a.  budi daya; dan
b, perbenihan hortikultura,

memilal rencana kerja procduks Jdan rencans pengernbangean
usaha hartikuligrs.

Pasal 244

(1} Insprkst lapangan untuk Perizinan Herusaha subsektor
hortikultura dilakukan sctiap & (cnoam) butan,

(2} Inspeksi lapanpan untuk kegiatan uwsaha  swubsektor
hortikuliura schagaimana dimaksud pada avat (1) bapi
UKME-M dilakukan setiap 1 {zatu) tahun.

(3} Inspeksi lapangan untuk Perzinan Berusaba Unruk
Menunjang kKegiatan Usaha subsektor horcikulhira vang
rnelipuati

d. 10 ...
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izin impor produk hertikulnaea:

b 1Zin pemasukan dan penpeluacan benih horoikultars;
dan

c. prndaftaran varictas tanaman hortikuliura,

dilakukan sctiap & {cnam] bulan.

Pasal 245

Laporan Petaky LUsaha  uniuk Pernwinan . Berusaha
slbgekinr  pelemakan dan kesehatan bewan  vang
ditctapkan berdasarkan analisis Ristko pada kegiatan
usahs disampatkan sciap & [cnam) bulan sckall,

Laporan Pelaku Usaha untuk Pernzinan Berusaha U'ntuk
Menunjang kepglatan Uszaha subacktor peternakan dan
kesehatan  hewan disampaikan setiap 3 |lgal bulan
gelcali.

Paxzal 246

Laperan perkembangan usaha untuk Penizinan Berusaha
subselomor perernakan dan keschatan howan yang ditetapkan
berdasarkan analisis Risiko pada kepiatan usaha:

3.

peternakan melipuri:
1. juemlah popalasi yang dinsabaltan;
2. Jurnlaty prodd kst reroake; dan
J. Jqumlah tenaga kerz;
hijjauan pakan ternak melipuar:
1. jumlah luas yang diusahakan;
2. qumlah produks=r hijnuan pakan ternak;
4.  pengolahan dan distribusi; dan
4. jumlah tenags kerja;
rumah potong hewan meliputi:
1. kapasitas pemotongat,
2. zarana prazarana;
. jutnlah tenaga kerja;
4, jumlah ...
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4. Jumlah hewan vang dipotong;

5. haslt pememnkzaan anbte moriem dan post mortem,;
dan

A, pendrapan kesejahtersan bewan;
prnangansn tlaging Jdan hasil ikutannya meliputi
1. Juems produk;
2. kapasitas produks;
3. hasil pomeriksaan laboratorium; dan
4. distnbusi;
veteriner meliputi
L. Jumlah remnagas Kerjpas dan
2. rekam medik veleriner; fan
obat hewan mohputl:
1. produscn melaporkan:
a.  produksi obat hewan;
b, pemakaian bahan baku obat howan; dan
. eksiztenzi produk;
2. distribuse obat hewan;
3. importit melaporkan:
a, pcmasukan produk jadi obat hewan;
b, pemasukan bahan baku obat hewan:
.  distribusi obat hewan; dan
d.  eksistensi produk;
4. ehkaportir melaporkan:
a.  prngeluarsn peodulk jad obat hewan; dan
B proegcluaran bahan baku obat hewan,
2. clistrabuloe melaporkan:
", prrieaddan obal hewan; dan
. distribaust oleal hewan; can

& depo, apolek velenner, &l shop, poultry shop, dan
toko obat melaperkan:

a. pembelian obat hewan; dan
b.  penjualan obal hewan.
FPasal 247 .,
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Pasal 247

Laporan perkembangan wasaba untuk Periamnan Berusaha
sttbseklor pelernakan dan kesehalan hewan disampaikan oleh
Pclaku Usaha =ctiap:

3. 1 {satu) bulan untuk kegiatan usaha hijjauan pakan
ternak, ramah potong hewan, penanganan daging dan
haail ikutannya, dan vererinar; atau

b 5 [lga) bhulan untuk keginlan Usaha pelernakan dan obat
hewan,

Pasal 248

Laporan perkembanpgan uvsaha untuk Perniznan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha subsektor peternakan dan
kesehatan hewan sesuai karakreristiknya terdini atas:

A laporan realisas pemasubEan danfarag paagelinaran,
b laporan distribais;
;. laporan pelaksansan wsabs;

d. laporanr dalam hal ditemukan hasil diagnosis penyakat
hewan mecnular strotegis vang meongindikasikan wabah
dansatau penyvakit hewan menular strategis; dan/atan

e pemenuhan persyaratan teknis.

FPasal 249

Laporan perkembangan usahd untul Periginan Berusaha
Untule Menunjanp Kegiatan Usahos subseltor peternaksn dan
krschatan howan scbhapaimana dimaksud dalam Pasal 248
disampaikan oleh Pelaku Usaha setiap 1 (sacul bulan sckali.

Pasal 250

Inspeksi  lapangan  untuk  Perizinan  Berusaha subsekoor
petarnakan dan kesebatan hewan dilakukan zetiap & (enam)
bualan.

Pasal 251

{1] Lapuran Pelaku Usaha uniuk Pernanan Boemasaha Uilule
Menumang Keglatan Usaha subsektor kelahanan pangan
meliputi;

. 1Z ...
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a. 1zin surat keterangan keamanan Pangan Separ Asal
Tumbuhan {P5AT)} health cerificate;

izin rumah pengemasan

. pendafacan Pangan Segarc Asal Tamlnihan Prooubkes
Dralatn Negen Usaba Kecd [PSAT-PIAIK); da

d. 1zin edar PSAT.

(] Laperan sebagaimana  dimaksoad  pada  ayat (1)
disampaikian 1 [satu] kali dalam 1 [(satu) tahun.

Pasal 252

Laporann  kepatuhan Pelalna Usahe terhadap  standar
pelaksanaan kepiatan usaha subseklor Ketahanan pancan
untuk;

a. lzin surat kecrerangan keamanan PSAT/ health cerificale
berapa:

1. laporan realizsaz ekspar,

2. rekapan hasil pengupan atan kesesuaian standar
hegara fujuan,

3. laporan pemberitahlsn Bawue  keamansan  pangan
can/atau kasus penulakan produk ckspor; dan

4,  laporan audit intcmal;
b. 1zin rumah pengcmasan berapa:
1. laporan realizsasi ekspor,

2. rekapan kegesuaian standar negara tujuan dan/atau
hasil penpujian  apabila  difakokan  penpujian
{erhadap PSAT,

. laporan pemberitabuan kasus keamanan pangdan
danSatad kasus penolakan prodak ekspor;, dan

4. laporan audit intornal;

2,  pendafaran PEAT-PDUK berupa laporan ketelusuran
produk; atau

d.  ixin cdar PFSAT berupa:
1. laporan ketelusuran produk;
2. hazl pengtjian produk; dan

4. laporan audit internal.

Pasal 253 ...
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Fasal 253

Inspcksi lapangan untuk Perizinan Berusaha subscktor
ketahanan pangan dapat diakukan di sepanjang rantal
pangan PSAT denpan mempertimbangkan anablisig FHision
Kearnanan pangan.

Inspebest lApangan sebagaimang dhimaksud pads qayan (1)
dapat dilakukan dengan kunjungan fisik ke unit usabhs
dan/atau melaha virtual.

Inspeksl lapangan sebagaimana dimaksud pada avat (1}
dilakukan dengan pemenksaan admonistrasi dan
pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar vang dapat
diserlan dengan pengambalan comtoh dan pengiajiat.

Inspeke lapangan sebapaimana domaksud pada avat (1)
VHIE dhilakukan kepada PO EHOY Porizinan
Berusaha/Pelaku Usaha mikro harus disertal denpsn
pembinaan dan pondampingan pemenuhan standar,

Inspeksi lapangan dilakukan dengan mempertimbangkan
kepatuhan pemegang Perizinan BerusahayPelakn Usaha
dan anabimis Riziko keamanan pangan atau dilakukan 1
{saty] kali dalarm 1 {zaty) taban.

Pasal 2254
Pengawasan  Perizinan Berusaha Untuk Monunjang

Kegiatan Usaha subsckior ketahanan pangan dilakukan
oleh pengawas mutu hasil pertamat.

Dalatn hal pengawas mutu bhasil pertanian scbagaimana
dimaksud pada ayar [11 Delum tersedia atay memadan,
Prnpawasan dapat dhlakukan oléh pengawag Tan.

Prnpawas lain sebapaimans dimakaud pada ayat [2)
harus memcnuhi persvaratan welah mengilkati pelatiban
di bidane keamanan dan mata PSAT ateu pelatthan lain
yang terloat.

Faszal 255

Laporan Pelaku Usaha untuk Perizinan Berusaha subsektor
sarana pertanian yang meliputi

a. pendaltaran ...
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a.  pendaftaran pupuk; dan
b. pendaftaran pestisida,

disampaikan sefiap & [enam) butan sekali.

Pasal 256

Laporan perkembangan oseha untuk Penzmnan  Berusahs
subsektor sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 255 momuat;

a.  Juindah produlesi serta peavaluran pupuk dan pestisicda;
b, juralah impor bahan alketil dan foemulasi; dan

¢ perkembangan 2infnomor peodaltaran,

Pugnl 257

Laporan kepatuhan torhadap standar scrta informasi lain
vang berkaitan dengan kepiatan usaha subsektor sarana
pertaman sebagaimana dimaksud dalam Fazal 255 memuat
kesesaian antara label deogan mumn punubk dan pestisida
yAanE lwredar.

Pasal 2538

[nzpcksl lapangan wuntuk Pornizinan  Berusaha subsckior
sarana pertanlan dilakukan pada kegiatan usaha pupuk dan
pestisida berdazarkan tingkat Ristke dan tingkat kepatuhan
Pelaku Usaha.

Paval 259

Lapotan  kepatuhan  Pelaka  Usaha techadap  standar
polakzanaan usaha untuk;

a, Penoinan Borusaha yang ditetapkan berdasarkan analisis
Fisiko pada keglatan usaha; dan

b.  Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Keglatan Usaha,

memuat pcmcnuhan kewajlban  danfatou persyaratan
Perizinan Berusaha sektor pertaman sebapaimana torcanturm
dalam Lampiran il.

Pazal 260 __.
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Pasal 260

Kerenigan mengenal kompetenss Jdan peningkatan kapasitas
penpawas pada sekror pertaman datar dengan peraturan
monten yang menvclengearakan urusan pemernintabhan di
bidanpg pertanian.

Paragraf 3

Sekinr Lingkungan Hidup dan Kehatanan

Pasal 251

Pengawasan terhadap Pernizinan Berusaha o sekior
lingkunpgan hidup dan kehutanan dilakukan olch menten
vang menyelenggarakan wrusan pemcrintahan 41 bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, bupatifwall
kea, Adrmunistrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KPEFPE  sesuai kewenasngan  masing-masing berdasarkan
Feraturan  Pemerintal ind dan ketenfuan peraturan
perundaneg-undangsan.

Faragraf 4

Selktor Energl dan Sumber Dava Mineral

Pa=sal 262

Tanegeguneg Jawal kegiatan  Penpgawasan  ates  pelaksanaan
kegliatan usaha minyvak dan gas bumi lethadap kelentuan
peraturan perundang-undangsan berada pada menlen yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energl dan
sumber daya mineral.

Dalarm melaksanakan Pengawasan sebapoimana dimaksud
pada ayat [1l], meontenr vang  menycleagearakan  urusan
penterintahan di bidang energi dan sumber dava mincral
dapat menugaskan Pemenntah Dasrah untuk melaksanakan
Penigawasan herdasarkan asas tugas pemnbantuan.

Penilgasan kepada  Pemerintahh Daerah sebapaimana
cdimaksag parda avat (2) diatur lebih lanjue dengan peraturan
menter] ydang menyélenggaraken urisan pemenntehan di
bidang enecpl dan surmhar dayva mimeral,

asal 263 ..
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Pasal 253
(1} Menmten yang menvelenpearakan arusan pemerintahan di
tndang energ dan sumber dayva mineral melaksanakan
lcngawasan atas keplatan usaha bhuluo sesuar denpan

ketentuan peraturan perundanpg-undangan dan koncrak
kera sama.

(2] Menteri yang menvelengearakan Jriisan pemeriniahan di
bidang energe dan summber daya inera] melaksanaban
FPengawasan alas keglatan survel umum, keglatan usaha
hilir, dan kegiatan peounfang usala minvak dan gas
burm scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 264

il] Pengawssan terbaclap Perizinan Berusaba di subseklor
kelenagelisttikan dilakubkan olch menternn vang
menyelengearskan urusan pemerintahan di bidang cnerg
dan sumber daya mineral, pubernur, Administrator KEK,
atan kcpala Badan Iengnsahaan  KPBPEB  sesuai
kcwenangan masing-masing  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan.

(21 Pengawaszan  sebagaimana  cdimaksud  pada aval (1)
dibann odeh inspekour ketenagalisfrikan.

Pasal 265

Pengawdsan terhadap Penzinan Berusaha di subscktor
mineral  dan batubara dilskukan olch menten vang
menyclengearakan urusan pemerintabhan di bidang energl dan
sumbcr dava mincral, dan/atau gubernur zesual kKewenangan
masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

Fengawasan terhadap Perizinan Berusaha di subschktor cnergl
biaru, lerhbarukan, dan konservast energl dilakoakan oleh
mentern yang menyelenggarakan urusan pemenntahan di
bidang cnergl dan  sumber  daya  mincral,  gubcernuor,
buparfwali kota, Administtator kKEK, atau kepala Badan
Fengusahaan KPBPE sesual kewenangan masihg-masing
brrdasarkan Peraturan Peamerintaby b dan ketentuan
peraturan perundang.undangan.

Pasal 267 ...
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Paszal 267

benteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
igdang  energe dan samber dzya mimerat, gubernur,
buapan fwall kola, Admioistralor KEK, alag kepala Badan
Pengusahaan KPEPE sehagmimana dimaksud  dalam
Fazal 266 dalam  melakukan  Pengawasan dapat
berkoordinast denpan mstansl terkait sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur  sebagaimans  dimaksud  pada ayat (1)
menyatmpaikan laporan tahunan kepads mengern yang
menyelenggarakan urusan pemeniniaban i bidang enenel
dan  sumber  days mineral  dalam melaksanakan
Pengawasan i provinst,

Bupatt/wah kotx schagaimana dimaksud dalam Pasal
2b5 menvampalkan lapeoran tahunan kepada menten
vang menvelenggarakan urusan pemmerintahan di bidang
energi dan sumber dayva mineral dalam melaksanalan
pembinaan dan Pengawaszan di kabupaten/kota dengan
ternitnisan kepacds gubernur seliagsr wakil Pemeriniah
Pusal.

Faszal 2658

Menteri vang menvelenggarakan urusan pemerintahan di
btdang energt dan sumber dava mineral melakukan

pembanaan dan Pernpawasah teknia tethadan
ponyelenggdatann pengusshaan penas  am wnluk
prmariiaEian langsung vang  dildksanakan uleh

prmerintah provinsl

Gubernur sebagal wakill Pernennlah Pusat melakokan
prmbinaan dan Penpawasan rechadap penvelengearaan
pengusahadn panas buml untuk pemanfaatan langsuneg
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Paragraf 5 ...
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Paraprat 5
Sckror hetenaganukliran

Pasal 26

Pengrwasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor
ketenaganukliran dilakybean oleh kepala lembage vang
menyelengearakan  urusan  pemeriniahan d1 bidang
penyawdasAT.  Kelendpdanukliran benlasarkan Peraturan
Femerintah 1 dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dilalukan:

a. =selama penses penilaian kesesyaian Perizinan
Berusaha; dan

b.  sclama masa berlaku Fenziman Beruasaha

Pengawasdan sclama proses penildlan kesssusian

Ferizinan Berusaha sebagaimana dimakszud pada avat (2)

huruf a dilakukan dalam bontuk verilikasi lapangan.

Pengawasan selama masa berlaku Penzinan Berusaha
sehagaitnana dimaksnd pada ayat (2] hural b dilakokan
dalam henbuk surveilans.

Pazal 270

Pengawasan schagaimana dimabksud dalam Pasal 269
avat [2} dilakukan clch mmspekour kesclamatan nukhit

Pengawasan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dilalcsanakan secara rutin atau msidental.

Fasal 271

Penpewasan rdlim sebapgsimans dimakesid  dalam Pasal
270 avar (2] dilakubkan sebanvak 1 {zatol kalh dalame ]
[(wang] kali masa berlakn Perizinan Berusaha,

Penpawasan  insidettal sebagemmana dimaksud dalam
Pasal 270 aval [2) dilakukan dalam hal:

a, Pelaku Usaha mengsjukan penetapan penghentian
kepialan dan pernyalaan pembebasan;

b. adanya laporan terjadinya ponvimpangan cerhadap
peesyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha; dan

c. umbulnya ...
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o umbulnys keadasn darural,

(3} PBelaltu L'saha wajih menindaklanjuti hasil Ponpawasan
paling lambat 30 {tiga puluh} han katender werhitung
sefak laporan hasil Pengawasan diterima.

Paragral &
Sekior Perindusiriat

Pasal 272

Fengawasan terhadap  Perozinan  Berusaha di scktor
perindustrian dilakukan olch menterl yang menyelenggaralkan
urusan pemeriniahan di bidang perindustrian, gubernur,
bupatifwall kota, Admimstrator KEK, atau kepala Badan
Pengusehaan KPEBPE  sesunl  Kewenangen  INMeasing-masing
betdasarkan Peraturan Permmerintab inme dan kelentuan
perablran perundang-undangan

Parapraf 7
Scktor Perdapangan

Pasal 273

Penpawasan  terhadap Perizinan  Berusaha di aelibew
perdapangan dilakukan aleh menter vang menyeienggarakan
urisan  pemenntahan o adeng  perdaganygan,  gubernur,
bupatifwali keta, Admionisiralnr BEX, alau kepala Badan
Penvusshaan  KPBPE  sesuml kewesnangan masing-masing
berdasarkan  Peraturan  Pemerintah il dan ketcntuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 274

i1] Terhedap kegivtan usaha subsekior perdagangan luar
negen Khusas untuk keglatan yang terkait dengan impor
terhadap hkarang tertentu, dilaksanakan Ponpawasan
keglatan  perdagangan bidang impeor setelah melalui
kawasan pabean,

(2] Tata ...
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(2] Tata cara Peonepawasan kegiatan perdapanean bidang
mmpor  setelah melalin kawasan  pabean sebapaimanaz
dimaksud pads ayat {1] dilaksanakan sesual deongan
ketentuan  Penpawasan  aebapgaimana  diatar  dalam
Feraturan  Pemerincah  ini dan ketentlan  peraturan
paerUndanp-tndangat.

Paragral 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Eakyat

Fasal 375

Pengawasan rethadanp Perizinan Berusaha di sektor pelkerjaan
urntm dan perdmaban rakyal dilakokan aleh mentert vang
tmenyelenpearakan unisan pemeritfahan di tadanp pelerjaan
umum dan perumshan rakvat, guboetnur, bupatyfwal kota,
Administrater KEK, atau kepala Badan Penpusahaan KPEFB
geslual kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan
Pemerintah 1 dan ketentuan peraturan perundansg-
undangan.

Pasal 276

(1] Prnpawasan ruling pada subselior Jjass konsirokess
dilakukan berdasarkan laporan kepiatan assha ahunan
dan pcncatatan pongalaman badan uasaha dan usaha
Orang perscoTagan.

{2] Laporan kegiatan usaha rahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat |1} untuk usaha orang perseorangan dan BUJK
knalifikasi kecil melipnei:

4. clata usaha orang persecrangan ateu badan usaha;
dan
b fata Kewdjihan pelaksanaan herasaha.

(3] Laporan kegiatan usaha rahunan sebagaimana eimalzsudg
pada ayat (1) untuk BUJMK kualilikas: menengah, besar,
dan BLLIK spesialis melipuli:

4. data kepatuhan prlzksanaan Perizinan Berusaha,
b. data kinera manacmen perusahaan; dan

.  data kinera proyvek,
(<) Laporan ...
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Laporan kegiatan usaha tahuran sebagaunana dimnaksud
pada ayat {1] untuk usahe orang pecsenrangan, BLULJK
kualbfikasi kecil, tenengah, besar, dan BUJK spesialis
dilengkapi dengan:

A, permenuhan standar keamanan,  keselamatan,
kesehatan dan keberlanputan;

b. daftar pengpunaan tenaga kerja konstruksi dan
tcnaga kerja konstruksi bersertililzat; dan/atau

c. daftar penggunaan tenaga kerja asing.

Laporan kegiatan usaba tahunan sebagaimana dimalksud
pada ayar (1] wajib digampailcan melalul aplikas uzaha
jagn konsiruks  silem nformast jasa  konstruksn
Terinleerast.,

Pencatatan pengalaman sebagammana dimaksud  pada
ayat ¢1) terdir atas:

a. wusaha orang perseorangan dan BUJK kuatifikasi
kecil:
1.  nama paket pelerjaan;

FEME PETEEUnG 558,

lehun pelaksanaan pekerjaan;

ntlan pekerjaan; dan

SN

. berrta acara serah terima pekerjaat;

k. BUJK kualibkasi menengah, besar, dan DBLLIK
spesialis:

1. nama palker pekerjaan;
MAMA PETREITIE JAsE;

lahun pelaksanaan pekeraan,

2

3

4, nilal pckenaan;

=, benta acara scrah terima peokerjaan: dan
¥

kinerja penyedia jasa tabhunan.

Fasal 277

Hasil Penpawasan scbagaimana dimaksod dalam Pasal 276
akan mempengarahl layanan sertifikast BUJK.

Pasal 278 ..,
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Pasal 273

Petigawasan afas pelakzanaan Pernzinan Berusaha untuk
menerunakan  sumber daya  arr  bertgjuan  untuk
menjamin ditaatinya kctcntuan dalam Perizinan
Berusaha untuk menpgunakan sumber daya air.

Pengawasan diakukan terhadap:

a. keszesuaian identitas antara pemegang  Perizinan
Berusaha untuk mengpunakan sumphber dayva air 9;
lokas;

b, Kesesuaian anfars pelaksanaan dengan ketentuan
dalam  Penginan Berusaha untuk mengpunakon
sumber daya mir. bescria ketentuan  peraturan
mecngenal nerma, standar, prosedur, dan kriteria
wang terkail;

c.  kesesuaian antara prasarana dan sarane yang
tercantum  dalarm  Perizinan Berygsshe untuk
menggurtakan sumber deva air dengan prasarana
dan sgarana yvang dibangun;

. dampak negeil vang dilimbulkan; dan/atau

¢, penggunaan sumber dava air lain vang belum
memperaleh Periziman Beruszaha untuk
mengsunakan sumber daya air.

Penpawasan dilakukan  eleh  Balas  hesar wilavah
sungan/balai  wilayah  sungai  atau  instansi o yang
membidangt  aumber days air sesual dengan
kewenangannyd dan dapal melibatkan peran masyarakat,

Peran magyarakat dalam Pengawasan duapat diaojudkan
dalam hentuk pongaduan kepada pombern Prrizinan
Berusaha  untuk  menggunakan  sumber dava  air
dan/atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Hasi]l Pengawasan merupakan bahan atau masulan bagt
perhalkan, pencrtban, dan/fatau pemngkatan
penyclenpzaraan Porizinan EBeruszaba trtuk
menggunakan sumber dava avr

Fembert Perizinan Berusaha untuk mengpunaksan
sumber dava alr wajilr menindeklanjut laporan hasil
Fengawasan dalam bentuk peringrian, remlecian sanks
adminisrratif, dan bentuk tindakzn lain.

Fasal 279 ..
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MPasal 274

{1] Felaksanaan pekerjaan knnstruksi, penggaliat,
permasangan, pehgembalian  konstvksi jalan clan
pelaksanaan pekerjaan pechaikan alinyemen vertikal dan
horizantal, pelebaran jalure lalu lingas, pepineggian ouang
beatas, peninpgkatan kemampuan straktuar jalan,
peungkatan  kemampuan  struktur  jembatan,  dan
peneaturan lalu bntas, wapb diawas: oleh petupas yang
ditunjuk oleh penyelenggzara jalan.

(2] Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan
horizontal, pelebaran jalur lalue lintes, perinpgian rlang
helhas, pemmgkaten kemampuan  struktur jalan,
preningkalon kemampuan strukiur jembatan,  dan
pengatiran lalu hntas dan pelaksanasn penggunaan
ruang millk jalan wapk diawasi oleh petugas  yong
ditunjuk oleh penyelengpara jalan.

[ Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat 2] wajib dipenksza oleh tim pemerikse teknis
vang dibentuk aleh penyelenggara jalan.

Paragral 9
Sekiler Transportasi

Tasal 280

Fengawasan terhadap Perizinan Berusaha di  sektar
transportas dilakukan oleh menteri vang menyelenggarakan
uruzan petnerintahan i bidang  perbubungan, gubemuor,
bupatifwah kota, Admunestralor KEK, atao Kkepala Badan
Pengusahaan KPFBPE  sesuw kewenangan masinpg-masing
berdasarkan  ketentuan  Peraturan Pemcnointah o dan
reraturan perundsng-undangan,

Pasal 251

(1] Pengowasan terhadsap  kegatan ussha  di sektor
transportasi dilakukan dalam bentuk:

&, audit;

b.  inspeksi;

L. pPENgaRatan
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¢.  pengamatan;

d.  pemantacan; dan

oo g petik.

Audit schaganimana dimaksud pada avat (1} haraf a
merupakan pemeriksasn yvang lerjadwal, sisicmalis, dan
mendalam terhadap prosetlur, fasilitas, personel, dan
dokumentas] organisasi penyedia jasa ransportasi untuk

melibhar  tngkat kepatuhan terhadep  ketentuan dan
perallran.

Inspeksi sebagaumana dimaksud pada ayal (1) bumaf b
merupakan pemeriksann sederhana tethadap
pemenuhan =iandar suam produk akhir objek tectentu
oleh ponyedia jusa

Pengarmatan scbagaimans dimaksud pada avat (1) huraf
¢ merupakan kegiatan penelusuran yvang mendalam atas
bagian tertentu darl prosedur, lasilitas, personcl, dan
dnliumenrasi organisasi penyedis jusa ransparlasi dan
pernatiky kepentingan lainnya untuk melihat ungkat
kepatuharn lerhadap kerentuan dan peraturan.

Pemantauan sehagaimana dimaksad pada aval (1) ot
d merupakan kegiatan evatuam terhadap data, laporan,
dan informasi untuk mengetabui kecenderungan kinerja
gperas)y pelayanan penyedia jasa fransportasi.

Ui petik sebagoimana dimahksud pada avat (1} huraf e
merupakan  uji coba sccara lerbalup  atau terbuka
terhadap upava kesesudian dengan simudast percolsan,

Pasal 232

Pengawasan scbapaimana dimaksod dalam Pasal 281
dilaksanakan sconra;

a. rubin. dan
E. insidental.

Pengawasan rutin schagsimana dimaksud pada ayat (1)
hueuf a dilakukan secara terjndwal dan teratar melputs

a.  audit gebanvak 1 [satu) kali dalam jangka waktu 2
{rlua) tatian,

1. inspeksi
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b. inspcksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1
|satu) tahun; dan

c.  pengamatan, pemantauvsn, dan ui petik dilakukan
segsual kebutuhan.

(3} Pengawasan inzidental sebapaimana dimaksud pada ayar
(1) hura! b dilakukan pada saat teggadinya kejadian alag
kecelakaan, laporan masvarakat, dan pada masa puncuk
Angkutan.

Paragral 10
Sekror Keschatan, Obat dan Makaoan

Pasal 283

Pengawasan  terhadap  Pernizmman  Berusaha  di submebktor
kesehatan dilakukan oleh menterl vane menyelenpesrslan
urusan  permeriifahan di bBdang keschatan,  gubermnur,
bupati/wali kola, Admitistraror KEK, arau kepala Hadan
Penpusahaan KPBPB  sesual  bkewenangan  masing-masing
berdasarkan kctentuan  Peraturap Pemerintah  ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa] 384

Penpawasan berupa mspeksi lapangan dilakukan dengan

ketentuan schagal benbkult:

4. unruk kegiatan usaha sckier Kesehatan dengen tingkat
Risiko menengah rendah dilakukan 2 fdua) tahum sekali;

b.  upluk kegiatan wsaha scktor keschatan dengan bmgkat
Risiko menengah tinggl dilakukan 1 {satu) tahun sekali;
dan

.  untuk kegialan wsaba sekior kesehatan dengan tingkat
Hisiko tinggi dilakukan 1 {satup tahun selali

Pasal 285

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha i sobsektor obat
dan  makanan dilakukan olch  kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemonnotahan di badang
pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupaii/wali kola,
Administrator KERK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB
sesual kewepangan masing-masing berdasarkan ketontuan
Perwturans  Pemernintah ini dan ketentuan  peraturtan
poruandang-undangan.

Pasal 286 ..,
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Paszat 286

Kepala lembaga vang menyelengearakan urusan
pemerintahan di lndang pengawasan obat dan makanan,
gubermur, bupatijwali kota, Adoministrator KEK, atan
kepala Badan Pengusabhaan KPRPR delam melaksanakan
penpawasan dapal menganpkal Lenaga pengawas vang
bertugas melakukan Peonpawasan sesuvsd lugas, Tuhgs,
darn kewenangan masing-masing.

Pangangkatan tenaga pengowas sebopaimana dimalesud
pada ayat {1] dilaksanakan sesual dengan ketenouan
peralliran parmahdang-undangan.

FPasal 287

Dalam hal Pengawasan obat dan makanzan pads
fasilitas produksi, disenibusi, penpanghutan, pelayanan,
dan/atan penverahan memerlukan  klariGkast  dan
kanfirmasi lehih lanjut, tenaga pengawas berwenang
melakukan timdakan penpgamanan setempat.

Tindakan PETWWHTIANEN seternpat sebagalmana
dimaksud pada aval (1] melipual:
a. tndakan inventansasiy

E. tindakan pengamanan terhadap babhan, produk,
sarana, dan/atan alat dengan membual gans

fIENTAINALN,

. laranpan anengedarkan untuk scomentara wakew,
clary S Aty

d.  sampline wntuk Wi |aboratoriom danjatan

penllaian penandzan.

Pemilik obat dan makanan bertanggung jawab aras obar
dan makanan yvang dilakukan tindokan pengamanan
selempat sebagaimana dimaksud pada ayal (2],

Tingdlakan PENEamanan SCICTpEE sebapdimana
dimaksud pada avat (2] dituangkan dalam benla scara
pEngamanan aetempat,

Dalam hal  hasil  pemenksaan fasilitas produksi,
distribugi,  penpangkutan, pelayanan, dan/atau
peoyerahan obat dan makanan menunjukkan adanya
dugzan lindak pidans i badang obat dan makanan,
penvidik pegawal negeri sipil melakukan penyvidikan
scaual  dengan  ketenluan  peraluran perundang
LndaneEan.

(B) Ketentuan
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]  Ketentuan lebit langjul mengerai tndakan pengamanan
setempat sebapaimana dimaksod pada avat (1) sampai
dengan ayat [31 diatwr denpan peraturan kepala
lembaga yang menyclenpgarakan unssan pemerntahan
di bidang pengawasan obat dan makan=n.

Faragrai 11
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 288

Pengawasan terhadap  Perizinan Berusaha  di sektor
pendidikan dan kebudevaan dilakukan oleh menteri yang
menyclenggarakan  urusan pemerintaban di bidang
penddikan  dan  kebudayaan  sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasat 289

Pengawansatn melalul inspeksi lapangan dilakukan 2 [diog)
tahun sekal,

Porawral 12
Sepklar Pariwisata

Fasal 293

Pengawasan terhadap Penzinan Berusaha di sekior parwisara
dilakukan glsh  menterd yang meonyvclenpgarakan  wurusan
pemerimaban di bidang pariwisata, subernur, bupatifwali
kota, Administtator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KEPBPE scsual  kewenankan  masing-masing  berdasarkan
kotentuan Peraturan Pemenotah ini dan ketentuan peraturi
perundeng-undangsan.

Paragral 13
Sekror Keagamaar

Fasal 291

Penpawasan terhadap FPenzinan Berusaha o gekior
keapamaan dilakukan oleh menteri yang menvelenggarakan
urusan  pemerintahan di bidang agama berdasarkan
kelentuan Peraturan Pemerintah inl dan ketentuan peratucan
prrurtlang - unclangan.

FParagraf 14 ..
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Paragraf 14

Seketor Pos, Telekamunikasi, Penviaran, dan Sistem dan Transaksi Rlektronik

S Mo ORI A

Pasal 292

Penpawasan terhadsp  Perizinan Ferusaha  di oscktor
kamumbkast dan informatiks dilskokan oleby menteri yang
menyelenggarakan urusan  pomenntaban o hidang
komunikasi  dan informatika berdasarkan ketentian
Peraturan  Pemerinteh i dan ketentuon peraluran
perundang-undangan.

Pasal 293

Penpawssan  atas  isi slaran  dalam kegialtan  usaha
penvelenpgaraan  penyiaran  dilaksanakan  eleh Komusi
Penviaran Indenesia sesuai dengan  ketentuan  Peraturan
Pemerintah  ini  dan  kelentuan  peraturan  perundang-
undangar.

Pasal 294

t1)  Menteri vang menyvetenggarakan urusan pemernintaban
bidang komunikasi dan  informatika . meclakukan
mnnitoring dan  evaluasi terhadap kuaabias  layanan
dan/atau  produk layanan dan Pelakal Usaha  yang
mendapatkan Perizinan Berusaha unluk keyaten usaha
penyelenpgaraan pos, penyclenpgaraan telekoominikasi,
dun/alay  penvelengparaan  penyiaran  scsual  depgan
ketentuan  Peratiran Pemerintah  ini dan  kerentuan
peraturan perundang-undangan.

[2] Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakukan melalui zistem  monitoring
penyelenggaraan pos, penvelengedrasn ietekomunikasi,
dan penyvelengparaan penyiaran dengan metmnanfaatkan
teknclogl informas dan komunikast,

(3} Pelaku Usaha vyang melakukan  kegiaten  usaha
penvelengparaan pos, penvelenggaraan lelekomunikasi,
dan penvelenggaraan poaviaran waih membuks akses
dart  memberikan  informast  vang diminta untuk
kepenlingan  monitoring  dan evaluaz)  sebhagsimana
dimalsud pada ayvae (1] dan avat [2).

{4 bicnicri
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Menteri yang menyvelenpgarakan urasan pemerintahan di
bridang, komunikasi dart inlvrmartika dapat
mengumumkan  hasil  moenitoring dan evaluasi
schapaimans dimaksud pada ayat (1) dan avat [2].

KetenLuan lebiby lanjut menpenal monitonng Jdan evaluasi
sehapaimana dimaksud pada avat (1}, ayat (2], avatr (J3),
dan ayat [4] diaiure dengan peraturan menteTn yang
menvclengearakan  urasan  pemerintahan di bidang
kormuneiaz dan miormalibes.

Fasal 295

OME-M  dapat  memperolch  pendampingan untuk
melakukan kegiatan usaha di bidang prnyelenggaraan
pos, enyelenggaraan telekomuniboa si, dan
penyelenggarian  penyiaran  dart mentenn Yang
menyclengearaken  wrusan  pemerintaban di hidang
konnunikasi dan informatika.

Petidampingan usaha schagaimana dimaksod pada ayat
(1} dapat berupa:

a  komsultasi teknis dan bisnis penyeletgsaraan pos,
prenyelengparaan Lelekomunikasi, darn
penyelengraraan penyiaran;

b. pcoingkatan  kompetensi  berusaha di o bidang

penyeleneggaraan oS, penvelengparaan
telekomunikasi, dan penyelensggaraan  penyiartan.
danfatau

c.  ftasilasi  kolaborasi dengan  penvelenggara  pos,
penvelenggara  telckomunikas, dan penvelenggara
peoviaran serta plhak terkait-

MPasal 296

Fengawasan terhadap hak  labuh  sarchr  dilakukan
rnelalui evaluasi sccara berkala daltar satetit asing yang
beraperasi  di wilayah  Negars Kesatuan  Repubhk
Indonesia.

Evaluasi sebagaimana dimakswd  pada ayat (1)
dilaksanakan oleh menteri yang wenvelenggarakan
urusan  pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.

Pasal 297 ..,
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Basal 297

Penpawasan pengeunaan  spekirum  frekuensi radio
dilakulkan melalul:

a. Pengawasan administras; danfatau

I Pengawasan teknis,

Penpawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} hurot a  dilakukan terhadap  pemenuhan

kewajiban Periminan Berusalia scbaganmans tercankurn
dalam Lampiran 11

Pengawasan teknis sebagaimana dimoksud pada avat (1)
huruf b dilakukan mekalul kegiatan monitering spekiram
frekuenzl radio,

Kegiatan  monitoring spekeragm frekuenst . radio
sebapaimana dimaksud pada ayal (3 terdiei dar;

a.  observasi pengounaan spelktrum melkuensi radio;

b. identifikasi penggunaan spektrum [rekuensi radio;

c. pengukuran parameter toknis stasiun rade,; dan

d.  inspcksi alamiun eadio

Kegiatan  menitoring  spektrum frekuensi radie

sebagaimana dimaksud pada avat [4) dilakukan untuk
memastikan:

a4, pengpunaan spektrum frekuensi radio sesual dengan
Perizinan  Berusaha  atau persetujuan yang
chiherikan:
b. penpegunaan spekorum fcekoensi radio tidak
menimbulkat  gangguan  yang  mertgikan  pada
peneguna spekteum frekucns radio Jan; danfatau
penggunaan sinyal dentifikast atau wentitas stasiun
radio pada seliap pemancaran spekbrum frekuens
radio untuk dinas radio knnunikasi tertentu,

"-il

Paszal 2945

Pongawdsan terhadap alat dan fatan perangkat
telekomunikast ddaksanakan melalu;

il.

L.

perneribzaan  sertifikat alat danfaisu perangkat
telekomunikas; dan

pemeriksasn kesesuaian standar tekmis alat danfatan
perangkat lelekomumbkasi Yang diperdaganghkan
dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat dan/atao

perangkat telckomunikas.
FPasal 299 ..
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Basal 29490

Pemerikzaan  sertilikat  alat  dan/atau perangkat
teleltomunikasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 298
huruf & vang dibuat, dirakit, dan/atau Jdimezukkan,
uniuk diperdagangkan, dan/atau digunokan v wilavah
Megara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan aleh
menkcrl yang menyetengparakan urmsan pemenniahat di
bidang komunikast dan informatika.

Dalam  hal  sertifikal  a8lar danfatau peranpgkat
telckamunikost schagaimana dimaksad pada avat [1)
berada di  dalam  kawasan  pabesan, pemeriksaan
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenpgaarakan
urusan pomerintahan di bidang kevangan negara.

Dralam bl diperlulkan, pemertkssan sertifikal alat
dan/fatau  perangkat telekomunikast  sebagaimana
dimaksud pada zval (1) dapat melibatkan instanst lerkat
gesual  dengan keleniuyan peralaran porundang-
undangan.

Selain pemeriksaan scriihkat alal danjatau perangkat
ielekomunikasi, pemeriksaan  sebagaimana dimaksod
pada avat (1] juga dilakukan terhadap pemenuhan
kewajiban pernasangan label.

Jeniz ulal danjfatag perangkat telekomunikas yang
dilakukan pemerksaan di dalam  kawasan  pabean
ditetapkan oleh menter! vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Pazal 300

Pemeriksaan kesesuanan standar tekms alal danfatao
porangkal telekomunikas: vang — diperdagangkan
dan fatau dipergunakan terhadap sertifikat alat dan/afau
perangk«t (elekomunikast sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 298 huruf b dilaksanakan denpgan pertimbangan

antars laim sehagai hecikuat:

a. alat dan, atal peranghkat telekomunibas
menunbulksan  ganeelan  baik terhadap  jaringan
telekomunikasi  maupun  ferhadap kecamanan,
kesclamatan dan keschatan manusia;

b. adanya laporan pengaduan,

v, riwayat ...
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¢. riwavar ketidakscsuaisn slal dan/atau perangkail
{elekomunikasy, dan/atau

d.  adanva perbedaan barga vang signifikan dengao alat
dan/ alau perangkat elekomunikas] produk sejenis.

{2] FPomeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat |1] dilaksanakan (echedap alar dan/atau perangkat
telekomunikasi di sisi pengguna menpgunakan melede
sampling melalal:

a. pemeriksaan adnoanistras; dan

b, pemeriksaan teknis,

i3 [Pemcriksaan adoministrasi sebagaimana dimaksud pada
ayvat [2) hurul 4 berupa pemeriksaan terhadap dokumen
data tcknis, kesesustan merek dan tipe alal danfatau
perangkat relekomunikasi, dan pemasangan label.

{4) Petperikssan teknis sebagrimana dinaksud pada ayvat [2)
hurui b berupa pengujian sampel  alat dan/ataa
perangkat telekomunikasi vang dilaksanakan oich balal
pengvjian alat dan/atan perangkat telekomunikasi,

Pasal 301

Dalam  hal pelaksanzan Pengawasan,  meneerl vang
imenyelenpggarakan urusan  pemenntahan i bidang
komunikasi dan informatika dapat:

a.  menyusun  regulasi,  kebijalkan,  standar, danjatan
panduan  penyclenggaraan  sertifikasi  elekironik  dan
lembaga sertifikasi penyelenpeara serfifikasi elcktronik;

b. menetima dan melakukan  verifikesi dokumen
permibwnan  pengakuan  penyelenggaraan  scrifikas:
elektronil Indonesia;

. memeriksa laporan penilaian  kelaikan  penyelenggara
sertifikasi elektronik dan  tanda lulus  penyelenggara
sertifikasi  elektronilke yang  diterhitkan  oleh lembaga
scriifikasi penyelenpgara sertifikas) clekitomik;

d. melakukan pencabotan pengakuan  penvelenggara
sertifikasi elekironik Indonesia;

e, mengelola ...
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mengelola dan mempublikasikan daltar penyclonggara
serrifilasy  elelronik  dan  daltar lembaga  scrtifikes
ponyelengpara sectihkasi clektrontk;

melakukan Kerja sama dengan pihak lain lerkait dengan
sertifikal elektranik;

melakukan mutual fecogeiffon danfoean kerjd sama
denpan penyelengpara sectilikasi elcktronik dan negara
lain sebagai wakil dani Indonesia;

menyvelengparakan operagional faslitas  penyelengpara
serlifikasi  elektrontk  induk  termasuk namun tidak
terhalus prada menerhitkan, mencabnt, dan
memperpanjang mesa berlaku sertifkat elekironik bags
penyclenpeara sertifikasi elekironik;

memeriksa lapoeran tahunan, laporan sewakill-wakno,
dan/atan laporan insiden  penyelenggara  serlfikas
eleltronik;

melakukan pemantauan  dan evaluasi  kepatuhan
berdasackan laporan  penilaian kelakan  terhadap
penvelengearaan sertifikasi cicktronik; dan

mcmbenkan  sanksl bapl  penvelenggara sertitikasi
elektronik yang melakukan pelanggaran.

Pamal 302

Pengawasan lerhadap penyvelenggara sisiem  elekironik
lingkup privak yang telah teedaftar meliputi:

4. pemcnuhan kesedizan  terbadap  peravaratan
pendaftaran penyvelenggara sisrem elektronik lingkup
privar  sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. pemenuban Kewajlban  sesu:n dengan  ketentuan
perundang- undangan,

Pengrwasan terhadap penyelenggara sistem elektronik
lingkup privat sebapaimana dimaksud pada ayac {1)
dilakukan secara:

a. rulin; dan
b. insidental.

[(3) Pongawasan ..
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Penpawasan ralin sebagzuimana dimalksal pada ayat (2)
huruf a terhadap penvelengpara sistem elekironld hnpkup
privat dapat dilakukan dengan:

a. memilih penyvelenggara sistemn elektronik hinegkup
privat sebapar sampel penpawasan;

k. taelakukean evaluzsi terhadap zampel penpawasan;
dan fatau

c. melakukan Undak lamjul aluas evalues pengawasal.

Pengawasan insidental sebapaimana dimaksad pada avat
(2] huraf b tecrhadap penvelengpoara sistem eleliromk
Imgkup privat dapat dilakukan pada waktu lertenta
denpan cara:

a. emenindaklanjuti laporan dar kementerian/ lembaga,
aparat  penegak  hukum, lembapa peradilan,
dan fatau masyarakar; dan/atau

b, menindaklanjuti tetmian ingiden dari penyelenggara
zistem elektronik lingkup prvar danfatag temuan
msiden vang dihasilkan dar kegiatan Pengawsasan.

Parapgral 15
Sektor Fertabhanan dan Keamanan

Pazal 303

Penpadvasan terbadap Periginat Berusaha di subsektor
industri  pertahanan dilskukan  oleh  menteri  vang
menyelenggarakan  urusan  pemennlahan Jdr Indang
pertahanan berdasarkan ketentusn Pepalliran
Pemerintaly il dan ketentuan peraturan perandang-
undangan.

Kewenangan Pengawasan schagaimana dimaksud pada
aval {1} dilakukan oleh menteri yang menyvelengparakan
LAF1HATL peimerintahan di bidang pertahanan
berkpordinasi dengan menten kepala lembapa terkart.

Pengawasan oleh menterd vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  di bidang  pertahanan  sebagaimana
dirnaksud pade ayet (2] dilaksenakan melalui satuan
ketja yang mempunyval tuges dan fongsi  terhadap
Perizinan Berusaha di subsektor industri pertahanan
sesual dengan ketenluan Peraturan Pemerintaly ior dan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 304 .
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Fazal 304

Penpgawasan rutin untuk subsektor mdustrl pertahanan
mencakilp Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha non
perseorangan  terhadap standar pelaksanaan  kepgiatan
usaha rang mealiput:

a. pclaksanaan produks:
b, sumber dava manusia;
r.  lasihtas produksi: dan
dd. reknolegl vang telab dikuasal

Pengawasan rutin sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk subselkior induste pertahanan dilakukan melalan:

H.,  SUTVEL
b, menitonmg; danatan
c. laporan.

Pengawasan rutin scbagaimana pada ayat (2] dilakukan
seriap 6 [enam| bulan sekali.

Pasal 305

Pongawasan naicdenial untulk subsekinr induseri pertabanan
mcncakup Pengawasan kepatuban Pelaku Usaha dan/atao
industn pertahanan terhadap standar pelaksanaan kegiatan
usaha.

(1]

h)

Pasal 306

Pempawasan dilakukan oleh pelaksana Pengawsasan yang
berasal dan kementerian vang menvelenggarakan urnasan
pemermtahan i blang pertahanan dan kementeriang
lembapa sesual dengan ketentuan Peraturan Pemernntah
ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hewenangan  pelaksana Pengawasan sebagaimana
dimakeud padn aval {1] melipuli:

a. mecndapatkan akses  tcrhadap  data,  doekumen
administrasi, dan kepalitas perusdahaan;

b, mendapatkan -..
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b. mendapatkan akses terhadap [asititas dan sarana
industri pertahanan;

¢, mendapathan aksces terhadap kepiatan produksi
indlsim perlabacan; dan

d. mendapatkan akses data produksi dan distribusi
produls alat peralatan pertahonen dan keamanan
vanp dihasilkan.

Kewajiban pelaksana Penpawasan sehapalimana
dimaksud pada ayat (1} mclipun:

a. tmenjaga kerahasiaan data dan dokumen / informasi;
I, menjaga independensi; dan

¢, tidak 1erlibat koripst, kolus, dan pepotisme dalam
relaksanakan tugas Pengawasan,

Poasal 207

Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha pada subsekior
keamanan mochputi:

a.

b.

(1}

(<

Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh kepolisian
flaerah secara mtin di daerahnya; dan

Pengawasan tingkat puset dilaksanakan oleh Maearkas
Beuar kepolisian Negara Republik Indonesie  secara
insidenial.

Pasal 208

Tingkat kepolisian dacrah melaksanakan aodil
kelengkapan dan  kecocokan, audit kesiapan untuk
mermberikan penilaian terhadap reltabilitas (keandalan)
flan integritas operasional sera kelavakan badan usaha
jasa pernigamanan dalam beroperasional.

Markas Beszar HKepolisian MNegara Republik Indonesia
melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa
pengamanan  yang sudah  mendapatkan  Perizinan
Berusaha dan melakoken kepgiatan usaha lebih dari 1
fsalu]  wileyah  hukum kepolisien  dasrah apabila
dipandang perhl.

Parapraf 15 ...
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Paragral 16
BSektor Ketenagakerjaan

Paszal 309

Pengawasan rterhadap Perigiman Berusaha di scktor
ketenagakerjaan dilakukan  oleh  menterd yang
menyelefigparalan wrusan pemerintahan di bidang
ketenayrakerjaan, gubermur, bupati/wali kota,
Adimmistrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan
KEPBPE =zcsual keweonangan masing-imasing berdasackan
ketentuan  Peraturan  Pemeringah  ind  dlan kelentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengawasan =elagmimana  dimaksud  pada ayat (1)
ditakukan secara:

a. rucn dat

. insidental berdasarkan laporan ataue  pengaduan
masvarakat

Pengawasan ratin scbagaimana dirnakaud pada ayvat [2)
huru! a dilakukan 1 {satu} kali dalam jangka waktg |
{satu} tahun.

Penpawasan rotin sebagaitnana dimaksid pada avat {3
dilakukan dengan melibartkan pengawas ketenagakerjaan.

BAE VI

EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN FERIZINAN EERUSAHA BERRASIS

SK No (B3d50 A

(1}

(2]

RI1S1KLO

Paszal 310

Kementenan, lembaga melaksanalkan reformasi kebijakan
Penizinan Berusaha Berbasis Risike secara berkelanjulan,
transparan, akuntabel, dan menerapkan prinzip kehati-
hatian.

Rclormas: kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
schagaimana dimaksud pada ayar (1] dikoordinasikan
aleh kementerian yang meonyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan  pengendalian uresan kementerian
dalam  penvelenggaraan  pemenntaban di bidang
perekonamizr.

(3} Pemerintah ...
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Pemerintah Draerah provinst,  Pemerinimh Dacrah
kabupaten/kota,  Arldministeator . KEK,  dan Badan
Penpuszahaan KPBPE mendukung pelaksanaan reformasi
sebagaimana dimaksud pada ayat i1} dengan:

a. memberikan masukan  terkait penyvelenpeErsAEn
FPerizinan Berazaha Herbasis Hisiko, dan/ atau

B, menyediskan dlate danfatau informas:
penyelenpgearaan . Perizinan Berusaha  Berbasis
Hiziko,

sCsual KewWenanpgsan masing-Ta S

Paszal 311

Kemeplerian  vang  menyclengzarakan koordinasi,
ginkrpnisasi, dan  pengendalian urusan  kemenleridan
dalam  penyelengearaan  pererintahan di bidang
perekonominn melakuban koordinas: celormasi kebyjjakan
Ferizinan EBrerussha  Berbasis  Risikn dalam rangka
tneningkatkan iklim bernasaha

Dalam  rangka mclakukan  keordinas)  sebaganmana
dimaksud pada avat (1], menten yang menyelenggaralan
kourdingesi, sinkeomisaz;, dan  pengendalian wrasan
kementerian dalam  penyvelenggaraan  pemerinizhan di
bidang perekonomian menetapkan rencana aksi Perizinan
Berusaha Berbasis Risibe.

Rencana aksi secbapaimana dimaksucl pada ayar (2] pahing
sedilat memuat:

a.  penyusunan kebjakan Perizinan Berusahsa Berbasia

Fisiki,

h., implementasi penyelenpgaraan Perizinan Berusaha
Berhasis REistho;

. pernerapan Perizinatn Berusaha Berbasis Riaiko ke

dalarm Sistem (155,

d. peningkalan pemahaman dan kapasitas mengeonal
Perzinan  Berussha Berbasis Rizike untuk
kcmenterian/ lembags, Pemerntah Daerah provinst,
Pemerintah Dacrah kabupailen/kora, Administrator
KEK, dan Bacdan Penpusashaan KPBEPEB;

¢, pelaksanaan
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e, pelaksanaan  sosialisast kebijjakan Perzinan
Derusaha Berbasis Risiko kepada masyarvakar; dan

t. evaluast Perginan Herusahas Berbasis Risiko yvang
berkelanjutan.

BAD VII

PENDANAAN PERIZINAN BERUISAHA BERBASIS RIZTEO

{1]

{Z]

{3]

{4]

Fasal 312

Fendanaan pengembangan Sistem 088 dibcbankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pendanaan penyelepgparaan Perizinan Betusaha Berbasis
Risike pads kementerian l@ambaga dibebankan kKepada
anggaran pendapatan dan belanga negara dan sumbere
lain vang sah.

Fendanaan penyclengearasn Perizinan Berusaha Berbasis
Riziko pada Pemerintah Daeralh provinst dibcbankan
kepada angparan  pendapatan dan  belanja  dacrah
provinzi dan sumber lain yang sah.

Pendanaan penyvelengparaan Perizinan Berusahe Berbasis
Fisike pada  Pemenintah DRacrabk kabupaten kota
dibcbankan hepada anpesaran pendapatdn dan elangs
daerah kabupaten; kota dan sumber lain yang sah-

BAB WIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAKMBATAN PERIZINAN BERUSAHA

DM Mo GES A A

{1}

BEREBASIS RISIKD)

Pasal 313

Menteri! pimpinan lembaga. guberour, dan bupati/wali
foda wajibh menyelesmikan hambatan dan permasalahan
di bidangnya dalam pelalksataan Pecaturan Pemerintah
inl sesual denesn kstentwan peraluran pengncang-
unckangan.

2] Dalam
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Calam  hal peraturan  perundane-undangen (wdak
mengatur  hal untuk  penyelesaian hambelan dan
petrtnazalzhan, menter/pimpman lembags, gubernur,
dan bupatifwal kota berwenang untuk menctapkan
kepurusan dan/atau melakukan rindakan  wang
diperlukan datam rangka penvelesalan hambatan dan
permasalahan dimakswd sepanjang sesdal dengan asas
I8a5 umum pemerintahan vang baik.

Pasal 314

Dalam hal terdapat laporan dan/atau peogadosn Jan
masyarakat  kepada menteri, punpinan lembaga,
gubernur, bupali/wali kota, kejaksaan, atau kepolisian
Mengenat PETTY LI rEan atau penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanzan Perafuran Permerintah ind,
penyclesaian dilakukan dengan mendahulukan proses
admimiztras) sesusl dengan kelenlusn peraflcan
petundang undangan di bidang adminisiras
petnerintahan,

Dalam hal laporan danjaran pengaduan dan masyarakat
scbhagaimana  dimakswud  pada ayar (1} disampaikan
kepada  kejsksazan  ataw kepobsan,  kejaksaan atag
kepolisian mencruskan/ menvampaikan laporan
masyarakat terschut kepada menteri, pimpinan lembaga,
gubesmur, atau bupatifwzll  kold unluk  dilakukan
petneriksaan.

Menteri, pimpinan lembapga, gubernur, atau bupatifwal
kola  memeriksa  leporan dandatau  pengaduan  dari
masvarakal, haik vyang direrimma  oleh  kementerian,
lcmbaga, arau  Pemeriniah  Dasrah bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayal [1), manpun vang
diterusgkan olch kejaksaman alau kepohsian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, dalam jangka waktu paling lama
5 [lima} Har terhitung sejak laporan mesyserglal
diterima.

Dalam hal pomenksaan schagaimmana dimaksud pada
avat {3] ditemukan mdikasi penyalahgunaan wewenang,
menteri, punpinan lembaga, pubernur, atau bupabfwale
kota meminta aparat pengawasan  titcrn  pemcerintah
nntuak melakukan pemeriksoan/aodit lebih lamut dalam
wakty paling lama 30 (tiga puleh) Hari,

(5 Hasil ...
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Hasil pemerikzaan aparat pengawasan intern periennish
sebagaimana dimaksud pada avat {4) dapat berupa:

a. kesalahan administrasi vang ndak menimbulkan
kerilgian negara;

b.  kesalahan administrasi vang menimbulkan kerogian
TICEATE; ALau

c. tindak pidana yang bukan bersifat administratl

Dalam ha! hasil pemeriksaan aparat pengawasan ntcro
pemeriarah berupa kesalahan adnunistrasi yang tdak
menimbulkan kemgian negara sebagaimana dimaksud
pada ayal 18] hural &, peonvelesaen dilakubkan melalas
pENYCMpUIMAAn admimstras) paling lambeat 10 [senuluh]
Hart  terhitung scjak hasil pemenkssan aparat
pengawasan intern pemerintah disampaikan,

Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan lntcrn
pemerintah berupa  kesalahan  administrasl  yang
menimbulkan kerugisn negara sebagaimena dimaksod
pada aval 19 hural b, penyetesqian dilakukan melalui
penyempurnaan adminisiras dan penpembaban kemipian
negara paling lambat 10 {scpuluh) Han terhitung sojak
hasil pemeriksaan aparat pcnpawasan intem pemeriniah
disampraikan.

Penyvelesalan  hasil  pemeriksaan aparal pengawaszan
iniem pemerinlah sehbagaimana dimaksad pada ayad )
dan awvat (7] dizsampaikan olel mentert,  pimopinan
lembaga, gubcrnur, atau  bupatifwall keola kepada
kejaksaan atau kepolisian scbagaimana dimaksud pads
ayat 2] paling lambat 5 {lima) Han terhitung sejak hasil
pemeriksaan  aparat  pengawasan  lntern pemcrintah
disampaikan.

Dalam hal hasil pemenkssan aparat pengawasat intern
pemerintall berupa tindak pidana vang bakan bersifat
godministiratil sebagaimana dimaksad pada avat (5) o
c, menterd,  pimpinan lembaga,  gubernur, atau
bupati/wall kota dalam jangka wakiu palme lambat 5
(lima) Hari terhitung sejgk hasil pemeribsadan  aparal

PEnEAWASAN intern pomerintah chgarmpaibian,
menyampatlkan kepada kejaksaan  atau kepolisian
sebapaimana dimaksud  pada  avat (2], untuk

ditindaklanjuti sesual dengan  Ketomtuan  peraluran
perundang undangan.

BAE 1X ...
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BAB IX
BANEKEES]

Bagian Kesam
Sanksl Bag Pojubat Pemerintah

Pasal 315

Menteri, pipinan lembaga, guberniur, bapatifwal kota,

Acdmimiserator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan

KPEPE yang tidak menyelenpggarakan Ponzinan Beruwsaha

Berbagiz Ristkn melalul Sistern 055 dikenai sanks)

gdministratil,

Dalam hal sanksi administratf aebagaimana dimaksud

pada avat [1t berupa teguran tertulis ielah disaropaikan 2

[duay kali berturut-turut dan tetap Udak dillaksanakan:

a. Lembaga U85 meongambil alih pemberiap Perizinan
Berusaha Yang menjadi hewenangan
kementeran flembapga, Administrator KEK,  arau
kepala Badan Pengusahaan KPEPH;

b. menteri ataw “kepala lembapa yang membina dan
menpawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil
alih pemberian Perizinan Berusabas vang memadl
kewenangan pubernar atau

. gubernur sebagal  wakil  Pemenintah Pusat
mengambil alih pembenan Poriziman Berusaha yang
menjadi kewenangan bupatifwall kota.

Pasal 216
Menterif pimpinan lembaga, gubernur, bupar wal kota,
Adininistrator KEK, dan/fatau b pala Radan

Pengusabaan KPBPEB mengenakan sanks kepada pejabat
vang tidak memberikan pelavanan scbapaimana dialur
datamn Peraturan Pernerintah ind.

Sanksi schapaimana dimaksvd pada avat (1] dilakukan
scsutal dengan ketenluan peraturan perundasng-
undangan.

Baman Kedus
Hanksi Bagl Pelaku Usaha

Paragraf 1
Bektor Kelautan dan Pernikanan

Pasal 317
Setiap  Petaku Usaha yang meolakukan  pelanggaran
terhadap kKetentuan  Penizinan  Brerusaha o sellor
kelautan dan perikanan berupa:

a. pemanfaatan ...
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pemanfaatan  ruang  dari perairan yang  tdak
imemiliki Ferizinan Berussha terkeit pemanfaatan di
laurc;

pemaniaatan pulau-pulau kecil dan pernanlaatan
peraitan i sekitarnya dalam rangka Penaparnan
Mozl Asing  yang  udak  mermliki Perizinan
Berusaha;

pemanfaatan ruang perairan  den sumber daya
pesisic dan pulau-pulan kecil yang tidak memenuhi
Perizinan Beruzaha terkmt pemantaatan o laut yang
clibierikan:

pemaniaatan ruang laut secara menctap di wilayah
perairan Jan wilavah varisdiksi yang tidak scsual
denpan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di
laut;

pemanfaatan reang lauwl secard menetap vang tidak
tnerdliki Perizinan Berusaha terkatt pemanlaatan di
Tant,

wsaba penpolaban ikan vang tdak moemenuhn dan
menerapkan persyaratan  kelayakan  pengodahan
ikan, sislem jarminan motu, dan keamanan hasit
perikanan;

temiliki dan,atau mengnperasikan kapal
penangkap kan berbendera Indonesia untuk
melakukan penanpkapan ikan di WPPNEI danfatay
di laut lepas vang tidak memenuht Pernizinan
Berusates,

mengoperastkan kapal penangkap ikan berbendera
Indoncsia di WPPNRE] vang tidak membawa dokumen
Perizinan Berusaha;

e rilika dan/fatau MenNgoperasikah kapal
penatigkap tkan berbendora asing yang digunakan
urtuk melakubkan penangkapan ikan di 2EE1 1anpa
memiliki Perizinan Benasaha dari Poemerintabh Posal;

mengoaperasikan kapal penangkap ikan berbenders
aging untud melakukan penangkapan ikan di ZEREI
tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha;

membangun, mepgimpor, atan memodifikast kapal
perikanan lnpn persetljuan;
polanggaran  lerhadap  kewajiban menggunakan
nakhoda dan anak buuah kapal herkewdrganegaraan
Indonesia;

m. pelanggaran .
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pelanpgaran ferhadap kewajiban pendaftaran kapal,

n. pelanpgaran terhadap kewajiban melakukan bongkar
muat ikan tangkapan di pelabvuhan perikanan vang
ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunuk;
tlan

. mengimpor komoditas  perikanan dan komoditas
pergaraman  yang  tidak sesual dengan  lempat
pemasukan, jents, waktu pemasukan, dmnfatayg
standar mulu wajib yang ditetapkan,

dikenai sanksi administeatidl.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} terdiri dan atas:

A, peringatan/teguran terlulis;

b paksaah pemeriitah;

. ddenda adnunistratif:

d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/4atau
o, pencablan Permzman Beruzaha,

Jenis sanksi adminiztratl selagaimana dimaksod pada
avat {2] dapat dikenskan secaca Kmulatil atau bertahap,
kecuals polangearan lerlenty) vang sanksi
arlininistratiinya ditentukan  secara limitanf  oleh
peratiran perundang-undangan,

Pengenaan sanksi administratf schagmimans dimaksud
pada  aval (2] menpgedepankan  upaya pembinaan
kepatuhan  Pelakl Usaha di bidang  kelawtan  dan
pcrikanan,

Fawal 318

Sanksi administratif berups peringatan fteguran tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat |2] hurot a
dikenakan dengan ketenmiuan:

a. baru pertama kali melakukan pelangparan,

. belum menimbulkan dampak berapa  kerusakan
danjatau  keragian sumber dava  kelautan  dan
perikanan, danfatau kesclamatan danfarau
kesetatan manusia; dan/fatau

o suelah
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¢. sudah ada dampak vang ditimbulkan namun dapat
chipertmiki dengan mudah.

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada
avatl |1 berisi perintah ok segera mematuhl kewaphban
berusaha alau melaksanakan kegiatan berusaha sewuen
dengan ketocntuan dularn janghks waktu rerrentu yuang
clitecapkan.

Jangka waktuit schagaimana cimaksd pada avat 2]
ditentukan dengan meompertimbangkan kewajaran dan
kermampuan Pelaku Usaha.

Peringatan/eguran tertulis sebagaimana dimaksiocl pada
ayat (1) dapal diberiken paling banvak 2 (dua) kal,

Peringailan/ leguran tertulis sebapaimana dimaksud pada
ayat [1) dapat dilakuban bersamaan dengan paksasn
pemerintah vang  berlujuan  untuk menghenokan

pelanggaran.

Pazal 319

Bankai administratif  berupa  paksaan  pemerintah
sehagsimana dimaksud dalam Pasal 317 ayal (2) huril b
dikenakan  apabila pelanggaran vang  dilakukan
menimbulkan:

a. ancaman  serius  bagn kesehatan  dan/atau
keselamatan manusia dan lingkungan;

b. dampak vang lcbih besar dan lebih fuas baik dar
aspek ckononu. sosial, dan budava jka keglatan
beruzaha tidak sepera dihenlikan; dangatau

. keruglan vang lebih besar bapgl kelestarian sumber
dava ikan dan bngkungannya jika tidek segera
dihentikan.

Jenis sanks adrministratil borapa paksaan pemenotah
sebuapairttana dimaksud pada ayat (1) terdied darn:

a. penghentizn sementara kegiatan,
b, penyepclan;
C.  perutupan lokasi;

pemboengkaran bangunan;

B, petgurangan ...
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€. pengurangan atad pehcabofan aementarta kunta dan
lakas penanglkapat; danfatay

F. tinclakan Tain vang beroguwan unluk menghenlbilian
pelangparan dan tindaksan memulihkan kelestarian
sumber dava,

Jenmis sanksi administratif berups paksaan pemerintah
scbagaimanz dimaksud pada avat {2) dipilih berdazarkan
pertitnbanzan tindakan  vang  paling  tepat  untuk
mencegah  danjfatau menghentikan  dampak  vang
ditinbulkan.

Pasal 330

Sanks admmistratl berupa denda  admineatratil
sebapdimand dimalesod dalam Pasal 317 avat [2) huraf o
dikenakan  terhadap  Pelaku Usaha  yang ndak
melaksanakan teguran/peorinpatan terwalis kedua  kali
atau paksaan pemerintal.

Denda administratif sebagarmana dimaksud pada avat (1}
dapat dikenakan tanpa didahuolul  dengan sanksi
admunistratif lainnya apabila:

a. ditermukan bukno permulaan vang cukup bahwa
Frlaki Usaba dengan sengajd mengabaikan seluruh
keteniuan peravardlan Penzinan Berusahia; alaw

h, pelangegaran yang dilskubkan menimbulkan dampak
kerusakan  dan/atau keruglan sumber  dawa
kclautan dan porikanan dan/atau  kcsclamatan
dan/atau keschatan manusia.

Besaran denda administratil sebaganmana dimeksud
pada avat {1] terdiri dar:

a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang  dari
perairan vang tidak memiliki Perizinan Berusaha
terkait  pemanfaatan  di laut  dikenakan  denda
administratif sebapaimens diarer dalam perataran
pemerintah vang menpgatur mengenai jems dan lant
HIAS JENLS  [rrerimaEn oepdats bukan prjabk yang
berlabu pacda kemepieérian vang menyvelengparakan
urtisan  pemerinighan di bhidang kelautan  dan
[T HTAT;

b. peclanpgaran ..
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pclanggaran  terhadap pemanfaatan  pulau-pulau
kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam
rangka Penanaman Modal Asing vang tidak merulibd
Perizinan Berusaha dikenakan denda administracil
sebesar 3 [lima persen) dikkeli fofal nilai investasi;

pelanggaran lerhacdap pemanfaalan ruang persiran
dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang
tidak mecmenuhl Merizman Berusaha  terkait
pemanfaatan di laur yang diberikan dikenakan
denda administratif sebesar 2 5% [dua koma lima
persen) dikall total nilai investoas,

pelanggaran  erhadap pemaniaatan rdang  laat
secara menelap di wilavah peraitan dan wilayah
viarisdiksr  wvang  Udsk seostlan denpan Perizinan
Bcruzaha terlkbmit pemanfaatan di laut dikcnakan
denda administratif sebesar 2,0% (dua koma lima
perzen) dikall total nilal investas,

pelanggaran  terhadap pemanfaatan mang laat
gecara menetap yang tidak memilikt Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di lawr dikenakan
denca admimstrant sebesar 5% (lima pecsen] dikah
tobal milal investasi;

pelanpgaran terhadap wsaha pengolahan ikan vang
tidak memenuhi dan  mencrapkan  persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan muiu,
dan keamanan hasi perikanan dikenakan denda
administratil sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dikali harga patokan ikan cdikali jurnlab produksd,
prlanggaran lethadap keglatan penangkapan itkan di
WPPNEL danjatauw di lauat fepas  yang  ndak
memenuhi PCrsvaratan [Pcrizinan EBcrusaha
dikenakan denda adnunistratif sebesar  1000%
{sertbu  persen] dikali produktwitas kapal dikali
harga patolkan ikan tertingg dikali vkuran gross
tormnage kapal dikali jumlah harn operasi;
pelanggaran terhadap pEHECpeTasian kapal
penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI
yang tdak membawa dokumen Periginan Berdsaha
dikenakan denda adminislratil sebesar produktivitas
kapal dikall harga palokan ikan tertings dikali
ukuran gross  ftornege keapal dikaln jumlabh han
IETRSI;

I. pelanggaran ..
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pelanpgaran terhadap kepintan memiliki dan/atau
mengoperasikan kapal pepangkap ikan berbendera
azming untuk mclakukan penapgkapan ikan di ZEEI
ianpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemernintah
Pusat dikenakan denda adminiztrati] paling banyak
Rp20 Q00 000 000 00 (dua puluh miliar rapahl;
pelangearan terhadap PENEOPETASIAN kapal
penangkap than berbendera asing di ZEEl vang tidak
membawa dukumen Perizinan Berusaha dikenakan
denda administratl  sebesar  produktivitas  kapal
dikali harga patokan ikan tertinggi dikals ukuran
gross tonrage kapal dikali jumlah hari operasi;
pelanggaran terhadap kegiatan pembangunan kepal
perikanan  tanpa  persetujuan  dikenakan  dencda
administratif sebesar 10% {sepuluh perscn) darl nila
kapal vang sedang atay telah dibangun;

polangparan  terhadap  kepiatan  importast  kapal
perikanan fanpe persetujuan mMenterl  yang
menvelengparakan uruesan pemerintahan di mdang
kelautan dan  pernkansen ¢ikenakan denda
administratf schesar 10% [sepulub persen) dari nilal
kapal yang dilmpor;

pelanggaran terhadap memodilikast kapal perikanan
tanpa persetujuan dikenakan denda admirmsttatif
sebesar 10% {sepulub persen) dar blayva modihlkas
kapal;

pelanpgaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal
dikenakan denda administreatil sebesar 3% {(ima
perseny) dari harga pembangunan atan pembelian
kapal; dan

pelanggaran terhadap keglatan importasi Komoditas
perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak
sesnal dengan tempat pemasukan, Jems, wakin
pemasukan, danfatan standar mutu wajlb yang
diterapkan dikenakan denda admnistranl sebesac
S (ima  pulubh  persen) dikali harga  dasar
komodlilas  vang ditopor dikali jumlah komoditas
yang dirnpor.

Pasal 321

{1] BSanksi administratif berupa pembekuan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat
(21 hurul d dikenakan apabila Pelaku Usaha:

a. tidak L
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A, tdak melaksanakan kewajibannya sampal denpgan
heraktnmya  janghka  wakiu  teguran/ peringatan
lertulis keclua kah; danfalau

b, tidak membayar denda  administratf | yang
dikenakan.,

Fembekuan Perizman Berusaha sebagawnana dumaksud
pada ayat {1] juga dapat dikenakan secara laopsung
apebhila Pelaku Usaha fidak melaksanakan paksaan
pefnerintgh.

Pembekuan Pensinan Brrusaha schagaimana dimalksud
pada zydal (1) dapat digerizl dengan pernintah untak
gegera mematuht kewsgiban Penzinan Berusaha yang
disvaratkan danfatau meclaksanakan perbaikan terhadap
kerusakan dan/atau kerugian yvang ditimbulkan.

Pembeluan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaloand
pada avet (1) dan ayar [2) dikenaken dalam jangks wakly
lerteniy dengan mempertimbangkan kemampusn Pelaka
Usaha  unmuk mermnenuhl kewajibannya dan untuk
membenban eick jera.

Pasal 322

SBankst  admimstranl berupd pencabutan Fornizinan
Berusaha schagaimana dimaksud dalam Pasal 217 avat
2] buruf ¢ dikenakan apabela:

a. =etelah pembekuan Perizinan Berusaha dijatuhkan,
Felaku Usaha retap btidak mementbn persyAaralan
Fetizinati Berugaha, danfatag

k. tidak melaksanakan kewajnban uniuk melaksanalkan
perbalkan terhadap kerasakan dan/artau kerogian
vang ditimbulkan.,

Pencabutan Penzman Berusaha sebagaimana dimaksod
pada ayvat {1] dapat dilaksonakan tanpa terleh dahulu
dikcnakan sanksi adrmuanistratif lain apabila pelanggaran
vang dilakukan menimbulkan dampak yang besar
berupa:

a. ganpguan kesehatan dan/ataw keselamaran mendsia
dan linpkungan,

b. efek luas terhedap aspek ekonomi, sosial, dan

btcdaya; dan/ala

kKerugan yang sigmiikan Bopgl kelestanan sumber

daya 1kan dan lingkungannya.

re

Puagal 323 ...
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Pasal 323

(1] Penpenaan sankst adminmistratf sebxagaimans dimalksnd
dalam Fasal 317 avat (2} dilaksanakan oleh menten vang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
kelautan dan penkanan, gubernur, bupatifwali kotam,
Adminmistrator KEK, atau kepala Badan Penpgusahaan
KPHEPRE sesual kewenangan masing-masing berdasarkan
ketenian perataran perondang-undangan.

(2] HKetentuan mengpenal  lala  cara  pengenaan sanksi
administratif, mekanisme,  jangka waktl,  handing
administratil, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan  menteri vang  menyclenpgarakan wrasan
pemerintahan di bidang kelautan dan penkanan.,

Paragral 2
Sektor Perranian

Pasal 324

Setiap perusshaan  perkebunan vang melakulan  kegiatan
usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaba vang ditetaphkan
berdasarkan hasil analisis Eisiko kepislan wusaha danf=1au
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Keglatan Usaha dikena
sanksl administratif berupa:

a. pernghenten sementara kegiatan,

. pengenaasn denda adminisoratil, dan/atan

iz, paksann Pemeniniah Pusac

Pasal 325

{11 Pcngenaan sanksi administratf sebageimany ditmaksudd
dalam  Pasal 324 dilakulen ocleh menlern  yang
menyelengearakan urusan pemenntahan 4 Bdang
pertanian, gubemur, bupati/wall kota, Admimstrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPEFE sesuwm
kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{2] Penghentian sementara kematan sebagaimana dimaksad
dalarm Pazal 324 hwiuf a dikenai paling lama & {cnam)
tnilam unrak mengajukan permchonan Perizinan
Berusuha dan raenyesuailkan déngan standar
pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor perkebanan.

[3) Dalam
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{3] Dalam hal perusahaan  perkebunan  tdak  dapat
tengajukan permohonan Perizinan  Berusaha  dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanaan  kegiatan
usaha dalam jangka wakiw sehagaimana dimaksud pada
avat [2), dikenai sankst admimistrati] berspa pengenaan
denda administralif sebapdimana dimaksud dalam Pasal
324 hurul b scbesar luas lahan vang diusahakan |per
hektarc) dikali Rpl DOD OG0 00 (zatu juta rapiah).

{4] Dalam hat perusahaan perkebunan tetap tidak dapat
tnenyelesaiban  peomohonan Perizinan  Berussha dan
menyesuaikan dengan standar pelaksanpan Kegiatan
usaha, dikenal sanks berupa paksdan Pemerinlab Pusar
sebagairnans dimaksud dslam Pasal 324 huruf © uantuk
mengcmbalikan lahan  sesual  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 326

Penpenaan  sanksi administratd’ berupa pengenaan denda
adrmindgtratid sebagaitmana dirmaksud dalam Pasal 334 haraf b
ditelapkan olsh mentenn vang menvelengearakan  urasan
pemerinlaban i bidang  perianian dalam beniuk sural
tapihan.

Pasal 327
Setiap peruzahaan perkebunan yang melanggatr Ketentuan
Perizinan  DBerusabe  vang  ditetapkan berdasarkan hasil
anahsis Risika kegialan dsaha, dikens sanks adrmimstratf
berupa
a. pcnghentian scmentara koglatan;
b. pengenaan denda adounistratif; dan/fatag

£,  pencabutan Perizinan Berusaha perkebunan.

FPa=al 328

(1) Pengenazn sanksi administratil sebagaimana dimalksud
dalam  Pazal 327 dilakukan  oleh mentern vang
menyelengrarakan  drusan pemerintaban e bidang
pertanian, guberaour, buparifwall kom, Admindatrator
KEK, aran kepals Badan Penpusahaan KFBPR.

(2] Banbk= ...
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21 Sanks  admimstratif bheripa penghentian sementara
kegiatan schagaimana dimakesod dajam Pasal 327 hanal
a dikenad kepada perusabaen perkebunsn paling lama &
(ertamy bulan untuk menvesuakan deogan  standar
pelaksanaan kegiatan usaha pada subsekicr perkebunan.

|3] Dalam hal perusshaan perkebunan tidak dapat
menyesuaikan  standar  pelaksanaan kegiatan  usaha
Aalam Jangka wakiu sehagrimana dimeksd pada avat
(2), dikenal sanksi sdrmunistratil berupa penpenaan denda
administratl schapaimana dimaksud dalam Pasal 327
hurmif b sebhesar Junss lahan vange diusahaksan (per
hektare] dikall Bp 1 GO0, 000, 0G [satu juta ruplah}.

{4] Dalam hal perusahaan perkebunan tetap tidak dapat

menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan

- Wsaha, dikenal sanksi admimsteatil beruops pencabutan

Persinan Berusaha perkebunan sebagaimana dimaksad
dalam Pazal 327 hurut o,

Fasal 329

Penpenaan sanksi admimstranf berupa denda administratf
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 327 huruf b ditetapkan
oleh menleri vang menyelengparalkan urgsan pemerintzhan di
bidang pertanian dalam bentuk surat tagihan.

Paxal 330

Setiap Pelaku Usaha perkebunan yang melanggar ketentusn
Perizinan  Berusaha Untuk Menunjang  Kegiatan  Usaha,
dikenai sanksi administratif berupea:

a. peringatan tertuliz;

b, penghentian sementara kepiatan; danfaran

¢ pencadbulan Perisman Berusaba,

Fasal 321

Pengenaan sanbsi adrimisiralil sebagaimana dimaksud delam
Pasal 330 dilnkukan oleh menten veng menvelenggaraksan
urusan pemenntahan i bidang  pertanian,  guberour,
bupatt/wah kots, Admimistrator KER, arau kepaia Badan
Pengusahaan KPBPB sesual kewenangan masing-masing dan
berdasarkan ketentoan peraturan perandang-undangan.

Pazal 332 .
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Pasal 332

Penngatan tertulis schagaimuana dimaksud dalam Pasal
330 huml a dikenal terhadap Pelaka Usaha vang
melakukan:

a.

pemasukan benih tanaman perkebunan:

1. yang tidak melaporkan realisasi pemasukan
bermih paahing lama 7 1ajahb Hari lertutung sejak
diterhitkannva sertilkal pelepasan, unigk
Instansl pomerintah, pomerhatt ranaman,. dan
PUTSCOTATIEAD,

2. wvang udak melaporkan realisasi pemasukan
benil paling lama 30 {tiga puluh) Harn terhitung
sejak diterbitkannya sertifikat pelepasan, untuk
Bl usata;

. wane lidak memeouhl standar o mung varietas,
dan/alal

4., wvang rtidak melakubkan pemusnahan 1erhadap
si3a benith sesual dengan keotentuan peraluran
perundang-undangan  di bidang karantuna
tumbuhan;

penpeluaran benih tanaman perkebunan yvang tidak
melaporkan realisasi peongeluaran benth paling lama
7 (wguhl Harl terhurume =ejak diterbathannva
gertifikcat kesehatan,

gcrtifikas] benih tanaman perkebuonsan vang lidak
memenuht standar mutu benih denfatauw Ldak
memiliki dokumen senihkas benih;

impor tembakau yang tidak melaporkan rekapitulas:
realizsasi pating lama 5 (lima] Harn rerhitung sejak
diterbitkannya sertifikat pelepasan; dan

pelepasan varietas tanaman perkebunan vang tidak
melaporkan  peredoran varetas selarna 2 {dua)
Triwiilan bereurur-tarut.

FPorimgpatan werrlis sebagaimana dinakenad pada avat [1)
diberikan kepada Pelakuw Usaha ountuk  menvesuaikan
dengan standar dalam wakio paling lama 7 {Lugyuh) Har.

Pasal 333
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Pasal 333

Apabila dalam janpka waktu schagaimmana dimaksud dalam
Pasal 334 ayat [2), Pclaku Usaha vang melakukan pemasukan
dan peogeluaran benib tanaman  perkebunan, dan anpoc
tembakau tetap tidak memenuhi  standar  pefaksanaan
kegiatan uzaha, dikenai sanks:  adminisicatl  berupa
pencatnitan Peorniminan  Berusaha  sebagaimana  dimaksud
clalarne Prsal 330 harul

Pasal 334

(1] Apabila dalam jangka wakiu =sebapaimana dimaksud
dalarm Pasal 332 avet (2], Pelaku TUsoha dalam
memproduksi benib tanaman perkebunan lelap:

a. tidak mwemidiki dokumen sertibkasi bemh; dan/atau
B tdak memendhi standar mutu,

dikenar sanksi admunistratif berupa ponphontian
senentara kegiatan produkst benih,

(2] Penghentian scmentara scbhagaimana dimaksud pada
avat {1) huraf a dikenal selama 7 {tyuh) Ham dan huraf b
dikenai paling lama 25 [dua pulah lirma) Tari.

(31 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana  dimaksadd
pada aval (2] Pelakw Lisaha dalam memprodulks: benth
lanaman perkebunan etap tidak memenuhl standar,
dikenar sanksr adminustran! berupa pencabutan
Perizinan Berusaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal

330 huruf c.

Pasal 335>

Setiap  Pelabal  Usaba  tanaman  pangEn  vang  melangear
ketentuyan Persman Berusaba pang diletaphan berdasarkan
hasil  amabxis Risiky kegiatan usaha,  dikenal sankst
adrinistralif berupa:

& perningatan tertolis;

Lo dends administrauf;

ii.  pengheniian sementars keglatan usaha;

] pendarikan produk dan peredaran;

ez,  pencabutan Penzinan Berusaha; danfataa
{. peoutupan usaha

Pasal 3365 .
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Pasal 336

Penpenaan sankst adounistratdf schagaimana dimaksud
dalam Pasal 335 dilakukan aolch mentern vang
menvelengrarallen urusan  pemerintahan di dang
perlanian, gubernue, bupatifwals kota, Adiministrator
KEK, arau kepala Radan Penpusahaan KFBPB sesual
kewenangan maesing-masing becdasackan  ketentuan
poraturan perundang-undangan,

Sanksi administratil berupa perinestan secwra lertulis
sebagaimana dimzaksud  dalam  Pasal 235 hurul A
diberikan Lkepada Pelaku Usaha 1 [satu] kall dalam
jangka waktu 1 {satu} tahun untuk menyesualkan
dengan  standar pelaksanaan  kegiatan wuszaha pada
gbsekloT tanaman pangan.

Cralam  hal Pelaku Usaba ddak dapat menvesuaikan
dengan  standar polaksanaan  kegiatan dalam jangla
waktu scbagaimuna dimaksud pada ayar (2, dikenal
sonksi  administratl  berupa dereda administratil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 huoul b untuke

a. =shkala kecil, paling banyak Rp2O00.000.00H 00 [dua
ratus juta rupiahl;

. skala menengah, paling banyak RpS00.300.000,00
(lirma ratus juta rupiah); atau

£.  skala besar, paling banyak Rpl 000000000, 00
{sabu miliar rumah).

Dalam hal Pelaku Usaba tidak dapar menyesdaikcan
denean standar pelaksanaan kegiaran usaha
sebagaimana dimaksud peda ayal (2), dikenar saoksi
admimstratil berupa penghentian sementard  keglatan
LUsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 hurud ¢
paling lama 1 [sata) bulan.

Dalam hal pelanpgaran ketentuan Perizinan Berusaha
menimbylkan Risiko keamanan, kezehatan, keselarmatan,
fdan  lingkungan, Pelaku Usaha  dikenal sanksi
adminisirarii berapa penarikan produk dare peredaran
sehbagaimana dimaksud dalain Pazal 325 burd d,

Sankwi  adrministratil berups pencabukan Perizinan
Bcrusaha sebagsimans dimaksud dalam Pasal 335 bumi
c dilukukan apatila Pelaku ssaba etap tidak dapat
menyesualkan dengan standar  pelaksansan kepiaran
usaha screlah dikenai sanksi adminisiratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] sampal dengan ayal [3)].

17y Pelaku ...
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{71 Pelaku Usaha yang menggunakan lahan hak ulayat tanpa
persetujuan masvarakar hukum adat pemegang hak
ulayat dikenai sanksi admimstratif berupa pencabutan
Ferizinan Berusaha,

{8] Sanksx  adiinisteatid  berupa penutupan usaha
sehagairmana dimaksud  dalam Pasal 335 hoeal F
dilakukan apabids Pelaku  Uzaha Ddak melakuokan
perbaikan  setelah dilakaken  pencabulan Pensinan
Berusaha.,

Pasal 337

Perpenaan sanksi administracl berupa denda administratif
sehupaimana Jdimeksad datam Pasal 336 avat (3 ditetapkan
oleh menlen yang menyelenyparakan urisan pemerintaban di
bidang pertanian dalam bentuk sural aahan.

Pazal 334

{11 Sediap Pelaku Usaha tanaman pangan vang mmelanpggar
ketenttian  Perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Usaha berdasarkan Pengawasan dikenai zanksl
administratil beraps:

a peringatan teroalis;
b. penphentian scmentara keejatan; dany/araw
<. pencabutan Prozinan Berusaha,

(2] Pengenaan sanksi admimstratl] schapaimana dimaksud
pada avar (1} dlakukan cleh mentenn yang
menyelenggarakan  urasan  pemerintahan di bdang
perranian, gubernur, bopatifwali kota, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB =esual
kewenangdan mAsing-myasing  berdasarkan Kefentuan
peraturan perundanp-uncdangan.

Pazal 339

Setiap Pelaku Wsaha hortikultura vang mclanpsar ketentuan
Ferizinan Berusaha yang ditctapkan berdasarkan hasil
atalizis Risiko kepatan usaha, dikenal sankst admimstratif
berupa:

A, permgatan secara tertulis,
L. denda ...
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denda adminisieatil;

penghentian sermentars kegatan,

penankan produk dari peredaran oleh Pelaku 1saha;
pencabutan Pernizinan Berusaha,; dan/atau
penutupan usaha,

Pazal 340

Pengenaan sanksi administratif sebaganmana dimaksud
dalam  Pasal 329 dilskukan  aleh  menteri  vang
menyelenpgarakan  drusan pemerintzhan A bidang
pertanian, pubernur, bupatu/wali kota, Admoanistrator
EEK, atan kepala Badan Pengusabszan EPBPRE sesus
kewenangan masing-roasing  berdasatkan ketentlsn
peraturan perundang-undangan.

Sanks administracil beropa peringatan sccara tertulis
sebapaimana  dimaksud  dalam Pasal 339 hurul a
diberikan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 [tiga) kali
dalam jangksa waktu 2 [clual bulan unbok menyesuaikan
dengan  standar  pelaksanaan kegiatan usaha  pada
subscktor hortikultora.,

Dalam hal Pelaku Usaha ndak dapat menvesilakan
dengan  standar pelaksanaan keplatan dalam jangks
walcll] sebapaimana dimaksud pada ayat (2, dikenal
sanksi  admimstrabl  berupa  denda  administratif
schagamana Jimaksud dalam Pasal 33% hunaf b paling
sedikil sehesar Rp 1. Q0000000 [(satu juta rupiah).
Apabila Peladou Usaha dabam jangka wak 2 {dua) bulan
sejlak pengenaan  denda administranl sehagaimana
dirnaksud pada ayat [3) tidak menyesualkan dengan
standar  pelaksanaan  kegiatan, dikenal sanksi
administratif berupa penghentian scmentara hegialan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 339 huul ¢ paling
lamna 2 [thaal bulan.

Dralam hal pelanggaren ketenloan Perizinan Berusalia
mmenimbgtian Rizsike keamanan, kesehatan, kesclamaran,
dan  lngkutgan,  Pelaku Usaha  dikenad sanks)
adminisiratil berupa penarvikan prodok darn peredaran
stbhagaimana dimaksud dalam Pagal 339 huratf 4.

Sanksi  administealil  berupa  pencaburan Perizinan
Borusaha sebapaimana dimaksadl dalam Pasal 339 huaraf
¢ dilakukan apabila Pelaku Usaha tetap tidek dapat
menyesualkan dengan standar  pelaksanzen kegatan
uzaha dalam jangka wakiu schagaimnans dimeksud peds
avat [&}.

{7] Pclaku ...
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{F] Pelaku Usaha yvang tidak melakukan perbaikan standar
pelaksanaan kegiatan uszha dalam jangka wabktu 1 [salu)
tahun =ejak pencabuan Perizinan Berusaha, dikenas
sanksi admimiscrarl herupa  penutupan usaha
sebapaimana dimaksod dalam Pazal 339 hoaraf |

Pasal 341

Fengenaan sankst administratl berupa dendz admooisteand
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b ditetapkan
oleh menteri yang menvelenggarakan wurusan pemenniahan o
bidang pertanian dalam bentuk surat tagihan,

Pasal 342

(1] Setiap Pefaku Usaha  hortikolture vang  melanggar
ketentuan  Perizinan Berusaha  Untok Menunjang
Kepiatan Berusaha, dikenzi sanksi adminizstratif berupa:

m. preongatan cectulis;
b. penghentian scmentara kepiatan; can/ataul
&, pencabutan Perizinan Berusaha,

{2] Penpgenaan sanks! administraty scbhagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan oleh  menteni yang
mertyelenggarakan  urusan  pemenntahan di bidang
perlanian, pubernur, buapatifwah kota, Admilnistrator
KEEK, atau kepala Badan Penpusahaan KPBPB sesual
denpan ketentuan paraturan perundang-undangan.

HFazal 343

Setiap Pelaku Usaha peternakan dan keschatan hewsn vang
rmelanggar ketentuan Perizinan Berusaha vang ditetapkan
becdasarkan hasil analisis Risike kegiatan usaha, dikenal
sanksi adrministratif berapa:

B, peringatan secara tertulis,;

b, penghentian sementara darl keglatan, produksi,
dlan/atau peredaran,

. penankan olal hewan, pakan, alat dan mesin, atau
predl ke bewan dari pecedaran;

d.  penpensdn denda acteninistoand; dan fatan

¢, poncabutan Perizinan Berusaha,
Pasal 344 ..
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Pazal 344

Pengenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksud
dalaen Pagsal 2432 dilakukan  oteh menteri vang
tmenyclenggarakan  urusan  pemeriniaban di 0 bidang
pertanian, gubcrnur, bupatifwalt kola,  Admimistrator
KEK, atou hkepala Badan Pengusahuaan RPBPE  sewuan
kewenangan masing-masing  berdasarkan heteniuan
petaturan perundang-undangan.

Sanles admipstrat] betupa peringatan sccara kortulis
stbapaimana dirnaksud dalant Pasal 343 huro! a dikcnai
paling bapvak 2 [figa) kali berturot-rurut kepada Pelaku
Usaha dengan jangks waklu muasing-masing paling lama
10 {zcpuluh) Han.

Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menyesdaikan dengan
standar dalam jangka waktu schagaunana dimaksud
pada ayat [2|, dikenal sanksi admimsiraul berups
penghentian sementara dan keplatan,  produaks,
dat fatag peredaran sebagainana dimaksed dalam Pasal
343 huruf b paling lama:

a. & [enam} bulan untik kegiatan usaha; atau
b, 3 (tiga) bulan unluk Perizitan Berusaha lainnva,

agar menyvesuaikan deogan standar pada subsekior
peternakan dan keschatan hewan.

Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menyeslaikan denpgan
standar pelaksanaan dalam janghka waktu sebapaimans
dimaksud pada avat (3}, dikenal sankst admipisoratl
berupa  denda  administratil scbagaimana  dimaksad
thatarn Pasal 343 hural d denpgan besaran untuk kepiatan
usabia;

a. pecternakan, paling sedikit sebesar Rp20.000.000 00
(lima puluh jute tupiah) dan paling hanyak sebesar
Rp 1 G000 0040000, 00 [sepulub miliar tumaly);

b. hijauan pakan ernak, paling  sedikit  sebesar
Rp3 000 000,00 (lima puluh juta mapiah] dan paling
banyak schosar Rpd o0, CO0.GOLO0 [dua cnlier luna
ratus juta rapiah);

€. rumah potong bhewan, paling sedikin sebesar
RpSUU. 000 GO0 00 (lima ratus Juta rapiah)  dan
paling banvak schesar RpS. 000 000,000,000  (lima
muliar rupahl;

d, vctocrniner ...
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4.  vereriner, pabng sedikit sebesar Rp30.C00 000 00
{iima puluh juta rupeah) dan paling banyak sebesar
Rp5 000,000,000, 00 (Lma miliar mmah); dan

¢, ochat hewan, paling sedikil sehesar
REpa00,000 Q00,00 [enam ralus pia eapah) dan
paling banvak sebesar Rpl SO4.000.000H) {saty
miliar delapan ratus juta rapiah).

5] Apabila Pelaku Usaha ictap tidak menyesusikan dengan
standar pelaksanaan, setelah diberikan penngatan
teciulis  dan penghentian sementara darl kegiatan,
precluksi,  danfatay peredaran, danfatau denda
adminisiratil,  dikenai sanksi administratit | berupa
pencabutan schagaimana dimaksod dalam Pasal 343
hurul ¢ Perizinan Beruszha sobmekior pelernakan dan
kezehatan hewan,

Pasal 345

Pengenaany sanksl administratif berupa denda scbhapaimana
dirmaksud dalam Pasal 343 hurnf d ditctapkan olch menten
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertanian dakam bentul sucat tapihat.

Pusual 246
(1} TPelaku Usaha peternaban dan kesehalan hewan:

a. pada Perizinan Berusaha Untuk Menungang
Kegiatan Usaha berupa:

1.  izin pemasukan danjatau pengeluaran bemh
ranaman pakan ternak;

2. izin pemasukan dan/atau pengeluaran bahan
paloan asal tnmbuhaty,

3. win pemasukan dan/ atau pengeluavan pakan,

4. rekamendasi pemasukan danfatau pengeluaran
karkas, deping, jeroan, danfatau olahannya
uniuks pangan:

3. rekomendas pemasibian daging tanpa tulang,

rckomendast  pemasukan dan pengeluaran
produk pangan asal hewan;

7. orekomendas .
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7. rekomendasi pemasukan  dan pengeluaran
produk hewan notipangat,

8. rekomendasi pemasukan danfatan pengceluaran
berub dan fatal tabar ternak;

%, rekomendasi penpeluaran ternak (nonbibet
teroak);

1. izin pemasukan dan/atau pengeluaran baban
pakan asal hewan;

11. rekomendasi pemasukan dan/atau pengeluaran
tuminansia besar,

12, izin  pemasukan  dan  pengeluaran hewan
kesavanpat daty satwa,

13, izin pemaslkan hewan laboratoemn;

14, izin pemasukan danfarau  pengeluaran obat
hewarn;

15, l=in pomasuakan dan/ata pengeluaran
peralatan kesehatan hewan; dan

14, izin pomasukan telur specific phatogen fres,

vang ridak melaporkan realisasi pemasukan
dan/atau pengeiuaran;

pada  Perizinan  Berusaha Untuk  Menunjang
Kegiatan Usaha herupa pendaftaran pakan yang:

1. udek menyampaikan laporan produks dan
peredaran pakarl;

2. mengpunakan hormon sinielis; danfatag

3. mengoedarkan pakan vang wlah halns masa
berlaku nomor pendaltaran,

pada Penzmnan  Berusazha Untuk  Menunpang
Kematan Usaha beorupa pendatitaran obat hewan
vang tidak menjamin obat hewdan vane bercdasr
sesual dengan:

1. =standar keamanan, khasiat, dan mutu;

2. masa berlaku nomer pendaftaran;

3. isiatau kandunpan pada saat pendattaran; dan
4. label dan tanda pada saal pendafizran,

d. pada ...
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d. pada Prrizinan Berusaha Untuk Menunjang
Keglatan Usahs berups pelepasan varietas ranaman
pakan termak vyanp tdak melaporkan  kepiatan
usaha; atay

e.  pada  Periminan  Berusaha  Uniok Menunjong
Kegialan Usaha becapa registrast proiddulk hewsan
vanp  ldak  melaporkan kepiatan usaha  dan
kclavakan produlk hewan,

dikenal sanksi adrunistratif berupa peringatan tertulis.

Sanksi  administratil  berupa  perinpatan terulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberilcan paling
banyak 3 {tiga} kali berturot-tuegt denpan jangka wakto
masing-masing paling tama 14 [mepulub) Han anoak
rmenyesuaikan dengan standar,

Pasal 347

Apabila Pelaku Usaha peternazkan dan kesehatan hewan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) horal a dan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pazal 346 avat
(2] terap tidak menyesuaikan denpgan standarc, dikenai sanksi:

.

b.

{1]

4]

i3]

tidak  diterhitkan Perizinan  Berusabia unmile pericde
benkuloys; danfatau
dicabut Perizinan Berusaha untuk perode begalan,

Fasal 348

Apabila Pelaku Usaha wyang melanggar ketentuan
sebagaimana dinaksud dalarn Pazal 346 ayat (1) huraf b
angka 1 dan anglka 2, serta jangka wakiu sehagaimana
dunaksad  dalmm Pasal 348 ayar (31 terap  (dak
menyestsikan  dengan o slandar,  dikenw sankes
pencabutan Perisinan Beruwsaba antuk periode begalan.

Apabila Pelaku  Usaha vanpg  melsnpgar ketenluaan
sthagnimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) hurut b
angka 2 telap tdak menvesaalkan dengan standar,
dikenal sanks penghentian semontara keglatan produks
sclama 3 (tea)] bulan.

Apabila dalam janpksa waktu sebagaimana dimaksad
pada avat (2] Felaku Usaha tetap tidak menyesuaikan
denpan standar, dikcnal sanksi pencabutan Perizinan
Berusaha untuk periode benzlan.

Pasal 344
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Pagal 545

Apabila Pelaku Usaha yang melanggar  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) hual c
dan jlangka waktu sebagaimmann dimaksud clalam Pasal
3d& avat {2] tetop tidak menyeosualkan dengan stancdar,
dikenai zanksi penarikan obat hewan dar peredararn
selatna 3 (riga) bulan.

Apabila Pelakiy Lisaha sebapaimana dimaksud pada ayat
(1] tetap tdak menyesuaikan dengan standar, dikenai
zanksi pencabutan Penziman Berusaha.

Pasal 350

Apabile Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sehagaimane dimaksud dalam Pasal 24% ayat (1) hunal d
dan Jjangks wakll sebagaimana dimaksad dalam Pasal
346 ayat [2] tetap tidak menyesuaikan dengan standar,
dikenal sanksi penghontian sementara zelamsa 3 (ciga)
bulan.

Apabila Pelakn Usaha scbhagaimans dimaksad pada ayat
(11 tetap tidak menyesualkan dengan standar, dikensd
sanksl pencabiucan Perizinan Berusaha.

Pasal 351

Apabila  Pelaku  Usahe  varne melanggar  ketentuan
zebapaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayar (1) buruf e
dan jangka waktu scbapaimana dimaksud dalam Pasal
346 avat [2) retap ddak menycsuaikan dengan standar,
dikenai sanksi penarikan produk hewsn dan percdaran
selama 1 [saty) bulan.

Apabila Pelaku Usaha sebagaimena dimaksud pada ayat
(1) tetap tidak menyesuaikan dengan standar, dikenai
vanksi pencalmitan Perizinan Berusaha.

Pasal 352

Pelaku Us=saha pada Perizinan  Berusaha  Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha Veterinery Health Certificale
(VHC) pengeluaran bahan pakan asal hewan dan VHC
pengeluaran black soldrar fli:

a. tidak ...
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a. tidak menerapkan zisfem jaminan  mutu dan
keamanahn pakan sesuai dengan pembuatan pakan
vang Taik dan penanganan pakan  vane  baik;
clan S ataw

b, lidak mensampaikan kporan realisasi sesual dengan
VHLC,

dikenai sanksi peringatan tertulis.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat [1],
diberikan  paling banyak 3 [Twgal kali bertura-turot
dengan janeka waklu masinpg-masing paling lams 10
(szpuluh) Han untuk menyesuwakan dengan standar.

Apabils Pelaku Ulsaha scbapaimana dimaksud pada ayat
(1] tetap ndak menyesusikan dengan standar, dikenal
sanksl tidak diterbitkan Perizinan Berusaha wuntuk
perinde berikutnya.

Paxal 3o3

Pelaku Ussha pada Pernizinan Berusaha Untuk
Menunjang Kegiatan Usaha subscktor peternakan dan
kesehatan hewan meliputi:

a. VHC pengeluaran hewan kezayangan dan hewan
taborarariung

VHO penpeluaran samws;
VHC pengeluaran kapsal gel;
VHC pengeluaran telur spectfic phatogen free;

0 oo oo

lZzin pemasukan satwa; dan
l. scrtifikat vetoriner,

vang tidak menvampakan laporan reabszasy dikena
sanksi peringatan secara tertulis.

Peningatan secara tertihs sebapaimana dimalksud pada
ayat {1|, diberikan paling banyak 3 {tigal kall bertumt-
turut dengan jangka waktu tmasing-masing paling lama
14 [sepuluh) Hari untuk menvesuaikan dengan standar.

Apabila Pelaku Usaha sebageimana dimaksued pada ayel
(1} tetap tidak menyesuvaikan dengan standar, dikenal
sanks  tidal  diterbitkan  Penfinan Berusabs unluk
prernocle beridoliove.

Pasal 204 .,
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FPasal 354

Pelaku  lUsahas pada Perizinan Herngaha Untok

Menunjang Kegiatan Usaba sertikal cara peombuatan

obat hewan yanp balk dan serfikat cara pembostan

pakan yang baik vong tidals

a. menjamin pembuatan obat hewan atau pakan =esual
clenpan rara pembuatan yang baik, dan

b, menvampaiken bhasil agdic internal finspeksi,
dikenal sanksi perningslan sccara leriulis,

Ferongatan secara tertuls sehagamana dimakeud pada
avat {1), diberikan paling banvak 3 (tiga) kali bertuwmnat-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
10 jzepuluh} Hari untuek menyesuaikan dengan standar.

Apabila Pelala Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
{11 1evap tlidak menyesuaikan dengan srandar, dikenai
sambks pencatiatan Perzinan Bemasaha,

Pasal 335

FPelaku  Usaha pada Fenzman Bernasaha  Untuk

Menunjang Kegiatan Usaha sertiikat nomor  kontral

veteriner Yang:

4. ditermulsan mrelakiulean penvimpanpan
membahayakan kesehatan kansumen,

b. tidak memenuhl persyvarRtan lekois unil asaha
produk hewan:

r. tidak melakukan kegisntan usaha umit usaha produk
hevan selama & [cnam) bulan berturae-tuarut;

d. memndahkan legiatan unit usaha produk hewan ke
Inkasi lain,

e Aulak mencaniurmkan nomot Kontrol veterines pada
label dan kemasan produk hewan; atan

f. menpguabab ruoang lingkup penis usaha,

dikkenai sanksi peringatan secara tertulis.

Perngatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
dval (1), diberikan prling hanvak 3 [ligal kali ertarut-
turul dengen janglia wakin masing-masing paling larma
10 {sepuluhl Har untuk menyeswaikan dengan slandar,

{3] Apabila ...
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Apabila Pelalkku Usaha sebagaimana dimalisud pada ayat
(1} tetap lidak menvesuaikan dengan standar, dikenal
sanksi pencabhufan Perizinan Berusaha,

Pasal 356

Pelalu Ussha pada Poozinan  Berusaha  Unluk
Menunjang Kegiatan Usaha 1zin pelayanan  Jasa
laboratorium veteriner yang tidak:

4. menyampaikan laporan pelayanan jasa laboratoriam
veterinier; dan fatan

b, memenuh standar pelayansn mirmmal,
dikenz1 sanksl peringatan sccara tertulis,

Peringatan secara tertulis sebagaimans dimaksud pada
avat (1], diberikan paling banwvak 3 (tiga) kali berturut-
turut denpan jangka wakio masing-maszing paling lama
10 [sepulub) Hari untuk menyesuaikan denpgan standar.

Apahila Pelabku Usaha sehagmimana dimaksud pada avat
(1) metap ldak menvesuaikan dengan stanclae, dikenai
sanksi pencabutan Penzinan Berusaha.

Pasal 357

Pelaku Usaha pada Pernzinan Beraszaha Untuk
Menunjang Kepiatan Usaha izin praktik dokter hewan
dan tain pelayanan parmmedil vererinet yang melakukan
polavanan Jasa medik veterner rejak dilenghape i2dn
prakiik dokter howan dan izm pelayanean paramedik
veterniner, dilkeenal sanks perningatan secara ertulis,

Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
avat {1], diberikan paling banvak 3 (tiga) kali berturat-
turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama
13 [sepuluh) Harl untuk menyesuaitkan dengan standar,

Apala Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} tetap tlak menvesuaikan dengan standar, dikenal
sanksi permatupan kegiatan usaha.

Pasal 353 .
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Fazal 358

Bctiap Pelaku Usaha kctahanan pangan vang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegatan
Usaha, dikettai sankst administratil barapa:

B
k.

{1}

(2]

(3]

4]

perirtgalan lerlulis;

penehentian sementara dan kegatan,  produoks,
danfdatau peredaran disertal pembekuan nomor
pondaltaran atau tzin;

pencabutan nomor pendattaran atau 1zin; dan/fatau

pettarikan produk dari peredaran.

Pasal 359

Fengenaan satksi admimstranl sehagaimana dimaloeendgd
dalam  Pasal 328 dikkokan  oleh menten yane
menyelengegarakan  urasan  pemerinliahan di biduang
pertanian, gubernur, bupatifwall kota, Adminmistrator
KEK, atau kepala Badan Penpusahaan KPBPE scsuai
kewenangan masing-masing berdaszarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Banksi administratil  berupa  peringatan  tertulis
sehagaimana dimaksud dalem Pasal 258 hural a dikenai

kepada Pelalal Usaha paling banyak 2 {dua) kah.

Apabila dalam jangka wakiu 30 {tiga puluh) han kalender
terhitung sejak peringatan tertulis diterima Petaku Usaha
tidak menyesualkan dengan standar, dikenan sanksi
admimstraclf  berupa penghentian  =ementara  dar
kegiatan, produkss, dan/atzu peredaran  disertal
pembelkoan nomor pendaftaran atau izie sebagastoana
ditnaksud dalam Pasal 2358 hurmaf b.

Zanksl admimdsteatild  berups pencabafan potmnor
pendafllaran alad an sebepsimana dimabksud dalam
Pasal 358 huruf e dilakulaon apabila:

A,  aetelabh 0 [enam . poluh) har kalander Pelalog Tlsaha
ludaglk menundalldanjub PeTingatan teriulis
sebmgaimana chmaksucl paca aval (2]; atau

. setelab 230 [lga puluh) han kalender Pelaku Usaha
liclalk menindaklanpsti penghentian sementars dan
kegiatan, produksi, danfdatau peredaran discrtai
pembeckuan TIHTLOF prndaitaran atau [FATy)
scbapaimana dimaksud pada az=at (3).

(3] Sanks ..
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Sanksi adminestratif berupa  penanbkan produk dan
peredaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 358 huruf
d dilakukan apabila:

#.  setelah 30 {tiga poluh) hart kalender Pelaku lisaha
Lidalk menind aklanyuti pencabutan [ Lelvslely
pendaflaran atay ixn sebapgaimana dimaksud pada
ayvat (4); atau

b. berdasarkan analisis Risiko keamnanen  pangan,
dan/atan kejadian luar biasa Keamanan pangan.

Penarikan produk dari peredaran schagaimana dimaksucl
pada avat (5] huaruf b dapat dilakukan tanpa didahula
perinEdtan lertilis, penghentian sementara dan kegiatan,
produksi, dun/atau peredacran digercai pembekuan nomor
pendaftaran  atau  lzin, maupun pencabutan nomor
pendafiaran atau fzin.

FPenarikan proeduk dan peredaran sehagaimana chmaksud
paca  ayat {5] huruf b dapat disertal penghentian
semenlata dari kegiatan, produksi. danfatau peredaran
disertai pembeluen atau pencabutan nomer pendaftaran
akau 1z,

Penanikan produk dari peredaran sehagaimane dinaksud
pada avat (5] dilakukan cleh Pelaku Usaha.

Pasal 340

Setiap Pelaku Usaha sarana pertantan  yang melanggar
ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang kegutan
Usaha, dikenai sanksi administratif berupa:

a
k.

L

(1

poringatan terhilles;

penghentian sementars  kegiatan  produks;  danfataa
peredaran;

pencabutan izin; dan
penarkan produk dari peredaran,

FPazal 361

Penpenaan sanksi administratil sebagomans dirmaksud
dalam Pasal 360 dilakukan olch mentenn yane
menyelenggarakan  wrusan  pemermiazhan b bedang
pertaniats berdasarkan kectontuan peraturan perundang-
undanpan.

2] Sanksi ...
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(2) Sanksi  administratif - berupa perimgalan tertulis
sehapmmana  dimaksud dalam Pasal 280 hurul a
chilakokan apabila;

a. setiap orang yang pertama kali  melakukan
pelanggaran dikenal peringatan tertuhs pertama;

b. dalam jangka waktu 30 (tiga puluht Hari setelah
dikenakan peringatan terrulizs pertamma sebagaimana
ditmaksud  pada  huraf s belum diselesaikan
pertnasalabatitiye atay rmelakubkan pelangearan lain,
dikenz penngatan tertulis kedua; dan

c. dalam janghka waktu 3 (tpa pulah) Han =ctelah
dikcnakan peringatan tertulis kedus sebagaimana
dimaksud pada huruf b belum  dizelesaikan
permasalahannya atau melakukan pelanpggaran lam,
dikenai peringaten terrulis keriga.

{3] Peringatan tertulia sebagaimena ditnaksud pada aval [2)
berupa snrat perinpatan yang dikelusrkan oleh menten
vang menyelengparaban urusan pemerintaban di idang
PETLATIIRD-

(4] Sanks adminigtrstif berupa  penghentian sementara
kegiatan  produkst dan/atau  peredaran  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 360 huruf b dikenakan selama
jangka waktu 3 {tipga] butan sampai dengan & {enang
Eulan  untuk  menvesvaikan  dengan standar pada
subsekior SHrana perianisn.

o) Sanksi adraiciustratf heripes pencabualan 1Zin
sehagaimanas dimaksud  dalem Paszal 320 hural ©
dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urasan
pemernmtahan di bidang pertanian,

by Peonankan produk dari peredaran sebagaumnana dimakand
dalam Pasal 360 huruf 4 menjadi tangsung  jawalr
pemegang nomor pendaftaran.

Fazal 362

Ketentuan mengenar  tata cara  pengenaatt sanksi
adrinistraril, mekanise, janghka walkfy, banding
administraril, dan pejabat vang herwenang diatir dengan
peratittaty  Mmentert Yaok  menyelenggarakan LUTUSAD
pemerintahan i Wdang pertanian.

Paragral ...
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Paragral 2

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 3632

setiap Pelaly Lisabia yang berdasarkan hasil Pengawasan
diternukan ketidekscauaian  atan  pelangparan  terhadap
Penzinan  Berasaha di sektor  fingkungan  hidup  dan
kehutanan, dikenal sanks1 administratil berups:

d.

b
.
r
&
i)

(<)

teguran tertulis;

paksaan pemerinrah;

denda administralif;

pembxkuan Perizinan Berusaha; dan/fatan

pencabutan Penzinan Berusahao

Pasal 344

Pengenaan sapkst administratil sebagaimana dimaksud
tlalam  Pasal 363 dilaksanakan coleh menteri vang
menyelénggarakan  urusan  pomerintahan di bodang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernue, bupatifwali
kota,  Administrator  KEK, atau  kepala  Badan
Pengusahaan KPBPE sesnal hewenangan masimg-masing
berdasarkan ketentuan perafuran perundung-undangan.

Menteri yang menvelenpggarakan uruyan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan, subcrnur, atau
bupari fwall kota sebapamana dimaksud pada avat (1)
dapat menugaszkan polisi kehyiznan atau  pojabat
pengawas  lingkuokan hidup dan  kehutanan  sesuai
dengan ketenfilan peraluran perundang-undangan dalam
ratigka rnelakukan Pengawasan.

Faszal 365 ..
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Pasal 365
Ketemtuan  meneensi tats cara pengenaan sanksi
administratf, mekanisme, Jjangka walooa, banding
adrminigtratif, dan pejabat yang berwmenang diatur dengan
peraturan tnenterl yang  menyelenggarakan arusan

permerintabian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Paragral 4
Sektor Enerpgi dan Suember Tava Mineral

Fasal 366

(1] Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bilic tanpa
Perizman Dorusaha, dikenal sanksi admuimstrahlf dengan
tahapan sehagai herikut.

a.  peneghentian wsaha dan/atau keglatan, dan
b,  denda administradd.

(2] Penghentian wusaha danjatan kegiatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurud a dikenakan bersamaan
detgan pakzaan Pomerintah Pusal,

(3} Paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada
aval (2] berypa:
a. pembongkaran sarana dan lasilicas;

b, penoritaan terhadap bareng atau alat vang berpotensi
menimbulkan pelangeacdan;

paksaan badan; danfalau

d.  dndakan lam yang bertumwan unlvk menghentikan
pelanggaran dan tindakan  memubbkan  fungsi
lngkungan hidop.

(4] Dalam tnelakulan paksaan Femerintah Puisar
sebapgaimanra dimaksud pada avat (2] dapat melibmtkan
aparal penegak huku.

(5 Sanksi administradl sebagaimana dimaksud pada ayal
{1] dan ayar i2] dilaksanakan sesuai dengan ketontuan
peraturan perindang-undangan.

Pazal 36T ...
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Pasal 307

Sanksi adrainistratif sebapaimana dhrnaksud dalam Pasal
365 dikenakan sampa dengan  terhitnya  Perizinan
Berusaha kegiatan usaha hilir.

Segala  biava yang timbul atas  pengenaan  =sanks:
admunistratif berupa paksaan Pemerintah Pusat menjads
tangegung jawab badan usaha.

Pasal 168

Eadan usaha vang dikcnat sanksi administratil berupa
peaghentian wusaha danfatauw  kegiatan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 366 avat (1) huruf a, dalam jangksa
waktu 30 (tiga  puluh)  llan wajib mengajukan
perimohanan Peridoan RBerussha sejak penghenlian
uszaha dan/atan kepiatan.

Dralam hal permobonan Perizinan Berusaha sehagaimana
cdimaksud pada ayat (1) tidak diajukan dalam jangka
waktu 20 {upa publuh] Han sciak poenghenbian usaha
dan/atau kegiatan, Pemenntahy Pusat dapat mengenakan
denda admunistratif =ebapaimana dimaksud dalam Pasal
366 ayat [1) humal b

Pasal 369

Drenda sdministratl scbagaimana dimaksud dalam Pasal
368 ayat (2] ditetapkan paling banvak sesbesar
Rp50,.000 000 400,00 (hma puluh mdliar rupialy).

Pengenaan bhesaran denda administanfl sehagaimana
dimaksud pada aval (1) dilaksanskan sesam dengan
ketenruan peraldran perundang-undsanean.

Pasal 370

Jetiap orang Yang melakukan keglatan usaha tanpa Penizinan
Berusaba letnh dan | (satu) kall  dikcnakan denda
Adrmiasiralil sebagaimang dimaksud dalam Pasal 309,

Pasal 371 ...
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Pasal 371

Sctiap orang vang melakokan kegiatan penungang usaha
minvak dan pgas bumi tanpa Penzinan Berusaha Untuk
Menunjang Keplatan Usahe, dikenai sanksd  admimsteatil
berupa:

.
I
.

penghenban wsaha dan fatal Kematan;
denda actrmimasteatd; dan falana
paksdan Pemermiah Pusal

Pasal 372

Femmerintah  Pusatl dapat memberikan sanksi adminssoratif
dalam hal pemegang Perizinan Beruzaha untuk kegiatan
SLIVEl WL

4.

melakukon pelangparan salah satu kewsjihane  yang
rercantam  dalam Peririnan Berusaha  onmuk sarvel

umacn; dan falan

tiduk memenuhi kewajiban danfatau persyaratan vang
ditctapkan berdasarkan ketentuan poraturan perandang-
undangsEn.

Pasal 373

Pernenmlall Pasat dapal membenkan sankst adminstrstif
dulam hal pemegang Penizinan Berusaha kepialan vaaha hihrc

A,

melakukan  pelanggaran salah satu kowapban  yang
tercantum dalam Ferizinan Berusaha keplatan wusaha
hilir; danfatau

tidak memenuhi kewajiban dan/atau persvaratan yang
ditetapkan berdazarkan ketenruan peraruran perundang-
urndangar.

Pasal 274

Bankst adminigiraul sebapaimang dimaksad dalam Pasal 373
berupar

a.
b.
£

teguran torialis;
pernbekuan kegutan usaha; dan
pericabutan Perizinan Berusaha,

Pasal 3753 ...
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FPasal A75

Sanksi adminislratit bemipa teguran tertulis schapaimana
dimaksud dalem Pasal 374 buruf a diberikan paling banyvak 3
{tigal kait, dengan jangka wakml peringatan masing-masing
paling lama 32 [tiga puluh) Han.

Pasal 376

(1) Dalam hal serelah berakhirmnya jangka waktu legltan
tertulizs  sebagairmana dimaksud  dalam Pasal 373,
pemegang  Perzinan  Berusaha  belum  melaksanakan
kewajibannya, ket sanks administratif bompa
pembrkuan  keplatan  usahs  sehagaimana  dimaksud
dalam Pazal 374 hurul b,

(21 Banksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksod pada ayat {1) dikenakan dalam
jangka wekiu paling lama 90 {scmblan puluh) Har.

Pasal 377

Dalarwy hal sampai dengan berakhirnva jangka waktu sankosi
pembekuan kcplatan usaba sebageimana dimaksud dalam
Pasal 376 ayat {2}, pemegang Periginan Berusaha tetap tidak
melaksanakan kewajibannya, menter yang menyelenggarakan
utusan pemerintahan di bidang energi dan sumber dava
mineral mencabut Perzinan Berusaha,

Pasal A7TH

Sepala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikan teguran
tertulis, pembekuan kegiatan  usaha, dan  poncabutan
FPerizinan Berusaha sehagaimana dimaksud dalam Fasal 375,
Pasal 375 dan Pasal 377 menjadi tanpggung jawab badan
usaha.

Pasal 3749

Pemmerintah Pusat dapat memberikan sanksi adminiseeatil
dalam hal pemegang Perizinan Berusahe Hntuk Menunjang
Kepiatan Usahar

a. melakukan ...
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a. melakukan pelanpgaran  saluh saa kewajiban  vang
tercantuim dalam Perizinan Beruziaha lainnya; dan/atan

B.  ridak memenuhi kewajiban danfatau persvaratan yang
diletapkan berdasarkan ketentuan peraturan perunsdang-
undangan.

Pasal 330

{1] Sctiap Pelaku Usaha yang melanggar ketontuan mengsnal
kewajiban, persyaralan,  danjatan standar  pads
subscktor ketenagalisioikan dikenal sanksi administratif
berapa:

a. teguran tertulis;
. pembeluan kegiatan scmentara
. denda; danjatau
d.  peneabutan Perizinan Beirusaha.

(2 Sanks] administeatf sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
ditrtapkan oleh menteri vang menyelengparakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mincral
atau gubcrnur sesuai dengan wilavah kerjanya.

(3] Sanksi administratif berupa reguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul @ diberikan paling banyak
3 [tiga) kali dalam jangka walktu:

a. paling lama 2 [dua) bulan untuk teguran kesaig,

Bb. paling lama 1 (satu} bulan untuk reguran kKeduoa;
dan

c.  paling lama 2 fdua) minggu untuk teguran ketiga,

(4] Sanksi administtall berapa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayal (3] dapac dicabut sewaktu-waktu
apabila Pclaku Usahe memenuhi kewajibannya dalam
nasa penEenaan sanks adminisrratif.

[5} Dalam hal Pelaku Usaha vang telah mendapatkan sanksi
tepuran  tertulis belum atau lidak  melaksanakan
kewajibannya sctelah berakhirmya jangka waktu teguran
ketiga sebagnimana dimaksud pads ayat (3) huerol o,
menteri yang menyclenggarakan urusan pemenntahan d
Lhidang ener@ dan sumber dava minerzal =lau gabernur
vesal dengan witayah kernanya mengenakan  satnlis
adminislrall berupa pembekunan keplatan  sementara
sebagnimana dimaksod pada ayat {1] barut b

i) Dralam

CHOM (NG TA
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Dalam hal Pelalel Usalia yang telah mendapatkan sanksi
pembckuan kepiatan sementara sebagaimana dimaksodd
pada ayat (3 belum  atau  tdak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu paling lama O [coam)
bulan, menteri o yang  nenyelenggarakan urasan
pemerintahan di bidang cnergt Jdan sumber daya mincral
al#iy gubernur  sesual  dengan wilayabh  kerjanva
mengenakan  sankst  administralil | heropa denda
schagaimana dimaksud pada ayat {1] hural ¢ deogan
ridak mengeupurkan pemenuhan kewajiban yang haros
dilakukan oleh Felaku Usaha.

Dalam hal Pelaku WUsabha yeng mendapatkan sanbes
denda schapaimana dimaksud  pada  ayat (©)  lidak
membayar denda  dangatan ddak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waklu paling lama 3 (tigal
Tnifan, menteri  vang < menyvelenggarakan urusan
pemerintabhan di bidang cnergl dan sumber daya mineral
alay  guberntur sesual denpan wilavah  kerjanva
mengenaken sanksi adiministrabif! berupa pencalmwran
Perizinan Berusaha sebapaimana dimaksud pads ayat (1}
hural 4.

Fasal 381

[ralam hal kegiatan usahs yang dilakukan oleh Prlaku
Uezha mengakibathan umbulnya  korban  dang/atau
kerusakan terhadap:

a. keselamatarn,
b, keschalan;
o, lingkungan:
pemanf=atan sumber daya; dan/ atau
o, aspek lainnya,

menterl ydang menyelengearakan urusan pemeriniaban ol
bidang encrgi dun sumber dava muneral atau gubernur
seenal denpan wilayah kerjanya mengenakan sankst
administratif berupa pembelaaan kepiatan  scmontara
atau pencabutan Penzinan Berlisaha.

Aspek lainnya scbagaimana dimehksud pada avat (1)
hural e merapakan aspek kesclamalan ketenagalistokan.

Pasal 382 ...
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Fasal 382

Menteri yang menvelengparakan urusan pemerintahan di
bidang energl dan sumber daya mineral atau gubernur
aesug]l denpan wilavah keranva mencrbitlkan sucat
pembetilahuan pemobayaran untuk pengenaan sanks
adminigtratif  berupa  denda  scbhagaimana  dimaksod
dalam Pasal 380 ayat (1} huruf ¢ yang memuat besaran
sanksi denda yvanyg dikenakan dan tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Bezaran denda schagaimana dimaksud padae ayat (1)

untuk  kepiatan  Perizinan  Berusaha dengan  tingkat

Risiko:

A tendsh, paling tinggl sebesar RBpl. 000 000,000, 00
{saily crobae ruplahy;

b, menengah, paling Unggi sebhesar Rp3 008000 000,00
{tiga miliar rupiahy; alay

o.  tmgpl, paling tnggl scbesar Rpo GHCROO0 OG0 U0
{lima mihar rapah).

Dalam hal kantor porwakilan tidak memenubi kowajiban
heripa kewajiban dan/arau standar, besaran nulan dernda
webagaimana dimaksud pada ayot (1) sebagal bernkul;

a. tidak membentuk kerjs sama operasi dengan badan
usaha jasa penunjang tenaga Listrik dalam negen
berkualifkasi  besar  wvang  memdliki | Perizinan
Berusaha dualam  seuap  kegiatan usaha  jasa
penunjang tenaga lstrik di Indonesia, dikenai denda
sebezar 20% (dua puluh persen) dan semus oida
konrals:

b, tidak soempekerjakan lebih banyak tenaga kera
indonesia daripada tenaga kerja asing, dikenat
denda sehesar 10% [sepuluh persen) darn semua
fitlan kontrak; dan

¢. ddak mencmpatkan warga negara Incdonesa sebagai
peoangpung jawab badan gsaha kanor perwakilan,
dikanal denda sebesar 0% (sepuiuh perseny dari
sctnua nilac kontrak,

Tanggal jatuh tempe yang  lercantum pada surat
pemberitabuan pembayaran untuk pengenaan sanks
admimstratil berupa denda scbagaimana dimaksud pada
avai (1) vaitu 3 ftiga) bulan scjak surat permberilabiva
dirmaksud diterima oleh pelanggar ketentuan,

(3] Sanks ...
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Sanksi adnunistratif  berupa  denda sebagaimana
dimalizud pada ayat (1} merupakan pénerimast negara
bukean pajak atau penernmaan dacrah,

Pemanfaatan penerimaan negara bukan payak alau
penerimaan dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diutamakan untuk kepentingan subscktor
ketenagalistnkan,

Fasal 383

Pernegang  Perizinan  Berusaha  yang  ditetapkan
berdasarkan  hezil  anelisis Fisiko  keglatan  usaha
dan/zalaw Perizinan Bergsaha Unmok Menunjang Kegtatan
Usaha pada sektor mineral dan batubara yang tdak
mcmenuhl kewsjitwan dan/atay  persvaratan Penzinan
Berusaha, dapat diberikan sankst adminstratf oleh
mentert yang menyclenggurakan urusan permerintahan di
hidang enerpi dan sumber dayva mincral sesust dengan
ketenruan peraturan perundang-undangsan

Sanksi administratil sebagmimana dimaksud pada ayal
(1] berapa;

a, perningalan terialis;

k. pcnghentian  sementara sebagian aran selurah
kegiatan Perizinan Berusaha; dan/ alal

¢.  pencabutan Perizinan Berusaha,

SZanhksi  administratil  bocrapa pennpatan lerlalis
selagaimana dimaksud pada ayat (2) buraf & diberikan
paling bhanvek 3 [bga) kali denpgan jangka wakia
peringatan masng-masing 30 [tiga puluh) Hari.

Dalam hal Pelaku Usaha vang felah mendapatkan sanksi
administratil berupa penneatan feriulbs sebapgaimana
dimaksud pada ayvat (3] belum melakuken kewanbannya
sampai dengan berakhirnye sanksi administratil berupa
peringatan  tertulis yang  ketiga,  dikenal  sanksi
administratil berupa penghentian sementara sebagian
arau seluruh kegiatan schapgaimana dimaksid pada ayar
(2} hural b.

(5) Daltm ...
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{5) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sanks
administratif berupa petghentian sementara sebagian
atau seluruh kepiatan sebagaimana dimaksud pada avat
(2] huml b, belum melakulfan kewanbannva  sathpa
dengan berabhimya janeka waktn pembenan sanlks
admimislralil berupa penghenlbdan semenlars sehaglan
atou  scluruh  kepiatan, diken=ma sanks: admimistratif
bkcrupa pecncabuatan Penzinan Beorusaha schagmimana
dimaksud pada ayat {2] humf c.

Pasal 384

Betiap Pelaku Usaha vaop melakukan  kegiatan  usaha
pergnsahasn panas bumi unmlk pemaniaatan langsung yang
melangear kelentuan mengensl keselamalan dan keschatan
kerpa,  perlindunpan dan pengelelaan hnpkungen  bedap,
danfatau  prjak dan  retnibust dacrah dikenal  sanks:
administranl berupa;

a.  peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seloruh kemlatan usaha

pengusahaan panas bumi untuk pemanfaaan langsung,
dan/atau

¢ pencabuten Penizican Bepgsaha.

Pasal 285

{1] Sanksi  admnistratl berupe permgatan tertubs
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 384 humaf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kall dalam jangka walktu:
a.  paking lama 1 [sat) bulan untuk peringatan terwabis

leesatug;

b. paling lama 1 [satu] bulan uniul peringatan tertulia
kedua; dan

c. palinmg lama 1 {satg) mioggu woluk  penogalan
tertulis ketiga.

(2] Dalam hal Pelaky Usaba vang melakuban kegiatan Usahs
pengusshaan panas ham untuk pernanfaatan Jangsung
belum memenuhl kewajiban pajak daerah dan retribust
dacrah, menten  yang menyclenggarakan  urasan
pecmorintahan di idang enerpl dan sumber daya mincral,
gubernur, artau bupatifwali kota memberikan sanksi
penngsian tortulis pertama scbogaimana dimaksud pada
avat |1} huraf a.

(3] Dalam
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Dalam hal Pelaikct WUssha belum memenubn kewajiban
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dalam jangka
wakiy 30 {bga  puluhj Heari, menlerl wEnE
menyelengparaltan urusan pemerineahan di bidang encrgl
dan sumber dava muneral, gubcrour, atau bupati/wali
ket memberikan  sanksi peringatan  tertulis kedua
vebapuimana dimaksugd pada ayse {1] haruf B

Dralam hal Pelaku Usaha belum memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dalam janpgka
wakiu 30 {tiga puiluhyj Harl, mentern  wvang
menyelengearakan urusan pemennizhan di bidang energ
dan sumber dava nuneral, gubernur, atan bupat/wali
kata  memberikan sanksi peringatan tertudis ketiga
zebrapatnana dimakesud pada avat {11 huf e

Dalam hal Pelaku Usaha belum memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pads zyval (4] dalam  janghka
vaktu 30 [tige  puluhj) Han, mentert  yang
menyelengparakan urusan pemerintahen di bidang energ
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupatfwali
kota memberikan sanksi penghentian sementara seluruh
kegialan  usshe  pengusahaan panas  bumn untuk
pemanfzsatan lanpsung  sebagaimana dimaksod  dalam
Pasal 384 hurui b,

Dalam hal Felaku Usaha welah memenubn kewajiban
sebagamana dimaksud pada avat [5) menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang cnerg
dan sumber dava mineral, gubernur, atau bupati/wal
kata mencabut sankst penpghentian zementara kegiatan
usigha  dan membolehkan Pelaku Usaha untuk
melanjutkan kegialan usaba pengusahaan peanas baimd
untuk pemaniaatan langsung,

Praun] 386

Sanksr administratd berupa penghenlian  semenlars
terhadap seluruh kematan pengasahaan panas hume
untuk pemanfaatan langsung scbagaimana dimalesud
dalarm Pazal 3849 huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha
tidak melakukan kewnjiban pengendalian pencemaran
dan/atau keruzakan lingkungan hidup.

(21 Dalam ...
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Dalam hal Peolaku Usaha tidak dapat  memenubs
kewsjibannva scbagamimana dimaksud pada awst (1)
dalam janglka wakmr 30 [tiga puluh) Har, menten yang
menyelenggarakan urasan pemerintahan di bidang cnerpl
dan sumber daye mdneral, pabernur atau bopatifwall
kota memberikan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha
schapaimana dimalksud dalam Pasal 384 horuf o

Dalam hal Pelaku Usaha dapal memenuhi kewajibanoys
zebagaimana dimaksud pada ayat {1} dalam  jangka
wakitn 30 (uga  puluh) Harl, MECTtCTL YHmE
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energl
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wah
kota  mencabut sanksi penghentian sementara
sebapaimanyg dimaksud pada ayvac (1) dan membolebkan
Pelaku saha untuk melanjutkan  kepiatan usaha
pengusahaan panas bumi untuk pemanisatan langsung.

Pasal 387

Ketentuan dalarn Pasal 2584, Pasal 285, den Pasal 386 berlaku

Juga bapl Provinsi Dacrah  [slimews Yopyralearta, Provins

Daerah Khusus Ibu Kota Jakaria, Prowvins: Aceh, Provins
Fapua, dan Frevins: Papua Barat, separgang dak dator
secara khusus dalam peraturan pernundang-undanegan  yang
rmengalur mengenal ketstimewaan dan kekhususan daerah
lersebuat,

(1]

(<]

Haszal 358

Menteri yang menyelenggarakan unisan pemenntaban di
dang energl dan sumber daya mineral mengenakan
sanksi  administeatil kepada  pemepgang Penzinan
Berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar
nahbat [(Brofus) sebapa hahan balear lam.

Sanksi adminiasteatil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1] herupa:

a4,  peringalan teriulis;

b, penghenlian sementaca terhadap kegiatan usaha
niaga bahan bakar naball (biofuel]l sehagen bahan
bakar liin; dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3] Pecnnpatan ...
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Peringatan tertulis scbhagamana dimaksud pada ayat (2)
huraf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan
jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling
lama 1 [satu) bulan.

Dadam hal Pelaku Usaha yvang telah mendapatkan sanks
peringatan tertulis sehagmimana dimaksod pada avat (3)
belum melakssnakan kewajibannya,  mentsri vang
menyclengearakan urusan pemennilahan i bidang enerpi
dan  sumber  dava  mineral  mengenakan sanks
admirusiratl berapa penghentian SEITIETIHTA
sehagaimana dimaksod pada avat {2] huruf b dalam
Jengka wakry 80 (enam pulub) Hart untuak:

a,  memperbaiki atas pelanggaran; atan
b, memenuhl parspearatan,

Dalam  hal Pelaka Usaha tdak melakukan upava
perbatkan atas pelanggaran ala pemernuhan
persyaratan dalam jangka waktu 60 {fenam pualubl] Har
sebapaimana dumaksud pada ayat (4), menten yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di lidang energ
dan  sumber dava mineral  memberikan sanks
admipistratl berupa pencabutan  Perizinan Berusaha
sehagaimana dimaksudl pada avar 2) humaf o

Kowenallgan menterl yang menyelenggaradan  urasan
pemenintahan di lidang enere) dan sumber daya mineral
dalam membenkan sanksl admimisiralil sebagaimana
dimalaud pada ayar (1) sampal dengan  ayat  [3)
dilaksanakan sespal  denpan  ketomtuan peraluran
perundang-undangan.

Paszal 3BY

Segala kerugian wvang timbul] akibat diberikannya sanksi
administratil  sebageitnana  dimaksud  dalarm Pasal 388
menjadi beban Pelaky Usaha vang hersangiucan.

Pasal 390 ...
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Pasal 390
Ketentuan  mcngcnal tata cara pengenaan sanksi
achiministratif, mekanisme,  janeka waklu, Landing
acddministratit, dan pejabat vang beraenang chatlr dengan
peraturan menteri . yang  menvelenpggarakan urusan

pemerinlaban di bidang energi dan suimber daya mineral.

Paragral 5
sektor Ketendpanuaklican

Masal 391

(1] HKepala lembaga vang menvelenggarakan  urusan
petmerintahan di bidang penpawasan ketenaganuklhiran
subsektor pemanfaatan sumber  radiasi pengion
menjaflikkan  sanksi administratif kepada peomegsng
Perizinan  Beruseha apabila ditemukan  pelanggaran
terhadap keleniuan Perizinan Berusaha,

(2} Sanksi administralil sebagaimana dimaksud pada avat
(1) bcrupa:

AL peringatan tertulis;
B pembeluan Penzinan Berusaha; danfatal
¢, peticabutan Perizinan Berusaha,

(3 SBanksi administradl sebapaimana dimaksud pada ayal
{2] dapat diberikan secara bertahap.

(41 Dalam bial terdapat kondist yang  berpotensi
menvebabkan  tergadinya kecelakaan, kepala lembapa
vanp menyelenpgarakar urusan pemerintahan di bidang
pengawasan ketenaganukliran dapal menjetubkan sanksi
administratif berupa pembekian danfaten pencabutan
Ferizinan Berusaha,

Pasal 102

i1 Hepalx lembaga vang menvelenggarakan wrasan
pemerintahan di bidang pecgawasan ketenaganukliran
menjatuhkan sankul adminisiratid kepada pemepang
Ferizinan Berusahs subseklor instalasi nuklit dan baban
nuklr  apabila  ditemukan pelappgaran terhadap
keterntuan Pocrizinan Berusaha.

[2] SanksEl L
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Banksi administratid scbagaimmana dimabsud pada avat
(1} berupa:

a.  peringatan tertulis;

. lenvla administratil;

c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan, atau
d. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasnl 393

Pemcgang Ferizinan Berusaha yang melanggar Kerentuan
Ferizinan Berusaha suhsektor instalasi maklie dan bahan
nuklir, dikenakan perinpgatan tertulis sebanvak 3 {Gga)
kali.

Pemegang Perizinan Berusaha wajlb menindakbangiilt
peringalan lertulis dalam jangka waktu paling lama 10
[sepulub)] Har terhitong sejal angeal dilctapkannya
peringatan leridhs.

Apabila pemegang Perizinan DBerusesha tidak mematuhi
peringatan tertulis sebaganmana dirnaksd pada avat (2],
kepala lembaga sang menyelengparskan ucosan
petnerintahan di bidang pooeawasan hetenapanubkdiran
metmbekulan Ferizinan Berusaha konsiriaks,
komisioning, operas instalast nukblic, atau pemanfaatan
batiart nukliz.

Pemeygang  Perizinan  Berusaha wajib mengheniikan
sementara  kepialan  konstruksi, komisionng, operasi
instalasi nuklir, atau pemanfaatan bahan  nuoklrs
terhitung scjak duwctapkannya kKepulusan  pembwekoan
Perizinan Berusaha.

Pembekuan Penzinan Boirusaha berlakw sampal dongsn
dipenuhinya ketentuan FPerizman Berusaba konsirukes,
karmisiomingg, operas] nstalast nukhr, atau pemanfaatan
Lahan ouklir.

Apalila pemeganp  Perizinan  Beorusaha  memenul
ketenfugn Perizinan Berusaha, kepala lembaga yang
menyelengearpkan  wrusan pemerintahan di bidang
progawasan ketenaganulkliran menerbitkan keputasan
pemberlakuan kembali Pericinan Berusaha konstraksl,
komisioning, operasi instalasi ouklie, amu pemanfaatan
baban nuklit yang debekiikan.

[T} Apabila _..
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Apabila  selama  pembekuan Perizinan Beruzaha,
permegang Perizinan Berusaha tidalt memenuahi ketentuan
Pervizinan Berusaha dan tetap melaksanakan kegiatan
konstruks, komisioning, operas nstalas) bkt atau
pemanfaatan  behan nuklic, kepata  lembaga  vang
menyvelengearakan urusan  pemerintihan di bidang
pengawasan ketenapanukliran  mencabut  Penzinan
Berusaha.

Pasgapl 2704

Apabila dalam wakiu & [defapan) bulan seak Perpanan
Berusaha dekomisioning  instalast nuklic  ditecbitkan,
pemegany  Periziman Berusaha  lidak melaksanakan
dan/atan mclaksanakan tdak  scsual program
dekomizioning reaktor nwuklitr danjfatau program
dekomizioning lostalasy Nuklir Non Reaktor [([NNE).
kepala  lembapa vang menyelenggarakan urasan
permerintabian o1 hidang penpawasan ketenagatukliran
membenkan peringatan teriubis perlama.

Apabila dalam waktu 8 [delapan) bulan  setelah
peringalan terlulis perlama pemegany Penzioan
Berusaha  tetap fidak melaksanakan  dan/atau
melakzanakan tidak seswal program  dekomisioning
instalasi nuklir, kepala fembaga yang menyelenpgarakan
LA g kT 1y pEmerintahan oy hidang pengawasan
keleraganikliran memberikan peringatan (eriulis kedua,

Apabiala dalam wakiu 2 fdus) tahun pernegang Porcanan
Bcrusaha  tetap bodak melakeanakan tdan/alau
mclaksanakan tidak scsuql program dekomisioning
instalasl nukbr, kepala lembags yang menyclenggarakan
urisan pemcrintahan di bidang PCIESWASAN
ketenaganukliran  menghentikan sementara  kegiatan
dekomisioning instalaz  nuklir pemegang  Perizinan
EBcrusaha.

Dalam hal selama penghentian sementara sebapaimana
dimaksud pada ayal {3) pemegang Perizinan Berusaha
eidalk rmemenubi anpgung jawab atas pengelolaan realiror
puklic, babian nuklir, imbab radicakif, dan pelaksanaan
delatnisioning sgsuak dengan ketentuan  peraturan
perkrdang-uodanpgan dikenakan  denda admitgstratcl
paling  lLnggt 23 (e polub persen) dan dans
pelaksanaan dekomisinmins.

(5] Dalam ...
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[3] Dalam hal sclama penghentian sementara scbhagnimana
dirmaksin] pada ayat [(3) pemegang Perizinan Berusaha
tidak memenuhi tangpung jawab atas pengelolaan INNE,
bahan nuklir, limbah radicakff, dan pelakzanaan
dekomisioning INNR sesoai dengan Kerentuan peraruran
perundang-unduangan, dikenakan denda  adminiscratil
paling tingg 50% (bma puluh  persen) dar dana
pelaksanaan dekomisioning INNE.

Pasal 345

Kepata lemhaga Vargy menvelengparakan LTUSHN
pemenntahan  oi bidang  pengawasan  ketenaganukliran
mencabut Perizinan Berusaha  komiswoning atau Penzinan
Berusaha operast instalasi nupklir apabila terjadi kecelakaan
vang menvebabkan reaktor nukbr atag INKR waph dilakukan
delkonnsioning atau dekomisioning INNE.

Pazal 396

Dalarmm hal pencabutan Penizinan Berusaha scbagaimana
dimakstid dalam Pasal 395, pemegang Periziman Berusaha
terap bertangming jawaly atas penpgelelaan instalasy nukbr,
bahan nuklir, dan Lmbah radivakiil sesoai dengan ketentuan
peraturan  perandang-Undangan o bedang pengawasan
kctenaganukliran.

Pazal 397

(1) Kepala lembapa vang menyclengearakan  Urdsan
permerntaban di bidang pengawasan ketenapanukliran
berwenang menjatubkan sanksi admimistratil  kepada
pemegang Perizinan Berusaha subsekior pertambangan
babhan galian nuklir vaog melanggar ketentoan Perizinan
Berusaha herdasarkan Peraturan Pemerintah ind.

(21 Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1] berupa;

4.  peoringatan tertudis;

b. dcnda administratif;

c.  prembeckuan Pernizinan Berusahs, dan/alaw
d.  pencabutan Perizinan Berusaha,

Basal 3958 .
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Fasal 398

Pemepang Perizinan Berusaha yang melanggar kelentlan
sulisektor pertambangan bahan palizan nuklic dikenai
spnksi berupa peringatan tertulis.

Peringgean terfulis sebagarmana dimaksud pada ayal (1)
dikenal selmanyak 3 (bpa) kali dengan jangka waktu
masine-mdsing [0 {sepuahoh) Tari.

Apabila jangka wakin wiah terlampaui dan pemegang
Perizinan Berusaha tidak memeiubi peringatan certulis
sebagaimana dimaksud pada ayal (2], kepala lembaga
vang nenyelenggarakan urusan pemerinishan i hidang
petgawasan  ketenaganukliran membekukan Pernizinan
Ferusab.

Pemuepany  Perisinan  Berusahs wajib  menphentikan
semontar:  kegiatan pertembangannva  terlutung sejak
ditctapkannym kepurysan pembekuan Perizinan
Berusahs.

Pemeogang Ferizinan Berusaha wajib memperbaiki dan
menindakianjuti  pembekuan Periginan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat [4} paling lama 6
fenam) bulan terhitung scjak dietapkannys kepulusan
pembekuan Perizinan Berusaha.

Dulam hal pemegang Perizinan Heruszaha memenuhi
ketontuan schagaimena dimaksud pada ayat (5, kepala
lembags vany menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan ketenapanukliran menerbitkan
keputusan pemberlakuan kembrali Porizinan Berusaha.

Apabila sclama jangka wakiu pembekuzan Perizioat
Berusaha pemepang Porizinan Berusaha tidabk memenubi
ketentuan sebopaimana dimaksud pada avat (5 dan
tetap melakukan kegiatan pertambangan bahan galian
nuklir, kepala lembaga yvang menvelenegarakan Urosan
pemerintahan di bidang poengawasan ketenapanliklirao
mencabar Perizinan Berusaha.

Fazal 3549 ..,
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Fasal 399

Dalam hal terdapat pembekilan Pernizinan  Berusaha
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat [(4) dan
pencatian Perizinan Beruzaha schagaimana dimaksued
galarm Pasal 398 ayat (7)., atau pelaksanaan kegialan
dekomisioning, pemegang Penzinan  Berusaha  totup
berranegune  jawab  @les pengelolaan pertambangan
bahan gabian miklir dap/atao limbah radicaktf sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika pemegang Perizinan  Berusaha  fidek memenuhi
rangpung |awab sebagaumans dimaksued pada avat [1),
dikenal denda administratif paling tingg 50% {lima puluh
persen) dari dana jaminan pelaksanaan dekomisioning,

Pasal 400
Dalam  hal  terjadi kecelakaan  selama kegiatan
pcrtambangan bahan galian nuklir, kepela lembaga vang
menvelenpgarakan  urusan  pemerinfahan di bidang
penpawasan ketcnaganukliran dapar langsung mencabu
Perizinan Berusaha,

Dalam hal reriadi pencabutan Perizinan Berusahs karena
kecelakaan sebapaimana  dimaksud padaz  ayar ().
pemegane Perizinan Berusaha tetap bertanggung jawah
alas peogelolaan pertambangan, baban galian nukhr, dan
limbah redicakul sesgal dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fasal 401

Dalany hal rterdapar pembekusn Perizinan  Berusaba
sebagaimmana dimaksud dalam Pasal 398 ayal (4) dan
pencalutan Perizinan Berusaha schagaimana dimaksudd
dalamm Pasal 398 pvat (7] atau pelaksanoan kKeplalan
reklamasi  dan  pascatambong, pomegang Penzinan
Berusaha tetap bertanggung jawab atas pengelolaan
pertambangan, bahan palian nukbr, dan/atau hmbah
radicaknd Resual derigan ketentuan poraturan
perundang-urelangan.

12| Jika ..
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2] Jika pemegang Perizinan  Berusaba tidak  memenubi
lEngwung jawab sebagaimana dimalosld pacda avat (1],
dikenan denda adminigtraifl paling tinggl 50% [lima pulih
perzen) dan dana jaminan pelakssnaan reklamast dan
pascatambang.

(3] Ketentuan lebilh lanput mengenal tata carn pongonaan
sanksi administratlf diatur dalamm  peratcran kepala
lembaga vang menvelenpggarakan urusan pemerintahan di
Lidang pengawasan ketenagangklivan.

Poaanl 202

(1} Kepala Ilembaga yang meonvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawosan ketenaganukliran
menjatuhkan  sanksi adrunistratif kepada pemegang
Perizinan Berusaha subsektor kegiatan pendukung
apabila  ditemukan  pelangparant  terhadap  ketentuan
Perizinan Berusaha.

[2} Sanks) admmstralf sebagaimana dimabeud pacda ayat
(1} berapa;

a. prringatan tertulis;

b. dcnda admmistratd;

. pembekuan Perizinan HBerusaha; dan/atau
d pencaburan Perizinan Berusaha.

Pasal 403
Fetontuan mengensdal tata ©Erd penwendan sanksi
admimsrratil, meKAnisme, Jangla walklu, banding

admumistratif, dan pcjabat yang berwcnang dialer dengan
peraturan kepala lembaga yang menyclengearaksst urusan
pemerintaban di bidang pengawasan ketenaganuklivan.

Paragral b
Scktor Perindustrian

Fasgal 404

{11  Setigp Pelaku Llzaha di scktor penndustnan yvang tidak
melabkukan kepiatan usaha industn sclama jangka waktu
3 itiga) tahun berturuc-turut diberikan peningatan tertulis
sebanyak 2 [dua} kali dengan jangka waktu masing-
masing | {zatu} tahun.

{2] Dalam ...
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Lalam  hal Petaku Usaha di sektor  perindusiean
sebagaimana dimaksud  pada  avar (1) vang  elahb
diberikan peringatan terfulis sebanyak Z [chiat kali dan
ticlak  melakukan  kegiatan  usaha  industrd, maka
Fonzinan Berusaha dicabuat dan dinvatakan tidak berlaku
oleh menten vang  mcnyelenggarakan UTLISan
pemcerintalian di bdang  pemindustrian, gubernur,
bupatl/wall kota, Administrator KEK, atau kepala Badan
Fengusahaan KPBPE sesual Kewenangan masing-masing
berdazarkan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Pasal 405

seliap Pelaku Usaha di scktor penindustrian vang tidak
memiliki Perizinan Berusaha industri dikenal sanksi
administratif berupa:

a. penngatan tertalis,
L. denda administeatil, danf atay
C. pPENULUpan Setnepnlara.

Setiap Pelaku UWsaha o sekior pernindusirian vang rdak
berlnbas ol kawasan industn dan/ataa Pelsku Usaha di
sektor perindustrian yang  dikecuahkan  yang  tidak
berlokast di kawasan peruntuakan industri dikenar sanksi
administratif bernpa:

a. peringakan tertulis;

li.  denda admintstratif;

o PENITAPAD SEereT ey,

d. pembekuan Penzinan Berusaha; danfatao
e, pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap Pelaku Usaha di sekror perindustrian yang tidak
memenuhl  ketentuan  sebapaimana  dumaksud  dalam
Pasal 67 dikcnal sankst adomnistratif berapa:

d. perinpatan ceriulis;
denda admunistratif:
penutupan sementata;

pembekuat Perizitan Berusabe; dan atau

PR n oo

pencabutan Perizinan Berygaaha.

(4] Pengenaan ...



Gk Mo ias A

(4]

PRESICEM
REPUBLIK INDOMESIA

2249

Pengenaan  sanksi adeninisteatif berupa pencabutan
Perizinan Berusaha selbsgaimana dimaksod pada avat [2)
hurul = dapal lapgsung dikenakan sepanjang datar
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 406

Peningatan toertulis scbapaimana dimaksud dalam Pasal 405
ayat (1] horal a, ayat (2) harof a, dan avat (3) hural a
diberlan paling banyak 3 (tiga] kall berturui-turut dengan
jangka waktu masing-masing 30 [tipa puluh) Hari.

(1)

()

[-4]

(4]

(L

(£}

Faszal 107

Pelalktn Usaha o sekoor  perindustmian yang  telah
dikenakan sanks adraristratifl berupa peringatan rermalis
dan tidak melabkukan perbaikan daelam janpgks wakin
schagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dilenar sanlkse
administratif berupa denda admimistratil,

Denda admintstratif sebagaimana dimaksud pada avat [1)
dilrerikan paling banvak 1% [satu persen] dari nuai
investasi.

Nilai imvestasi sebapaimans dimaksud pada avat (2}
untuk kawassan indusin berdasarkan has] aucit lemmbmps
independen,

Pembayaran denda admintstratif sebapaimana dimakyud
pada ayat (1) dilakukan pahng lama 30 [ttga puluh) Han
sgjak surat pengenaan denda administratlf ditenma.

Pasal 408

Pelaky Usaba v sektor penodustnean pang tidak
memenuhl  kewgjihannys dan tdek membmar dencda
dgdminigiralil  dalarm janpka wakn sebagaimans
dimalkisud  dulam Pasal 407 ayar (4] dikenar  sanlosi
admimisiraiil berupa penulupan semenlaca.

Dalam hat Pelaku Usaha i sekior peomdusinan telab
membayar denda administrabf tetapl dalam jangka walktu
30 topa puluh) Han scek  tangeal batas  wakrn
pembavaran denda adminisiratif tudak memenu
lewajibannva dikenal sankst  admmistracdl  berupa
pEMUtupa Senentara.

(3} Sanksi ...
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[3] Sanksi admintstratif borupa  penutupan setmentara
sebagaimana dimaksud pada avat {1) dan ayat (2 bagi:

a.  Pelaku Usaha i osekror periondusirian yang tidak
memiliki  Petizinan Barisaha  dikenakan sampai
genpan penlsahaan vang bersanpkutan memporoich
Perizinan  Berusaha sesusal  dengan ketontuan
Peraluran perundang-undangan;

b Ielaku Usaha di sekitor perindustman vang tdak
berlokasi di kawaszan industri, Pelaltn Usaha  di
sekror perindusthian vang dikecualikan yaog tidak
Lerlokast di kawasan  peruniukan industri, dan
Felakuy Usaha i sektor penmuelustoian sang tdak
rmemenilbn kelenluan sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 67 dikenakan untuk jangka wakto paling lama
A0 {uga puluh| Han scjak ranggal surat penutupan
scmentara ditcrima.

Pasafl 400

(11 Dalam hal sejak langeal berakhimya sanksi administraaf
hernpa pemliupan semenlard sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4082 ayat [3) hural b Pelaku Ussha d1 sektor
porindustrian tidak memenuhl kewajibannya danfatag
ndak membavar denda administratif dikenal sanksi
administratil berupa pembekuan Perizinan Berusaha.

(2} Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimang ditnalkosud
pada avat (1} kerlaly paling lama 3 (uga] bulan scak
rarpeal datertnrlan slral penetapan pembekuan,

Pagal 4 10

Pelaku Usaha di sektor perindusirian veng felah memenuhi
kewajibannva dan membayar denda  admimistranf  dalam
janpgka wakiu sebagsimansg dimaksod dalam Pasal 409 ayat
2] dapel  mengajukan  permobonan pomulihan status
pembekuan Perveinan Berusaha.

Pasal 411

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanpgal
berakhirnys sanksi administratil beropa pembekuan Pensiman
Berusaha scbagaimana dimaksoud dalam Pasal 409 aval [2)
tidak memenuhi lkewajibannya danfatan tidak membayar
denda  adinistratil  dikenai sankst administralil berupa
pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 412 __.
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Pasal 412

Fengenaan sanksi administratiy sckror permdustnsn
dilaksanakan oleh mentenn vang menvelenggarakan
Urusan permerintaban b bidang perindustrizn, gubernor,
Eaipari fwali kora, Administrator KERK, atau kepala Badan
Fengusahaan KPEFB sesuqi dengan Ketenruan peraturan
perundang-undangan.,

Ketentuan  Mengenal thtd  oald penpenddn sdoks
admimsrratil, mekanisme, jangka waktu, banding
administracif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
perailiran menteri vang menyelenggarakan  urussn
pemerintahan di bidang perindustnan,

Paragrul 7
Scktor Perdaganean

Fasgal 413

Betiap Pelaky Usaha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditermtkan kelidaksesoaian ataa pelanggaran terhadap
Fericinan  Berusaba Ji sekror perdegangan, dikenai
sankal administrat] berupa;

a.  tocpuran tertulis;

b. penarikan barang dan distribusi;

c. penghentian sementara keglatan usaha;

d.  penortupan gudang,

£, dderda administeatil; danfartau

. procabulan Perniginan Berasaha.

Pengenasan sdankst admimistran! sebagairmana demabkisig

pada avat (1] dilskukan berdasarkasn Dinplar kepaiuhan
atas hasil Pengawasan.,

Tala ara penpenaan sanks)  admimnstieatit lerhadag
pelanggaran selain sebagaimana dimaksad pada avat (2)
dilakukan dengan 2 {dual mckanisme:

m. sccara bertahap; dan

b. secara tidak bertahap.

(4} Pecngenaan ..
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Pengenaan sanks: adnunistrani berupa penarnkan barang
dari distmbusi sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, penutupan gudang sebagaimana dimaksud pada
aval [l humt d, danjatau peoncabutan Pertzinan
Borusaha sebagaimana dimaksud padas ayer [1) hueaf £
dapat dilakukan wecara 1idak bertabiag.

fasal 414

Pengenaan sanksi admirustratil sebagaimana dimaksud
dalam Pagal 413 ayat [1) dilaksanakan oleh menterl vang
menyelenggarskan  wrgszen  permerintaban d: bidang
perdagangan, guberner, banatfwalt knta, Acdministeator
KEE, atau hepals Badan Penpgusahaan KFBPE sesuss
kcwenanpan masing-masing  berdasarkan kelsniluan
peraturan perundang-undangan

Ketentuan mengenal tata cara  pengenaan sanksi
admimstratif, mekanisme, jangka wakta, banding
adrinistratit, dan pejahat vang berwenang diatar dengan
peraturan  menteri yang  menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Parapraf &

Scktor Pekerjaan Umum dan Perumahan Haloeat

[1]

Pagal 415

Sctiap Pelaku Usaha dapat dikenai sanks edrmnistoacil
atas pelangparan terhadap kewajtbhan:

a.  melaporkan  setiap pengegantian lenaga kerga
konstralksi;

b. memenuhi persyaraten minimal jumlah peralatan
utama untuk scoap subklasilikasi;

<. menuliki dan memperpanjang SBL konstruksi bagm
BL.UK;

d. memiliki dan memperpanjang Skk konstruks: bag
teraga kerja konstraksi;

g, menyvampaikan
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¢,  menyampalkan laporan kegiatan usaha lahunan
melabul  aplikasi usaha jaza  konstraksl  sistcm
minrmast jasa konstruksi terintegras;

f.  melakukan pencatatan pengalaman badan usaha
dan usaha orang persecrangan;

g. tnemenuln kerentuan vang  dipersvaratkan hagi
kanter perwakilan BLOJKA Jdan BILIK Penanatman
bodal Asing.

Sankst administranl schagaimana dimaksud pada avat
(1) borups:

a. perngatan tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

. penghentian sementara keglatan berusaha;
fl.  daflfar hitam; danfatau

¢, pencabuian Perizinan Berusahba-

Tala cara pengenaan denda sdministralld sehagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b diakukan melalw
meckanisme pencrimaan negara bukan pajak  scsual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelalu Usaha vang dikenai denda administratil wayib
rmenyerahkan bukti bavar denda administranl kepada
PIMPNAD insfans vang mengenakan sanksi.

Puanl 416

Fengenaan sanksl administratll sebapoimana dimaksud
dalam Pasal 415 ayat (2} hurutf a sampai dengan huruf d
diberitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urmsan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Fengenaan sankst administratil sebapaimana dimaksud
dalam Paszal 415 ayat [2) hurut e dibemkan cleh Lembaga
(58 atas  dasar  rekomendazi pengenaan sanksl
admivaswatil  dari  menteri yang  menyelenggarakan
urnsat pemerintahan di bidang pelkerjaan nmuam,

Sanksi pencabutan Perizinan Dergsaba jusa koosituksi
dipubtikasikan melalal aplikasi ussha jasa Rongiroks
pada sislem informats jass konsiruksl lennilegrast dan
Sistern OS5,

Poagal 217 ...
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Pasal 417
Menterl yanp menyelenggarakan urusan pemerintahan i
bidang  pekerjaan LLITLLALT] mengenakan sanksi

administratil berupa peringatan tertulis dan pengenaan

dende admimstratd bagt BUJK wvang  terlambat

melakukan pelapran penpgantian lenaga kerja

konstruksi,

Hesaran denda  administradif  sehagaimana  dimaksud

pada avat {1] sebesar

a. BUJK nasional kualifikasi kecil denda kelerlambatan
RpS500 000,00 (lims ratus rike ruplah) per Har,

I, BUJK  nasional  kualfikasi menengah  denda
keterlamlatan Rpl 000 000,00 (satu juta ruplah) per

Heari;

c.  BUJK nA s oA brersifal spesialis denda
keterlambatan Rl OO0 000 Q0 [9atiy juta rapiah) per
Hari;

. BUJK naslonal kualiiikasi bosar dernda

keterlambatan Rpl 3U0G.000,00 (satu juta lima ratus
ritzu rupiah) per Hari; dan

=, RUJEA kualifikasi hesar dan/at@au BUJkA bersifat
speaialis denda keterlambatan RpS GO0.000,00 (lima
Juta rupiah) per Han.

Apabila BUJK tdzak melakukan pembavaran  denda
administrati{l dalam jangla wakre 15 {lima belas) Han
gsejak  penpenaan =anksi  peringatan  tertulis dan
pengenaan denda administratil sebapaimana dimaksud
pads avat (1), dikenai sanksi penghentian scimentlara
kepiatan berusaha.

Apabila BIOLK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu 3 [lima beclas) Harl sejek pengenaan sanks
sebagsimana dimaksud pada aval [J), dikenal sanks
pencaburan BB konstraks:

Pazal 418

Menreri yang menyelenggarakan urusan pemenintahan di
hidang  pekerjaan  umum mengernakan  sanks
administralif berupa peringatan tertulis dan pongenaan
denda administratid bapi BUOJK  yvane  terlambat
melabkukan  pemenuban  pergyaratan minenal jumlah
peralatan ulama uniuk seriap subklasihikasi.

2] Besaran ...
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Brsaran denda administratil sehbagaimana dimaksod

pada avat {1] scbexzar:

a. BUJK nasional kualifikast kecil denda kelerlambaran
RpS00. 000,00 (luna ratus ribu rupiah) per Har,

h. BOJK nasional kualifikast menengah cdenda
keterlambatan Epl 000 500 03 (satu juta rupah) per

Han;

c. BUJK Oasional brersilat apesiakis denda
keterlambatan Epl 000, 000,00 [satu juis cuppah) per
Hari;

d.  BUJk nasional kualifika= besar Jenda
keterlambaran BEpl SO0 000 O (saba pueta lima talus
riby rupdah] per Harl; dan

e, BLLUIKA kualiikasi besar danfatauw BUJLA bersifal
spesElis dends keterlambaian Rps 000 600,00 (lima
Juea rupiah) per Han.

Apabila BIMK odak melakukan pembayaran denda
administratif dalam jengka waklu 12 (hima belaz] Han
sejall  penpenaan  sankst  peringatan tertulis o dan
penpenaan denda admumstratif scbapaimana dimalkescl
pada avat (1), dikenal sankst pengheontian scmentara
kegialan berusahba.

Apubila BLLJEK fidak memenwohi kewajiban dalam jangka
waktu |5 (litna helas) 1lam sejak pengenaan sanks
sebagmimana dimaksud pada aval [3), dikenai sankai
pencabutan SBU konstruks:.

Pasal 4 19

Menteri vang menyelenggarakan unisan pemenntahan i

bidang prkerjasan drruim mengenakan aonksl

administratil berupn peringatan tertulis dan pengenaan

denda administralif bagi BILIK vang tidak memenuhi

kcwapban meomilikn SBU konstindlks.

Besaran denda  administracl  sebagaimana  dimaksud

pada ayat (1] sebagal berikae:

a. BUJK naswnal sebessr 10% (sepuluh persen) dard
semua rulal kontrak;

b.  kantor perwakilan BLUJKA sebesar 20% {dua pulah
persent darn scmua nilal kontrak; dan

. BLIK Penanaman Modal Asing schesar 10%
(sepuluh perseny dari scmua nilal kontrak,

i3 Apabila ..
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Apabila BLMK tidak memenuhl kewanban dalam jangka
waktu 30 {upa puluht Har scjak pengenaan sanksi
perinpatan tertulis dan pengenaan dends adminestralf
sebapaimana dimalksud pada avat {1), dikenal sanksi
penghentian sementars Kegiatan berusaha lungga
lerpenuhn kewajiban.

Pasal 423

Metnten vang menvelcngparakan urusan pemeriniaban dh
tdang  pekeriaan umum mengenakan sanksi
adrministratif berupa peringatan tertulis dan pengcnaan
dencda adminiastrarl bapi BUJK vang  terlambeat
melakukan perpanjangan SBU konsoruksi

Beusaran denda adminisieatif  sebegaimane dimeksad

pada ayvat [1) sebesac:

a. BUJK nasional kualilkasi keell denda keterlambatan
RpS00. 000 00 (lima raws ribu ruplaby per Hari,

. BLIK  wnaszional  kuoalifikasy  mensngah denda
keterlambatan Rpl 000 000 U (satu juta rapiah) per

Ha;

i,  BLOJK nEsional hecailat speRialis denrda
keterlambatan Epl 000000, 00 (savw ula vapiah) per
Hai;

d. = BUJK naszional Eualifikasi besar cdenda
keterlambatan Rpl 500 000,00 (satu juta hma ratus
vibu rupiab) per Harl; dan

e, BLJEA kugelifikes besar danfatau BUJKA bersifat
spesialis denda keterlambaran Rps 000 00000 (lma
JuLs rupiah) per Hari.

Apabila BLMK udak melabukan pembavaran  denda
administratif dalem janeka wakta 13 (hma belas) Han
sejak pengenaan  =zanks1t  poringatan tertulis dan
pengenaal denda administraty scbaeaimana dimalksud
pada ayat (1), dikenal sanksi penghentian sementlara
kegiatan berusaha dan sanksi denda adminiscratf 2 (dua)
kali lipat darm besaran denda administratf sebagaimana
dimaksud pada avat (3).

Apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka
waktu t5 [litna belas) Han sejak pengenaan sanlksi
sebagairnana Jimaksud pada avat (3], dikenal sanksi
pencabtan SBLU kanstriakes.

Pasal 421



SE Mo (340 A

[T}

(<)

&

(1)

PRESIDEM
REPUALIK INDONESIA

- 237 -

*asal 421

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan i
hiclang pekernaan UIUTn mengenakan sanbeai
adminisiratif berupa peomngatzn tertulis dan pengenaan
denda administrail bagi vsaha orang perscorangan dzn
tenaea kerja konsiruksi vang bidak memenuhi kewajiban
meinilikl SKK konstruksi,

Besaran denda administratil sebegaitmana dimaksod
pada avat (1} meliputi

. usaba orang perseorangan schesar L% (satu purseng
dari aetmua nilai kontrak;

b. BUJE nasional kuvalifikasi kecll sebesar 2% {dua
persen) darl semua nilal konteak;

.  BUJK nasional kualifikasi meanengah sebesar 3%
flima poreen) darl scmus noulal kentral;

. BWIK nasional bersifal spesialis sebesar 5% (lima
persen) dan serma nilal kontrak,

c. BUJK nasional Kualifikasi besar schesar 7% [Lutah
persen) dari semua nilai kontrak, dan

[, BUJKEA kualifikasi besac dan/atan BUJKA spesialis
scbesar  10% fsepuluh persen) dam semua nilal
kantrak.

Apabtla nsaha orang perseorangan dan badan uzaha
riclak dapat memenuhl kewajiban dalam jangks waktn 30
(Uga puliuh) Hari sejak pengenaan sanksl peringdlan
tertulis dan penpgenaan denda administracl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenat sankst ponghentian
sementara  kepiglan  berusaha hinpga  terpenuhi
kewajiban,

Pasal 442
Menteri vang menvelengparakan yeusan pemerintahan di
Lidatg pekerjaan LM muengenakann zanksi

administratif berups peringatan Leriulis 1 {satu) bagi
wiha  orang  persecrangan vang  tidak  memenubs
kewajiban  laporan kegiatan usaha tahunan  meladu
aplikasi usaha jasa konstruksi sistem nformasi jesa
konstriks tecintegrasi dan pencatatan pengalaman.

(2] Apabila ...
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Apabila usaha orang perseorangan odak memenchi
kewajiban dalam  jangka waktu & (hima) Hanr seak
penpgenaan sanksl schagaimana dimaksud pada avat (1)
dikenai sanksi peringatan tertulis 2 {dua).

Apabila wusaha orang persecrangan  tidak memenghs
kewajiban  dalam jangka wakiu 5 {Hma) Han sgjak
penpgenaan sanka peringatan deriulis 20 (dua)
sebapaimans cimaksud pada avat (2], dikenan sanlos
peringatan tertulis 3 (tipa] dan denda administeatil
scbesar RpS, (00,000,060 {lima juta rupiah).

FPagal 423

Menier vang menyelengparakan urasan pemerinighan o
hidang peler=an umum menpenakan sankol penngalan
tertuliy 1 [satu) bhag BUJK nasional vang tidak memenuhi
kewajiban  laporan  kegiatan usaha tahunan  melalw
aplikasi usaha jasa konstruksi sistem informasi jasa
konstruksi terintcgrasi dan pencaratan pengalaman.

Apabila BULIK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam
jangka wakro 5 [litma) Har sejak penpenaan sanksi
penpgatan teetalis 1 {saty) sebagaimans dimmaksud pada
avat (1), dikena sanks) penngatan tertuhs 2 {dual,

Apabila BUJK nasional tidak memenuhi kewajiban dalam
jangka waktu 5> [(lmaj Han scjak pongcnaan sankai
peringatan tertulis 2 jdua) sebapaimana dimaksud pada
ayat (2}, dikenal sanksi peringatan tertulis 2 |tiga) dan
denda adminiatracil antk:

= [Z198 )4 naginmnal kualinloasi kel cehesar
Rpo OCHY.QO00, 0K (lirms juta rapahy);

L, BUMK  naswmal koslifikas menengab sebesar
Ep 10 000,00 {sepuluh juta rupizh];

¢ BUAK  nasional  bersmifal spesialis sebesar
Fp L OO0 000,00 {(sepniluh s rupah); dan

d. BLJK nasonal kualifikasi beosur Sebesar
RBpl S oo 000, G0 {(hma belas juta rumah).

Pasal 424 ..,
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Fasal 424

Menlert vang menyslengparakan urasan pemetiniahan di
bidang peckerjaan umum mengenakan sankst peringatan
tertulis 1 [satu] bag kantor perwakilan BUJKA vang tidak
memenuhi kewajiban laporan kepiatan usaha tabunan
melalui aphkas) uzaha jaza kenstruks sistem mformasi
jasa konsieghks terintegras Jdan pencatatan penpalaman.

Apabila  kanlor  perwakilan BUJKA  ridlak memenuala
kewajiban  dalam  jangks waktu S (lima] Hari sejak
pengcnaan sankst peringatan tertuhs 1 [mAw)
scbagaimana dimaksod pada avar [} dikenal sanks
peringatan rertulis 2 {dua).

Apabila kantor perwakilan BUJKA ridak memenuha
kewajiben dalam  jangka wakre 5 jlimal Hari sejak
penpenaan sankse peningetarr tertulis 2 [dua)
sehagaimand Jdimaksud pada aval (2], dikenal sanksai
perinpgatan tertuliz 3 (upal dan denda adrmimstrant
scbosar R 100.000,00¢,00 {seratus juta nupiah)-

Fazal 425

Menteri vang menyelenggarakan urusan pemcrnintahan di
hilang pekerjaat umum mengenakah sahks peringatan
teriudis 1 (saiy] bage BLUE Penanaman Modal Asing vang
tidak memenubn kewajiban  laporat kegiatan usaha
tahunan melaful aplikast usdha Jass Konsiouks) sisiem
informasl jasa konstruks) tennteprast dan pencalalan
pergalaman.

Apabila BUJMK Penanaman Modal Asing tidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 5 {limmal] Han sejak
proEgcnwan senksm peongatan tertulis | [satu)
gebiagaimana dimaksid pada aval [1], dikenal sanksi
pernpgalan teriuhis 3 fdua).

Apahila BULIK Penanaman Modal Asing tidak memenuhi
kewajiban  dualam jankks wakin 5 (lima] Hari sejak
peneenaan sankst pennezian lerlulis 2 dua)
schagaimana dimaksud pada ayvat [2), dikenm sanhks
peringatan  tertuhs 3 fugd] dan denda admimisirant
sebezar HpS0.000,000,00 (lima puluh juta rupiahg,

Fasal 426 ., .
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Pasal 4 2¢
Menteri vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pekerjaan  umum mengenakan zanksi

administratifl berups perngatan tectulis dan pengenaan
denda administeaif bag kancor perwakilan BUJKA yang
tidak memenuht ketenluan:

a. berbentuk kadan usaha dengan kualibkast yang
setard dengan kualilikas) besar:

b. menempatkan warga negara Indonesia scbagal
prnpanace tertingpd;

¢, membenruk Kerja Sama Operasi (K50 dengan BUJK
MNawianal dan mermenuahi kriteria tekinis K&0,

d. mongutamakan pengeunaan meterial dan teknolog
konstruks dalam neper;

e, memiliki  teknelogl tngel. mulakhe,  ehsen,
berwawasan  lingkungan, scrta memperhatiban
lkearilan lokal,

I.  melaksanakan proses alih teknologn;

g, mempekecakan lebih banyak tenapa kerja [ndonesia
daripada lenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan

h. mompekerjakan  twnaga kega  Tndonesia sebapai
tenapga kerja pendamping pada bidaneg managemen
dan tekniz paling rendah dus tingkat o bawah
Jabatan tcnapa keija asing berdasarkan kiasifikassm
keilmuan vang sesuai.

Resaran denda administracil sebagaimana dimaksud
pada aval [1} sebesar 10% {sepululy persen) dan semua
nilai kontrak,

Apabila kantor perwskilan BUJEA  tidak memenuhi
kewajiboan dalam janghka waktu 20 {tiga puluh] Han sejalk
progenaan  sandsl peringatan teriulis dan pergenoan
denda administratid sehagmimans dimaksud pada ayat
1], dikcnal ponphontian sementara kegalan Lerllzaha
lungea werpenuht kewajiban sebagaimana dimabes wd pada
avat (1)

Pasal 427
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Pasal 427

Menlen vang menvelengearskan urusan pemernintabhan 3
bidang  pekerjaan umum meTigenakan sanks
administratil borupa poringatan tertulls dan pongenaan
denda adminizstrati bag BLUJK Penanaman Modal Asmg
vang tidak memenuhil kewapban strukiur permodalan
tdan keiteria eknis Penanaman Modal sesuai dengan
kaerenlian pecaluran petrutlang-undangan.

Besaran  depda  administranl sebagamansg dimalosud
pada avat [1) sebesar 10 {sepuluh persen) duen soemua
nilal kontrak.

Apabila BUJK Penanaman Modal Asing bidak memenuhi
kewajiban dalam jangka waktu 38 {uga puluh) Han scjak
pengenaan sanksi penngaran tertulis dan pongeonaan
denda admianistratif sebagatmana dimaksud pada ayat
t1), dikenar sanksi penghentian sementara kegatan
herusaha  hingga  terpenubn kewajiban sebagaimana
dimaksud pada avat (1.

Pasgl 428

Pelaku Usaha vang mendapatkan sanks) administrati]
herupa pencabutan SBU konstruksi, masuk dalam daftar
hitam perusahaan termasuk PABEU dan PITBLL

Peluku LUsahe yang mendapatken sanks adimnisteatif
berupa penoabutlan SELD konsirakss sebagsimans
dimaksud pada apat (1] dapat melakukan permabonan
Prrizinan Berasaha baru paling cepat 3 [tiegn) tahun
setelah Perinan Berusahanya dinyatakan dicabut.

Pasal 425

Permegang  Perizinan  Berosaba  untuk  menggunakan
sumber daya air dikenakan pencabutan  Perzinan
Berusaha dilakukan dalam hal:

. pernepang Perizinan Berusaha tidak melaksanalen
kelerivan dan Kevaphan vang tercantuam dalam
Fenzinun Berasaka; ateg

b, pemegang ..
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k. pemegang Periminan Berusaha roelakukan
penvalahgunaan Penizinan Berusaha,

Tralam hal Perizinan Berusaha memerlukan komsiriglesd
pada sumber @ir, selain ketentuan pencabutan Perizinan
Beruseaha  scbagaimane  dimaksud  pada ayat (L),
pencabutlan Perxinan Rerusaha juga dilakoukan apabila:

a. pelaksanaan konstruksi o wiak sesuai dengan
ketenruan dalam Perizinan Berusahas atad

b, pemegang Perizinan Berusaha tdak melaksanskan
konstruksi paling lama 2 {dua) tabun terhitung sejak
dJitelapkannya Perizinan Berusaha.

Dalam hal  pemegang Perizinan Berusaha  tidak
meclaksanakan konstruksi dapat mcigajukan
penvesuaian  jadwal pelaksanaan kansouksi sebelum
jangka  waktu 2 [dumd  wwhun terhitung zejak
ditetapkannya Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha vang twlah dilakukan penyesuaian
jadwal pelaksanaan konstruksl scbagaimann dmaksud
pada ayat [3), tetap berlaku sesua jadwal polaksanaan
konsiruksi vang [elah disetojui.

Pasal 430

Dalary  hal pemegang  Periginan Herusaha untok
menpggunakan sumber dava air telah melakukan kegiatan
kanstruksi, tetapl bangunan tidak difunegsikan selama 1
{saiu) lahun setelab selesal dibanpun atau terbengkalas
gefuma 1 [sato] tabun saak kepiatan konstruks: Gdak
dilanjutkan, Periginan Berusaha dinvatakan batal,

Nalam hal Perizinan Berusaha telab melakukan kegiatan
konstruksi  yang lerbengkalai dan dinvatakan  bacal
sebagaimana dimaksud pada avat {1, maks konstroloes]
vang  eerbangun haras  dibungkar  uleh pemegang
Ferizinan Berusaha

Cralam hal Perizinan Berusaha telah herakhioe atag bacal
karena tidak difunesikan schagaimana dimaksud pada
avar [1}, terhadap konstruksi yang terbangun:

o climerahkan kepada kcmonicrian T
menyelengparakan urusan pemenntahan i budanye
suyrnber  daya  awr  apabila diperlukan  dalam
pengelolaan sumber dava air,

b. dibarkan .
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b, dibiarkan jika tidak mengganggu sumber air dan
peneclolaan sumber daye air; atau

o, dibongkar Jika membahavakan dan/atau
mengeangsa pengelalaan sumber daya air,

Dalam hal bangunan  diputuskan haros  dibongkar
sebagaimana dunaksud  pada  avet (3} hurul o,
pembongkaran menfadi kewajiban pernegang Perizinan
Betusaha.

Pembotigharat schagaimana dimalksad pada aval [2) dan

ayak 4] dilaksanakan dcnpan mengutamalan
prlindungan sumber dava amr dan penpendalian daya
rusak aur.

Darnpak atas keputusan sebagawnana dimaksud pada
avat (3) humaf a dan huruf b harus dirindaklanjuti dengan
penetapan  sfatus  asetnta  sesual dengan ketenfyan
persluran peodndang-undangan.

Pasal 431

Pemegang Peonzinan  Berusaha untuk  menpsunakan
sumber daya mr wajlb mematuhl norma, standar,
prosedur, dan  keiteria  Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko subsektor sumber daya air.

Pemmegeny Perigmman Berusaha  untik  menggunakan
sumber daya air dilarang:

A, TOETYewEkAT clan / atau mermindahianpankan
schagian atou scluruh Penziman Beruvsaha untuk
menpeunakan sumber daya air kepada pihak lain;

b. menguasal sumber awr; dan/atan

c.  menutup akses masyvarakat terhadap sumber air

vang diusahakan.

Selain larangan sebapeimana dimaksud pada ayat (2],
pemegang  Perizinan  Berusaha untuk  tmengeanakan
sumber daya air dilarang menghalangi dan  harus
rretrabaulia alges beap kementerian Yyang
menyelengearakan urusan  pemenintahan i Diclang
sumbet daye air dalam melakubkan tugas pengelolaan
sumber daya  air, lermasuk pemanlatian,  evaluas,
Fengawasan dan pemeriksdan pada sumber air,

(4} Pemegang ...
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(4 Pemegang  Periginan Berosshas untuk mengguinakan
sumber dayve amr yang melanpgar keland A" SeDagaimnAna
dimaksiud pada ayal (1], aval (2], dan avat (3) dikenas
sanksi adounistratd berapa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara;
i pembeluan: dan/arau

.  pencalbwatan.

Pasal 4342

Pemberi Perizinan Berussha unmiuk mengpondken sumier
dava awr mengenakan sanks admnistrabl  scbapaimana
dimaksud dalam Pasal 431 avat (4] kepada pomcgang
Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air
vang melanggar ketentuan sebapaimano dimaksud dalam
Famal 431 wyat [2) dan/arau avat (3).

Posal 4332

(1} Sankst administracl  berupa peringatan leccalis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 avat [4] huraf &
dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kah sccara bertarat-
e masing-masiog untuk jangka waktu 7 {tujuh) Hari.

2} Selarna permesang Ferizinat Berusaha untuk
mengpdnaken  sumber  dava  air dikenar sankst
adminisirail berupa peringoatan teriulis kesaiy sampai
dengan ketiga sebapmmana dimaksud  pada apsc (1),
Perizinan Berusaha untuk mengpunakan sumber deva
air tetap berlaku dun alokas) a tetap diberikan.

Pasal 434

(1} Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha  untuk
menggunakan sumber daya arr tidak melaksanakan
kewsjibannya sampai dengan 7 jrujuh) Hanl setclab
meneritna surat peringatan tertulis ketiga aebapaimana
dimaksud alarm Pasal 435335 ayvat (1), Perizinan Beruzaha
untuk menggunakan sumboer dava mr dikens sanks
adminisitalf Lerupa penghentian ECLNETITATA
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 431 aval {4] hurab

[2} Penghentian
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Penghentian sementara  sebapgaimana  dimaksod  pada
Avat (1] dikenalkan unrk jangka wakta 14 fempat belas)
Hao terhitong sej@ak becaklurnya perngaten tectulis
beetiga,

Selama pemegang Ponzinan Eerusaha untuk
menggunakan sumber daya air  dikenal  sankst
administratif berupa penghentian SCCItara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2], kegiatan
penggunaan sumber dava air dihentikan dan alokasi air
dipechitungkan namuan ticlak chberikan.

Dalam  hal  pemegang Perizinan Berasabha untuk
mengpunakan sumber daya arr melaksanakan
kewajlbannya scbelum jangka  waktu  penghentian
gementara sebapaimana dimaksud  pada  ayat (2]
berakhir, kegiatan penggunaan sumber dava air dapat
dilakukan dan alokasi air diberikan.

Dalam  hal pemegang  Perizinan Beruzabha untuk
mengrumakan sumber deva air tidak melaksanakan
kewqjillannya sampal denpan jaogka wakbn pengheman
sementara sebapaimana dimaksuad pads avat {2
berakchir, pecmceang Peorizinan Beorusaha — untuk
menggunakan sumber dava =@ dikenai  sanksi
admimstratil berupa pembekuan sebagaimana diumaksud
dalarm Pasal 431 avac (4) hueaf o

Fambelnian  sebagaimana  dimakend  pada avat  [3)
dikenakan btk pangkes waktn 14 [empat belas] Hati
techitung ssjak hoerakhirnya jangke waktu penghentian
SCTRCNCATA.

Helama  pemegang Penziman Berusaha untuk
mengpunakan sumber  daya  air  dikenal sanksl
administratil berupa pembekuan sebagaimana drnaksud
pada ayat (&}, kegiatan pengpunaan samber daya air
dihertikar darn alokas aic tidak diperbitunghkan.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha wuntuk
FOETLE LTS M sumber  daya gir  melaksanakan
Bewaphannya  selbelum  jaogka wakta pembekuan
sebagaimana dinaksad pade avat (6] beralthar, Kegiatan
penegunadn  sumber dava air dapal dilakukan dan
alokast air dibertkan setelah berakhirnya jangka waklu
pemmbealouan.

Fasal 435 ..
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Fazal 435

Fermnepang  Pericnan  Berdsaha  wnluk  mengeunakan
sumber dava g vang dak melaksanakan kewajbannya
seiclah berakhiroya jangka wakiu pengenaan sankst
administratif berupa pembeckuan schagaimana dimaksad
dalam Pasal 434 ayat (). prmegang Perizinan Berusaha
untuk menggunakan sumber dava air dikenal sanksi
administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksodd
dalam Pagal 431 awvat [4] haraf .

Selain dikenakan sanksi peneabutdn sebagaimana
dimuaksad pada avat [1)], apabila pelaksanaan Fenziman
Berusaha untuk mengpunakan sumber daya air yvang
dilakukan cleh pemegang Pernizinan Berusaha untuk
menggunakan sunber daya air menimbulkat:

a. kerusakan pada sumber air danfatau lingkungan
sekitarnya permegabg  Perizinan  Berugsalia  untuk
menegunakan sumber dayva air waph melakukan
prmulihan dan/slan perbatkdan atas akibae
kerusakan yang ditimbalkannya; danfatan

b, kerupian pada masyarakat, pemcegang Perizinan
Beruszaha untuk menggunakan sumber daya air
wajibh mengganti biava keropion venp ditimbulkan
kepada masyarakat vang mmencderita kKerugian.

Pasal 436

Dalam hal pemegang 1zin pemanfaatan dan penggunaan
Jalan tidak melaksanakan kewajibannya, penvelenpgara
jalan dapat melakulan pembongkaran dan permindahen
bangunat  dan  jaringan uolitas, aklan dan medis
informast, Bangunan, serts bangunan gedung o1 dalam
ruang milik jolan deogsn biave menjadi langguny jqawab
pemegatys iXin.

Felanggaran terhadap ketenniat perarican ot dikenakiam
sankst adrmimesiralll Berups pencabulan atau pembatalan
irin, rekomendasi, dan dispensast dan/atau pencalran
JATHIMAN - JATRINAN e E1E] derngan peruntukannys
bordasarkan kctentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437
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Pasal 437

Sanks administratd beropa peringslon eriabs dapat
dikenakan schanyak 3 (tiga) kabl secara berturae-toreot
masing-masing uncuk pEngka wakon 7 [tauah) Han,

Selama pemepang izin pemantastan dan pengeunaan
bapian-bagian jalan atau Penzman Berusaha unmk
menggunakan  bagiaon-bagian jalan dikenar  sanksi
administranil beripes peringatan rerrulis Kesata sampat
dengan ketipa sebagmmans dimalosgd pada ayar (1}, i2in
pcmanfaatan dan penpgunaan baglan-bagian jalan arag
Perizinan Berusaha untuk bapisn-bagisn jzlan [Elap
berlalku.

Pasal 931

Pemegang 1m pemanfaatan dan penggunaatl bagian -
bagian jalan  awal Perizinan Berusaha  untuk
menggunakan  bagian-bagian jalan yvang  tidak
mclaksanakan kewsgibannya setelah berakhirova jangsa
wakiu PrREcOHsn s KSI sdmmisiratd  beruna
pencabutan zin.

Sclain  dikenakan sanksi  pencabutan sclagaimana
dimaksait pada ayat (1), apabila pelaksanaan  izin
pernanf@aran dan pengiunean bagian-bagien jalan atau
Perizinan Derusaha untuk menggunakan bagen-bagan
Jalan vang dilakukan olelh pemegang an peroanilastan
dan peppgunaan  buaplan-bagian Jalan ataw Penizman
Berusaha untuk meongpunzkan bagmian-bagan  julan
menimbualkan:

a. kerusakan pada jalan dan/atau  hngkungan
sekitarnya, pemegang  izin pomanfaotan dan
proggilnaan  bagian-bapian  jalan  ataw PeriZinan
Berisaha untul menggunakan bapian-bagian jalan
wajibh melakukan pemulihan danfaan perbaikan
dlas akihatl kerusakan vang diiimbulkannya;

b, kerugian pada masyarakal,  permegang  wn
pemanlaatan, dan poneelunpan bagpan-bagian jalan
dtau Perizinan  Berusabha unioak menggunakan
baglan-bagian jalan wiyibh mengeantt blava kerugian
vang ditimbulkan kecpada masvarakat  vane
menderita kerugian; dan/atan

¢. penvelengpara ...
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oo penyelengpara Jalan depal mencarkan jaminan
pelaksanaan dan periegang 2.

Paragraf 9
Seltor Transportasl

Pasal $37%

Sctiap Pelaku  Usaha  wvang  berdasarkan hasl
FPenzewasan ditemukan ketidaksecauaian atau
pelanggaran tcrhadap Ponzinan Boerusaha di sektor
transportas], dikenal sanks sdrministraol berupas

A, peringatan;
Ir.  pernbekuan Perizinan Berusaha;
. pencalbuian Perizinan Berusaha, danfatan

4. denda admimisiralid.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan berdasarkan nngkat kesalahan
vang ditemukan pada kegiatan Pengawasan,

Paszal 440

FPengenaan sanks admimaisteatl sehagaimana dimakesnd
dalam Pasal 449 dapal dilukuken secara langsung alay
sccara bertahap.

Pcngenaan  sanksit  scocara langsung sthagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran
tersebut  dapat secara  langsung  membahayakan
kosclamatan dan kcamanan transportasi.

Fengenaan sankst secara  langsung scbagaimana
dinaksud pada ayat {2) dapat borupa pembekuan
Perizinan Berusaha danjatau  pencabutan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimakszud dalam Pasal 43% avat
[T} hurul b dan hurof e

Pasal 441
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Pasal 491

Sanksi adaunistratf berupa peringatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43% avat (1) haraf a frecditi dari
peoifigatan pertams sampal dengan penngalan kel
dengan jangka wakiu penngalan masing-masing paling
larna 30 tnpa puluhb) Har,

Dalam  hal  Pelaku Usaha belum  menindaklamuti
peringatan sampal berakhic jangka waktu perinpatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang
menyelenggarakan arasan  pemecintaban i Badang,
transportasi,  gubernur, atau bupafifwali Kota
memberikan sanks adminsiralil berupa pembekuan
Ferizinan Berusaha sebagaimana dimaksad dalam Fasal
439 ayat (1} huruf b dengan jJangks waktu paling lama
30 {uga puluh} Har.

Daiam hal Felaku Usaha bEelum menindakianjuti
pembekuan Perizinan Berusaha sampai beralkhirnya
jangka waktu pembekuan sebagairnana dimaksod pada
avar 2}, menreri Yang  menvelenggaralan  LriSan
pemenntaban o bidang transportast, gubernur, atau
bupati/wali kota membenikan sankst admuniscratif
berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 439 ayar (1) buruaf o

Pasaal 442

Sankst dlenda administralil dapal dikenakan  berdin
sendin atad bersamaan dengan sanksi poningatan
pertama,  peringatan kedua,  peringatan ketiga,
pembokuan  Penzinan  Beorussha, dan pencabutan
Perizinan Berusuhe.

Denda administratil scbagaimans dimaksud pada ayal
(1) dihitung berdasarkan |jumlah poin pelanggaran
dikalikan dengan besaran tanf denda administraril.

Besaran taril denda administratid 1 {satu} poin sebesar
REp100.000 00 {serarus vibu ramah).

Fasat 443 .
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Fazal 443

Penpenaan sanksi administeatil sebagaimansa dimaksud
dalam Pasal ¢392 aval (1] dilaksanalkan oleh menter rang
menvelenggarakan  Lrusan pemenintaban di bidang
lransporias, gubernur, bupatifvwall kota, Administrator
EKEK, atau kepala Badan Pcogusalhaan KPBPB sesual
kewenangan masing-masing  berdasarkan  kefentuan
peraturan perandang undangan.

Ketentuan mengenal  fafa cars pETRERAAn sHOks
administrafif, mekanisme, jangka  wakbl,  harding
agrmmigtcal], don peabat vane bervenang diatur denegan
peraturan mmentert yvang  menvelenggarakan  urusan
pernerintahan ch hidang transportasi,

Faragral 10
Sektor Kesehatan, (dbat dan Makanan

FPasal 444

sehap Pelaky Usaha vang berdasarkan hasi Penpavnasan
ditemubken ketidaksesuaian atau pelanpgaran terhadap
Fenzinan Berusaha di subsckoor kesehatan, dikenas
sanksl administranl berupa:

d. peringatan

b, penphentian sementacs kegiaan bergsaha,
c.  pengenaan dends administran; duan /s
d. pencabuten Peratinan Borgsaha.

Belain sanksi admimsirall sebagaimana dimaksud pada
ayat [1), terhadap keglatan usaha yong terkait dengan
gediman  larmasi, alat  keschatan, dan perbekalan
keschalan tumah tangea diberikan sanks: admmistratif
berupa paksaan pemenntah meliput

a. pechnghentian penayangan iklan;
b.  pernintah penankan produk; dan/atan
c.  peruntah pemusnahan produle.

Sanksi administratil sebapaimana dimaksud pada avat
(1) dapat dikenakan ridak secara berjenjang.

Pazal 445 .,
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PFasal 445

Pengenaan  sanksi adrministrati!  betupas peringaban
sehagammana dimaksud dalam Pasal 444 ayat [1} hurf a
diberikan paling banyak 3 fogal kali untuk jangka wakta
musing-masing 14 (ampat belas) Hari.

Pasal 446

Dalam hal Pelako Usaha melskoukan pelangearan yang
membabavakan  jiwa, penghentian scmentara Kegiatan
berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha schagaimana
dirmaksud clalam Pasal 444 avat (1) humal b dan hoarul
dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasat 447

[1} Pengenaan sankst administralil hards berdasarkan
laporan hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya
pelangparan  terhadap standar pelaksanaan Kegiatan
1saha.

(21 Menler yang menyelengparakan urusan pemerintabzan di
bidang kesehalan, gabernur, bupati/wali kota, atau
Administrator KEK sesual kewenangan masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perdndang-oodangan
memberikan sanksi admunistratil.

L3 Dalatn  pemberian  sanksi admimstrab]  sehagsimana
dimaksud pada ayal (2), wenter] vang menyelenggarakan
urisan pemerintahan di bidang kesehatan, pubermur,
bupuatifwali  kota, arau  Administrator  KEK dapat
membentuk Um wd e untuk  membanta dalsim
melakukan verifikasi, klacmfikasi, dan kajian terhadap
pelanpraran  standar  pelaksanaan  kegiatan usaha
berdasarkan laporan hasi Pengawsasan.

MPasal 448

{11 Setiap pengenaan sanks! admimisirand dilelapkan cdengan
keputusan menten  yang menyclenpgarakan  urasan
pemerintahan di bidang  kecschatan, guberniur,
buparifwali  kota, atau Admnistrator KER  sesuad
kewenangan  masing masing  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[Z) keputusan ...



Sl Mo (k425 A

PRESIOEN
REPUBLIK IHDOMESLA

. 232 -

(2] Repurusan sanksi administratlil harus  disampalkan
kepada pihak yang dikenakan sankst administran! pahng
lambat 5 {hma) Harl sejak keputusan ditetapkon.

(30 Dalam hal zanksi administracl dikenakan oleh menteri
vang menyelenggarakan urasan pemerintahan di bidang
kesehalan  alal pimpingan perangkat  cdasrah vang
brrycnang monvelecngearakan urusan pemerintahan i
hidang keseharan provins:, maks kepuatusan sankst
adrunistratif  harus  ditembuskan  kepada pumpinan
perangkat dacrah yang beorwenansg menyclenpgarakan
LIsan pemerintahan di bidang kezchatan
kabupatenf kota,

Pasal 4449

(1} Delaku Ussha yang mendapat sankst administratif berhak
menedjukan keberatan kepadsa pejabat VHTIE
barzsangkutan.

2} Penpajuan kcberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) didazarkan atas alaszan yang |elas dan disertal dengan
ukti-makt yanpg mendakung.

(3 Penggjuan keberatan sebagaimana dimaksald pada ayat
(1) dilaksanakan pahng lama 20 {dua pulubl Han sejak
diterimanya keputusan tindakan sdmimistratf oleh vang
borsangkutan.

(4] Terhadap keberatan vang diqjukan scbagamana
dimalksud pada avat [2) pejabat yang mengenakan sanksi
adranistratif harus melakukan pemenksaan ulang.

(o) Talam hal berdasarkan pemerikspan ulang sebagaimana
dimaksi] pada avat (4] terbukn pemoben tidak beraalah,
maka rerthadap dinnya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal 450

Galam mclakukan Prnpaweasan, menten YATIRE
monyclenggarakan urusan pemerintahan 41 bidang kesehslan,
pubernur, dan/atau bupatt/wah kota dapat menugaskan
tenaga poligawas keoschatan  scsual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 451 ...
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Pasal 451

Seliap Pelaku  Usaha,  yanpe  berdasarkan hast]
Prnpawasan ditcmulan ketidaksesualan atau
pelangearan terhadap Penzinan Berusaha subsektor
obat dan makanan, dikenal =ankst  admimstradfl
berupa:
. peringatan;
penghenfian  sementara  kegiatan usaha  melalu
pembekuan Perizinatt Berggaha;

. pengenasan dends adminisiranf;
d.  pengenaan dava paksy polisional; danfataa
e, pencabutan Penzinan Berusaha.

Pengenaan daya  paksa polisional schagaimana

dimaksud pada ayar (1) huruf d terdini atas:

a.  penarikan dac peredaran;

b gantl rogi;

e.  pemusnahan,

. penutipan artan pembloliran sistem eleltroni
dan/ataw media nternel lJ@in yang Jdipergunakan
untuk kegatan perdapangan obal dan makanan
sccara daring; dan/atan

e, Penutupan akses permohonan Penzinan Bernasaha,

Banksl administratif scbagaimana dimaksud pada ayar
(1} diberitkan s=secara kumulatil atau bertahap
berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuar dengan
kerentuan perafuran perundang-undangan.

Sanksi adminisrratif sebagaimana dimaksad pada avar
(1)  chiberibkan  oleh kepala lembegs pemerintah
nonkementerian yvang  menyelengpacakan urussn
pemernlaban A bulang pengawasan ochal  dan
makanan, kepala Lembaga O55, pubcrour. dan
bupalifwall kola sesul dengan kelenlusn peralurdan
perundang-undangan.

Pasal 452
Pelaky Usaha dapal mengajukan  akiivasi kermnbali
PerizinAn Hersaha slas doodekan sebagaimana
dimaksuad dalam Pasal 451 melabsi Sistern 055 sesgai
dengan Ketentuan peraturan peoandang- undangs=n.

(2 Avas
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Atas poigajuan yang dilakukan schagaimana dimalosd
pada  ayat  {1], kepala lembaga pemeriniah
nonkementerian  yvang menyelenpgarakan unusan
pemerintahban di Indang pengawasan obat dan makanan
memberikan persetujuan atau penclakan yang
digampaikan melalus Sisterm Q85

Dalam  hal Pelaku Usaha meneabasiken  tindakan
pembekuan Penizinan Berusaha sebagaimana dirmaked
dalarm Pasal 451 ayat {1} hurul b, kepala lembags
pemernntah  nonkementerian  yang menvelcngearakan
urasan pemenntaban di bidang penpawasan obat dan
makanan telakukan pencabutan Perizinan Berusaha
melalul Sistem Q83 sesuan dengan ketentuan paraturan
prerundang-undangan.

Pasal 453

Fengenaan sanksi adminmistratlf sebagaimana dimaksud
delam Pasal 451 ayat (1} dilaksanakan olch menteri yari
menvelenggarakan uruzan  pemeorintahan di bidang
kesehatan, kepala lembaga pemerintah nonkementerian
vaneg menvelenggaraken yrusan pemerintahan de bidang
pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupatifwalbi
kota, Admunistrator  REK,  ataw kepals Badan
Pengusahaan KI'BPB scsual kowonangan masing-mnasirg
berdasarkan ketentuan peraturan perundanp-undangan.

Ketentuan mengenal kriteria, tata cara pengenaan sanks
adrinistratil, wekanisme, jangka waktu, banding
administratil, dan pejabar vang berwenang datur dengan
peraluran menferi yang  menvelenggarakan  urasan
pemerintahan di bidang kesehalan dangatad perataran
kepala lombaga  vanpg menyelenpearakan wrdsan
pernerintahan di bidang pengawasan chat dan makanan.

Paragral 11
Rektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 454

Sctiap Pelaku Usaha,  yang  berdesarkan  hasil
Prngawasdn ditermubkan ketidaksesiaian atay
polanpggaran  terhadap  Peritinace Berusaha i seloor
kebudavaan, dikcnal sanks adminisirald herupa:

H, LERUTHLL ...
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a.  teguaran kortulis;

b. denda admmistratif;

. penutupan sementara;

. pengenaan dava pakse polisional; danfatau

. pembubaran Alag pencabulan Perizingn Berosaha.

(2] Pengenzan days paksa policinal sehagaimana dimalkesqd
pada avat (1) huruf d dalam bentulk:

a. penghcotian pembuatan film,
b. penghentian pengedaran film:;
penphentian pertamukan film;

o

penghentian penjualan film; dan
£. penghenlian penvewsan hlm.

Fosal 435

{1] Pengcnaan sanksi administrotif scbagaimana dimaksud
4534 avar (1} dilaksanakan oleh menten vang
menyelenggarakan uruszan  pemerintahan dr bidang
petilidikan dan kebudavaan, Adminisirator KEK, atau
kepala Badan Pehgusahaan RFRBPE sesual Kewertangan
masine-masing berdasarkan keleniuan pecafican
perandang-undanean.

{2) Krctcntuan mengcnal  tatd  cara penponadan sdanksi
adminizrratif, mekanisme, |Jangka waktu, banding
adminisratif, dan pejabzat vang berwenang diatur dengan
peraturan menteri vang  menyelenpgarakan  arosan
pemeriniahan di bidang pendidilkkan dan kebudaraan.

Paragrafl 12
Seklor Parmwizale

Faxzal 450

{£] Seoap Peluku Ussha vang berdasarkan hasil Pengawasan
ditcrukan ketidaksesualan atau pelanpgzaran tcrhadap
Feriziman Berusaha di sckior parmwisata, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan

SE Modngd12 s
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A, peringatan:

L. penghentian sementara kegiatan berusaha;
. pengenddn denda admimnistratif; dan/fatan
d. poncabutan Penzinan Berusaha.

Sanksl administratil berupa peringatan sebagaimana
dithaksud pada ayat [1} huruf a dikenekan kepada Pelakua
Usaha berupa tepacan tactulis paling banyak 3 (tga) kal,

Sanksr  achministratil berups  penghentian scmentara
keplatan berusaha sebapaimana dimaksud pada ayad (1)
hurtil Iy thkenakan kepada Felaku Usaba yang ndak
mematuhl peringatan scbapaimana dimaksud pada avat
(2.

Sanksi  adminsstratil | berupa peogenaan denda
administratif sebagaimana dimaksud pacdla avatl {1] huraf
£ dikenalan Kepada Pelaky Usaba vang tidak mematuhi
penghentiafl sementara kegialan berusaha schagaimana
dimalesud pada avan £3).

Sanksa  admmistratif  berupa pencabutan Perizinan
Bernusaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d
dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memarahi
pengenaan denda administratd sebageimens dirnaksgd
pada avat {4].

Fengenaan sanksl adminisfean! sebapaimana dimaksad
pada avat (1] dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan
dles hasll Pengawasan,

Pasal 457

Fengenaan sanksi administrati sebagaimana dimaksud
dalam 456 ayat [1] dilaksanakan obleh menten yang
tnenyvelenggarakan  urgsan  pemeriniaban i hideng
pariwizata, gubermur, bupatifwali kotz, Administrator
KEK, atau kepala Badan Pengusohaan KPBPE sesua
kewenanpan masing-masing  berdasarkan keteniuan
peraturan perutidang-undangan.

Ketentuan  mengenai @E cHarfd pengensan sanksi
administratif, mekaniame, jangka  wakiu,  bznding
adrministratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan
peraturan menien  yang menyelenggarakan  warosan
pemeninlaban di bidang panwisata,

Maragraf 13 ...
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Parngral 13
Sekilor Keagamaan

Pazal 458

HSetiap Pelaku Usaha vang berdasarkan hasil Pengoawasan
diternukan  ketidaksesuaian  ateu pelanggaran  terhadan
Ferizinan Berusaha di seltor keagamaan, diketiai sanksi
administtatif berapa:

Lepuran rertulis;

denda administratl;

penghenttan sementara kegiacan;

paksaan pomerintah;

pembeknan Perizinan Berusaha: dan/atan

pencabutan Perizinan Berusaha,

RO OE

(1]

Pazal 455

Sanksi administrati{ berupa lepuran tertulis sebagaimana
dimalrsud dalam Pasal 458 hural a, diberikan kepada
penvelenggara  ibadah  haji khusus vang melakukan
tindalan sebagai Berikur

1.

k.

tdak memfasditas penglirusan dokumen perjalanan
1haddub byl khasos:
tidak memberikan lmbingan dan pembinaan ikadah
hap khusus;
tidak membernkan pelayanan kezehatan,
transportasi, akomodasi, konsumesr, dan
pelindungan sesual perjanjian termlis;
tdak meamberanghkatkan PenanEELnE  jawab
penvelenggara abadah  hap khusus, petugas
kesehalan, dan pembiminng ibhadah hap khosas
sosual dengan ketentuan pelavanan hap khusus;
tidak memfasilitast pemindahan calon jemash hagl
khusus kepada penvelenggara ibadah haji khusus
lain atas pormohonan jomaah;
tidak melaporkan jumlah jemaah ha)i khusus yang
akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wuakul
kepada petugas penvelenggara ibadah hapl Arab
Saudi;
tidak melaporken  keberangkatan  warpa  negaca
Intdonesia yang mencapatkan unddangan visa hap
miujamalah;

h. tidak ...
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h.  tidak melakukan prembrharuan perutmtian
pemegang saham,  kamisacis,  Jdireksn, alaomal
petubaban Peoyelengirara Thadah  Hap o Khiosas
{PIHK}, dan pembukaan kantor cabang pada Sistem
O3E5; dan/atan

. tidak mclaporkan  pelaksanaan  penyelenggaraan
itbadah hajl  khusus kepada tenteri vang
menvelenggarakan urusan pemerineahan di bidang
AFALTIE.

Sanks  administralill  beraps dends administratif
sebagaimana  cimaksad  dalam Pasal 4538 hurafl b,
dikerikan kepada penyeleneegara itbadah han khusus vang
melakukan tindakan sebagal beriboat:

A, meclakukan pelanggaran kedua kali aras sanksi
teguran terculis;

b.  gagal memberangkatikan jemaah haji khusos;

. tidak menvediakan lavanan akomooa sy, ransporlas,
dan  konsumsi kepada jemaszh hap khusws;
clan faran

d. pagal memulanpkan jemash haj khusus.

Sankst administrattt borupa  penghentian  scomentara
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 458 hurmf ¢
diberikan kepada penyelenpgara ibadah haeji khosus yang
melakukan tindakan sebapai berikut:

a. pagal memberangkatkan jemaah hap kbnisus
rmelewat batas wakiou 1 [gacu] kali 24 (dua puluhb
cmpal] Jam;

b wndak menyecdiakan layznan akomodasi, itansportasi,
dan konsums kepada ppmaah ha)i khusus melewan
batas waktu 1 [satu) kali 24 jdua puluh empat) jam;
dan/atau

c.  gagal memulangkan jemaah hap khusus melewats
batas waktu 1 {satu) kali 24 [dua puluh emprar] jam.

Sanksi administratif berupa paksaan  pemerintah
sebagaimana  dumaksud  delatm Pesal 438 hural d
tliberikan kepade penvelenggara ibadah haji khosus yvang
nielakukan tindakan sehapal benkue

A, fagal memberangkatkan emuaah han kbusus;
b, udak ...
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. Ldak menyedinkan layanan akomedasi, transportasi,
dan konsumsl kepadda jemash hajp khusos,
danfaia

c. pagal mocmulangkan jcmaah haj khusus,

Sankst  administranl  borupa pembekuan Penzinan

Berusaha sebogaimana dimaksud dalam Pasal 458 huruaf

e diberikan kepada penyelenpggara ibadah hajl khusus

vaog melakukan tindalkan sebagai berikoar

a. melskukan pengulangan keliga kall aras  sanksi
toguran tertulis;

b, melakukan penpulangdan kedos kabl atlas sanlks:
dends admirustratif,

c. tidak memberangkatkan, mclayani, dan
memulangkan jemaah hap khusus sesual dengan
perjanjian;

. gagal  memberangkatkan  jemaah hayl khusos
melewali haas wakbu 3 [tiga) kah 24 {rlua pulah
empal] Jom;

¢, ridak mampu menyediakan akomodasi, toansaporbas,
dan konsums kepada jrmaah hajl khusus melewan
batas waktu 1 [satu) kali 24 [dua puluh cmpat) jam;

f. pagal memulangkan jemaah haji khusus melewati
batas wakitn 3 (oga) kaly 24 [dua puluh empat] jam;
dan fatau

2. HRal memberanpgkrtkan dan memualangkan jemaatb
Fuaa weses cjacnalah,

Sanksl adminstranf berups prncabutan Perizinan

Berusaha schbagaimana dimaksud daldam Pasal 453 hunaf

[ diberikan kepada penyelenggara ibadah hap khusus

vang melokukan tindalaen sebagal berikur:

a. melakukan penpulangan keempat kali atas sanlosi
refuran tertulis,

b melakukan penpllangan kenga kall atas sanksi
denda adminestraif

c. melakukan penpgulanpsan kedus kab =ias sanks
pembekuan Pornizinan Berusaha; danfama

d.  Jjika penyelengegars badab hap khosos melakuloan
pengulangan pelanggarsan gapal memberangkatkan,
mcnelantarkan, dan pagal memulangkan jemaah
haji khusus

Pagal 400
Sanksi administratf berupa teguran tertulis sebagatmana

dirnalkesud dalam Pasal 458 hural a diberikan kepada
penyelenggata perjalanan ibadab aumrah vang melakukan

lmcakan sebapa benlkal:

a. tdak ...
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a. tdak menyediakan paling sedikie | [8ata)] orang
pemibimbing ibadah setiap 43 (empal palub loa)
orang jemaah wmrah;

b, tidak membemkan pelayanan dokumen pernalanan,
akomaodasi, konsumsi, dan  transportasi  kepada
jemaah sesuai denpan  perjamian tertalis yang
disepakati antara penyelengpara perjalanan ibadah
umrah dan jemaah umrah;

c.  tdak menvampaikan roencana perjalanan umrakb
kepada meontert vang menyvelenggarakan  urusen
pemerintahan di bidang apama  seczara teniulis
sebelum keberanpgkaran;

4. 1wlak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia
i Arab Savdi pada saat datang di Arab %auds dan
pada sazl akan kembal ke Indoncsia;

¢, thdak membust laporan kepada  menteri vang
menvelengparakan urusan pemennlahan 4 Indang
agama paling lambat 10 {sepuluh} Harn selelakb Liba
leembatli di tanah an;

. lidak mengikuetli standar pelavanan minimal dan
hatpa reterensi;

g, tidak mengikubl prinsip svanat,

h. udak melaporkan pembulkaan rekening
penampungan bapl dana jemaah untuk keparan
umrali;

1. tidda¥ melaporkan  jcmaabh  umrah  vang  tlefah
menyetorkan Biaya Fenyelengearzan [badah Drorah
(BRI} ke rekening penampungan BPIU pads Bank
Fenerima Betnean (BPS),

i tidak melaporkan  jemaah umrah vang  telah

didaftarkan asuransi;

k. udak melaporkan paket di bawah hargs celerensi
dan/fataa

. tidak thclakukan pembaharan perybmbian
pemegang spham, komisaris,  diceksi,  alamar
perubahan Penyclenggara Peralanan lbhadah Umrah
[FPILY, dan pembukaon kantor cabang pada Sislem
055,

Zanksl  administratil | berupa denda  admuniscratf
sehagaimana  dimaksud dalam Pasal 4588 huruf b
diberikan kepada  penyelenggara perjalanan ibadah
umrah vang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan ...
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a. melakukan peonpulanpan pelangearan kedua kah
#tas sanksi wguran erialis;

b, tidak memihika perjanjizn kerjasama dengan {asilitas
pelavanan kesehatan di Arab Saudds,

c. tidak memberangkatkan jemaah umrah yang
terdaltar pada tahun hijmah berjalan;

d. meminpambkan legalitas Perizinan Beorusaha kepada
bire  porslanan vane udak memiliki Perizinan
Herusaha sehagal penvelenggara perjalanan ibadah
umrah;

«. gapal mcmberangkatkan jemaah umrah;

. tdak menyediakan lavanan akermedasi, tranaspotmasi,
dat konsumsi Keparla jemaah umeah; dan/ alaw

2. gapal memulangkan jamaat umrah.

Sanks)  admimatratif berupe  penghentian scmentara

keglatan sehagaimana dimaksad dalam Pasal 438 huruat «

dikcrikan  kepada peuyelcnpzara perjalanan  1badah
umrah yang melakukan tindakan schbagar benkut:

a. gagal memberangkatkan jemaah uwmrah melewat
batas wakiu 1 [satu)] kali 24 [dua puluh empat| jam,

b. tidak menvediakan layanan akomnodasi, teansportazsi,
tlan krmsumsi kepads jemngah umrah mefewsati batas
waki 1 [satg) kale 24 [Hua pualubh empat]  jam;
dan/dlau

¢.  pdagal memulangkan jemaah umrah mclewatl batas
waktu 1 [gatu) kah 24 [dua puluh empat] jJam.

Sanks) admimstratd berupa paksaan pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Paszal 438 huoruf

diberikan  kepada penyvelenggara peralanan ibadah
urprah vang melakukan Undakan scbapel benikoud:

a, gdagal memberangkatksan pemaah wmrah;

b tdak menvediakan lavanan akomodasy, transportasi,
dan konsumsi kepada jcmaah umrah: dan/atan

c. pagal momulangkan jemaah umrah.

Sanlisi  admimistractdl  bemupa pembekuan Perizinan

Berusaha scbhbapaimana scharaimana dimaksud dalam

Pasal 453 huruf e dibenkan kepadas penyelenggara

perjalanan sbadah umrah vang melakolkan tindakan

sebapai bermkuot.

a. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali
atas sanksi teguran tertulis;

. melakubkan penpulanpan pelanggaran kedun kel
afas sankst denda admmatratel;

o, tidade .
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. tidak memberangkatkan dan memulangkan jcmaah
umrah sesuAl dengan mass berlaky viss wmeah di
Arab Saudt;

d. tdak membuka cckening ponampungaEn yang
dipunakan untuk menampung dana jemaah wenrah
unruk kegiatan umrah;

e, agpal memberangkackan dan memulangkan jemaah
st perjangian 1eriuls,

. gapul memberangkatkan jemash  melewan  batas
waktn 3 {tiga] kali 24 (duwa malub cmpal) jam;

g Jjika penyelenggara perjalanan badab wemrah Didak
tmampu menvediakan akomodas, transporlas, dan
kemsumst kepada jemaah umrah melewatl balas
waktit 1 (satu} kah 24 {dua puluh empal) jam;
dan fatay

h. jika penyelenggaca perfalanan ibadah umral gagal
memulangkan jemaah umreabh melewari baras wako
2 inpa) kah 24 [dua pulub emmpat) jam.

Sanksi administratil pencabulen Pericinan  Berusaha

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 438 huraf F

diberikan  kepada penyelenggara perjalanan ibadakh

urnrah vang melakukan tindakan scbhagal borikut:

#.  melakukan penpulangan pelanggaran kcempat kal
alas sanks epuran tertulis,

b melakuksn pengulangan pelanggaran ketiga  kal
atas sankyl dends adminasieant,

c. mclakukan pengulangan pelanegatan kedua  kali
atas sanksi  pombeckuan Fenzinan  Berusaha;
danfatau

dd. melakukan  pengulangan pclanggaran gagal
memberangkatkan,  menelantirkan, dan gapal
mernlangkan jemaah umrah.

Pasul 461

Fengenaan sanksi admimstratil sebagaimana dimaleud
dalam Pasal 45% dan Pasal 460 dileksanakan oleh
menter vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama sesual dengan keleniuan  peratucan
perundang-undangan,
Ketentuan mengenai  tatd CATH PETESnAAan sanks
administratil, melkanisme, Jjangka wakiu, bandimg
administratil, dan pejabat vang berwenang diatur dengan
peraruran menteri yang  menvelenggarakem  urusan
permerintahan di bidang agama.,

Parapraf 14 ...
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Pasal 462

Dalam hal ditemulkan ketdaksesuaian ateu pelanggaran
alas pemenuhan peravaralan dan /@1 kewajiban oleh
Pelaku Usaha wyang melakukan kegiatan  ussha
penvelenggaraan pos, menterl yvang menyclongparakan
uruzan pemerintahan  di bidang  komumkasi  dan
informabika mengenakan sanksl adminestratf berupa:
reguran tertulis;

pengenaan denda admioistratil;

pernghentian sementara Kepiatan vusaha;

dava palosa polisional; dan/ataw

¢, pencabutan Perizinan Berusaha.

angmw

Dalam hal berdasarkan hastl Penpawasan ditcmukan
keridaksesualan atau  pelanggaran atas  pemenuhan
persyaratan dan/atau kewajiban oleh Pelaku Usaha yang
metakukan kegiatan usaha agen kurir, menteri yang
menyelenggarakan umsan  pemerintahan d1 bidang
komuntikast  dan informatika mengenakan  sanks
adrmimistrati! hetupa;

a. teguran terbalis;
b.  penghentian sementara keglatan usaha; dan/atan
£.  pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 463

NDalam hal dilemukan keiidaksesuaimn alan pelanggaran
alas pemenuban persyaratan dansatan kewajiban oléh
Pelaku  Usahe vang melaloukan bkegatan  ussha
penyelenpgaraan Jaringan telekomunikas: Atau
penyvelenggaraan  jasa  telekomunikasl, menten yuang
menyelenpgarakan  umsan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika mengenakan  sanks
admimistrati] berupa;

a.  teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif:

c. penghentian .
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¢, penghentian sementara Kegatan usaha;
Jd. e usan aksbes;

¢ daya paksa polisional;

# pencabutan lavanan: dan/ atau

g,  pencaburan Perizinan Berusaha.

{2] Dalam hal ditcmukan ketidaksesualan atau pelanggaran
ataz pemenuhan persyararan dan/atau kewapban oleh
Pelaku  Usaha  varg  melakukan  kepgialan usaha
penvelengparaan tetekomumbias khusos uotuk keperloan
badan hukumm, menlen vang monvelengeatakan urusan
pemermiahan v Indang komormikas dan miormalika
menecnakan sanksl administratit berupa;

4, tcpuran tertulis:
b.  penghentian sementara keglatan usaha; danfatan
c. pencabutan Perizinzn Berusaha.

{3) Pencabutan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
hurul f merapakan pencabuaran jenis penyelenggaraan
tertenty) yang feccanfuom dalarm Petizinan Berusaha pada
heeiaian vsaha penyelenggaraan jenngan elekomunlins
drtau kegtatan Usaha penyelenpesaraan jasa wlekomunioas
gCcsUR] denpan jemis penvolonegaraan yang ilanggsarnyd
dan udak  berakibat  pada  pencabutan jenis
penvelengmaraan vang iain.

Pasal 44
Datam hal ditemulan kKerilaksesuaian atau pelanggaran atas
remenuhan persyaralan danfatan kewagiban oleh Pelaky
LIsaha YHTIE memperalsh penelapdan e MO TIIUT EIl
icleknomunikasl, menterl yang moenyvelengearakan  arussan
pemenntahan  di bidang  komunikast  dan  informatika
mecngcnakan sanksi administratit yang borupa;
teguran terrulig;
pemutusan akses; dan/atau
pencaliLfan PenetEapmry penoiLoEn .

Pasal 4635

(1Y Dalam hal dilemukean ketidaksesuaian alau pelanegarsn
atas pemenlban pecsyacatane danfalag Kewajiban oleh
lembaga penvigran slal penyelengears multipteksing
POVIAran, mentenl vang menvelengearakan  wrusan
pemerintahan di idang komumkas dan informatika
dapat mcnpenakan sankst adminstratil yang borpa:
a. teguran tertulis;
b.  pengenaan denda adrunistratif,
.  penghendan sementara kepiatan usaha,

o W

L

th. dava ..
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d.  daya paksa pohsional; dan/fatag
. pencabalan Perizingn Berasaha.

(2] [alam hal ditermubean ketidakeesuzian qtan petatggaran
olch embaga peomviaran atas pomenuhan persyaratan
dan/fatau kcwajiban vang terkait dengan pelangearan sl
slaran, Komisl Fenylaran lndonesia mengenakan sanksi
administratif yang berupa:

a. tepuran tertulis,

b, pengenaan dends administearil;

iz, penghentisn semenisra masla acars vang bernasalah
seteldh melalun wwhap lertenl;

d.  pembatasan durass dan waktu siaran; danfatan

. pcmbeckuan keglatan siaran untuk vraktu tertcntu.

(3] 3Zelain sanks1 administratil schagaimana dimaksued pacda
ayat [2}, lembaga penytaran vang melakukan pelanggaran
atas persyaratan  danfatan  kewajiban wvang terkait
Jdengan  pelanggaran isi siaran dikenai  sanksi
administralif berupa pencabaitan Perizinan Berusaha oleh
menlen yang menyelenggarakan urasan pemennlbaban da
bidang homunikast  dan miormatika berdasarkan
rckomendasi Komisi Penylaran Indoenesia sctelah adanya
putusan pengadilan vang mempercleh kekuatan hukum
tetap.

(4] Perngenaan sanksi administratif borupa  pencabutan
Ferizinan RBerusaha sebapaimana dimaksad pada ayval [(3)
dilakukan setelab penpenaan sanksi  adminiscratf
sehagnimana dimaksad pada ayval (2] burul a, hocaf b,
huru! o, huruf 4, danfaweu horol & tidak dipatshi oleh
Prelaku Usabhi

Fazal 4ob
Pengenaan sanksi edrmmnistrati] sebopaimana dimaksud dalam
Pasal 462 aval (1), Pasal 4602 ayat (2], Pasal 463 ayat (1}, Pasal
463 aval [2), Pazal 364, Pagal 465 avar {1), dan Pasal 465 avai
2] dilakukan secara langsung atau secara bertahap.

Pasal 467
f1)  Pempenman sanks SopcAra JANgsung SebagAimana
dimakeeud datam Pasal 466 dilakukan  apabila
polanggaran torachut membahayakan keamanan negara
dan berpotcnst meruplikan nogara.,

{2] Pengenaan ...
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{21 Perngensan  sanksi o secara langsung sebagaimana
dimmaksud prda avat (1) berupa pencalutan Perizinan
Berusaha.

Pasal 458

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimakswd dalam
Hasal 462 avat (1) hurnf a, Pasal 462 ayar {2] hural a,
Pasal 463 avat (1) huruf a, Pasal 463 avac {2) huareal a,
Pasal 464 huruf a, dan Pasal 463 ayat (1) hamaf a, dan
Pasal 465 ayat [2] hural a terdiri dari surat tepuran
tertulis peclama sampai dengan saral teguran tertulis
keestigzma.

(2] Janeka waktu antar surat tegursn tertulis sebogaimang
dimaksud pada ayal (1) paling singkat 7 (tujuby Han dan
paling  lama 30  [uga pulubh) Han  dengan
toempertimbangkan upaya Polaku  Usaha  untuk
memenubi persyaratan dan/ataw  kewajiban kegiatan
ngahanya.

Pasal 469

{l] Fengenaan denda administratif scbapaimana dimaksud
dalam Pasal 462 ayat (1} haruf b, Pasal 4563 ayat (1)
birafl 1y, Pasal 465 ayau (1) harof b, dan Pasal 465 aval
(2] hurol b dilakukan berdasarkan tingkat lesalaban
vang dilemubkan pada Pongawasan.

(2] Besaran denda gdmimistealif dilaksanakan sesial dengan
Eetentuan peraturan perUndang-undangan o tndang
peiicrimaan ncgara bukan pajalk.

Pasal 470

Penphetitiatl  sementara  kegiatan sebagaimana  dimalsod
dalarmn Pasal 462 ayar (1) haruf e, Pasal 462 ayat {2) hauf b,
Pasal 463 ayvat {1) hmuf c, Pasal 463 avat (2) huraf b, Pasal
465 ayat (1} hurut o, dan Pasal 465 avat {2 hural o dikenal
selama jangka wakta paling lama 1 [satu) tahun,

Fasal 471

Dava paksa polisicnal schagaimana dimaksud dalam Pasat
462 ayat {1) haruf 4, Pasal 463 ayat [1] hurat e, dan Pasal 4635
ayat (1) huruf d dapat dilaksanaloan dalam bentuk:

a. meninta ...
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4. meminla idenlitas pelaku pelanggaran dat
mendoeklumentasikan dalam bentuk digical;
memasukl dan memeriksa lokasi kegislan ussha;

. meminta keterangan Pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran;

t. memanggil Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran,
dan/Arau

¢, penyexelan sementara alal dan/atsu peranghkat
penunjang vang digunakKan untuak kegiatan bergsaha.

Pasal 472

Pepcabutan  Perizinan Berusaha sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 462 ayat {1] huemal e, Pasal 462 avat (2) haruaf ¢,
Pasal 453 aval (1) haeaf g, Pasal 463 ayat (2] hooud ¢, Pasal
464 huruf ¢, dan Pasal 465 ayat (1) huraf ¢ dikenskan sebaga
tahap palmg akhir dalam tahapan pengenaan  sanksi
administrand.

Pasal 473

(1) Dhrcksi, peneurus, perorangan den/atan bades bukum
Prlaku Usaha dapat ditetapkan delam daftar hetam datam
hal Pelaku Usaha dikenm sankst adminisitatil berupa
pencaburan Perizinan Berusoha danjfatau pencabutan
layanan.

£2] Pihak vang ditetaplkan dalam daftar hitam sebagaimana
dimaksugd pada ayat (1), dilarang teelibat dalam kegiatan
usahi  dan Perisinen  Berusaha Untuk Menuegang
Eegiatan Usaha vang bersanpgkiitan,

(3) Mhak scbeapaimana dimaksud pade ayat (2] dapeal
dikeluarkan dari daftar hitam seielah;
a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditctapkan dalam daftar

hitam; dan/ataun

b.  kewajiban yang mecnjadi piutang ncgara dipenuhi,

Pazal 474

1) Ketentgan lebibh lanjut tnengenal sanksi admimstratd
sehagaimana dimaksuad dalarm Pasal 462 sarmpai dengan
Pasal 472 dan ketentuan [ebih lanjut mengenai daltar
hitarn  sehagaimana  dimaksud  dalam Pasal 473
ditelapkan oleh menler vang menyelengparakan urilsan
pemennitahan di bidang komunikas dan infermatiba.

(2] Retentuan ...
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Ketentuan lebih lanjut menecnal sanksi adounistratf
scbhbagalmana dimaksud dalam Pasal 4635 avat (2}
ditetapkan oleh Komus Penyiaran lndonesia.

Pasal 475

Pemegang  hale talaih  satelit yang dengan scngaja
menyampdalkan data yang tdak benar dan/atau doekumen
vang tdak vahd dalam pcmenuhan persyaratan dan/atan
kewapban hak labuh satelit dikenai sanksi administreacd
borapa pencabutan hak labuby satelit vang diikuli dengan
pencabutan izin stasiun raclic.

selain sanks adrmomsiralil sebagwimana dimaksad pada
avat [1y, pemegang hak labub satelil vang menvampaikan
data vang bidak benar daspfatag dokumen vang udak
valid dapat dikenal sankst pidana scsum deongan
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pazal 478

Hak labul satelit dapat dicabur dalam hal:

a.

{i]

satelit asing vang dipunakan dinyatakan btidak dapat
bergperass th wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
Trelonesia oleh menten yang menyelengearakan uresan
pemeninishan d bidang kemunikast dan mformatika;

tidak memilikl 1zin stasiun radio dalam jangka wakou
paling kuarang 1 {zatu} wahun dalea periocle masa lakoy
hak labuh satelht: dan/fatay

dalam bhal terdapat kepentingan perlabanan dan/atau
keamanan nepgara,  keselamszlan dan penanggulangan
keadaan marababiava (sufely ond disiressl, pencanan dan
pueticlongan (Search ond  FRescus/SAK). kesejahteraan
masyarakat, dan/d1au kepentingan amum.

Pasal 477

Prlaku Usaha vang meonepsunakan spektrum frekuensi
radio tanpa Penzinan Berusaha dan/atau persetujuan
dari mcnterl vang | menyelenggarakan UiLsan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatiks,
dikenal sanksl adrministratil bemipa:

W leguran .
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a.  teguran tertulis,
b, denda adminisiratil, dan
¢ pengenaan days paksa polisional.

Sankst admimistranf pengenaan dava pakse polisional
scbapaimana dunaksud pada ayac (1) buewd ¢ terdini dari:

4, penghentian  operasional  pemancaran spekingm
frekuenz) radio; dan/arau

. penyitaan alat dan/ataw perangkal ielekomunikasi
watp digunakan untuk pemancaran frekuensi radio.

Sanksl admimistratl sehapaimana dimaksud pada ayat
(1) dikensl secara kumulatif dan bersamaan.

Selain sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada
avat (1], pelanggaran penggunazn spekirum  eekuens
radio tanpa Perizinan Berusaba dan/aa0 perselujuan
dapat dikenal sanksl pidans sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paud] 47E

Pemegang zin pita frekuens) radio vang mehgpuhakan
alat dan/atau perangkat telekomunikasi vang belum
berserlifikat  alat danfatau  perangksat lelekomunika sl
dikenal sanksi admimstrarif berupa:

a. tepuran tertulis;

L.  penghentian pengponsan alal dan/atau perangkar
telekomunikas) yang belum mempunvar sertifikat;
dan

¢, denda administratif.

Sankst adminstratf sebagaimana dimaksuid pada ayvat
{1} dikenal sccara kamulatif dan hersgmaart,

Sanksl peaghentian penpgunaan alat danfAlau perangkal
tclckomunikasi sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)
hurat b dwcabut ks alat danfalaw peranekat
telekomunikasi elah mempunyal sertifikar alat dan/atau
perangkat refelkmmuniknsi.

Paszal 479 .
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FPasal 474

Femepang izin pita frekucnst radio vang tidak roermeiibe
kewapban yanp dipersyaratkan dalam dokumen seleksi
dikenal sanksi gdministranl beropa:

#.  fepuran terrulis;
b,  denda administeatif; dan/atan

c. diumumkan melalui media celak dan/atau media
clockrmonik,

Kewajiban yanp dipersyaratkan dalam dokumen seleksi
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan unituk
wewrjihan pembayaran biaya hak ponpgunaan spekirum
Irekuens: ragdi.

Sanksi administeati] bemgpa tegiran tertulis sebagaimana
dimaksud pada avat [1} hurol a diberikan sebanyak 3

(tiga) kali dengan tengeeng wakind 14 [empat belas) Har,

Dalam hal sampal denpan batas waktu leguran cecrolis
ketipa sebagaimana dimaksud pada ayal [3), pemegang
izin pita frekoensi radio belum memenuhi kewagiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen scleksi, dikenai sanks
denda administeatil.

Dalam  hal  selclah 30 dopa  puluh) har kalender,
pomegang izin pila [rebuensi radio vang dikenal sanksi
denda administratif sebapaimara dimaksud pada ayat (4]
belum memenuhi kewajibun vang dipersyararkan dalam
dokumen seleksi dan/atas belum memenubn kewaiiban
pembavaran denda  administrant, dikenmi sanks
administeatil berupa dinmumkan mclalul:

“, meilia cermk; dan/arau

L. mechia elekironik,

Pasal 480

Pemegang  ixin  pita  frekuenzi  radic yang tdak
menyampaikan laperan peogelnaan pta frekuensi radio
gecara berkala dikenal sanks adminstranf erapa:

a, teguran tertulis;
b. penghcontian layanan PECIZINHD PUOREUNEAN
spektrum frekuenst radio; dan/atau

. diumumkan
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¢, dinmumbkan melalhw media cctak danSatau media
elektronik.

Rankai admimsiratit berupa teguran tertulls schagammans
dimaksud pada avat 11) horul a diberikan sebanyak 3
[tigal kali dengan tenppang waktu 14 {empat belaz) Har.

Dralam hal sampai dengen bates waktu teguran tertulis
ketiga sebagaimana dimaksad pada aval (4, pemegang
in pita frekuenst radie helum menyampalkan laporan
pengpunaan pita frekucnst radio schagaimana dimalksad
pada ayat (1], dikenal sanks1 administratf berops:

a. penghentan lavanam  porizingan pERRUANSEn
spekirum  firekuensi radiwo scbagaimana dimaksud
pada avat (1} huruf b; dan

b, diumumkan melalui media cetak danfatau media
clekironik  sebagaimana dhimaksud padsa avat (1)
hurual «.

Sanksi administratif schagaimana dimaksud pada avat
(3) dicabut dalam hal pemegang iZin pita frekuensi cadio
telah menvampaikan laporan penggunasn pala leekuens
raclion.

Paszal 481

Pernegang lzn pita frekuensi radio vang tdak melunas
biaya hek penggunaan spektrum rekoens! radio uantuk
izin pita frekuensi radic sampai dengan tanggal jalub
tempo dikenai sanksi administratit bevupa:

4. toguran leriyhs;

b, denda  administratif| kererlambatan pembavaran
pCUCTIRAaan negarta  bukan  paak  vang terutang
sesual dengan  kelenluan peraiuran perusdang-
undangan;

c. penghentian  layanan  peridinan penggunaan
spektriun rekucnsr radio;

d.  penghentian sementara operasional pengglinaan pita
(reluensi radio; dan/ atau

¢.  pencabuotan izin pita fkekucnst radio,

Sanks] administeatil berupa teguran tertulis dan denda
#tlministratif sebagaimana dimaksud pada avat (1] huraf
a dan hural b dikenal scsual dengan ketentuan
peraturan perunduang-undangan.

[3) HEanksi
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Fankw  admimsiralid  berugps penghentian lavanan
pohiZinan ponpgunaan spokimum frekuenst radic
schagaimana dimaksud pada avat (1) hural ©, dikenas
bersamaan denpan tepuran tertulis pertama.

Dalam hal sampai dengan batas waktu teguaran tertulis
kedua, pemegang zin pita (ekoenst eadie Delurm
rrelunas hiava hak pengeunaan speklirum eekgens
radio unlulk =n pula feekuens radio danfataa denda
admimisitial, dikenal  sankst admimistrat! | berupa
penghentian  scmentara operasional  penggunann  pita
[rckucnst radie scboagaimana dimaksud pada avar (1)
huruf d yvang peagenaannya bersamaan dengan leguran
tertulis ketipa.

Dalarm hal sampai dengan baras wakty tegaran tertulis
keliga, peroegrang pan patd rebaleness radio belom
rmehinas Wava hak penpgunaan spekirdm [eekoens
radic untuk mn pita frekucnst radio danfatau deonda
administratif, dikcnai sanksi administratif  berupa
pencabutan 1zin mita  [frekuenszl radic sebagaimana
dunaksud pada avat (1} huruf e

Pasal 482

Pemegang izin pita frekuensi radin vang mengminakan

pita rekuensi radin tidak sespai dengan peruntukannya

dikenal sankst adiministoan! bemgpa:

A, lepuran teriulis:

b, dends admimistratml; dan

. praghentian semwcntara opcrasional stasiun radio
yang tidak sesuai dengan peruntukan.

Sanks) administratil sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dikenai secara kumlatif dan bersamaan.

Sankal  administratd berops penghentian Sementata
operasional srasiun radio sehagaimans dimaksod pads
ayat {1] huruf ¢ dapat dicabut pka pemegang 1zin e
frekuensr radie felah menyvesuatkan pengguniaan pitd
Frefoue s rad o sesial dengan peruntukannys.

Pasal 483
Pemegang 1zin pita frekuens radio vang menmmbuilkan
ganppuan yang merugkan (Rarmful mierfersnce) dalam
penpgunaan pita [cckuensi radic dikenat sanksi
admuinistratif berupa:

a. [efLratt ...
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A egdran leriahs, dan

b, penghenlian sementdard operasional stasiun radio
vang menimbulkan gangpuan yang merugikan
(Rrarmful mterference).

Hanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai secara kumuiatif dan bersamaan.

Senksi  administratil berupa  penghenlian  sementara
nperaswnal sEsion radio sebapamana dimaksod pada
aval [1} hurul b dapat dicabut nka pemegang 1zin pita
rckuens: radio dalam  penpggunaan pita  rekuensd
radionya  tdak lagm memimbulkan gangguan  vang
meiugikan,

Dalam hal penggunaan pita  frekuensi radwi yang
menimbulkan  gangpuan  vang  merugikan (herrfil
interferenicet,  berpotensi memimbnllkan babave b
Keamanan negara dan/ alel kesslamatan jiwn manusiy,
stelain gwnks) administratll sehagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dikenae sanksl pidana sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4574

Petmepang i2in pita lrekdens radio yang melakukan kens
SHMA  penggunaan spekirum fekoens) radio tanps
PeTselLIuan tarl menten yvang menyelenpgarakan urmisan
pemerintahan di bidang komunikasi dan wmformatika
dikenal sanksi administran berupa:

A, tepuran tertulis,
b. decnda administracil;

c. peoghentian kerja sama  penggunaan  spekirum
(rckuensi radio; danfatau

d. pencabutan izin pita frekoensi radio.

Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada avat
{1] hurul a, huruf b, dan huraf ¢ dikenai secara kurmualacfl
dan bersamaan.

(-3) Dlalam ...
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Tralam hal setelah 30 [tigs puluh) bar kalender pemegang
150 pita frekusns madin vang dikenal sanks admeristrand
schagaimana dimaksud pacda ayvarl (1) huoal &, bural by,
dan hum! ¢, belum mengajukan permohonan
persctujuan kepada meonteri vang menyvelengparakan
uruzan pemerintzhan di bidang  komunikasi  dan
informatika, melunasi denda administratif, dan/atau
menghentikan  kerja  fama  penggunaan  spekirum
[rekuens:  radig, dikena senkst administratit berupa
pencabllan wrin pita Ireluens radie sebagaimans
dimakyud pada aval (1] huraf .

Pasal 485

Pemegang izin pita [rekurnsi radio yvang melakukan
pengaliban penggunaan  frebuensi radio tanpa
persetujuan dari menteri yang menyvelenggarakan unisan
pemennlahan di ndang Kemunikase dan nioematilis
cilkkenal sanks administratd berupa;

a, tepuran tertles;
b. denda adoinistratif;

c.  peaghentian  layanan  penzinan poREgUnAAn
spektrum trekuensi radio;

d.  penghentian sementara operasional penggunaan pita
reluensi radin; danfatauy

e, pencabutan mn pita lreklens radio.

Sanksi adminisiralll sehbagamana dimalksud pada aovatl
(1) huruf a sampar denpan hurul 4 dikena secars
kumulauf dan bersamaan,

Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) harti kaicnder pemegang
izin pata frelkuensi radio vang dikenai sankst administeatif
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) burof a sampai
dengan hurmf d, belum mengajukan permohonan
persetufuan  kepada menteri vang menveletggarakan
utuzan pemerintahan di bidang  komunikasi  dan
informatika, melunazs denda adiministrauf, danfatan
menghentikan sementera operasional penpgunaan pita
frebuenst radio, dikenai sanksi administeatil beroepa
pencabllan zn pite frekuensi radio sebagaimana
dimaltsud pada ayal (1] huaraf e.

Pasal 486 ...
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Pasal 486

Pemegang izin stasiun radic vang dengan scngaja
menyampaikan data vang tidak benar dan/atau dokumen
vang bdak wvalid dalam pemenuban persvaratan iz
slasiun rado dikenal sanksi administratl beropa:

A, leguran tertulis;

b, penghentian tayanan PeriZinnn P OETE AR
spcktrum frekucns radio:

c. penghentian sementara operasional pecmancaran
spektrum [rekuensi radwo; dan/atau

d. pencabutan izin sasiun radic.

Sanksi admirtistraiill sehagaimana dimaksud pada avae
[1y hural & dan hurul b dikena secara komulatif dat
bersamaan.

Dalam hal sampal dengan batas waktu teguran tertudis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a, pemegang
izin stasmun radie tidak membernkan buktl mcngena
kelbenaran data dan/atau validitaz dokunien, diberikan
sanksi  administratll berupa  penghentian =emenrara
operasional  pemancaran spekirum [rekuens:  cadio
stiragaimana imalksuld padla aval (1] houral ¢ selama |
[satu) bulan.

Dalam hal sampol dengan batas waktu 1 [zatu] bulan
sebagaimana dimaksud pada avat [3), pemegang izin
stasiun  radie tidak memberikan  buko  mengenai
kebenaran datafetau  validitazs  dokumen, diberikan
sanksi adminiscratif berupa  pencabutan  izin stasion
radin sehagamana dirpaksud padas ayan (1) bracoal <.

Sclain sanksl admimstratif sebagaimana dimabksud pacda
avat (1}, pcmcgang Zin stasiun radio yang menyvampaikan
data vang tidak benar danjatau dokumen vang tidak
vahid dapat dikenal sankst pidena sesunl denpan
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pazal 487

Pemegang izin stasiun radio yvang tidak melunasi biaya
hak penggunaan spektrun frekuensi radio untok izm
stasiun radio sampai dengan tangpsl jatuh tempo dikenai
sanks administrani’ berupa:

A TepUCEN
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4.  teguran terlulis

b, denda admimusiratd Keterlambatate pernbayaran
penerimaan negard  bukan pajek  vang  terotang
sesnal dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

. penpghentian layanan pPCTIZINAIL  PeNZPFUnEdn
spekirum irekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional stasian radio;
dan/ @tau

c. peocabutan zin slasiun radio.

Sanksi administratif berupa teguran teriuhs dan denda
administratif sebapaimana dimaksud pada ayar (1] hurof
a dan hurnf b dikcnar scsual denpan keleniuan
peraturan perundang-undangan.

Sapkst  admiristratf berupa penghentian layanan
perizinan pengiinaan  spektrom freluenst radio
sehapaimana dimaksud pada ayat {1] huraf o, dikenai
bersamaan dengan tepuran eriulis kesaty,

Dalam hal sampai dengan balas wakto teguran tertulis
kedua pemegang izin stasien radio belum melunes biava
hak pengpunaan spekirum frekbucnst radie uniuk wim
stasiin  redin dan/atan denda administratif, dikenai
sanksi  adminmistratil berupa penghentian sementara
pperasional slasiun radio sebagaimana dimaksud pada
ayat |1] hurud o vang pengenaannya bersamaan dengan
tepuran tertulis ketiga,

Dalam hal sampal dengan batas wakito tegoran tertulis
ketiga pemegang izin stasiun radio belum melunas biaya
hak penggunaan spektrum [cekuens: radio untuk iz
stasiun radio danfatau denda administracl, dikenaj
sanks  adeministratif berupa pencabutan 1z stasiun
radin sebagaimana dimnaksud pada ayat (1] huruf e,

Paszal 458

Pemegang  izin stagiun  radic uniuk  dmas radio
komunikas  tertentun yang tidak menggunakan sinyal
identifikasi atay identitas stasiun radie pada sctiap
prmancaran spekirum  frekuensi radio dikenal sanks
admimstralif berupa:

a. lepuran Lertulis;

b, penghentian
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b, penghentian scmentara operasional stasian radw,
dan/ atau

. encaburan izin staswn radio.

Sanksi administrati! berupa repuran teriulis selbmapaimana
dimaksad pada ayat [11 hural s diberikan sebanyak 3
iga) kab dengan eogeang wakiu 14 (empat belas|) han
kalender.

Jika dalam waktu 14 (empat belas) han kalender sctelah
teguran terwalis diberikan pemegang zin stasiun radio
tetap tidak rmenpggunakan  sinyal  identifikasi  atan
idencitas stasman radio pada setap pemancaran spekirom
frekuen=i radio, diberikan sankst administratil berupa
penghentian sementara  operasienal stasiun radio
sehagaimana dimaksud pada ayvat 1) hural b sctama 30
{tiga puluhj han kalender,

HJka  dulam  waktu  sctelah penghentian  sementarna
schagaimana dimaksud pada ayat {3) berakhir, pemegang
1Zin  stasmun radio tecap tidak menggunakan  sinval
wdentifilkasl atau dentitas stasiven redino padas  setiap
pemancaran spekirum Irekuensi radio, diberikan sanks
administratif erupa pencatiitan =n slasiln cadin.

Pasal 489

Pemegang  1zin stasiun radio yvang  menggunakan

frekuensi radio tidak sesual dengan peruntukannya

dan/atau mengeperazikan  stasiun radio tidak  sesist

dengan paramerer fekmis yang ditetapkan dalam izin

slasin radio dibkena) sanks admonistratd beropa;

a tegrran tertolis,

b,  denda administratif; dan

¢, pengheontlan sementara operasional stazion tadio
vang tidak sezual dengan peruntukan danfatau
tidak seznal dengan paramerer teknis.

Sanksl admimistratif sebagaimana dunaksud pada avat
(1) dikenar secara kumulatif dan bersamazan.

Sanksi administratit berupa penghentian  sermentacs
operasional stasman radi sebagrimana dimaksud pada
avat (1] hueaf o dapat thicabul Jiks pemegsang 210 gtasiun
radig telah menyesygaikan penpplinasn frekuens: radie

sesual cdenpan peruntukannya danfatau scsual
PATATIE S [eHTISnYE,

Pazal 4490 ..,
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Fazal 490

Pemepang iz stasian radlie vang  menimbulkan

gangmaan yang merugikan (harmful grterference] dalam

perpgnaan frekuensi radio dikenai sanksi administracil

berlipa:

A,  tepuran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio
yang meumbulkan pangpuan yang  merugikan
(harmfid interferenes).

Banks: administratil sebagaimana dimaksud pada avat
{1] dikenai secara kumulatif dan bersamaan.

Sanks  adrostratd beropa petyghentian setmentara
aperasiondl  stasiun radic sebharaimana dimakseaod pacda
ayat (1) hurul b dapat dicaboal jiks pemeganp i2in stasiun
radic dalam penpgunaan lrekucenst radionya lidak lag
tenitnbulkan gangeuan yang mergikan.

Dalam  hal penggunaan  pita  frekuensi radio yvang
mernmbulkan  gangguan  vang  merugikan  (hamful
rterfererncs),  berpotensi menimbofkan bBahaya  bagi
keamanan nepard dan/atau heselamaran jiwa mmanusia,
gelain sankst admimstratf sebagamana dimaksud pada
dyat {1}, dapal dikenal sanks pidana seswal degran
ketentuan peraturan perundang-unddangan.

Pazal 441

Pemepanp  daln &lasiun radio  angkasa  vang  udak

mendaltarkan stasiun bum secara berkala senap tabun

dilkcnal sanks: administrabl borupa;

2. teguran tertulis;

b. denda adminisiwani;

c.  penghentian  scrcntara operasional stasiun buma
vang tidak terdafiar; dan/atau

d. pencabutan izin sasiun rad,

Banksi administracil berupa teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada avat {1] huruf a diberikan zebanvak 3
{figa] kal dencan tenppans waktu 14 [erpat belas]) hari
kalencder,

Dalarm hal sampal denpan bartas waktu eguran kesatg,
PEMeRENE 1210 slasiun radie belum mendaflarkan stasign
bumi, diberikan sanbs sdministoal! berapa:

a4, dends ..
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a. denda administrati] schagaimana dimaksad pada
ayar {}) hurof b; dan

I, penghentan sementara operasional stasiun bum
yang tidak terdaltar sebagaimana dimaksud pada
ayat {1 hurwd ¢ selama 3 itiga pulub) har kalender,

Dalam hal sampai dengen bates waktu sebagaimana
dimaksud pada dayat {3 hural L, pemegang izgin stasiun
radic belum mendaftarkan stasiun bami, diberikan
ganksi administratil borupa peocabutan 120 slasiun
radio sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d,

Pasal 442
Pelulow Usaha yang membuaf, merakit, memasukkan alat
dan/atau perangkal telekamuniliasi untuk

diperdagangkan dan/atay digunakan di wilayah Negara

Kezatuan Republik Indonesia yang lidak mementhi

standar teknis, dikcnail sanks: administratil berupa:

. dendo admivscrataf;

h. pengenaan dava paksa polisional berupa penyilaan
alat danjfatau perangkat telekomuinikasi;

2, pencabulan sertifkal  alat danfatauy perangkat
telekomunikas;

d. menank kembali seluruh alal danfalau perangkat
telekomunikast yang telah diperdupganekan danf atau
dipunakan oleh masyarakar; danfatau

e. penghentian  lavanan sertifikat  alat  danfatag
perangkar telekomuonikast selama 1 (satu) tahun,

Sanksi adminigivalif sebagatmana dimaksud pada avat
{1] huraf a dan harul b, dikenalkan kepada Pelaku Uzaha
vang tidak memiliki sertifikal alal dan/atey perangkat
telekomunikasi.

Banksl adnunistrat schagmmana dimaksud pada avat
(2} dikenai kepada Prlaku Usaha secara kumularnl dan
bersamann.

Sanks admunistratf sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huml a, huruf ¢, huraf d, dan hurul = dikenakan
kepada Pelaku Usaha vang membuai, merakil, daniatau
memasukkan alat danjatou perangkat telckomunikas
vang fiddak sesual denpan  sertifikat alat dan/ataa
peractgkal relekomunikasi yang dimiliki.

(5} Banksy ..
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Sanks adrunistratif sebagarmana dimaksud pada ayarc
(@) hikenakan kepada Pelaku Usaha secaca alternatil
dan fatau kKumulatit, dengan Ketentuan selagan eriluc:

&,  sankst administratil berupa denda administracl,
pencabutan o serlikal  alal dan/atan peranghkasl
telekkomunikasi, dan meonarik kembali sclunah alat
dansatan prrangkat  telckornunikase yang  telah
diperdaganpkan dan/fatan dipuenakan nleh
masyvarakat sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huareuf &, hoaca! o, den haral g dikenai kepada Pelaky
Usabia secard karmuolaol dan bherbarenygan,

b, pomegang sertilibest alat dangfatauw peranghkac
leteknmunikas lidak menark kembali selutuh alat
danfatau perangkat telekomunikasi vang telah
diperdaganplan dan/atan digunakan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada avar (1)
horuf d dalam janpka waktu wvang ditentukan,
dikenai sanksi administralif herupa penghentian
layanan serlifikat afdl danfalaa peranghkat
lelekomunikas selama 1 [walu) tahun sebapgaimana
dimakaud pada ayat (1} hural o,

Selam sanksi admmistratif sebagaimana dimaksud pada
avat {1], Pelaku Uszaha vang tidak memilik sertilikat alat
danaran peranpgkat eelekomunikas dapat dikenal sanksi
picdana sesuai dengan kelenlUan peratutat perindang-
undangan.

Passl 493

Setiap  orang  yang memperdagangkan dangataun

menggunakan alat danfatou perangkat telekomunikasi

vang tidak memiliks sercifikat alat dan/atau perangkat

telekomunikasi danfatau btidak  memenubt standar

teknis, dikenai sanksi adomimistratid berapa:

a. teguran tertulis;

. deruda adminisiralid;

¢,  penpenasn daya peksa polisional berupa penyitaan
dlal dan; atau perrangkal relekomunikas; dan/atan

d. menarik kembah seluruh alat dan/atau porangkat
telekomunikast vang telah diperdagangkan dan/qatau
digunakan oleh masyvaraksat,

{2) Teguran ...
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Teguran tertulis sebapaimana dimaksud pada avao [1)
huruf a diberikan 1 isatu} kali.

Jika dalam wabkta 7 {rujuh) hari kalender serelah tegaran
teriulis, masih memprrdapangkan dan/alau
rmehgputakan alay dan/aran peranghkat wlekomunikas
vang tedabk rmemudile sethilikat danfatan odak memenuhi
standar tekmes, dikenakan sanks! sebapaimana dimaksud
pads ayat (1) hural b sampal dengan hurud d sceara
kurnulatf dan bocrsamaan.

Selain sanksi adminisiratif sebagaimana dimaksuel pada
avat |1], setiap orang vang memperdagangkan danfatan
mengpunakan aler danfalan perangkal iclekomunikas
wvANR lwlak  memenoht satuclar ko dapal oikenas
sgnkst  pidaca sesud dengan ketenluap pecatlcean
perundang-undangsan.,

Pasal 494

Permepang  sertifikat alat danfatau perangkat
telekomunikas] yang dengan senpaja menvampaikan data
vang tidak benar dan/atau dokumen vang tidak valid
dalatn pemenuhan persyaratan sertifikat alat dan/atan
peratgkat telebrnunikeasi o dikenal sanksi administcairl
berlipa:

d. penceliaEn serlifkal Afal dan/atag poerangksl
telekomunikas;

b penghentian  lavanan  seralikat alat  dan/ataa
peranegkat tolekomunikasi sclama 2 (dua) tahun; dan

. menarik kembali seluruh alat dan/atau perangkat
telckomunikasi yang telzh diperdagangkan danfatau
digunakan oleh masyarakar.

Sanks: administratil sebagaimana dimakszsud pada avat
{1) dibertkan secara kumnulatif dan bersarmaan.

Selain sanksi administratif sebapaimena dimaksud pada
ayar {1), Pelaku Usaha vang menvampeaikan data Hdak
beenar dand alan dokuamen vang Odak valid dapa dilkenan
sanksl  pidana sesual dengan keleniuan peraturan
prrundang-undangsan.

Pasal 405
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Pasal 4935

Pelaltu Usaha wvang tidak melakukan pembavaran setelah
terbitnva awrat pemberntahuan pemmbayaran sertifikac alat
tdan/atau perangkat telekomunikasi sebanyak 2 jdoa) kali
dalam penoce 1 (saru] tahun, dikenar sanks) admionstratf
penghentian layvenan  serfilikal  alar danfataw perangkal
letekoamunikast selama 6 fenam) bulan.

Fazal 449

(1) Pemegang sertifikat  alat danfatan  perangkat
telekomunikasi yang dengan sengaja tidak memasang
label pada alar danfarau perangkat telekornunikasi yang
diperdoagsanghan dan/atau diperegunokan dikenanl sanks
admimistralil herapa;

i,  toguran tertulis; dan/atan

k. peouaghentan  lavanan  scriibkat  alat dan/atau
perangkat telekomumkasi selama 6 jcnam) bulan.

(2} Banksi adiministratif berupa tepuran tertuliz sebagaimana
dimaksud pada avat (1) humf a diberikan sebanyak 3
{tiga] kali dengan tenpgang waktu 14 |empat belag) hari
kalender,

(3 Jika dalam wakiu 14 [empal belas) bac kalencdder setelah
tepuran tertulis ketiga dikerikan, pemegang sectilikat alat
dart/atau  perangksat  telckomouanikasi tetap tidak
memasiang label pada alat danfatau porangkat
telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau
dipergunalean,  dikenal  sankst admnistrati  berupa
penphentian lavanan sertifikat alat dan/atau perangkat
lelekomunikast selama © lenam) bualan sebepaimana
ditnaksud pada avar (1) boral b

(47 Pemegang serhifikat alat gdan/atay peratiglat
lelekomunikas vang Lidak melaparkan bkt pemaaian
Izbel alat dan/fatau peranghkat telelkomuambags sampal
denpan hatas wakiu yang ditetapkan, dikenar sanks
admimistratyl perningatan teriulis,

Pasal 497
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Pasal 457

Frmepang scrhihkat alat dan/atau perangkar
telekomunikas) vang tidak mengajukan perubaban data
administrast  serfifikar alar danfalaw perangkat
telekomunikasy  sampai  dengan  balas  wakiol  wang
ditetapkan, dikenai sanksi administralif berupa:

A, bewurdan lerlulis; dan/ atdan

k. prnghentian  layanan  scrrfikat  alat danatau

perangkat wlckomunikasi selama L {=atu) tahuan.

Sanksi administratif berupa teguran rertuliz sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hural a diberikan sebanyvak 2
ftipa) kali dengan tenggang wakthy |4 (empal belas) han
kalender.

Jika dalam walkiy 14 {emipal elas) han kalender, setelah
teprnatat tertlis kKeliga dibenkan, pemepang scrtifikat alatc
danfatau  perangkat  telckomunikasl tetap tidak
mengzjukan perubahan data administrasi sertifikat alat
dan/atau perangkat telekomunikasy sampai dengan batas
waktu yang diterapkan, dikenal sanksi admioistreand
berupa penghentian lavanan  serlifkal  alal danfalael
perangkat  telekomunikas:  selarma | |salu} tahun
sebmpairnans dimaksad pada avat (1) hunal B

Fazal 4498

Peclaku Ussha yang scrufikat alat danjatau  perangkat
telckomunikast dicabut, dinmamkan melalui:

a.
[x}

(1]

media cetak; dan/aray
tredia elektromk.

Paxal 45

Penyelengpara sertilikast elekironik dapar dikenal sanks:

admmistratit berapa:

f.  leguran lertuldis;

b penghentian sementara pendaftaran pemilik
sertifikar elektronik; dan/atan

c., dikelnarkan dari dafltar penyelenggara serrifikasi
elektronik vang mendapat pengakuan dari menterd
vang menyclenggarakan wrusan pemmerintahan ¢
Eidang komunikasi dan intermatika.

(2} Penvelenggara ..
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Penvelenggara sertifikasi elektromk dapat dikenal sanksi
administratif berupa tcguran  tertulis  scbagaimana
dimaksud pada ayat ¢{1] huruf a apabila penyeiengegars
sertifikasi elektronik Indonesia vang telah mendapat
pengakuan tidak melakukan kewajiban:

2.

b.

c.

el

memeriksa  kebenaran  identitas  calon  pernilik
dan/atau pemilik sertifikat eleklronik;

melakulan validasi sertiftleat elekironik;

membuat daltar sertilikat elektronik yang akif dan
vang dicabut dengan menpelola sistem venbikas
sertifikat  elektronik  pemitik sertilikat  elekiromk
[edidation autharty);

rnemperbarul tanda lulus penyvelenggara sertifikasi
elektronik vang skan habis masa berlakunya;

meneclela  dan mengemankan sistem yang
menyimpan denlilas pernilik sertifikar elektronik;

memberntahukan perTyaliarn pepyelenggaraan
sertifikasy clektronik {certification practice staferment)
penyelengearaan sertifikast  eiektromknya  kepards
pihak lain yang mengeunakan jasa penyclenggara
sertifikasi eleltronik;

memubhikasikian pernyataan penyelengparaan
sertifikasi cleklronik [certifacation practice statement)]
penrelenpgaraan  gerifikas elekiroruknya di situs
rcsmi layanannya;

memberitabukan kontrak berlongeunan [sedbsoiber
agreement] dan kebyakan prnivast penvelengpgaradan
gertilikasi  elekironiknya kepada calon  pemilik
tlan/atau pemilik sertifikat elelrronik;

rmembetikan edukasi kepada calon pemubik dan/ atau
pemilik serrilikat elektronik mengenal penggunaarn
clan penpgamanan sertifikat elektronik;

merjamin  kerugian  akibat  kepagalan  layanan
penvelenpearaan sectihkas elektronil, kesenpgajaan,
danfatay kelzlaian kepada orang, badan usaha,
alal instansl karena kegapalanoyva delam mematuht
kewajiban s sl prriyelengpara sertilikasi
clektronike  seswal  dengan kelenflan perararan
prrundang-undangan;

k. memimta ...
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k. meminta pCIsCctujuan Menterl YHTE
menyelenggarakan urusan pemcrintahan di bidang
komunikast dan wmformatika dalam hal teradi
nerubahan lavanan penyelenggara seriifikas)
elektrenik yanp berbeda dengan ketentuan dalam
kebijakan  sectilikar elektroanik  (eertificale  policg)
penvelenpeara seclifikbast efeltronik incduak

1. melakzanakan &Ll lothedap aboritas
pendaltarannya [registrafion cuifRomiy),

m. memelihara dokumen arsip secard sistetnalik dan
dapat dipecrtangeungjawabkan bailk dalam bentuk
tertulis |paper based) dan/atau clektronuk (efectronic
rascd),

f. menyampatkan  laporan kegiatan  penyelenggara
gerrifikasi  elekrronik  kepada  menteri  yang
menyelengrarakan urdsan permenntehan di bidang
kornunikase dlan infoemaliks paling sedilin 1 [satoa)
kali dalam ! (zalty tabun begjalan ataw apabila
diminta; dan

o, menyetorkan setiap perclapatan dan beaya lavanan
penggunaan scrifikat clektroenik yoang dihrtung dan
persentase endapawan kepada negara,

Penvelenggara sertilikasi elekiranik dapat dikenal sanks:
adlmimsiratil berupa penghendan sementara pendaltaran
pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada
avat [1] huraf b apabila penvelenpgara  sertifikas)
elekironik  yang  lelah mendapat  pengakuan tidak
melakukan kewajiban:

a. melakukan pemeniksaan terhadap permobonan
pencrbitan scrtifikat eleklronik; dan

b. melakukan pemenksaan permohonan perpanjangan
masa brrlakn, pomblokiran, dan/arau poeocabutan
scriifkat elektronik,

Dalam lhal penyelenpgara scriilikasi clektronik tidak
tnengindahkan  surat teguran yang  dibenkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} vang sudah
disampaikan  sebanyale 3 {tiga] kall bertunat-tunat,
penyelenpgara sertifikasi elekironik dapay dikenal sanksi
adminiscratif  berupa dilceluarkan dars daftar
penyilengeara serlifikas glelkiromhi s&hapaimana
cimalesud preada aval (1) huaraf e

{5] Dalam ...
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Dalam hal penvelenggara serbifikast elektronik tidak
melakukan  perbaikan setelalh dikenakan  sanks:
atddminisfratil berupa penghentian sementara pendafiaran
pemilik sertifkal sleklronik sebagaimana dirmaksud pada
avat (3 dalam jangka waktw 7 {ujuh) han Kalender,
penyclenpgara sertifikam cieklronik dapat dikenan sanks
admmimstracl berupa dikcluarkan dar daltar
penyelenggara  scrtifikast clektronik sebapaimana
dimaksud pada ayat (1} humal c.

Penvelenggara sertdikasi elektronik dapat dikeluarkan
darn daftar penyelenpgara  sectiflikasi  clektronik  yang
diskul sebapaimana dimaksud pada avat §11 bocof o
apabila:

a. tdak dapat memperbaharu tanda Ialus pendatan
kelaikan =istcm peonyelenggara sertiftkas) elekurombk
vang akan habis masa berlakunya;

I, adanva putusan pengadlan terkat polanggaran
peraturan  perundang.-undangan yang  dilakukan
oleh penyelenppars sertifikasi elektromk Indonesia;
dan/ atau

©.  atas perminlasn penyelenpgary serlilikas elekironik
zendirl.

Pasal 500

Petvelenggara  sistem elektronik lingkup privat dapat
dikenai sanks administratil herupa:

A- Lleguran leriulis;

denda admimstratil;
penghentian scmcntars,
pemutusan akses; dan/atau
dikcluarkan dar daltar,

Penvelenggara sistem elektronik limghkup privat dapat
dikenal sanksi administratil berupa tepuran  tertulis
apabila:

"R 0T

a.  telahy mempunyal tanda  daftar  terap tidak
melaporkan perubahan terhaclap informasi
pendattaran;

b, tidak .
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b, ridak melakukan penghapusan terhadap konten
vang melanggar Keletituan peraluran petundang-
anclatigaon; dang alau

o, tdak membenkan akses terhadap data elektronik
dan sistem clektronik dalam ranpka Pengawasan
dan penecpakan hukum.

Penvelengpgara sistem elektronik lingkup privat dapar
dilenar  sanksi administratif  berupa  penghentian
semmentara apabila:

a. tidak mengimdahkan surat teguran vang dibenkan
sebagaimana dirmaksud pada gval (2} hural & dan
buruf b yanme sudah disampaikan sclama 7 [twjuhl
hart kalender; dan

B udak membenkan akses terhadap data elckironik
dan sistem clektronik dalam rongka Pengawasan
dan penegakan hukum.

Penyelenggara sistemt elektronik lingkup privat dapat
dikenal sanksi adrministratd berupa pemutusan akses
melalui pembiokiran akses (aocess bincking) apalila:

a.  thidak melakulkan pendaltaran;

b,  tidak membenkan konfirmas dalam janghka waklu 7
{tvyuh] han kalender setelah penghentian scmentara
scbagaimana dimaksud pada ayat {3) hurat a; dan

<. tidak melaksanakan pemutusan akses (fakedown)
terhadap informasi eleletronik dan/etau dokumen
elektronik yvang dilarang pada zistem elektraniknyva
herupa  penutapan albun danfatan penghapuasan
konten.

Penyelengeary sistem elekironik lingkup prival dapat
dikenal  sankst administratif berupa denda  apabila
penyelenpeara sistem  clecktronik hnglbup  privat  wser
qenerdfed confenl Udak melaksanakan peooutupan akun
dan/fatau penghapusan kenten  (fekedouws  terhadap
informasi clektronik dan/atau dokumen elektronik yang
dilaransg.

Penyelengeara sistem clektroruk Lnghup privat dopat
dikcluarkan  dari daltar  penyelenggara RISLENT
elektroniknyva sebagaimansa dimaksud pada ayat [1} hural
e apabila:

a. ridak ...
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a. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka walkin 7
(tujuih) hari kalender setelah penghentian sementars
sebagaimana  dimaksud pada ayat (30 hucal g,
dan/atau

B lidak membenkan akses techadap data elektronik
dan sistcmn elektronik dalam rangka pengawasan
dan penegakan hukum.

Pasal 501

Ketentuan lebih lanjut menpenal penpenaan denda
adiministratif sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 462
avat {1] hurul b, Pasal 463 avar {1] haruf b, Pasal 463
ayal (1] hural b, Pasal 465 aval (2] huraf b, Pagal 477
dyal (1] huorwl b, Pasal 478 awal (1) huruf ¢, Pasal 4759
avat (1] hural b, Pasal 481 aval {1] huarut b, Pasal 482
ayat {1] hurul b, Pasal 434 avat (1] huraf b, Pa=sal 485
ayat {1] hurai b, Pasai 487 avat (1) huraf b, Pasal 489
ayat {1] huruf b, Pasal 491 aiyat {1) huruf b, Pasal 442
ayat |1] huiul a, Pasal 493 ayat (1} huruf b, dan Pasatl
500 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah
mengetal penerrnaan negara bukan pamk.

Pengenaan depda admmistran] sebagmimansa dimaeksad
poda ayvdt (1] dihilung berdasarkan saluan poin
prlangparan dikalikan denpgan tanf denda admmnistrated,
Tanf denda admmistratil scbapaimana dimaksud pada
ayat [2) scbesar Epl{0.000 00 [seratus ribu ruplah) per
poin.

Pasal 502

Penpenann aanks admimistrald schagatmana dimaksod
dalam Pasal 4562 avat (1} dan ayvat (2}, Pasal 463 avat [1)
dan avat {2, Pasal 463, Pasal 485 ayat (1) dan ayst [2),
Pazal 473 myat (1}, ["asal 475 avat (1], [Pasal 477 avat [,
Fazal 478 avat (1}, Pasal 479 avat (1), Fasal 480 ayat [1],
Fazal 481 grat (1), Pasal 482 avat [1], Pasal 483 awvat [1],
Masal 484 myvat (1], Pasal 485 ayat [1], MPasal 486 ayat {11,
Fasal 487 ayat {11, Pasal 488 ayat (1), Pasal 489 ayat [1],
Pasal 490 ayat {1|, Pasal 491 avat [1], Pasal 492 ayat {1],
Pasal 493 ayat |1], Pasal 494 ayat (1}, Pazal 495, Pasal
496 avat {1], Paszal 497 ayat (11, Pasal 499 ayat [1), dan
Pasal 500 avat (1) dilaksanakan  oleh menteri yang
menyelenpggarakan  urasan  pemerintahan di bidang
koomutikasi dan indermatilca, Adooioistrator KEK, dan
kKepala Hadan Pengusabhaan KPBPB  sesual ketentuan
prerAaturAn perundEang-unclangsEn.

(2] Ketentuan _ . .
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Keteniuan letnh lanjul mengenal lata cara penpenaan
sankst acdmunsirall, mekanisme, Jangka wakiy, banding
adminisrrabl, dan pejabal vapg berwenang disiue dengan
pecraturan mentcrl  vang  menyclonggarakan  urusan
pemenintahan di bidang komunikasi dan mformatika.

Paragraf 15
Sektnr Perrahanan dan Keatmanan

Pasal 503

Pelaloy Usaha pada subzektor mmdustri pertahanan veng
mempercleh:

a. izin produksi alat  peralatan pertahanan  dan
keamanan,

. imin ekspor  alat peralaten perfahanan dan
kearganan; dan

co uan mpor alat peralatan pertahanan dan Keamanan,

yang Udak memenuhi hkewajban dikenakoan  sanksi

administranf,

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayar

(1} terdiri dari:

a. peringatan tertulis pertama;

b, peringatan teriglis kedoa;

oo pencabulan on prodoksl alal peralalan periahanan
chart keamanan; danfate

d. pencabutan penctapan schagal industn perrahanan.

Sanks) administratil berupa peringaran tertulis pertama
schagaimana dimaksud pada ayat [2] huraf a diberikan
kepada Pelaku  Usaha — nonpersearangan sejak
dileetahuinya pelanpggaran.

Zanks adeoionstratd berypa pecimgatan tertyhs kedua
sehagaimana dimaksud pada avat (2) hural b diberikan
leepada Pelalku Usaha nonperseorangan setelah tengzang
waktu 3 ftipa) bulan sejak perinpatan tertulis perrama
tidak diindahkan.

(5) Sanksi ...
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Sanks administeal berupa pencabutan izin produksi
alal peralatan pertahanan dan Keamanan dan/atayg
pencalnitan . penefapan gebapai  twlustrn pertahanan
sehapstimana dimaksud pads syat {2) hunal © dan huraf d
dibcrikan kepada Polaku Usaha nonporscorangan actclah
teneggang wakiu 3 {tiga)] bulan sciak peringatan tertulis
ledun tidak diindahkan.

Sanksl  pencabutan  zin produkst  alat  peralaran
pertabanan den keamanan  danfataa pencaburan
penetapan  sebagar ndusrtt pertabepen sebapaimans
dimeksoad puada ayat (3] dapat ditindaklanguty dengan
proses hukum perdata dan/atde hukom pidang sesodl
denean korentuan peraturan penundang-undangan,

Pasal 504

Kemetiterian Yang menyrelengparakan utusan
pemerintahan dt bidang pertehanan deapat membenkan
AT ksl selain sebapaimans dimaksod dalam Pasal 503
ayat  [2} denpan memasukkan  Pelasku Usaha
nonperscorangan ke dalam daftar hitam scsual denpan
¥erentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar hitam sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
cikenakan  kepada Pelaku Usshe  oenperseoracngan
selelab remgeanp wakll 3 (Liga)] bulan sepak peringaran
tertulis kedua tidak dindahkan,

Pelaku Ulsaha nmonperscorangan vang dikenakan daftar
hitam sebapaimans dimaksud pada ayat (2] adak
diperbalshkan berusaha di bidang industii pertahanan
gelama 2 {dua) tahun sejak daftar hitam dikeluarkan.

Pagal 505

Pengenaan sanksi administratll schapaimana dimaksud
dalam Fasal 503 ayat (4] diaksanakan olch meonteri vane
menyelenggarakan  ardsan pemenniaban 41 bidang
pcrtahanan.,

Pecongenaan sanksi administratil sebapaimana dimaksud
pada ayat {1] dinotifikasi melalul laman S1ziem 055,

Ketentuan lebih lanjut mengcocnal tata cara pengenaan
sankst administratif diatur dengan peraturan  menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pectahanan.

Pasal S06 ...
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Pasal S0

Badan usahza jpsa pengarnanat vang tidak melaksanakan
persvaralan  danfatan kewsjiban Peozinan  Berusahs
sektor keamanan dikenal sankst admimistrat] berapa:

a. pcnngatan tertulis;
b. pembckuan Pernizinan Berusaha; dan/atan
c.  pencabutan Perizinan Berusaha.

Zanka  administratif berups peringatan  tertualis
sebhagoimana dimaksud pada apal [1] haral e dibernikan
dpabile badan usaha jasa pengamanan tdalk membuat
laporan seliap semesler selama 2 [dual kall bertunal-
turut,

Sanksi  administrat]  berupa pembekuan  Perizinan
Beruszaha scbapaimana dimaksnd pada ayat (L] hurui b
diberikan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak
memperpanjang Perizinan Berusaha dalam jangka wakru
3 [tiga) bulan setetab berakhiroys masa berlaky Perizinan
Berusuha.

Sanks)  admirsiranol berups pencabuotlan Perizinan
Berusaha schagamana dimaksud pada ayar (1) hunaf ¢
dibcrikan apabila dalam jangka wakto 3 (tige) bulan
setelah  penetapan sanksi admmistratl berupa
pembekuan Perizinan Berusaha sebapaimana dimalsuad
pada ayar {3] badan usaha jasa pengamanan tidak
mengajukan perpanjangan Periginan Berusaba,

Pasgal SO7

Penpenaan sanks admimistratf schagaaomana dimalksod
dalam Fasal 206 avat (1] dilaksanakan oleh kepala
kepolisian Negato Hepublik Indonesia sesum ketentuan
perataran porandang-undangan.

Pengendan sankst admumustratd scbagaimana dimaksod
pada avat [1} dinotiltkaz melalul laman Sistem OS85,

hetentuan  mengenal  tala  cara  pengenaan  sanbksd
administranf, mekamsme, jangkz wakitn, banding
administratif, dan prjabat vang berwcnang diatur dengan
peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragral 1a ...
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Paragrafl 16
Sekoor Kelenagakerjaan

Faszsal 308

Felaku Usaha sektor ketenagakerpan  vyang  tidak
melaksanakan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan
Berusaha dan standar pelaksanaan Kegiatan usaha
dikenal sanksi administratif berypa:

A, permgaran leridha:

b penghentisn sementara kegiatan;

o, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/fatau

d. denda admimiscracil

Sankst  admimistratf beropa peringatan tertulis,
penphentian sementara kegiatan, dan/atau pencabuatacg
Pernizinan Berusaha sebapaimane ditnaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan burenf ¢ dikenalkan uniuk keglatan
usaha:

a. pelatiban kegs;

b, prnyeleksian dan pencmpatan tenapga kerja dalam
TIEgeTl;

C. pencempatan pokeria rumah tangga;

d.  penempatan tenaga kerja daring {(fob portab;

. penyeleksian dan penempatan  lenaga Kere  luar
negeri (penempatan pekerjs migran Indonesia);

. jasa sertifikasi {lingkup kegislan usaha lembapa
sl MK,

¥, Jasa penguEan  laboratoriom (lmgkup kegiatan
usaha pemeriksaan dan penpujlan K3);

h. Jasa mspcks: pericdik (lingkup kegiatan wsaha
pomeriksaan dan pengujian K3); dan

1.  pelatthan kepja kejurnan lainnya zwasta [lingkup
iepiatan usaha pembinaan dan konsultasi K3).

Sanksl adminstratll  bBerupa  peringatan  rertulis,
pengheontian sementara kegiotan, pencabgtan Perizinan
Berusaha, danfatau denda adminisieatil sehagaimang
dimaksud pada avat {1) dikenakan uniuk keginlan usaha
penempatan pekeria migran Indonesa.

4] Sanks ...
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(4] Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan
penghentian scmentara kegiatan sebagaimana dimaksnud
pada ayat (1] hural a dan hurul b dikenakan untuk
kegiatan usaha alih daya.

15) Pengenaan sanksi admimstratif sebagairnans  dirmaksisd
pada avat (1) diberikan tmenfart yang menvelenpgarakan
urilzan pemerinlahan o bidang ketenagakerjaan ataa
bupalifwall kota sesual dengan kewenangan masing-
MASIE.

Pazal 50U
Sebelum  pengenaan  sanksi adrministrat] sehbagaimana
dimaksud dalam Pasal S08 ayat {1], mener vang
menyelengEarakan LNLSET pemerintahan  di bidang

ketenagakerjaan atau bupalifwali kota sesudl  dengan
kewenangannya melakukan pemanggilan paling banyak 2
[dua} kah kcpada Prlsku Usaha dalam rangka klarifikasi
pengenaan sanks) administrani.

Pasat 510

(1}  Pelaku Usaha vane melakukan kegliaian usaha pelalihan
kerpga untuk swasos vang hidak melaksanaksan kewspban
Fenizinan Bemsaha, dikenakan sanksi admunistratif
berupa:

a. pernpatan tertulis;
b. penghentian sementara kepiatan; danfatan
c. pencabutan Perzinan Berusaha.

{2] Pengenaan sanksi administraril sebapaimana ditnaksud
pada ayar {1) dapat berdasarkan rekomendasi pimpinan
perangkat daerah wvang menvelenggarakan urusan
petnerintahan di Lidarg ketenagakerjaan
kabupaten/ kata_

(3] Hanksai adrministrat] sebagaimana dimaksud pada avat
{1] chiberikan oleh Wapatl/ wall kota.

Pazal =11
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Pazal 511

Sanksi administratll peringatan  tertulis  sebagaimana
dimaksaud dalam Pasal 310 ayar (§) huruf a diberikan
dalam hal Pelaku Usabas

a. tidak meongpunalkan ipstruktur atauw tenaea
pelatihan sesual dengan program pelatihan kerja;

b. tdak melaksanakan pelatthan kerja sesual dengan
program vang disebayui;

. tidak menggunalean sarana dan prasarana pelatihan
ket sesum dengan poogratm,

d. tdak melaporken realisast kegialan pelaliban ke
pada pemernntah kabupaten/fkors secdatd erkala £
{cnam} bulan sckali;

«, tdak mclaporkan perubahan awmu penambshan
program pelatihan kera;

. tdak melakukan ahh teknologt dalam hal lembapa
pelatihan kKega mengganakan enaga kerja asing
unluk jahatan imsirukioe; dan fatang

g lidak melaksapakan kegigtan usaha sesual dengan
standar pelakszanaan kepiatan wsaha,

Sankst admunistrat] peringatan  tenulis  sebapaimana
dimalksud pada ayat [1} diberikan untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.

Surat peringatan ertulis sebagaimana dirnaksud pada
aval (2) metmiar Rewapiban vang haras dilakgsanakan oleh
Pelaku  Usaha  terhadap  pelanggaran yeng elah
dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanaksan kewspiban
dalam jangka waktu vang tclah ditctapkan schapaimana
dimalksud pada ayar (2], pimpinan perangkar dacrah yang
berwenang menyelenggarakan urusan pemnenintahan di
bidang kctenagakerjaan kabupaten/kota menghentikan
sementara kegiatan pelatihan kerja.

Pasal 512

Sanltsi admimstratif penghentia serertaca
aebagaitnana dimaksd dalam Fasal 310 avat (1) huoral b
diberikan dalam bal Pelalo Usaba:

m. lidak ...
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a. fticlak melaksanakan kewaiihan untuk  memenuhi
pelanpearan peringalan Lerlolis;

b, menenma peserta pelatihan untuk program
pelatthan kerja selama dijatuhi sanksi perningatan
tertulis: dan/atau

¢.  tidak melaporkan realisasi Kepiatan pelatiban kerja
kepads mstanst vang berwenang menyelenggarakan
urasan pemerintahan bidang ketenagakeraan di
kabupaten/kota secara berkala & f{enam] bulan

sekali
Sanksi aclmituatealif penphentian Serenlara
sebiagaimana dimak=ud pada ayar (1) diberkan antok

Jangks wakly 2 dgal bulan.

Sanksi administratif penghentian SCMICIILAra
sebagaimana dimaksud pada ayar {2) memuat kewajiban
vang harus dilaksanakan oleh Pslaku Usaba terhadap
pelamgearan yang telah dilakulan.

Dalam hal Pelaku Usaha tdak melaksanakan kewwjiban
dalam jangks waktu yang telah ditctapkan scbagaimana
dimaksud pada ay:at (2), pimpinan perangkar daerah vang
menvelengrarallan urusan  pemerntahan di bidang
kerenagakerjaan kabupaten/bota  mclalin delegast
BLpaiywal keda mengenakan sankst  admimisieand
herupa pencabiian Pernizinan Berusaha,

Pasal 513

Sanksl pencabutan Perizinan Bervosaha  selbagaiciang
dimaksudd dalam Pasal 310 avar {1] huoal ¢ diberikan
dalam hat Pelalia UIsaha:

a.  lidak melaksanakan kewajban untulk momenuhi
pelanggaran penghentian sementara; dan/fataan

b, menerima peserta pelatithan uniuk program
pelatiban kera selama dikcnakan sankei
enghenitan semeniarca.

Selain pelanggaran scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
Pelaku Usaha dapat dikena sanksi pencabutan Perizinan
HBerusaha dalam hal:

. tidak
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A, Apdak melaksanakan kepatan pelatthan kena paling
lambar 1 {satw] labun seak Perizinan Berusaba
diterbitkan;

b. tidak memenuli standar mutu usaha pelatihan kerja
melalui proses akreditasi lembaga pelarihan kerja
pabing  lambar 3 [tigel fahun sejak Perizinan
Rerusaha ohiwerbidkan sesudr denpgan keenluan
peraluran peruandang-undangan;

.  menvalahgunakan  Penizinan  Berusaha — untok
kegiatan usaha pelatihan kerja; dan/arau

d. menerbitkan =zertifikat pelatihan tanpa melakukan
pelatihan Kecja.

Pasal 214

Dalamn hal Pelaku Usaha memiliki lebih dan 1 [sam) program
pelatthan kerja berdasarkan KBLLD dan terjadi pelangearan
terhadap pelaksanaan program pelatihan pada salab sato
atau lebih EBLI, pengenaan sanksl pencabutan Perianan
Derusaba  hlakukan ales KBL] program  pelatthan  vang
bersanpkulan.

Fasal 515

(1} Perusahaan yang melalkukan kegiatan ysaba alih Jdava
vang melangpar kewajiban Perizinan Berisaha dikenakan
ganksi adminstratil harpa:

4. perngelan tertulis; dan/atan
b.  penghentan sementara kegiaman usaha.

(21 Dalam hal pecrusahaan alih dava dikenalkan sanksi
administratii schbagamana dunaksud pada ayar (1),
pemenuhan hak pekerja/buruh tetap menjadi ranggung
Jawab peruvahaan ahh daya vang bersangkutan.

Fasal 516

{1] Permgatan tertihs sebagaimana dimeksud dalam Pasal
513 aval [1} huruf a dilakukan oleh perangkal dasrah
vang menyvelenpgarakan urvsat permaerniahan di badang
ketenagakerjaan provina kepads pecusahaan alih daya

(2] Pennpatan ...



S Mo (nddind A

(2]

(3]

(4]

i

i)

(1]

i)

PRESSDEM
REFUBLIK IHDOMESIA

- 297 -

Peringaran tertnlis selapgaimana dimaksud pada avat (1)
dikenakan sebanvak 2 (dua) kali masing-masing untuk
Hangka waktu 3 [lgal Han lerhiuivng sejak diterimatyva
peringatan  tertulis dart perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemernintzhan di bidang
ketenagakerjaan provins.

Peringatan tertulis selagaimmana dimaksud pada ayat (1]

dikenalkan nileh peranghat dagrah Vang

menyelenegarakan urusan pemerninlabhan v bidaong

ketenapakeraan provinsi berdasarkan:

a. rckomendas: dari poranplkat dacrah O
menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidane
ketenagakerjaan kabupaten/ kota; ataug

b tindak lanjut hasil Pengawasan kelenapakerjaan.

Perartgkal cdasersh yvang  menyelengparakan utrisan
pemcrintahan di bidang  ketenagohenasn poovins
mcingenakan peringatan tertulis pertama, paling lama 3
(tiga) Han sejak diterimanya rckomendasi acau tindak
lanjut sebagaunana dirmaksud pada avat {3).

Dalam hal jangka waktu pengenaan peringatan teroulis
pertama tetah hebiz dan perusahaan tidak memenuhi
kewajihannya, perangkal dactah vang menyelenggaraloan
urusan pemerintzhan di hdlang ketenagakerjaan provins
mengenakan permgatan tertulis kedua,

Perusahaan alih  daya wang tdak melaksanakan
kewajiban setelah peringatan tertulis kedua sebapaimana
dimaksud pada ayer (5], dikenakan sanksi penghentian
sementara kegigian wsaha.

Pasal 517

Fecnghentlan  acmentara kegiatan  waaha merupakan
sanksi  admintstratf untok  menghontbkan pekensan
dalwmm waktu tertentu di wilavah tergadinyy pelanggaran,

Fecnghenran scmentara keplatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 313 ayat (1} huraf b dikenakan

aleh mentert  yang  menyelengegarakan Lrisan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan
rekamendasi dars perangkal daeral VaAIE

menyelenggarakan uruszan pemerintahan dir bidang
ketenagakerjgan provins.

(23] Penghentian ...
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Fenghentian sementara kegiatan usaha sehagrimana
ditrnaksud  pade  ayar {1] berlaku sampal dengan
dipenuhinya kewajiban yare barus dilaksanakan oleh
Pelaky  Usaha  terhadap  pelanggaran vang  telah
dilakukan.

Paszal 5 1R

Pelaku Usaha veng  melakueken  kegiatan Usaha
penyeleksian dan peocmpatan lenapa kerja dalam nepen
vang odak melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha
dikenakan sanksi admunistratid beruapa:

a. peringatan terwalis;

b, penghentian sementara kegiatan usaha; dan/ atau

£, pencabutan Perizinan Berusaha.

Banksi admimstratf sebapaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh  menterd vaneg  menyelenggarakan
drusan pemenntahan di bidang ketenagakerjaan,

Pengenasan sanksi administratl] scbapaimana dimaksud
pada ay4l {1] dapat berdasarkan rekomendasi perangkat
dacrabh yang menyelenggaralan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi ataly kalbuopaten/koala
dan/atau pengaduan masyarakat,

FPasal 519

Perpenaan  sankst  administratf  berupa  peringatan
tertulis =ehbapaimana dimaksud dalam Pasal 518 avat {1}
huruf a diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tdak melakukan penempatan tenaga kerja selama 1
[sarn) tahun sejak Perizinan Bermisaha ditechitkan;

L. tidak melaksanakan orientasi pra pembxerangkatan;

¢, tidak menyampaikan laporan peneinpatan  tenasa
kerja secara berkala sefiap 3 (Hga) tallan;

d.  odak mengajuken sutal perselujosn penempatan
dalatn melakukan pengerahan tenapa kerja,;

e, tudak rmelaporkan penyelenpgaraan  pameran
kesempatan kega {job faid; dan/datau
. menempalkan tenaga kega ke luar negert,

21 Sanksi ..
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Sanksr edmimstratit pennedtan tertubls  scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3
{tiga] bulan,

Banks administranf perinpatan terfulis  sebapaimang
dimaksued pada avat (1] memuat kewajiban vang haros
dilaksanakan oleh Pelako Usaba terhadan pelanggaran
vang telah dilakuban.

Sankst administratif perningatan tertulis  schapaimana
dimalsud pada ayat [1] hurul ¢ berlaku bapl Prlaku
Ussha yang menvelenggarskan pameran  kesempatan
kerja {yof far.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanabon kewajiban
dalam jangka wakiu vang telaby chiletaphat sebagsimans
dimaksud pada aval [2), menler vane menyvelenyeparakan
uruisen pemernniabae di bidang  ketenagakeriaan
menjaiuhkan sankst penghentian scmentara.

Pasal 520

Sanksi adminisiratif penpghentian SEElara
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 518 ayar (1] hural b
diberiken dalam hal Pelaky Usaha;

a. lrdak melaksanakan kewsglban dalam waktu yang
telah  ditetapkan schapaimana dmmaksud  dalam
Pasal 319 ayut {2); dan/atau

b. mcncmpatkan tenaga kerja selama dijatuhl sanksi
peringatan wertubs sebagaimana ditnaksod  dalarm
Paszal 318 ayat (1] huruf a.

Bartlea administreatil penghentian SETTICNLEATA
selagwaimana dimmaksud pada aval (1] diberikan antuk
Janpka walkin 3 ligal hulan.

Sanksi administratil penghentian scImontara
sehagaimana dimakaud pada avatl (2 memuat kewajiban
vang harus dilaksanakan oleh Pelaka Uszaha terhadap
polanggaran vang telah dilabukan.

Cralam hal Pelaku Usaha nidak melaksanakan kewaiban
dalam jangka waktu yvang telah ditetapkan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2], meanter yang menyelenggarakan
urasan pemcrintahan di bidang  ketenagakerjaan
menjatuhkan sanksi administratil berupa pencabutan
Perizinan Berusaha.

Pasal 321 ...
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Pasal 521
Sanksi pencabutan  Perizinan Berusaha sebapaimana

dirmaksud dalam Pasal 518 avac (1] hural e dikenakat apabala
Pelakon Usaha:

a. menyalahpnakan Penminan Berdsaha untuk kegiatan
asaha selam kegplatan penempatan ienaga kenw;

b tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu yang elah
ditetapkan =ebogaimana dimaksud dalam Pasal 520 ayat
{1} huuf a; dan/fatau

c.  menempatkan rtenaga kerja selama  dijatubhi sanksi
perighentian aementara sebagaimena dimaksod dalam
Paxa] 520 aval (1) huraf

Paza] 522

Pelaku  LUsaha wang telah dijdtuhl o sankst administratl
pencabutan Penzman  Berussha dapat mengajukan
permochonan  kcmbali setelalh melewati tenggang waktn 1
(satu) tabun terhitung sejak tanggal pencabucan.

Pazal 523

(1] Pelaba  Tlsaha  yang melakukan kegiaran usaba
penempatdan pekepa rumah tangsa vang  odak
melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha, dikenakan
sanksl adminestratil berupas:

a. poringatan tertulis,
b peaghentian semnentars;, dan, atau
£. pencabutan Perizinan Berusaha.

2y Sanksi administratil sebagaimana dimaksad pada ayal
(1) diberilklan oleh  menteri yvang mnenyelengorrakan
urusan pemerintahan i bidang ketenapakerjzan.

[ Pengenaan sanksi administratil sebagatmana dirmaksad
pada ayat [1) dapar berdasarkan rekmrmendas pecanglaar
dacrah vang menyelenggarakan urusan pemeninlahan di
Liclang ketenagabkeroan provinst atau kabupaten? kota
danfatau pengaduan masyarakat

Pasal 324 ...
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Pasal 524

Pengenaan sanksi  adminiateatl  penngaten  tectulis
sebapaimana dimaksodd dalam Pasal 523 aval (1] hurual 2
diberikan dalam hal Pelaku Usaha;

a. tidak melakssnakan penempsatan pekeria rumah
1angra peling lamial 1 isata} tabhun sejak Perizinan
Berusaha diterbitkan;

k. tidak menpajukan surat persetujuan  penempatan
dalam hal melakulkan pengerahan renaga kerja;

c.  tidak melaporkan data petiempatan pekecs marmah
Lartgpa secara herkala setiap 3 (tiga) balan;

d.  tidak memoptitor pelers rumah lanpea vang telab
disalurkan kepada pengguna;

€. memungul imbalan Jasa kepada pekerja rumah
tanggpa,;

f.  menyalurkan pckerja rumah tangga pada pengguna
perusahaan atau badan usaha lainnya; dan/ataw

. mcucmpatkan pekerja remah tanpgga ke lhar negeri.

Sanksi administratif peringatan  rerfulis  sebagaimana
dimaltand pada avat [1) diberiken untuk jangha waktu 3
tiga) hulan.

Sanks administratl  peringatan  tertulis sebagaimana
dimaksud pada avat {2) memuat kewanban yang haras
dilaksanaksan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakukarn.

Dalam hal Pelaku Uszaha tidak melaksanakan kewapban
dalam jangka waktu yang telah diterapkan sebagaimzns
dimaksud pada avat (2), menler vang menyelenggarakan
urusan pemerintaban o7 bedang kelenzpakerjaan
roenjallbilan 29T K% administratl penghentian
sementara,

Pagal 525
Pengenasan senkst adminisicall penghentian scmentara

sehbagpaimana dimakyud dalam Pasal 523 avat (1) horol b
dibennkan dalam hal Pelaku Uzaha:

a. tidalk ...
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a. tdak mclaksanakan kewajiban dalam waktu vang
tclah  dietapkan sebagaimana  dimaksud dalam
FPasal 524 asat (2); dan/atan

I menempatkan pekena oumah tangea selama dijaluhn
sanksi peringatan termalis.

(2} Sankal adminisican! prnEghtntisn scmentara
schapaimana dimaksud pada ayat (1} dibcrikan untuk
Jangka waktu 3 jtipa) bulan,

(3} Sankst admimstratl penghentian sementara
scbhagaimana dionaksud pada avat {2) mermuat kewajiban
vang hams dilaksanakan ecleh Pelaku LUsaha terhadap
pelangparan Yang elah dilakoulan.

(4] Dalam hal Pelako Usaha ldak melaksanalcan kewaiban
dalam jangks waktl yvang telah dilelapkan sebapaimans
dimaksud pada avat (2}, mentern yang menyelenggarakan
urisan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
menjatuhkan sanks adminustratf pencabutan Perizinan
Bcrusaha,

Pasal 526

Pengenaan sAnkst ardmimisiralil pencsbalan . Periginan

Beriisaha sebagaimand dimaksad dalam Pasal 523 ayat |1)

huruf ¢ diberikan dalam hal Pelaku Usaha

a. menyalahgunakan Perizinan Berusaha untulk kegiatan
usaha sclain  keoglatan pencmpatan  pekerja  ramal
tangg:a;

b. tidak melaksanakan kewajiban dalam wakty yvang telah
ditetapkan sebagaitnana dimakse dalam Pasal 525 ayal
{2]; danfatay

¢,  menempaltkan pekerga rumah tanpga sclama dparcuhs
sankyl penghentian sementara.

Paxa] 527

Pelaku  Usaha wang telah dipatuln sanksi  administratil
poncabutan Pecrizinan  Berusaha  dapat mengajukan
permohonan  kembali setelah melewati eenggang waktu 1
{satu] tahun terhitunpg sejak tanpggal pencaburan.

Pasal 5328 ...
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Pasul 525

Pelaku LUsshs  wvang  melakukan kegislan usaha
poncmpatan tenaga kkerpp darnng yang odak
melakzanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

Ir.  penghentian sementara; dan/atan

¢ pencabutan Perazman Berusaha,

Sankst administraul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] diberikan aleh mentern yang  menyelenpgarakan
urnasan pemerintehan di bidang ketenagakerjaan-

Pengenaan sanksl administratif scbagaimana dimalksud
pada ayar (1} dapat berdasarkan rekomendasi perangkart
daecrah yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi atau  kabupaten/kota
dan/fatau penpaduan masyarakat.

Pasal 320

Pengenaan  sankst  adomisiratd  permealan lertuhs
schapaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (1) huruf a
diberikan dalam hal Pelaku Ussha:

a. tidak melaksanakan penempatan  tenaga  kerja
daring [jop portal] paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Perizinan Berusaha dicerbitlan:

. tidak menyvatmpaikan laporan penetmpatan tenaga
ke secara berkala seliap 3 (Higa) bulan; dan/ slaw

©, tidak  melaporkan PE e TIREHrEAR FAMETHED
kcscmpatan kega (fob foin.

Sankst admimistraid peringatan rertulis sebapaimana
dimaksud pada ayat |1| diberikan untuk jangka waktu 3
(tiga) bulan.

Sanksl admmnustratlf peringatan  tertulis  sebapaimana
dimaksud pada avat [2) mcrouat kewapban yang haros
dilak=zanakan oleh Pelakue Usaha terhadap pelanggaran
vang telah dilakukan.

Sanksi sdmindstratid percingatan tertulis sebagaimang
dimaksael pada ayat (1) borat b berlaku bapi Petaku
Usaha vaog menyelenggaralisn pameran Resempatan
foema (ol fran,

[2] Dalam -.
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Dalam hal Pelaku Usaha Udak melaksanakan kewajiban
dalam Jangka wakiu yang telah ditcrapkan scbapaimana
dimaksud pada avat {2}, menten vang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan di bidang  ketenagaketjaan

menjatuhkan sanksi administratif penghentian
SCAEnIara.

Pasal o340
Sanks admimstratit penghentian SCTICTILATA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 ayae (1) hurul b
diberikan dalan hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam wakiy yvaog
telah  dhiretaphkan  sebagaimana  dimeksud  dalam
Pasal 529 ayar (3); dan/atan

b, menempatkan renaga keoa selama diyjatobs sankes

peringatan  tertulis sebapmmana  dimaksad dalam
Pasal 228 ayat (1) hurul a.

Sanksi administratii penghentian SEITICTLATA
sebagaimana dunaksnd pada ayat (1] diberikan unouk
jangka waktu 3 jtiga] bulan.

Sanksi Administratif penghentian SETNENATA
sebagaimana dicvaksud pads aval (2 memual kewajiban
vang harus dilaksanalksn oleh Pelaku Usaha terhadap
pelangparan yang telab dilakukan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibon
dalam jangka waktu vang tclah ditetapkan sebagainmnana
dimakzaud pada avar (2), menter yaong menyelenggaralkart
urusan  pemerintahan di bidang Kerenagakerjaan
menjaivhican sanksr admimistragll berupa pencabuatan
Perizinan Berusaha,

Pasal 331

Sanksl peneabultan Penzinan Berwssaha  sebagmamana
dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) huruf ¢ dikenakan apabila
Pzlaku Usahas

a.

tidak melaksanakan kewajiban dalam wakeo vang telah
ditctapkan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 330 avarc
[3); dan/fatau

b, menempatlkan .
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b. menempatkan tenaga kerja  selama  dyparmhi sanks
penghentian semenfara sebagaimana dimalkesd dalam
Pazal 328 ayat (1) bural b,

Pasal 532
Felaku Usaha wang telah  dijatuhl  sankst  admmstratf
pchcabutan Perizmnan  Berusaha  dapat  mengajukan

penmohenan  kembali setelah melewati tengpanpg wakto 1
[satu) tahun terhiung sejak tangpal pencatniian.

Pasgal 332

{1] Pelaku Usaha wang melakukan keogatan  usaha
pencmpatan pekerja  migran  Indonesia  yang  tidak
melaksanakan kewapban Periziman Berusaha dikenakan
zsanksi administratif beropa:

a. peringatan tertulis;

. penghetnban sementara Kegiatan,

. pepcabutan Periminan Herusaha, dan/atan
d.  denda admimisicanf

{2] Sanksi admunistratd sebagaimana dimmaksud pada ayat
{1} dibcrikan oleh mentenn yang menyelenggarakan
urusan pemerititahan di bidanp kerenagakerjaan.

{3) Pengenaan sonksi administratil sebapaimane  dimalesied
paca ayart (1) dapat berdasarkan rekomendasi plinnan
unil yang membndang pengawasdan ketenapgakerjaan,
rekemendast  Badan  Pelmdungan Prkerjs Migran
Indoncsia. atau laporan atasc kerenagzskerjaan/pejabat
vang ditunjuk pada perwakilan Eepublik Indonesia.

Pazal 534

{1} Peryatuhan sanksi administratif peringetan  tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 avat (1] huraf a
dilrerikan dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak melaporkan data kepulangan danfatau data
PECPATIANEHT  perjdarglan kera pekerja migran
Indpnesia kepada pereakilan Repubilik ndonesia o
nugara hguan penesmpatan; danfataa

b. ndak ...
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k. tidak melaporken has] monitorng terhadap calon
pekerja magran Indunesia vang dilempatkan kepads
menten YHATIE menvelenggaralkan UTL1%aT
pemerintahan di bidang ketenagakenaan.

Sanks: administracf perimgatan  tertulis sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dibenikan untuk jangka waktg 1
{satu) bulan.

Sanksi adminiztratil peringatan tertulis sebagaimana
dimnaksud pada ayvat [2) memuat kewspban yang harus
dilaksanakan oleh Pelakw WUsaha rerhadap pelangearan
yang lelab dilakubean.

Dralam hal Felaku Usaha tidak melaksanakan kewanban
dalam janpka waktu vang telah diterapkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2}, atau meiakukan peclanggaran
kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat {1),
mentar yang menyelenggarakan urasan pemerintahan di
bidanp ketenagalierjaan rmer jatuhloan RAtEE]
administratif penghentian sementara.

Pawal 535

Peogatuhan sanks: adminiatratl penphentian scmentara
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 533 ayat (1) hurul b
diberikan dalam hal Felaku Dsaha;

a. tidak memliki 3urat lzin Perekrutan Pekerja Migran
Indonesia (SIP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja
Migran [ndanesia dalam menempatkan calon pekerja
reigran Indonesia,

. ridak melapotkan hasil selelksi calon pekerpa migean
Indonesia pada Pemenntah Daerah kabupalen fkora;

c. tidak melakukan scleks: pada peranghkat dacrah
vang mecoyclenggarakan wurusan pomenntahan di
bidang ketenagakerjaan oi kabupaten/kota  ataug
layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesis;

d. tidak mendaftarkan dan menpikutscriakan calon
peckerja milgran  lndonesia  dalam  oricnitasi  pra
pemberangkatan;

e. tidak menempatkan calon pekerja migran [ndonesia
vang telah memenuhi  persyaratan  kelengkapan
dokumen zebelum bekerja;

I menemparkan ..
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menempatkan pekerje migran Indonesia tidak sesuai
denpgan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana
lercantym dalam perjanjian kera;

mencmpatkan calon pokerja migran Indonesia untuk
Jabatan yang bdak bertentangan dengan norma
kesusilaan dan/fatan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

menempatkan calon pekerja migran Indonesia pade
negara tertentn] vang hidak dinyalakan tertulup;

tilak  memberilabukan  tentane kemalisn pekerja
rgran Incimesia kepads keldarganyva paling lambat
3 itipa] kali 24 [dua puluh cmopat) Jam sejak
dikctahuwinyva kematian teraebut;

tidak mencar informasi tentang sebab kematian dan
memberitahukannya kepada pejghat  perwakilan
Republik Indonesia dan angpota keluarga pekera
toigran Indonesia vang hersanghulan;

tidak  memdlengkan jenaeah pekeoe migran
[odmesia Ke tempat asal dengan cara yang layak
serta menanggung semua biava yvang diperlukan,
termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara
agama pekerta migran [ndonesia vang bersangkutan;

tidak mengurus pemakaman di egara  TULAan
penempatan pekerja mugren [Indonesig alas
perseryjuan  pihak  Keluares  pekers migran
Indnnaesia  aray  sesum)  denpan ketentdan vang
rerlaku di fegara yung bersangkutan;

tiduk membenkan perhndungan terthadap selamh
harta wmihk pckerja migran  fndonezia  untuk
kepentingan keluarpanya;

tidak mengurus pemenuhan semua hak pekerja
migran [ndonesia vang seharosnye diteritng;

tidak memulangkan pekerja migran Indonesia dalam
hal berakhirnva perjanjian kerja,  pematasan
huatungan  kerja, meninggal  cueiia,  mengalami

kecelakaan ketpa dan falay sakil FANg
mengakibatkan ticlale dapat menjalankan
neketjgannya, tlan faLau webab lain  yang

rmetimbullkan Rerugian pekerja migran Indonesiag

tiddak menyvelesakan permasalahan pekerja migran
Indonesia vang ditcmpatkan; dan/atau

q. bidalk ...
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g. tidak menambah biaya keperluan penvelesaian
perselisihan atau sengketa colon pekerja nugran
Indonesia dan/fatau pekerja nugran Indoncesia jika
tleprsitn yvang digiznakan tidak mencukupi.

(2] Sankw adminisiralif penghentan SEITIENTANA
sehagaimana dimaksad pads avat {1) dibenikan unfk
jangka waktu 3 {tiga) balan.

(3] Sanks admimstratif penghentian SCINCTILATA
sebagarnana dimaksud pada avat (2} memuat kewajiban
vang harus dilaksanakan olch Pelaka Usaha wrhadap
pelanggaran vang telah dilakukan.

{4) Palarm hal Pelaku Usaha lidak melaksanakan kewajiban
dalutn jangka wakiy yang felah ditetapkan sebapaimana
dimaksud pada arat (3] menlen vane menyelenggaralian
urusan pemenntdhan di bdang kelenagakerjaan
menjatuhkan sanks admimwstratid berupa pencabulan
Ferizinan Berusaha.

lPasal 536

[ralam  pemjaivhan sankesi  administratif  penghentian
sementara ditindaklamutl dengan (unda pelavanan kegiatan
ugaha penempatan pekerz cugran Indonesia aleh Badan
Pelhindungan Pekerja Migran Indonesia,

Fazal 537

Pelaku Usaha wang dikenakan zankslt  administrand
penphentian sementara  wajlb  bertangpung  |Jawab  atas
pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia vang telah
menandatangan perjanEan penernpatan.

Pasal 538

Cralarm hat Pelaku Uspha yvang dyatuhn penghentian sementlara
telah memenuhi kewajiban sebelum masa  penghentian
scmentara berakhir, Pelaku Ussha harus melepor secara
darmg kepada menterni vang menyelenggaraksan urusan
pemerimtahan di bidang ketenagakerjaun.

Fausal 339
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Pasal 53%

Bengenaan sanks administrafi] pencabutan Perizinan
HBerusaha sebappimans dimalkesud dalam Pasal 5323 avat
1) hurnif ¢ diberikan dalam hal Pelaku Usahas

a. tidak melaksanakan kegiatan penempatan pekerja
mipran Indenesia paling lama 1 [saty) tabun sejak
FPertzinan Berusaha diterbitkan;

I, ridak melaksanakan kewajiban dalam wakly vang
relah diterapkan dalam sanks) administracl

perighenlian sementara;

c. melakukan pelanggaran kembab sclama aenjalan
masza sanksi administratif penghentian sementara;

d.  melakckan seleksi atau  kegiatan  penempatan
gelama sanksy administratii penghentian sementata,
dan /atan

e, mendapatkan pengenaan sanksi scbanyvak 2 [dua)
kali gelama periade 12 [dua Bbelas) bulan.

Dalam hal Penzinan Beorusaha tclah dicabut, Pelaku
Usahs yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk:

a  mcmberangkatkan calon pekerja migran lndonesta
yang telah menandatangani perjanjian penempatat;
dan/ atau

b, menyoelesakan permasalaban vang dialam pekega
rigean Iredonesia i regars lujuan penempalian
aarmpHl dengan berakhirnya perjanjian kena pekena
migran Indonesia vane terakhir dibcrangkarkan.

Pazal 5140

Pelaku Usaha yang telab dijaiabn sanksi admimisicatid
penicabutan Perizinan Bemisaha sehagaimana dernabosig
dolatn  Pasal 539 dapat  mengajuksn permohonan
Perizinan Berusaha baro setelah  melewatl  rengpang
waktu 5 (lima) rahun terhitung 8ejak tanggal pencalinlan.

Penanggung jawab untuk kegiafan usaha pencmpeatan
pekerja mipran Indonesio sebagaimans dimaksud pada
ayal 1) diarang menjadt pensngegung jawab keglatan
usaha penempatan peckerga mgran Indeonesia untuk
janeka wakr S {lima] tahuro.

Pazal 541 __.
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Pasal 341

Prlaku Usaha pcnempatan pekerja migran Indonesia
wapb menyampalkan pembaroan data kepada menteri
vang menyvelenggarakan urusan pemerititahan di bndang
ketenagakerjaan paling lambat 30 [Tgs puluh) Har sejak
akta pembaharnilan data diterhitkan oleh mstanst vang
herwenang.

Pembaruan datda scbagaimana dimaksud pada arvat (1)
melipute penangpung jawab dan/fatau alamat Pelaku
Uzaha.

Pelaky Usaha penempatan peketja migran  Indonesig
vang menyampaikan pembaruan data melebihi jangka
wiakiy 30 (tiga puluhi Han sebagaimana dimaksud pada
aval (1] thkepakan sankst admmistrat! denda
keterlambatan,

Sanks) administratil denda keterlambatan scbagaimana
dimaksud pada ayar (3) dikenakan oleh menteri yang
menyaelenggarakan  uwrusan  pemerintahan di bidang
ketenapakerjaan.

Sankai administraril denda keteclambmlian sebagaimans
ditnaksud pada ayat [3] dibavarkan ke kas negara.

Fazal 542

Penghitunpan sanksi administratf denda keterlambatan
dibcrikan scjak hari ke 31 {tiga puluh satu) dan dikarasi
satnpal dengan han ke-890 [sembilan pulubd sejak akta
pembahatruan  data  diterbitkan  oleb  mstans)  vang
herwenang.

Besaran  sanksl  administratil  dends ketcrlambatan
dhkenakan seliap 1 (satu] Han sebesar Ep2Ooc 000,00
[dusa ratus ribu rupah).

Pas=al 543

Pelalu Usaha penermpatan pekerja  mmigran Toedonessa
varg tidak membayar senksi sdministearil denda
kererlambetan sampar batas akhir 90 [sembilan puluh)
Har sebwpaimand himaksod dalam Pasal 542 awval (1)
dikenaltan sanksr adrounistralill penghentian semenlara
oleh menien Yang menvclongearakan LIFLISAN
permennlaban i Thdeng kelenagake rpaan,

(2] Sank=i ...



SH NoO82311 4

PRESIDEM
REPUBLIK [MDQMNESIA

- Al -

(2] Sankai administratif penghentiat setnentara
sebapaimana dimeksud pada ayat [1)p diberikan antuk
tangka walkiu 3 [tiga) bualar,

(7] Sanks aedmirsiralif penpghentian werneTlarg
sebagaimans dimaksud pada ayval (2) memubat kevapban
Felaku  TUsaha  lerhadap  pelongearsn yang lelah
dilakulkan,

(4] Dalam hal Pelaku Usaha tidak mclaksanakan kewajiban
dalam jangka waktiu vang telah diterapkan sebagaimana
dimaksud pada awvat {2], menteri vang menvelenggarakan
uasatn  petnerintahan di bedang ketenagakerjaan
tnemberikan sanksr adminiateatil pencatmitan Perizinan

Berusaha.

Pasal 544

ralam hal Penizinan Berusaha telah dicabut, Pelakon Usaha
yang bersangkutan tetap beorkowanbon untuk membayar
sanksy administratif denda kcwrlambatan sebagai utang
perusahaan kepada nepara.

Masal 545
(¥ Pelaku Usaha yanp melakukan kegiatan usaha jasa
penigujian laboratorium  (lingkup kegiatan usaha

pemeniksaan dan pengajian K], jasa ingpeks peoodik
(lingkup kegiatan usabha pemeribzaan dan pengujian K,
dan pelatiban kera keparian luinnya swasta {(lingkilp
kegiainn usaha pembinaan dan konsullast K3 vang tidak
melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan
sanksi adminustranl berapas

a. peringatan tertulls;

b penghentian sementara kegiatan; dan/atau

e, pehncabutan Perizinan Berusaha.

(2] Sanksi administracil sebagaimana dimaksud pada ayat
1) diberikan oleh menteri vang menyelenggaralkan
uruzan pernerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(31 Penpgenzan sanksi admministratif sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) dapar berdasarkan rekomendess  dac
perangkal  dasrabh yang menyelengearakan  uriksan
pemenniaban il Hiddane kelenagakerj@an provinst alau
kabupaten flota dan )/ atau pengawas ketenagaberjasan,

Paszal 5346 ...



SK Mo UB2810 4

(1}

{2]

i3

[

(L

(2]

(3]

PRESIDEM
REFUBLIK INDORESIA

G122

Pasal 24&

Fengenaan  sankst admimistrall]  peningatan tortalis
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 545 ayat [1f hurol a
diberikan dalam hal Pelaku Usaha:

5. tidak mclaksanakan kepiatan usaha sesua dengan
standar:

b melaksanakan kegialan osaba vang bukan ruang
lingkup idang usahanvy; dan/drau

o ldak melaporkan kepimtan usaha kepada
Pemerintah Dacrah provins.,

Sanks admimustratl peringatan tertulis =ebapaimana
dimaksud pada avat {1] dibenkan untuk jangka wakeo 1
{satu) bulan.

Sanksar admunistrasil peringatan lertulis  sebagaimana
dimaksuyd pada avat (2] memuat kewnpban vang haros
chlalksemalan oleh Pelaka Usaha terhadap pelangegaran
vang lelah dilakukan.

Dralam hal Pelaku Usaha udak melaksanakan kewajibar
dalam waktu vang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] atau melakukan pelanggacan
kembali ketentuan sebagaitnana dimabsud pada ayat (1),
menrer Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
tndang kelenagukerjaan menjatuhkan sanksi
adminislralil peoghentidn sementara.

Pazal 547

Sanksi administraril penghentian SEMmentara
sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 5435 avat {1] haraf b
diberikan dalam hal Pelaky Usaha tidak melaporkan
kegiatan usabanya kepada menteri VNP
rietyelenggarakan  urusan  pemernntahan di bidang
keteragalterjaan,

Sanbsi admninistracif penphentian SCMctara
sebagairnana dimakoud pads avat [1F dibenkan untuk
Jangka walktu 3 [tiga) bulan.

Sanlksi admintstratif penghentian setnentara
schagaimana dimaksud pada avat (2) memuat kewajiban
yang hamus dilaksanakan oleh Pelako Usaha terhadap
pelanggaran vang telah dilakukan,

(4 Dalam ...
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(4 Dalam hal Pelaku Usaha ficdak melaksanakan kewajiban
dalam jangka wakty vang felal ditetapkan scbagaimana
dimaksud pada ayal {2], menteri vang menvelenggarakan
urusdan  pemennitahan di bidang ketenagakerjaan
meoryatuhkan sankss admunistratif berupa peocebulan
Porizman Berusaha

Pazal 545

Dalam hal Pelakuy Usaha vanye dikenakan sanksi adminiscratif
penghentian sementara lelah memenuh: kewajiban sebelum
riagxd penghentian semontara berakhir, Pelaku Usaha hoarus

melapor SCCara daring kepada rer ke YATIR
menyelenggarakan  urusan pemerintahan il bidang
ketenagakerjaan.

Pasal 549

Penpenaan  sankst  administratif pencabuian Perizinan
Herysaha sebapaimana dimaksud dalam Pasal 545 avat [1)
hurtaf ¢ diberikan dalam hal Iclaku Usaha:

4. tidak melaksanakan kewapiban dalam wakil vang lelsh
ditetapkan sebapaimana dimaksaud dalam Pasal 547 ayat
{2k

b, tidak melaksanakan kegialan jasa K2 paling lama 1 [zatu]
tahun gejak Perizinan Berusaha ditecbitkan;

e melakukan pelanggaran kemball selama menjalani masa
sanksl admimstratf penghentian sementara;

d. melakukan kegiatan jasa K3 selama sankst adminisiralif
penghontian sementara; danfatay

¢, mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 [dus) kali
selama periode 12 [dua belas) bulan,

Pasat 350

Pelaku Usaha yang lelah  dijatuhi sanksi administratif
pencalyatan Perieman Berusaha  dapat mengajukan
pertnohonan . Percnnan Berusaha bara setelah melewati
tenppeng wakll 1 (satu] tabun terhitung scjak  tanpgal
pencaliilan.

Pamal 351



Sk Mo UB5444 A

i1

i)

(3

(1)

(2

(3

()

PRELIDEM
REFUBLIK IMOONE LA

- ala -

Fasal 331

Pelaku Usaha vang melakukan kegiatan usaha lembaga
audit SMEK3 wvang tidak melaksanakan kewajiban
Perizinan Berusaha dikena) sanksi administratil berupa:

a. peringaran tertulis,

. penghentian setnenlata kegiaten; dans alan

¢, pencabuian Penzinan Berusaha.

Sanksi administratil sebagaimans dimaksud pada ayat
{1) dikerikan olch menten yang menyelenpgaralan
ursan pomerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Penpenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksad
pada ayat (1) dapat berdasarkan rekomendasi dari
jeranpkat  dasrah yang  menvelengparakan  umsan
permetiniahan di bidang ketenagakerjaan provinsi arau
kabupaten /oty dan/ atau peneswas ketenspakenzan,

Pazal 552

Penpgenaan sanksi  adrunistratif  peringatan  tertulis
sebagaimana dimaksgd dalam Pasal 5351 ayae (1) horol 2
thiberilean tlalam hal Pelaky Usaha:

g, tidak melaksenalan keglalan asahe seswal dengan
standar;

b.  mclakszanakan kcgiatan osaha yang bukan ruang
lingkup bidang usahanya; dan/atan

c. tidak  melaporkan  keplatan  wsaha  kepada
Femerintah Daerah provinsi

Sanksi  adrmimstratl peringatan 1ectulis sebegaimana

clirnakaud pada ayal (1) el a diberikan untuk jacgka

wakly 1 [zaiu) Bulan.

Sanks admimistratil peringatan  tertulis  schapgsimana
dimaksud pada ayat [£) mcmuat kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Pelaky Usaha terhadap pelanggaran
yang telah dilakulkian,

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kowagiban
dalam jangka waktu vang telah ditctapkan scbapaimana
dimaksud pada ayat (2), atau melakukan pclanggaran
kembali ketentuan sebagaimana dimalksud pada ayat 1],
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjzan menjatuhkan  penghentian
sementara.

Pasal 353 ...
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Pasal 553

(1} Sanks admimistrati{ penghentian sementara
sehapaimanag dimaksud dalam Pagal 551 ayar (1) hural b
diberikan dalam hal Pelaku Usaha tidak melaporkan

kemaran usahanya kcpada reiiter Valng
menyelengearakan  urusan  pemerintahan di badang
kerenagakerjaan.

(2} Hanksi administranl perphennian GErmer EETA

sebagaimans dimakswd pada ayat (1) dibenkan antuk
Jangkd waktu 3 (tiga) bulan,

[3] Dalam =sanksi administratilfl penghentian =ementara
sebapaimana dimaksud pada ayat (2], memuat kewajiban
vang hamas dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap
pelanggaran yvang telah dilakukan.

(4] Dalam hat Felaku Tisahs tudak melaksamakan kewsapiban
dalam jJpnepka waklu vane telah ditetapkan sebhagamana
dimaksud poda ayal [2), mentenn vang menyclengearalkan
urusan pemenntahan i bkidang  ketcnagakerjaan
mengenakan sanksl admimistratif pencabutan Perizinan
Berusaha.

Fasal 554

Dalam bal Pelaku Ulsaha vang dijntuehl penghentian scmentara
telah  memenuhl kewapban  scbelum masa  penghontian
sementara beorakhir, Pelabu Usaha harus melapor secara
daring kepada menten yang menvyelenpggarakan urisan
pemerintabian di bidang ketenagakerjaan.

Fasal 5559

Pengenadan sankst admimosicald pencabutan Perizinan

Berusahg sebagaimana cdimaksud dalam Pasal 531 ayat |1

huruf ¢ dibenkan dalam hal Pelaku Usaha;

a. tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu rang tclah
ditrtapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353
avak [2];

b. tidak ...
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h.  lidak melaksanalean kepiatan audit SMEK3 paling lama L
{satu) tahun scpak Perizinan Berdsaba ditertntkanrn;,

o,  mclakukan pelangearan kembalh selama menjalam masa
sanksl admirustratit penghentian scmentars;

d.  melakukan kegiatan audit EMK3  sclama sanksi
administratit penghentian sementara; dan/atau

. mendapatkan pengenaan sanksi sebanyak 2 [dua) kah
selama pericde 12 idua Lelast tnalan.

Fasal 556

Pelalyu  Usaha wyang telah Jdjjatuhn sanks1  administracol
pencaliuten  Perizinatnh Besrusaha sebagoimana  dimaksud
dlalarm Pasal 555 dapar mengayukan permohonan Perizinan
Berusaha baru setelah melewats tenggang waktua 1 [satw)
labun terhitung sejak tanpgal pencalvaran.

Fasal 557

Penpenaan sankst admunistratif terhadap kegatan usaha
sekior  ketenagakerjaan  dilaksanakan oleh  menterl yang
menyelenggarakan urusan pemeriotahan di bidang
ketepagakerjaan  atau bupati/wali kota  sesuai  dengan
ketonituan peraturan peruindang-undangan.

BAB X
KETENTUAMN LAIN — LALN

Fasal 553

{l] Kegiatan usaha di scktor ekonomn kreatfl yang telab
ditctapkan KBLI namun bclum  ditetapkan  sebago
Ferizinan Berusaha Berbasis Risike dalam Peraturan
Pemenntah im, norma, standar, proscdur, dan knteria
diatur pleh menteri vang menvelenggarakan  urusan
permerintahan di bidang ekonomi kreatif,

) Fenyusunan ...
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Fenyusunan norma, slandsr, prossedor, dan katera
sebapaimana dimaksud pada ayat (11 dilakukan denpgan

melibatkan Pelalou Usaha.

Peratluran tnenteri sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diterapkan setelah  mendapat  persetgjuan Presiden
berdasarkan rekomendasi  dari kementerian  yang
menyelergearakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendualinn LIFLSAD ketnenterian dalarm
penyelenpgearaan pemenntahan di bidang perekonemian.

Pasal 5539

Fenerbitan Perizinan Berusaha terkait ekspor dan mmpor
oleh menterif pithpinan lembaga dilakukan berdasarkan
neraca  komoditas yvang ditetapkan  dalam rapar
koarchinas Dnghkar menrer.

Dalam rangka penttapan METREH, komixdiras,
kcmentenan )/ lembags menyvediakan dala yvany etk
dengan rencana kebutuhan ekspor dan mper serta data
pendukung pada sistem clektronik yang  terintcgrasi
dengan sistem penanganan dokumen yanp terkait dengan
elapor dan impor.

Dalam hal neraca komoditas sebagaimata dimaksod
pads ayat (1) welah térsedia, Perizinan Berusaha Untuk
Mcnunmjang Hegiatan Usaha berupa rekomencdas: ckspor
dan impor yang diatur di seklor masing-masime dalam
Feraturan Pemerintah ini tidak berlaku,

Dalam hal neraca komoditas belum tersedia, penerbitan
Perizinan Berusaha Untuk Mepunmang Keglatan Usaha
Lerupa  rekomendasi ekspor  dan impor oleh
menteri) pipinan lembaga  dilakukan  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang
terzedia.

Kerentuan lebih lanjut menpenai neraca komoditas diatar
cengan Peraturan Presiden.

Pasal 560 ...
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Pasal 360

(1} Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan
Pergturan Pemerintah  im ¢denpgan memperhatiloan
perkembangan dan peningkalan eskosistem mveslase dan
kegiatan berusaba dalam rangka percepatan cipta kerga,

() Evaluas sebagumana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh  menteri yang menyvelenggarakan  koordinasi,
sinkronizasl, dan pengendalan wmsan kementerian
dalam  penyelenggaraan  pemernttahan 0 budang
perekonomian.

Pasal 561

Nalarn hal peraturan perundang-undangan yang memberikan
pibhan tdak mengatur. tidak lengkap, tidak jelas, dan/atan
adanya stagnasi pomcnntahan, mentenfkepala  lembaga,
gubermnur, bupatifwall kota, Administrator KEK, arau kepala
Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakuken diskresi untuik
menpatasi persoalan konkeet dalam penyelenggarsan Urusan
pemerintahan rerkait dengan Perizinan Berusaha Berhasia
Riziluo.

EAR XI
KETENTUAN PERALIHAN

Faszal 56°
Pada saat Peraturan Petnerintab ar mlad berlaku:

a.  letentuan  pelaksanpan Peozinan Berusabs  Berbasis
Bisibo  wang caiyr delam Peraturan Pemenntzh i
cikecualiban bagl Pelakn  Usaha wyang Perionan
Beruwahanvd telah digctujui dan berlaku efektif sebelum
Perafdran Pemernintabh i berlaka termasuk persyaratan-
persyaralan yvang telah dipenuhi, kccuali ketentuan
dalam Perattiran Pemenntah 1o lcboh menguntungkan
bagl Pelakuw Usaha; dan

b. Petaku __.
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Pelaloa Usaha yane telah memperoleh Persiman Berusaha
namun  belum  berlaku  efekt!  sebelum Peraluran
Pemerintah iru berlaku, Pernizinan Berusaha diproges
asesyal denpgan ketentuan dalarmn Peraturan Peomerintah
i

Pasal 563

Fada =aat Peraturan Pemerninotah iml mulas bherlaky:

a.

Pelaku Uszha rang relah mempercieh hak akses sebelam
beriakunya Peraturan  Pemenntah  mi1 melskuakan
pembaruan data hak akses pada Sistem O55; dan

atas pembaruan data hak aksces scbagaimana dimaksad
dalam huruf a, Sestem OS5 memberikan notifikast
kepacla Pelaku Usaha melalul surat elektronik yang
didafMarkar.

BAB Xl
HETEMTUAN PENUTLP

Fazal 564

Pada saat Peraturan Pcmenntah im muatal berlakia:

usaha pariwisata dengan kategorl menengsh tingg dan
tingri vang telah memiliky Sertifikar Standar usaha
partwisata,  sertifkatnya  tetap berlaka sclama
menjalankan kKepiatan usaha sesuarl dengan ketentuan
peraldran perundang-undangan,

usahs panwisaia sehagaimana dirmaksud dalam haraf a
harus  melaksanakan pemutakhivan  administrasi
Bertihkat Standar usaha pariwisara melalul lembaga
scritfikasi  usuha  pariwisata  yang  menerbitkan
scrtifikatnya dan mekacisme transfer sarveilans seauai
dengan ketentuan peraturmn perundang-undangan; dan

. dalam ...
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daiam hal usahz pariwisata telah memilikl Scrtifikat
Ztandar usaha vang berlaku selama menjalankan usaha
danfatan Sertifikat  Standar  uwsaha  berdasarkan
Peraturan Pemermiah ind menpunggah dalam Sisem
33,

Pasal 565

Pada =aat Feraturan Pemerintah ind mulai berlaku:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 weniang
Pelayanan  Perizinan Berusaha Ternntegrasi Secarn
Elektronik [Lemtbaran Megara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomar 90, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 6215]) dicabut dan dinyatekan tidak
berlaku; dan

semua ketentusn peraluran perandang-undanegsan yang
mengatur mengenal  pelayanan Foenizinan Berasahz
dinyvatakan masilh  tetap  berlaku  scpanjang tidak
hertentanpgan dengan  ketentuan dalam  Peraturan
Pemerintah ind atau tidak diatur secara khusus dalam
Peraturan Pemermtah ini.

Pazal S66G

Pada zaat Feraturan Pemerintah ind mulal berlakou:

a.

peraturan pelzksanaan dari Peraturan Pemerintah im
wajih  ditetapkan  paling lama 2 [dua) bulan  scjak
Peraturan Pemerintah ind diundangkan; dan

pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui
Sislem Q55 mulal berlaky efektit 4 [empat) bulan sejak
Peraturan Pemerimiah ing divundanghkarn.

Pasz] 567

Peraturan  Pemermlah  mi mular berlaku pacla langgal
diundangkan.

Agar ...
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Apar schap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanpan  Feraturan  Pemerintah im0 dengan
penempatannya  dalam  Lembaran  Negara Republik
Indonesta.

Dharctapkan di Jakarta
pada tanpgal 2 Februan 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,

ted,

JOKO WIDO DG

Diundangkan di Jakarta
packa tanggal 2 Fehmgari 2021

MENTERI HUEUM DAN HAK ABAS] MANUSIA
REFUBLIK INDONESA,

1tel.

YASONNA H. LACLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGGARA
REFUBLIK INLHANESIA

P Perundang-undangan dan
istraql Hukwm,
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PEMJELASAN
ATAS

PEEATURAN FEMERINTAH REPLELIK INDONESIA
MOMOE 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKG

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja yang
selanjutnya discbut Undang-Undang Cipta Kerjg, mengallt  mengenai
penyederhanaan  Perizinan Beorasaha melalul penerapan Perizinan
Berusaha Berbasis Hisiko merupakan metode standar berdasarkan tinpkeat
Risiko suaty kegatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha
dant Kualitas ! leekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan
merupakan insiramen Pemerintah Pusat dan Pemernntah Daerah dalam
menpeendalikan suatu kegistan usaha. Penecapan pendekatan berbasis
Eisiko memerlukan perndbahan pola ke (change  mancgemeandt dan
penyesuman tata kerja peonvelengearaan lavanan Penmnan Berusaba
{business process re-engineenng) scrra memerlukan pengaturan (re-clesign)
proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Bersaha
secara elektronik. Melalui pencrapan konsep ind, pelaksanaan pencrbitan
Perizinan Berusaha dapat lebib efektif dan sederhana karena tidak
scturuh  kepiatan ussha wajlib metmilik 12in, di samping ito melaho
penecrapan konsep ini kegiatan Penpawasan menjadi lebnh terstroketur baik
dar periode maupun substanst yang harus dilakukan Pengawasan.

Riziko vang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan
menjadi Risiko rendah, menengah rendah, mencngah onggl, dan tingg,
Untulk kegiaran usaha Risike rendah, Pelakua Usaha hanya dipersyaratkan
mermiliki MTB. Unruk kepiatan usaha Risiko menengal rendal, Pelaku
Dsaha dipersraratkan memiliki NIB dan pertvataan pemmenuhan Sertifikat
Slandar, Untuk kegialan usaha Risiko menengab cinggi, Pelaku Usaha
dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikar Standar yang telah diverifikasi
Sedangkan  uptuk  kegtatan  usoha Risike tngpl, Pelaku  Usaha
dipersvaraikan memiliki NIB dan Tzin yvang telab diverilikasi.

Penyelengearaan Perzinan Berusaha Berbasis Risiko melipuoti
a. pengaturan Peranan Berusaha Berbagsg Risika,

b.  norma, standar, prosedur, dan Enlerns Penanan Berasaha Berhasis

Risako;

c. [enzinan Berusaha Berbasis Risike Melalhw Lagyanan Statem Periziman

Brrusaha Terintegrasi Secards Elektronik {Onhne Single Subrission);

d. Tata ...
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d.  tala cara Pengawasat Perwiman Bergsaha Berbasis Risiko;
e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasiz Ristko,

f.  pendanaan Perizman Berusaha Berbasia Risiko;

E. penyelesalan permasdalabhan dan  hambatan Perizinen Berusaha
EBerbasis Risiko, dan

h., sankst.

Berdasarkant perlimbangan di atas, perlu  ditetapkan  Peraturan
Pemerintzh tentang Penyelenggarzan Perizinan Berugaha Berbasis Risiko.

II.  PASAL DEWMI FASAL

Fasal |
Cukup jelas.

Fasal 2
Cukup jelas,

FPasal 3
Cukup jelas.

Faszal 4

Cukup jclas.

Pagal 5

Cukup jelas.

Pazal 6
Avar (1)
Culcup jelas.

Ayat {2] ..,

SH Mo D222 A
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Huruf a

Culiup pelas.
Hurwf 1

Cukup jelas,
Huraf ¢

Cukup jelas,
Hluruf d

Cukup jelas.
Hurul &

Cukup jelas.
Huruf I

Cukup jelas.
Hurul g

Sektor  pordagangan

PRESIDEN
REPUELIK IHUOGHESIA

tcrmasuk perdagangan

berangka

kool itl, sistem resi pudang, pasar lelang komoditas, dan

roetrpkogt legal.

Hurulh

Cukup pelas,
Hural1

Cukup jelas.
Hurul j

Cukug jelas.
Hurl k

Culkup jelas.
Hurufl 1

Culcup pelas.
Hurul m

Cukup juelas.
Huruln

Cukup jclas.
Hurul o

Cugup jclas.

Hural p. ..
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Humi p
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Aval [4)
Yang dimaksud denpgen:

1. ‘“parameter Bisike” adalah parameter yang digunakan untuk
mental Risiko keglatan usaha dan jenis Penzinan Berusaha
Berbasis Risiko vang terdiri dart skala usaha dan luas lahan.
Skala uszha adalah usaha mikeo, kecil, menengah, dan
bregiar.

2. Yankhka wakiu" adalah waklu vang dibutehkan Pemerinteh
Pusal atau Pemenniah Daerah antulk menerhitkan Perizinan
Berusaha berdaszarkan analisiz ERistke dan Perizinan
Brrusaha untuk menunjane kegiatan usaha, terhitung scjak
dokumen lengkap dan benar.

3. “masa brrlaku™ adalah masa berlaku Perizinan Berusaha
berdasarkan analizis Risilto dan Perizinan Berusabtia untuk
menunjang kegiatan wsahsa.

Aval {3
Yang dimaksud dengan:

l.  ‘“persyaratan” adalah suatu undakan yanp harus dilakukan
olch Prlaku Usaha scbelum memilikl Perizinan Berusaha.

2. “kewajiban” adalah bndakan wvang harus dilakukan oleh
Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Ayar [6)

Cukup jelas.
Ayat 1)

Culkp jelas.
Avat (B)

Cukup jelas.
Ayal (3

Cukup jelas.
Avat [10]

Cukup jelas.

Avat{l11]. ..

SHONo (lR5433 A
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Aval [11)
Cukup jelas.
Avat [13]
Cukup jelas.

FPasal 7
Avat (1)
Cukup jrlas-
Avat [2)
Cukup jelas.
Avat (3)

Data dapat berupa statistik, literatur, berita, laporan publik, dan
almber lginnya yvang dimlai relevan dalam menentukan dan
melakzkan analisis Risileo.

Byt (4
Cukup jclas.

Pasal #
Cukup jelas.

Pasnl 3
Cukup jelas.

Paszal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 ...
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Pazal 13

Avaril]

Culcup jelas.
Avat 2]

Cukup jelas,
Avat (3]

Cukup jclas.
Avat {4)

Kewajiban bapi Pelalu Usaha untuk memenuhi standar kegiatan
usaha im selanjurnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan olch
Fermerintzh Pusat dang/atau Pemernntah Dacrah pada saat Pelaku

Usaha melaksanalean kegiaran usaha.

FPazal 14

Culoap jelas.

Pasal |5
Cukup jelas.

Fazal 16

Yang dimaksud dengan "lembaga atau profes: shh yang bersertihlat
atau terakreditasi™ adalah badan usaha alau UrAng pPerscOTATLERD
vang memiliki komipetensi berdasarkan akreditasi atau sertibikat yang
dilerbitkan alsh stana yanp berwenang sesual dengan ketentuan

prraluran perundang-undangan.

Pasal 17
Cukup jelas,

Pazal 18
Cukup jelas.

Pazal 1%
Cukup jelas.

Sk Mo DE2TH A
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Fasal 20}
Cukup jetas,

Pasal 21
Cukup jelas.

FPasal 22
Cukup julaxs,

Pasal 43
Cukup jclas.

Pasal 24
Culiup jelas.

Pasal 25
Cukup elas.

Pasal 20

FRESIDEN
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Culmup jelas.

Pasal 27
Aval (1)

Huruf a

St Mo V9498 6

Yang dimaksud dengan:

L.

“kapal penanpkap ikan” adalah kapal yang digunakan
untuk menangkap  kan, termasuk TRenamplng,
menyimpan, mendinginkan, dan ) 8atan mengawellan gian.

*Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negars  Repulilile
Indoncsia  [WPPNRI)"  adalah walayah peongelolaan
perikanan untuk penangkspan ikan, pembudidayaan ikan,
konservasi, penclitian, dan  pengembangan perikanan,
vang mcliputlt perairan podalaman, peraran kepulawan,
laut  tevitorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi
Ekskluaif lndonesia.

Hurui b __.
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Huraf b
Tang dimaksud cengan:

.

“Zona Ekvnomi Eksklusi] [Indonesia [ZEEDT adalah jalur di
luar dan bcrbatasan dengan laat tertoral Indoness
sebapaimana  ditcltapkan berdasarkan Undang-Undang
vang herlaku tentang perajiran Indenesia yang meiiput
dasar laut, tanah di bawahnya, dan atr di atasnya dengan
balas terluar 200 dua ratas) mil laue vaong dinkur dari
TS panglal laar teritoral [ndonesia.

2. “pcnangkapﬂp ikan” adalabh kepiatan untuk memperolsh
skan di permiran vang Lidak dalam keadaan dibudidavakan
dengan alat atau cara apa pun, termasuk keglan vang
menggunakan kapat  untuk  memuat,  mengangkuat,
menyitnpan,  mendinginkan,  menangani,  menpolah,
dan fatau mengawetkannya.

3. Vlaur lepas™ adalah bagian dac leut veng tidak termasuk
dalam ZEEL, 1=2ul leritorial Tndonesia, peraran kepulauan
Indenesia, dan perairan pedalaman nclanesia,

Humul c
Cukup jelas.
Aval |2
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Fazal 29
Ayat{l]
Cukup jclas.
Avat {2]

Yong dimaksud dengan “Regonod  Fisheres  Management
Urgantzattons [RFMQ)" adalah organisast pengelolaan pernbkapan
regional yang memiliki ketentuan ataa pengsturan lersendin,
khususnya untuk menjamin kenscrvasi dan keberlanjulan
surnber daya ikan di wilayah tertentu.

SK No {79495 B

Ketentuan ...



PRESIDEM
REPUBLIK INDOMESLA

Ketenluan perjanjian nternasional terkait pelabohan periloanan
valtu por stale maacyre agresrcenl

Pagal 30

Yang dimaksud dengan *andon penungkapan ikan” adalah kegiatan
prnangkapan ikan di laut vang dilakukan oleh nelayan dan nelavan
kecil, dengan mengounakan kapal penangkap ikan berukuran sampai
dengan 30 [tga pwluh) gross ftonnage dengan dasrah penapghapan
ikan sesual tanda daftar kapal perikanan andon atau surtel landa
penangkapan ikan andon.

Fasal 31
Avat (1)

Yang dimaksad dengan “kapal peopangkut ikan”™ adalaby kapal
yane memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan unluk
menpangkut, rmemiat, menampung, mengumpulkan, menyimpan,
mendinginkan, dan/fatag mengaweikan 1kan,

Yang dimaksuwd dengan ‘pengangluatan ikan” adalah keplatan
pergangkutan ikan yang menggunakan kapat yanpg khusus
digunakan untuk meclakukan pengangkulan ikan, baik di wilayah
pengelolaan perikanan Mepara Republik Indanesia maupun di laat
lepas.

Avyat (2
Cukup jelas,

Avat (3
Cukup jelas.

Ayat 4]
Cukup jelas.

Hval [3)

vang dimaksud dengan “pembudidayaan ikan”™ adalah kegiatan
uniuk memelihara, membesarkan, dan/ataw membiakkan ikan
verfa memanen hasilnya dalam  lingkupgan  yang erkontrot,
termasuk keglatan vang mengsunakan kapal untuk memgat,
menganekul, menyimpan, mendinginkan, menanganm, mengolah,
dan/atau mengaweatliannya.

Pazal 32 ...
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Pasal 32
Cukilp jelas.

Pasal 33
Avat {1]
Cukup jelas,
Awat [2]

Weentuan perjanjian internasional ferkait pelabohan perikanan
AL Pt Stole MaasHre agrecernt,

Pazal 14
Axat (1}

Yang dimaksud dengan “alih muatan™ adalah pemindahan ikan
hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penganglout
ikan.

Axat [2)

Kelepluan perjanjian iternasional terkait pelabuhap perikenan
vailu port sidte reasure agreemant.

Pasal 35
Culkup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Pergertian atau istilah dalam scktor pertanian mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan 1 bidang perlanian,
perkebunan, lenatman panpan, hortikultura, perernakan dan
kesehatan bewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian,

Avat (1]

Cukup jclas,
Avat {3)

Huruf a

Cukup jclas.

Huri b ...
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Huruf tr

Yamg tertnasuk usaha perbeniban meliputi Benib Penjenis
(B3], Benih Dasarc (BD), Benih Pokok [BP), dan Bermh 3ebar
(BR).

Humuf ¢

Cukup jelas.
Huruaf o

Cukup jelas.
Humlc

Cukup jelas.
Hurul Il

Cukup jclas.

Byl [4)

Jenis tanameaen horokultura disesuaikan dengan jenis komoditas
binaan sekilor pértanian.

Axyat (3]

Cukup jelas,
Ayat (6]

Culkoup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Fasal A9

Fengertian atau  istilah  dalam  sekior lingkungan  hidup dan
kehutanen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undanpan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

lPasal 43
Cukup jeias.

Pasal 41 ...

S Mo (B2T9 | A
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Pengertian alan istilah dalam seltor enerpi dan sumber daya
mineral mengacu pada kelentuan peraturan perondang-undangan
di bidang mnyvak dan gas bumm, kelenagalistrikan, mineral dan
batubara, scrta cnergl bama, terbarukan, dan konservast energl.

Pagal 42

Culiup jeles.

Fasal 43

Cukup |clas.

Faaal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas,

Pazal 46

Cukuyp jelas.

Pasal 47

Cubup jelas.

Paxal 48

Cukup |elas.

Fasal 49

Cukup |elas.

Fasal 50

Cukup jelas.

K Mg DEZTI0 &
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Pasal 4l

Cukup jelas.

Pasal 32
Culoup jelas,

Pasal 53

Pepgertian atau istilah dalam sckror ketenaganuldiran mengacu pada
keteriuan  peraturan  perundang-undangen  Jdi bidang  ketcnaga-
TLuk]iraT.

Faxal 54
Cukup jelas,

Fasal 55

Cukuip etas.

FPasal 56
Cukup jclas.

Puasal 57
Cukup jclas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 549
Cukup jclas.

Pasal €0

Fengertian atau istilah dalam sektor perindustrian mengacu pada
ketentuan peraruran perundang-undangan di bidang perindustnan.

Pawal G1
Cukup jelas.
Fazal &2 ...
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Culup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Fasal &3

Cukup jelas.

Fasal 65

Cubkup jelas.

Pasal Af

Cukup jclas.

Pazal &7

Clkup jelas.

Masal o8

Cukup jelas,

Paszal 69

Cukup jelas.

Basal 7

Cikup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pazal 72

Cukup jclas,

FH Mo DE2TRER A
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Fasal 73
Cukup iclas,

Pasal 74
Cukup jelas.

Paszal ¥5
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jclas.

Pasal 77

Fengertian atau istilah dalam sckior perdagangan mengacu pada
ketenivan peraturan perundang-undangan di bidang perdaganpan,
peridaeangan berjanpgka komodit, sistem resi gudang, dan pasar
lolang komoditas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal T9
Cukup jelas.

Pazal 80
Avat [1}

Penpertian atau  istilah dalam  sektor pekerjaan umum dan
perumahan  takyar  menpgacu pada  ketentuan peraturan
perundang-undangsn di bidang jasa konstruks), arsitek, sumnber
daya air, dan jalan.

Avat (2)

Cukup jelas.
Aral 3)

Cukup jelas.

Pasal 81 ...
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Paszal #1
Cukeup jelas.

Pazal 82
Cubup jelas.

Pasal #3
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jclas.

Pasal 86
Cukup jelas.
Pasul 87
Cukup jelas.
Pasal &8
Ayar 1]
Culkup jelas.
Ayat (2]
Hural &
Cukop jelas.
Hurarl b
Yang dimaksud dengen “Penanggung Jawab Tckniz Badan
Ulsaha (PITBUI" aldalah pegawal tetap yang hertanggung jawab
terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisas) BUJK.
Hurul c

Cukup jclas.
Ayat 3] ..
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Avyat |3]

Cukup jelas.

Avay (4]

Cukup jclas,

Aval {3

Cukup jelas,

Avat [5G

Cukup jelas.

Aval [F)

Cukup clas.

Fasal B9

Cukup jclas.

Pasal S0

Crkup jelas.

*asal 91

Cukup jelas,

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Fasal 94

Cukup jelas.

Fasal 945

Cukup |elas.

SR Mo 0R2783 A
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Fagsal o6

Cukup jclas.

Pasal iy

Cukup jelas.

Paval 08

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jclas.

Pasal 100

Chakup jelas.

Pasal 101

Cukup 1clas,

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 153

Cuklp jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 1035

Culiup jelas.

Pasel 106

Cukup jelas.

S Mo ORX7E4 A
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Pasal 107
Culkup jelas.

Fazal 104
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup j=las,

Pasal 110
Cukup jclas.

Pasal 111
Cukmp jelas.

Fazal 1132
Cubkup jelas,

Fasal 113
Cukup |elas.

Pazal 114
Coakalp jelas.

Pasal 113

Cukup jtlas.

Pasal 116

Penpertian atau istilah dalam sektor Lransportasi moengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lala lintas dan
angkutan jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapiat.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118 ..,
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Pasal 114
Culup jclas.

Pasal 114

Penpertian afau stlah dalam sektor keschatan, obat den makanan
mengacl pada ketentuan peraturan perundang-undangan i bidang
narkotika, pangan, kesehatan, ramah sakit, dan kekarantinaan
kesehatan

Pazal 120
Cukup jelas.

Fasal 121
Cukup jelas,

Pasal 122
Culkup jelas,

Pasgal 123

Caulup jelas.

Pazal 124
Cukup jclas.

Paszal 125
Avat [1}
Cukup jclas.
Ayat [2)
Cukup jclas.

Avat (3] ...
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Aval {3)

Apar standar dan/atau persyaralant vang dihasilkan memenulu
krilah vang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga
vang menyelenggarakan  umsan  pemenntahan di bndang
pengawasan  obat dan makanan dengan mengikutsertakan
kemenlerian yang nenvelengparakan urusan pemerintahan di
bidang kesehuslan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi
terkait,

Avat (4]

Cukup jelas.

Fasal 126
Avat {1}
Cukup jelas,
Avat 2}
Culoap jetas.
Avart [3)

Apar standar dan/atau persvaratan yang dihasilkan memenubn
kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembeags
vany  mentelenggarakan  wrusan pemerintahan di dang
pengawasan  obat  dan  makanan  dengan  mengikutsertakan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerniniahan di
bidang keschatan, akademisi, prolesional, danfatau asosiasi

terkait.
Avat (4)
Culup jelas.
Pasal 127
Aral 1)
Culiup jelas.
Avat 2]

Culiup jelas.

Ayat (3] ...

SK No OBLT51 A
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Al [}

Apar starcdar dan/fatan persyaraian vang dihasilkan memenuhs
kaidall yantg baik, tim penvuaun nantinya dibentuk oleh lembaga
vang menvelenggarakan urusan  pemenniaban di bidane
pengawasan obat dan makanan dengan  menpikutsertakan
kementeriatn yang menyelengparakan warusan pemcrintahan di
hidang kesehatan, akaderusi, profesional, danjatau asosias
Lerkant.

Avatl [4}

Culkup jclas,

Pasal 128

Cukup jelaz.

Pasal 124
Cukup jelas.

Fasal 130
Cukup clas.

Fagal 131
Aval [1)

Penerapan cara yang baik dildjukan untuk Pelaky Usaha pangan
agar dualam melaksanakan kepiatannya  memperhatilban
kcamanan pangdn, misalnya cara produksi peogan olahan yvang
baik, cara distribusi pangan olahan yang ek, cara produkst vang
baik untuk pangan stenl komersial, dan cara niel panpan yaog
baik.

Ayat [2)

Sk No (E2T780 A

Kajian Risike mempertimbangkan antara laim karakicristik
patgan alahan, prohl Risiko sarana, dan target konsumen.

Yanpg dimaksud denpan "sistem jaminan keamanan pangsan dan
mute  pangan” merupakan  upaya  pohnecgahan  yang  perlu
tliperhaiikan danfatau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan
pangan vang amat bapi kesehatan manusia dan bermutu, yang
lazimmnya disclenpyarakan sejak awal kegiatan produks! panpan
sampal dengan siap uniuk diperdagaogksen dan merupakan
sistem  Pengawazan  dan penpendalian muato yvang  selaln
berkembang  menvesudikan  dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknolog,

Pasal 132 _ .
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Fasal 132
Cukup jelas.

Paga] 137
Culiup jelas.

Pazal 134
Avat (1]

Subsektor pendidikan dalam ketentuan ini termasuk subgekior
pendidikan vang pembinoannya dilakukan oleh kementerian vang
menyvelengparakan urusan pemerintahan 4 bidang seama.

Yane dimaksud dengan kala “dapat” dalam ketentuan il pads
dasamyra kewaiiban memenuhl Perizinan Berusaha Berbasis
Ristko {idak berlaku pada scklor pendidikan kecuall lembaga
pendidikan formal di KER yang diatur tersendie.

Ayar 1)

K No 08343l A

Selain Faszal &5 Undang-Undang Namor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pendicdikan adatah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2003 lenplang  Sislemn
Pendidikan MNasional;

2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentane Guru dan
ozen;

3. Updang-Undang Nomaor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;

4. Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedakteran: dan

i

Undang-Tlndanpg Mormor 18 Tahuan 2019 lenmang Pesanicen.

Ayal 13] ..



Aval [}

Cukup jelas.

Avat (4}

Cukup jelas.

Avat [3)

Cukup jelas.

Pragal 135

PREZIDEMN
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Pengertian atau istilab dalam subsekior kebudayaan mengecu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan 4 bidang perhlinan.

Pasal 13&
Cukuy jelas.

Pazal 137
Cukuep jelas,

Fasal 135
Cukup |elas.

Panal 134
Cukug pelas.

Fasal 140

Pengertian atau  istilah dalam zeklor parmwisata mnengacyd peads
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

asal 141
Cukup jelas.

Pazsal 142
Cukup jeias.

S Mo UB27TE A
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FPasal 143
Cukup |clas.

Pg=zal 144

Penpgertian atau  istitah dalam scktor keagamasn mengacu pads
keteniuar peraturan perundang-undangan di bidang
prnvelenpearaan itbadah haj dan umeah.

Fasal 145
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Fasal 147
Cukup jclas.

Pasal 118
Cukuy jelas.

Pasal 144
Avat {1]

Pengernan  atau istlah  dalam sektor pos,  relelomuamboasi,
pooviaran, dan sistem dan transeksi elekironik mengacy pada
ketentuan  perataran  perundang-undangan di bidang pos,
elekomunikasi, penviaran, dan  informast dan  transaks

alektronik.
Avar {2}

Cukup elas.
Ayat {3

Culouap jelas.
Ayat (1)

Cukup elas.

Avat [5] ...
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Avat [3)
Cukup jelas,

Pasal 150
Cukup |clas.

Pagael 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153

Pengernan  aray astilah dalam subsekior  ndustri pertahanan
mergsoyd pada Ketentoan peraturan perundang-undangan di bidang
induwsin pertahanan.

Pasal 1534
Crkup jelas.

FPasal 155
Cukupr pelas.

Puasal 13k
Culiup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 1549
Cukup jelas.

Pasal 160 ..
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Fasal 160

Pengertian atau istilah dalam subsektor keamanan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepaolizian.

Pasal 16]
Cubkup jelas.

Prsal 152
Cukup jclas.

Pasai 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Avat ()]

Fengertian atau 1stilah dalam scktor ketenapakerjaan mengacu
pada ketentuan peratveran perundang-undangan di bidang
kelenagakerjaart.

Avar (2]
Cukup |elas.

Pusal 165
Cukup jclas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 108
fyal (1)
Cukup jelas.

Avat [2] ...

K No 082775 A
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Aval {2
Hurul 5
Cukup jelas.
Huruf b

Rencana tata ruang berupa rancana detail tata ruang, rencans
lata riang wilayah kabupaten/kotz, rcicana tata ruang

wilawvah provinsl, rencana lata

ruang kawasan strategis

nasional, Tencand tata ang poulaufkepulavan, dan rencana

tarta ruang wilayah nasicral,
Huruf ¢

Culup jelas.
TMTuenf «

Cukup jelas.
Hureul &

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jclas.
Hurui g

Culup jelas.
1luruf h

Cukup jelas.
Huruls

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jclas.

Ayat [3)

Culup jelas.

Pasal 161
Aval (1)
Culkun jelas.
Avar (21
Culkup jelas,

K Mo 077301 A
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Aval (3)
Cukup jelas.
Avak (4)

Yung dimaksud denpan *hak akses terbataz” adalah hak akses
vang dibatasi hanya untuk informas tertentu sesvlal Kefentuan
peraturan perundang-undangan. Pemberian hek akses terbatas
dapat diberikan kepada perbaokan, asaransi,  lembaga

pemlnavaan dao laim-lain.

Fazal 170
Avat {1
Cukup jclas.
Avat {2
Cukup jelas.
Avat (3]
Cukup jelas,
Ayal (4]
Cukup jelas,
Avat |3
Cukup jelas.
Avyar b)
Flumaf g
Cubup jelas,
Huruf b
Culkup jclas.
Huruf ¢
Culup jelas.
Burul d
Cukup jelas.
Hurl ¢

Cukup jelas.

Huraf il ...

SK Mo 085430 A
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Huraf {

Cukup jelas.
Huraf g

Cukup |clas.
Fiuruf h

Cukup jelas.
Hurukb s

Yang termasuk badan hukum loannva vang dimilikn oleh
nopara antara fain Lembaga Pernbiavaan Eksper [ndoncsia,
Lembapa Penpelola Tnvesrasi, dan Bank Tanah,

Hurul j
Cukup |clas.

Avan |7

Cukupr jelas.
Aval {7

Cukup jelas.
Avat {9

Cukup jelas,

Fasal 171
Avat [1]
Cukup jclas
Avat [2)
Culup jelas.
Avat [3)

Contohnva: kepala DPMPTSP provins: atau kepala DPMETSP
kabupaten/kota scbagal pengclola hak akses dapal memberikan
hak akses turunan kepada dinas teknm provims fkeabupaten f kola
dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesual
kewsnangan masing-masing,

Pasal 172
Cukup elas.

Pusal 173

Cukup jelas.
Pasal 174 . ..
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Pasal 174
Hural s
Culiup jelas,
Hurul &

Yang dimaksud denpan *badan usaha® terscbut tormasuk badan
usaha milik desa.

Huruf ¢

Cukugy jelas.
Hurul ¢l

Cubkup jclas,
Hurul e

Yang dimaksud dengan ‘penanggung  jawab yang

berkewarganegaraan asing' termasuk pemberl waralaba dan luar

tegeri.

Pasal 173
Cukup jclas.
FPasat 176

Avar 1)

Culoupr jelis.
Ayt (29

Cukup jclas.
Avat |3

Cukup jelas.
Aval (4]

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukup jelas.
Avat o)

Cukuyp jelas.
Avat |7}

Cukup jelas.

Avat [H) ...
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Avvat [8)

Yang dimaksud dengan “Landa tangan elekiromik®™ adalah tanda
langan yang terdin atas informast clektronik yang dilckatkan,
lerasosias], atau terkait dengan informasi elekironik lainnya yang
digunakan sebagal alat verilika=z1l dan auatentikasi.

Fasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Aval (1]
Cukup jelas.
Avat (2]

Yang dimaksud dengan “insentif danfatau fasilitas Penanatnacs
Modal®, antara lain fox holiday, tox allowanece, dan lain-lain,

Paszal 179
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 181
Avar il
Eluruf a
Cubour jelas,
Huruf b
Cultug jelas.
Humf

Ketentuan mengenal Resesiamn kegtalan penanlastian ruang,
termasuk @in lokast vang dilerbitkan sebelum diterbitkannya
Peraluran Pemerintak ini.

Hurmaf d

Cuhkup jelas.
Hurfe ...
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Hurmil ¢
Cukup jelas.
Avat {2
Cukup jaelas.
Avat {3)
Cukup jelas,

Pazal 182
Cukup jelas.

Prasal 183
Aval (1)

Ketentuan m diterapkan misalnya bapl Pelaku Usaha vang akan
menggelar kabel laur arau optik di darat dan laut atau yang akan
membanpun pelabuhan.

Avar |2)
Culktup jelas.

Puasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Fasal 187
Cukup jelas.

FPasal 1583
Cukup jelas,

Pasal 189 ..

Sk Mo U500 A



Fasal 154

Cukup jelas.

Pasal [

Cukup jelas,

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas,

Paszal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup elas.

Fasal 195

Cukup |clas,

Fasal 9

Cukup jelas.

FPasal 197

Cukup jelas,

Pasal 198

Cubkup [elas,

Pasal 199

Cukup jelas.

SK Mo UB2U9E A
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Cukup jclas.

Paszal 201
Avat {1)

NIB yang dimaksod adalah NIB denpan data terkini kegiatan
ussha yang termnasuk ke dalam tingleat Risiko hngo.

Avar 1)

Cukup jelas.
Avart 13)

Cukupr jelas.
Avar (4]

Cukup jelas.
Aval (o)

Cukup jclas,
Avat (&

Culkup jelas.
Avat [7F)

Cukup jelas.
Ayat (B

Cultup jcias.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Crkup jelas.

Paszal 205 _..

S No 032997 A
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Cukup jelas,

Pasal 06

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas,

Faszl 208

Cukup |elas.

Paxal 209

Cubkup jelay.

Fazal 210

Cukup elas.

Pasal 211

Culilp jelas.

Fazal 212

Cukup [elas,

Pasgal 213

Culkup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 213

Culiup jelas.

S Mo [R2994G A
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Pazal 216
Cukup jelas.

Pazal 217
Culiap jelas.

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasmi 214
Culyp jelas.

Pasal 220
Culkup jelas.

Pasal 221
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval [2)
Hurub =
Cukup jelas,
Hurut b

Laporan terkait  penyelengparaan  pelatihan  dan alih
teknologt  kepada tenaga kerja Indonesia sebagal
pendamping dilakulan apabila Pelaku Usaha
mempekerjakan [énayd kerja asing,

Fasal 232
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukug jelas.

Pasal 224 _ .
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Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Culup jelas.

Pasal 216
Cukunp jelas.

Pazal 227
Cukup jelas.

Paszal 228

Ayat (1)

Cubkoip jelas.
Aok 12)

Cukup jclas.
Awar |3)

Cukup jelas.
Avat I4)

Penghentian  pelanggaran dapat  dilakokan  oleh pelrksata
Pengpawasatl berdasackan termuan i lapangan scepert pelarangan
pembuangan air limbah denegan wapb mengegunakan instalast
pengelolaan ar limbsh, penggunaan disinfektan di hotel, dan
lainmnya.

Pasal 2249
Culap jclas,

Pasal 230
Cukup jelas.

Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232 ...

SH O No OE3425 A
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Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas,

Paszal 234

Culup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 236/

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Fasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cubup jelas,

Pasal 240

Cukup jelas.

Fazal 241

Cukup jelas.

Pazal 247

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Fazal 244

Cukup jelas.

Pasgnl 245

Cukup jelaa.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pa=zal 247

Crkup jelas,

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Claleupr pelas.

Fasal 250

Cukup jelas.

Pazail 2?51

Cukup jelas.

Pagal 237

Culup jelas.

Pasal 2532

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 253

Culkup jelas.

Pasal 256

Cukup jefas.

Prsal 257

Cukoup jelas.

Fasal 258

Cukup jelas.

Puagal 239

Cukup jclasz.

Fazal 2A0

Cukup jelas.

Pasal 261

Cullp jelas.

Pazal 262

Cukup jclas.

Pazgl 263

Cukup jclas.

SK MNe DE2091 A&
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Pasal 264
Avat 1]

Yang dimaksud dengan “berdasarkan  ketenluan  peraturan
perundang-undangan” ety Pengawasan atas  ditaatimya
lretentuan Peraturan Pemerinlab ini dan peraturan perundang-
uodanpan lainnya.

Aral (2]
Cukup jclas.

Paszl 265
Cukup jelas.

Fasal 266
Cukup jelas,

Fasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Culiup jelas.

Fosal 269
Cukup jelas.

Pazral 270
Cukup jelas.

Pasal 271
CkLp jedas.

Pasat 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pusal 274 ..,

SHh Mo 29N A
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Fusal 274
Cukup jelas,

FPasal 275
Cukup jelas.

Pazal 276H
Cuknlp jelas,

Fasal 277
Cukup |elas.

Pasal 27R
Cukup jelas.

Pasal 279
Culup jclas

Pasal 28U
Cukup jelas.

Pasal 281
Cukup jelas.

Pasal 282
Avar (1]
Culup jelas.
Avat [2)
Culup jelas.
Avat [3)

Yang dimaksud dengan “masa puncak anghulan” ataw  peak
sepceson antara lain lebwran, natal, labun barg, dan liburan
sekolah,

Posal 283 .

SK Mo DE2989 A
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Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup elas

Pasal 285

Cukup jelas.

Fasal 2R6

Cukiup jelas.

Paxal 2A7T

Cukup jclas,

Fazal 258

Cubougs jelas.

Pagn] 2840

Cukup jelas.

Pasza!l 200

Cukup jelas.

Pasal 291

Culkup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 293

Culkup jclas.

SK Mo (IB2U5E A
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Paszal 294

ki jelaa.

Pasal 295

Cuklup jclas.

Pasal 206

Cubkup jelas,

Pagcal 2097

Cukup jelas.

Fasal 208

Cukup jelas.

Pasal 2049

Cukup jelas,

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasgal A

Cukup jelas,

Pas=al 302

Cukup pelas,

Pasal 303

Cukup jolas.

Pasal 304

Cukup jelas.
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Fasal 305 ...



Pasal 305

Cukup jelas.

Fasal 306

Cubkiup jelas.

Pazal 307

Cukup jclas.

FPaszal 304

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Posal 210

Cukup jclas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Culkup jelas,

Pasal 114

Cuboup jelas,

Pasal 315

Cukup jelas.

FPasal 3 L

Cukup jelas.

=K Mo OR2986 A

PREZICENM
REPUBLIK INOOMNES|A

443

Pa=al 317 ...



Pasal 317

Cukup jelas.

Paszal 318

Cukup jelas.

Pagal 3149

Cubkup jelas.

Fasgal 320

Cukup elas,

Pasal 321

Cukup jelas.

Fasal 322

Cukup jclas.

Faszal 323

Cukup jelas.

Pusal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 327

Catkup jelas.

S Mo D285 A

PRESIDEN
REPLIELIK INOCMESIA

47

Paxx] 3328 __.



Pagal 32H

Culkup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Faszal 230

Culkup jelas.

Fazal 331

Cukurp jclas.

Pagal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pagal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pazal 335

Culmp jelas.

S Ny 2054 A

PRESIDEM
REFUELIK INPOMNESIA

48

Pasal 339 __



Fasal 139

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pazal 34|

Cukup jelas,

Paszal 342

Cukup jelas.

Pasal -34.3

Cukup jelas.

Fasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Fasal 346

Cukup pelas.

Fasal 347

Cukup pelas.

Fasal 3d8

Cukup jelas.

Fasal 3409

CLhkup jelas.

SK Mo [R2053 &

FRESIDEM
REPUBLIN INPONESIA

49

Pasal 350 ...



Pasal 350

Culmap jelas.

Puasal 351

Cukup jelas.

Fazal 352

Cukup |elas.

Paaal 352

Cukup jelas.

Pazal 354

Culkup jclas.

Paszal 355

Cukup jelas.

Pasal 336

Culkup jclas.

Pasal 357

Crikup jelas,

Pasal 253

Cukup julas.

Fasal 259

Cukup Ielas,

Pasal 360

Cukup jelas,

SK No (HB2TED A

PRESIOEN
REPUBLIK INDOMESIA

ol

Pasal 31 ...



Pasal 361

Cukup jelas.

Pusal 162

Cukup jrlas.

Pazal 363

Cukup jelas.

Pusal 264

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 3646

Culkup jelay.

Fasal 367

Cukup jelas.

Faspl 265

Cukup jelas.

Fazal 36%

Cukup iclas.

Fasal 370

Cukup jclas.

FPasal 37§

Cukup jelas.

Sk N IRIOE1 A

PRESILUEM
REPHBLIK INDONESIA

Pasal 372 ...



Pagagl 372

Culup jelas.

Pazal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 376

Cuakiup jelas.

Basal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pazal 3743

Cukup jelas,

Fasal 3K0

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Fazal 382

Cukugr jelas.

Sk No (RE29E0 A

PRESIDEN
REPUEBLIX INDOMESIA

3

Pagal 3583 ...



Paznl 383

Cukup jclas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Paaal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas,

Fasal 388

Cukup jelas.

Pazal 35%

Cukup jelas.

Fasal 390

Cukup jelas.

Pasal 391

Culbolp jelas.

Pasa] 392

Cukup jelas.

Prasal 393

Culkup jclas.

SK Mo 082979 A

PRESICENM
REPUBLIK INDOMEZIA

23

Pazsal 311 ...



Fasal 394

Cukup jclas.

Pasgal 305

Cruakian jelas.

Pasal 306

Cukup jclas.

Paszal 397

Cukup jelas,

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 3949

Cubup jelas.

Pasal 400

Cukup jclas.

Fasal 401

Cukup jelas.

Pasal 4072

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukuip jelas.

Posnl 403

Culkup iclas.

K No UR297R8 A

PRESIDEN
REPLIBLIK 1NMDONESLA

o4

Pranal 405 ...



Pusal 305

icukup jclas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Posal 405

Chakurs jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas,

Paunl 412

Cukup jelas.

FPasal 413

Cukup jelas.

Pasal 2414

Cukup jetas.

Posul 415

cukup jclas,

SK No JBXITT A

FRESICEMN
REPUHLIK IKOONESIA

- an

Pasal 116 .



Fasal 416

Cukup jolas.

Paszal 417

Cukup jelas.

Paszal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Chuakiup jelas.

Fasal 420

Cukup clas,

Pasal 421

Cukup jelas.

Foazal 422

Cukup jelas,

Fasal 423

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas,

Paxal 425

Cukup jelas,

Fasal 426

Cukup jelas.

SK No B2976 A

FRESIDEN
HREPUHLIK LMNOQNESIA

Fazal 427 ..



FRESIDEM
REPUHLIK [INODOHMNESIA

Pasal 427
Cokup jelas.

Faszal 424
Culup jelas.

Payal 419
Cukup jelas.

Paszal 430
Cukup |elas.

Pasal 431
Culiup jelas.

Faszal 432
Cukup |clas.

Pasal 433
Culup jelas,

Masal 434
Cukup [clas.

Fazal 435
Cukup jelas,

Pamal 436
Cukup jelas.

Pasal 437
Cukup ekas,

Pasal 438 ...

S MNo 82975 A



Pazal 4338

Cukup jclas.

FPasal 434

Cukupr jelas.

Pasal 440

Cukup |clas.

Paral 441

Cukup jelas.

Pasgl 442

Cukup jeias,

[azal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup elas,

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup pelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

SK No 032974 4

PRE:IDEN
REPUBLIK, INODONESIA

ah

Fazal 44%



Pazal 949
Cukup jelas.

Fasal 450
Cukup jclas.

Paszal 451

Cukup jelas.

Fasal 452
Cubkup jelas,

Masal 453
Cukup Jelas.

Pasal 454
Cukalp pelas.

Pasal 455
Cukup felas.

Pazal 456
Cubkup jelas.

Pasal 457
Cukup jclas.

Pasal 458
Cukup jcias.

FPasal 4349

Cukup jclas.

K Mo 0R2973 A

FRESIDEM
REPUEBLIX. IMOQONESIA

Pasal 460 ...



Pasal 4&0

Cukup jclas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Fasal 452

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas,

Pusal 464

Culkup jelas.

FPasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 4658

Cukyp jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jcias.

Paza" 471

Cubkup jelas.

SH Mo 082972 A

PHESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

£alt

Pasal 472 ...



Pasal 4772

Cukup jelas.

FPazal 473

Cukup |clas.

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cubup jclas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas,

Pasal 478

Cukup jelas.

FPasal 470

Cukup pelas,

Fazal 480

Cukup jclas.

Pasal 481

Cukup |clas.

Fazal 4832

Cukup jelas.

SK No 08207 A

FHESIDEM
REPUHLIK LIHOOMNESIA

fl

Pasal 483 .,



Pasal 483

Cudeup jrlas.

Pasat 4854

Cukup jelas.

Pasal 4532

Cukup jclas.

Pasal 986

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup julas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 4804

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal #4492

Culiup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

SK Mo OB2970 A,

PRESIDEN
REPUBLIX INDDHESLA

&2

Pagal 494 .



Pagal 4594

Cukiup jelas,

Faszal 495

Culkup |elaz.

Faxal 4590

Cuktup jelas,

Fazal 497

Cukup jelas.

Pagal 4594

Cukup jelas.

Fazal 444

Cukup jclas.

Fazal 500

Culiup jelas.

Pazal 501

LCukup |clas.

Pasal 5072

Cubup jelas.

Pasal 503

Culup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas,

SH Mo (82964 A

FRESIDEN
REPUHLIK INDQNESIA

&3

Pagal S05% ...



Fagal 505

Cukup jelas.

Fasgal SU&

Cukup elas.

Pagal SOT

Cukup jelas,

Poszal SUH

Cukup jelas.

Pasal SO

Cukup elas,

lPasal 310

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jzlas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Faszal 514

Cukup jelas.

Fasal 5l

Ckup jelas.

SK No ORI00E A

FRESIDEM
REPUHLIK INODONESIA

B

Pazal 516 ...



Fasal 516

Cubiup jelas,

Pagal 517

Cukup elas.

Fazanl 518

Cubup jelas,

Fasal 5149

Cukup |clas.

Pasal 520

Culkup jelas.

Pasal 521

Cukup jclas.

Pasal 522

Cukupn jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 534

Culup jelas.

Fasal 525

Culup jelas.

Paspl 230

Cukup jelas.

SK MNe 0329467 A

PRESIDEN
REPUHLIK INOOMNESLA

B3

Pasu] 527 _..



Fasal 527

Cukup |elas,

Pasg]l 328

Culiup elas.

Fasal 20

Cukiup telas,

Puasal 530

Cukup jelas.

Fasal 531

Cukup pelas.

Fasal 5372

Cukup jelas.

Fasal 533

Cukup jclas.

FPasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535

Cukup jclas.

Fasal 536

Cukup jclas.

Pasal 537

Cukup iclas.

S Mo 032960 A

FRESIDEN
REPLUBLIK IMOQHESIA

a4

Pasal 53358 ...



Pazal 538

Cukup jelas.

Paszal 239

Cukup jelas.

tasal 340

Cukup jlas.

Pasal 541

Cukup jelas.

Fasal 542

Cukup jelas.

Pasal 543

Cukup jclas,

Fazal 544

Cukup jelas.

Pazal 545

Culup jelas,

Pasal >46

Cukup jclas.

Pasal 547

Cukup relas.

Pazal 548

Cukup jelas.

SH Mg 2965 A

FRESIDEM
REPUELIK. JNDOMESIA

- A7 -

Pasal 549 .



Pasal 54%

Cukup jelas.

Pazal 550

Cukup jelas.

Pazal 551

Culiup jelas.

Pazal 552

Culkup jclas.

Pasal 553

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jrlas.

Pazal 555

Cukup jelas.

Pasal 556

Cukup jelas,

Pasal 557

Cukup jclas.

Foszal 558

Cukup jelas.

FPasal 551

Cukup jelas

Pasal SED

Cukup pelas.

S Mo 032904 A

FRESIDEH
REPUELIK INDONESIA

a4

Passl 351



PRE - I[MER
HEPUBLIE IHMOOME A

. BS .

Pasal Hel
Cukup jekay,

Pasal &2
Hurul a
Cukup jelas.
Hurf b

Kerentuar ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 184 huruf c
Undang-Undang Normoe 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja.

Pasal 63
Cukup jclas.

Pasal 564
Culcup jelas.

Pazal LG5
Culiup jelas,

Pazal 566G
Cukup jelas.

Pazal 567
Cukan jelas.

TaEMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPURLIK INDONESIA NOMOR 60617

SK Mo (83424 A



